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ABSTRAK

Judul : Metode Istinbat Hukum Lembaga Bahtsul Masail (Studi Terhadap
Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto
Dalam Menjawab Problematika Keagamaan Masyarakat)

Penulis : Muhammad Nizar

Promotor : Prof. Dr. H.Ahmad Zahro, M.A dan Prof. Dr.H.Faishal Haq,M.Ag.

Kata kunci : Metode Istinbat Hukum, Keputusan Lembaga Bahtsul Masail,
Problematika Keagamaan Masyarakat.

Rumusan ulama’ terdahulu yang terangkum dalam kutub turath diyakini
sebagai hasil ijtihad yang final dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Hal ini menjadi penyebab para kyai (intelektual) NU kabupaten Mojokerto lebih
suka merujuk pada agwal ulama. Mereka tidak melakukan telaah kitab kuning
secara kontekstual berdasarkan (sosio-historisnya). Kegelisahan akademik ini
menuntut peneliti melakukan penelitian yang terfokus dalam tiga rumusan;
Bagaimanakah kategori permasalahan-permasalahan figh masyarakat kabupaten
Mojokerto?. Bagaimanakah metode istibat hukum lembaga batsul masail
kabupaten Mojokerto?. Bagaimanakah karakteristik lembaga bahtsul masail
Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam melakukan istinbat hukum?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan usu/ figh,
yang berkaitan dengan metode istinbat hukum, dan upaya membangun metode
istinbat hukum yang dinamis dan produktif. Ada tiga metode pengumpulan data
dalam penelitian ini, yaitu telaah dokumenter, wawancara dan pengamatan lapangan
terhadap sidang bahtsul masail. Menganalisis data kualitatif dengan metode analisis
kualitatif dengan cara berpikir reflektif (deduksi-induksi), dan Kkritis. Prosedur
analisis yang ditempuh, terhadap data kualitatif dikoleksi, diklasifikasi, diseleksi,
dikomparasi kemudian dikritisi.

Hasil penelitian ini  meliputi:1).Permasalahan figh bahtsul masail
dikelompokkan menjadi 7 kategori,yaitu: figh ibadah, figh taharah, figh
mu’amalah, figh munakahah, dan figh mawarith, Ada juga yang dikategorikan figh
mu’amalah dan figh taharah, dan Ada juga yang dikategorikan figh ibadah dan figh
mu’amalah. 2).Terdapat 6 metode istinbat hukum lembaga bahtsul masail
kabupaten mojokerto, yaitu: gawli, ilhaqi, manhaji, gawli ilhagi, gawli manhaji,
dan istinbat jama’iy. 3). Ada 4 metode istinbat hukum yang menjadi karakteristik
lembaga tersebut, yaitu: metode manhaji, intigal al-mazhab dalam lingkup al-
Madhahib al-Arba’ah, istinbat jama’iy, dan pola pikir kontekstul terkesan
tekstual.

Nahdlatul Ulama (NU) dengan semboyannya “a/~-Muhafazah ala al-gadim
al-Salih wa al-akhdh bi al-jadid al-aslah’, hendaknya membuka diri menerima
saran, kritikan dari berbagai komponen masyarakat. LBM seyogyanya menerapkan
metode istinbat hukum dengan metode manhaji, demi mengembalikan figh pada
wataknya yang asli sebagai produk dan hasil ijtihad, yaitu: fleksibel, dinamis,
realistis, temporal.
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ABSTRACT

Title : Istinbat Method Law of the Bahtsul Masail Institution (Study of the
Decisions of the Bahtsul Masail Institute NU Mojokerto Regency in
Responding to the Religious Problems of the Community)
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Promoter : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A and Prof. Dr. H.Faishal Haq, M.Ag.
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Community Problems.

Formulation of the ulama 'which is summarized in the kutub turats is
believed to be the result of final ijtihad and can adapt to the times. This is the
reason why the Kyai NU (intellectuals) who participated in the bahtsul masail in
Mojokerto preferred to refer to agwal (the results of interpretation) of the ulama.
They did not study the kitab kuning contextually based on (socio-historical). This
academic anxiety requires researchers to conduct focused research in three
formulas; What is the category of community figh problems in Mojokerto district
?. What is the method of legal procedure for the batsul masail institution in
Mojokerto district? What are the characteristics of the Nahdlatul Ulama Bahtsul
Masail institute in Mojokerto district in carrying out legal services ?.

This research uses the historical approach and ushul figh approach, which
is related to the method of istinbat law, and efforts to build a dynamic and
productive method istinbath law. There are three data collection methods in this
study, namely documentary study, interviews and direct field observations of the
Bahtsul Masail. Analyzing qualitative data with qualitative analysis methods by
thinking reflective (deduction-induction), comparative, and critical. The analysis
procedures adopted are qualitative data collected, classified, selected, compared
and then criticized.

The results of this study include: 1). The problems of the figh of bahtsul
masail are grouped into 7 categories, namely: figh ibadah, figh t} aharah, figh
mu‘amalah, figh munakahah, and figh mawaritls, There are also categorized as
figh mu'amalah and figh thaharah, and There are also those that are categorized as
figh ibadah and figh mu'amalah. 2). There are 6 istinbath law methods of the
bahtsul masail institution in Mojokerto , namely: gawli, ilhaqi, manhaji, gawli
ilhaqi, gawli manhaji, and taqrir jama’iy. 3). There are 4 legal istinbat methods
that characterize the institution, namely: the method of manhayi, intigal al-mazhab
within the scope of al-Madhahib al-Arba'ah, istinbath jama 'iy, the contextual
mindset seems textual .

Nahdlatul Ulama (NU) with the motto "a/-Muha faz ah ala al-qadi m al-
Salih wa al-akhdh bi al-jadid al-aslah”, should open yourself to accept
suggestions, criticisms from various components of society. LBM should apply
the legal istinbat} method with the manhaji method, in order to restore figh to its
original character as a product and ijtihad product, namely: flexible, dynamic,
realistic, temporal.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (yang kemudian disingkat NU) merupakan
Jjam’iyyah diniyyah Islamiyyah yang berarti Organisasi Keagamaan Islam,
didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H.
NU mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikut mereka
yang berfaham salah satu dari empat mazhab figh. Basis sosial NU dahulu
dan kini adalah mereka yang masih berada di pesantren.*

NU di samping merupakan jam’iyyah diniyyah Islamiyyah, juga
merupakan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah (organisasi keagamaan dan
kemasyarakatan) yang sejak awal mencita-citakan ketinggian harkat dan
martabat manusia. Tujuan NU adalah berlakunya ajaran Islam yang
menganut faham ahlussunnah wal jama’ah® untuk terwujudnya tatanan

masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan

! Ahmad Zahra, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004) 5

2 Pengikut ajaran Islam, yang berlandaskan pada: Al-qur’an al-karim, Sunnah (perkataan,
perbuatan dan tagrir) Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah dilakukan bersama para
sahabatnya, Sunnah Khulafaurrasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali
bin Abi Thalib. Terminologi ini menjadi berkembang, sebagai penegasan kaum tradisionalis
menanggapi gerakan pembaharuan (yang memahami Islam hanya berlandaskan Al-qur’an dan
Hadist). Bagi NU memberlakukan ajaran Islam menurut aliran Ahlussunah Wal Jama’ah tidak
terlepas dari pengakuan terhadap ajaran pemikir terdahulunya seperti, dalam bidang teologi
merujuk pada pemikiran Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang Figih
mengikuti empat madzab: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, kemudian dalam bidang Tasawuf,
mengembangkan metode al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara
tasawuf dengan syari’at.



terciptanya rahmat bagi semesta alam (rahmatan Ii al ‘alamin).® Hal ini
sesuai dengan misi diutusnya Muhammad sebagai Rasul dengan membawa

ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, sebagaimana firman Allah saw:
Ol dan 5 V) @il i L
Artinya: Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. al-Anbiya107)

NU dalam struktur organisasinya untuk memberikan panduan terkait
problematika yang sedang dihadapi oleh umat Islam dan warga nahdliyyin
khususnya, mempunyai sebuah forum yang dinamakan lembaga bahtsul
masail yang dikoordinasi oleh lembaga syuriah. Forum ini bertugas
mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan
dengan masa’il fighiyyah (masalah figh) maupun masalah ketauhidan dan
masalah-masalah tasawuf (tarekat).*

Bahtsul Masail NU dari segi historis operasionalitas, merupakan
forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan
dinamis sebab persoalan (masa’il) yang digarap selalu mengikuti
perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam
forum tersebut tidak ada perbedaan antara kyai dan santri baik yang tua
maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang
diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahtsul masail tidak ada

dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk

¥ Hasan Mutawakkil Alallah, NU Menjawab problematika Ummat, (Surabaya: Khalista, 2010 M)

19.

* Sahal Mahfudh, Ahkamul Fugaha’ Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, (Surabaya:
Khalista, 2010 M) vi.



menunjukkan fenomena “sepakat dalam khilaf” ini adalah mengenai status
hukum bunga bank.

Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada
kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram dan syubhat. Itu terjadi
sampai dengan muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut
tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram
dan syubhat. Ini sebenarnya langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah
itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola
secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari
persoalan bank.

Nahdlatul Ulama Mojokerto sebagai organisasi keagamaan dan
sosial didirikan oleh KH. Zainul Alim dan dibantu KH. Muhammad
Nawawi,> bertugas mengabdi kepada umat Islam dan warga nahdliyyin di
Mojokerto khususnya. Lembaga Bahtsul Masail (yang kemudian disingkat
LBM) telah memberikan andil dan peran aktif dalam pengabdian tersebut.
Sesuai dengan fungsinya LBM bertugas mengambil keputusan tentang
hukum-hukum Islam yang dihadapi umat dan masyarakat Mojokerto. Forum

ini biasanya diikuti oleh syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada di luar

> KH Nawawi lahir di Dusun Les Padangan Desa Terusan Kabupaten Mojokerto pada tahun 1886.
Beliau merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama’ (NU) pertama kali di Mojokerto, Jawa
Timur pada tahun 1928. Beliau pernah menjadi santri Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari di
Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Selain itu, pernah menjadi santri KH Qosim
Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, serta KH Sholeh Mojosari dan KH Kholil Kademangan
Bangkalan. . Beliau komandan laskar Sabilillah dan pemimpin pergerakan melawan penjajah di
wilayah pergerakannya yakni di Mojokerto, Kedamean Gresik, Sepanjang dan Sukodono Sidoarjo.
gugur pada 22 Agustus 1946 dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Losari Gedek
Kabupaten Mojokerto. Dikutip dari Kisah Nasionalisme KH. Nawawi: Kerikil Mortar di
Pertempuran Sepanjang, Kedurus dan Kletek., oleh Ahmad Baso.



struktur organisasi termasuk para kyai pengasuh pesantren. Masalah-
masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian sehari-hari yang
dialami masyarakat (masa’il diniyyah waqi’iyyah) di samping masalah figh
kontemporer (masa’il diniyyah mawdu’iyyah). Masalah-masalah itu setelah
diinventarisasi oleh LBM, lalu dikonsultasikan kepada syuriyah, kemudian
diadakan skala prioritas pembahasan, dan syuriah menugaskan LBM untuk
membahasnya.

Forum bahtsul masail di beberapa tempat baik yang diselenggarakan
oleh beberapa MWC dan PCNU kabupaten Mojokerto sejauh pengamatan
penulis berlangsung dinamis®, walaupun hanya berorientasi pada gawl
(pernyataan verbal)’ ulama dan Shafi’iyyah sentris. Hal ini disebabkan oleh
beberapa hal, antar lain: pertama, para kyai peserta bahtsul masail lebih
suka merujuk pada agwal (hasil interpretasi) ulama yang termaktub dalam
kitab-kitab Shafiiyyah. Kedua, mereka tidak melakukan giyas yang
notabene merupakan domain para mujtahid, sementara para kiai NU merasa
belum berada di level mujtahid itu. Mereka hanya kemungkinan
melakukan ilhag al-masa’il bi naza’iriha (menetapkan hukum sesuatu
berdasarkan hukum sesuatu yang sama yang telah ada). Dalam i/hag, yang
dijadikan mulhaq bih adalah agwal al-ulama’, sementara agwal al-ulama’

itu sendiri adalah produk ijtihad para ulama yang terikat dengan ruang dan

® Termasuk bahtsul masail yang diselenggarakan beberapa kali oleh LBM PWNU selama penulis
aktif mengikutinya sebagai ketua dan utusan LBM PCNU kabupaten Mojokerto (selama 2008-
2013).

7 Sebagian besar hasil keputusan bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto dengan pendekatan
gawli, ada beberapa yang dengan pendekatan ilhagi dan manhayi.



waktu. Ketiga, mereka tidak terbiasa melakukan telaah kitab kuning secara
kontekstual. Ini berarti mereka memahami teks kitab klasik tidak dengan
konteks sosio-historisnya. Keempat, beberapa ulama yang tergabung dalam
bahtsul masail adalah pengikut tarigah, mereka meyakini hasil rumusan
ulama terdahulu yang terangkum dalam kutub turath merupakan hasil
ijtihad yang final dan bisa beradaptasi dengan perekembangan zaman.
Beberapa hal inilah, menimbulkan kesan bahwa kyai dan intelektual NU

yang tergabung dalam bahtsul masail adalah kaum tradisionalis,® mereka

® Penulis mengikuti tipologi pemikiran keislaman yang dibuat oleh sarjana Indonesia, Deliar Noer
dalam karyanya “Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942”, beliau memetakannya menjadi
dua tipologi “Islam Tradisionalis dan Islam Modernis”, Islam modernis yang diwakili oleh
Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, dan Islam tradisi yang diwakili NU dan organisasi
semacamnya. walaupun menurut Azyumardi Azra distingsi yang selanjutnya menjadi dikotomi
antara “Islam tradisionalis” dan “Islam modernis” tidak lagi terlalu tepat setelah sekian puluh
tahun sejak kemunculan kajian-kajian tersebut, karena semakin tidak mampu menggambarkan
dengan lebih akurat peta bumi perkembangan gerakan dan pemikiran Islam. Sehingga perlu
adanya studi-studi yang secara kritis dan komprehensif menguji kembali distingsi dan tipologi
“modernis-tradisionalis”. Kalaupun tipologi itu digunakan, agaknya perlu dilakukan kualifikasi-
kualifikasi tertentu; misalnya upaya telah dilakukan untuk merevisi tipologi tersebut. Fazlur
Rahman, memperkenalkan distingsi dan tipologi semacam modernis (yang mencakup modernis
klasik dan neo-modernis) dan revivalis (yang mencakup revivalis klasik dan neo-revivalis).
Kerangka yang ditawarkan Fazlur Rahman bermanfaat untuk melihat kembali posisi NU dan
Muhammadiyah. Menurutnya NU agaknya termasuk ke dalam tipologi “neo-modernis”; sementara
Muhammadiyah kelihatannya termasuk ke dalam tipologi “revivalis”; ini setidaknya jika dilihat
dari sudut wacana keagamaan kedua organisasi tersebut. Penjelasannya cukup sederhana. NU
sebagaimana terlihat dalam beberapa referensi ternyata cukup adaptif dalam merespon tantangan
intelektual dan institusional modern yang semakin banyak muncul dalam masa belakangan ini.
misalnya dalam pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NU-Summa, di mana NU
melakukan penafsiran ulang dan kontekstualisasi terhadap konsep-konsep figh klasik yang
berkenaan dengan masalah “riba”, dan juga tentang ‘“kebolehan” bekerjasama (¢a’awun) dengan
pihak non muslim dalam pengembangan sosial-ekonomi ummat Islam. Sedangkan
Muhammadiyah, pada pihak lain, meski pada dasarnya juga sangat adaptif dan akomodatif
terhadap institusi modern, tetapi pada tingkat ideologi keagamaan adalah revivalis, karena
orientasi yang kuat dalam paham keagamaannya kepada Salafisme. Paradigma ideologis
Muhammadiyah adalah kembali kepada Islam pristine, Islam yang “murni” sebagaimana
dipraktekkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. NU berdasarkan kerangka Rahman bahkan
telah dilakukan Barton dalam studinya mengenai gerakan atau pemikiran neo-modernisme di
Indonesia. la memasukkan Abdurrahman Wahid (gusdur) ke dalam kelompok pemikir
kontemporer Islam Indonesia, yang secara khas, menurut Barton, mewakili fenomena neo-
modernisme. Mereka, selain Abdurrahman Wahid, juga Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, dan
Ahmad Wahib. Nakamura dalam beberapa artikelnya tidak menggunakan tipologi neo-modernis



yang berpegang teguh kepada Al-qur’an dan Sunnah, juga kepada produk-
produk pemikiran (hasil ijtihad) para ulama yang dianggap unggul dan
kokoh dalam berbagai bidang keilmuan. Pemikiran para ulama dalam
berbagai bidang yang pada hakikatnya merupakan hasil penalaran terhadap
Al-qur’an dan Sunnah tersebut harus dipegang teguh dan tidak boleh
diubah. Dalam hal demikian Islam tradisionalis tidak lagi membedakan
antara ajaran yang terdapat dalam Al-qur’an dan al-Sunnah dengan ajaran
yang merupakan hasil pemahaman dan ijtihad terhadap keduanya.® Kaum
tradisionalis tidak mau melakukan adaptasi dan kompromi termasuk

menerima kemajuan IPTEK yang berasal dari barat karena mereka

untuk melihat NU. Secara eksplisit maupun implisit, tipologi yang digunakan adalah tipologi
tradisionalis. Atau tipologi yang merupakan sedikit penyesuaian, persisnya tipologi tradisionalis
radikalis. Seyyed Hossein Nasr melihat esensi Islam tradisionalis yang dianut NU mengacu kepada
wahyu Allah dan pengungkapan atau pengejawantahan wahyu tersebut dalam kehidupan historis
manusia di lingkungan tertentu. Karena itu tradisi mencakup tiga aspek penting. Pertama, a/-din
dalam pengertian seluas-luashya, yang mencakup seluruh aspek agama dan ramifikasinya; kedua,
al-sunnah, yang terbentuk dan berkembang berdasarkan model-model sakral, sehingga menjadi
tradisi; dan ketiga, silsilah, yakni mata rantai yang menghubungkan setiap periode, episode, atau
tahap kehidupan dan pemikiran dalam dunia tradisional kepada Yang Maha Awal. Abuddin Nata,
dalam “Peta Keragaman Pemkiran Islam di Indonesia” telah menginventaris sedikitnya 12 tipologi
pemikiran Islam di Indonesia. Yakni, Islam Fundamentalis, Teologis-Normatif, Eksklusif,
Rasional, Transformatif, Aktual, Kontekstual, Esoteris, Tradisionalis, Modernis, Kultural, dan
Inklusif-pluralis. Islam modernis menurutnya, diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh
untuk melakukan re-interpretasi terhadap pemahaman, pemikiran dan pendapat tentang masalah
ke-Islaman yang dilakukan oleh pemikir terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan
zaman. Dengan demikian yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat, dan bukan
memperbaharui atau mengubah apa yang terdapat dalam Al-qur’an maupun al-Hadits, tetapi
merubah atau memperbaharui hasil pemahaman terhadap Al-gur’an dan al-Hadits. Kaum modernis
bersikap rasional, ilmiah serta sejalan dengan hukum-hukum Tuhan baik yang terdapat dalam al-
Quran maupun alam raya. Islam modernis memiliki pemikiran yang dinamis, progressif dan
mengalami penyesuaian dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan Islam Fundamentalis menurut
Khoiru Huda dalam ebook Islamica, yaitu kelompok Islam a/-thabit (menurut istilah Adonis),
kelompok Islam Revivalis (menurut istilah Charles Kurzmen dan Akbar S. Akhmad), atau
kelompok Islam Ideal-Totalistik (menurut istilah Issa J. Boullata). Ciri-ciri kelompok aliran ini
yaitu: tekstual, menyerukan keutamaan Islam pada periode Nabi dan a/-Khulafa’ al-Rashidin (al-
Salaf al-Salih), kembali ke sumber pokok Islam (A/-qur’an dan al-Sunnah), dan menolak unsur-
unsur asing dari Barat.

° Abuddin Nata, Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2001) 141-142.



berpendapat bahwa barat adalah musuh Islam, maka baik politik maupun
budayanya harus ditolak. Mereka berpandangan bahwa umat Islam tidak
perlu mengikuti pemikiran barat, karena Islam adalah agama yang
sempurna. Ulama tradisionalis lebih cenderung kembali ke masa lalu dalam
usaha mencari jawaban Islam terhadap tantangan masa kini. Mereka yakin
bentuk kehidupan umat Islam abad ketujuh sudah sempurna dan tidak perlu
diubah dan disesuaikan dengan abad baru.’® Gerakan Islam di Indonesia
yang berada atau masih bertahan pada jalur tradisional di antaranya adalah
Nahdhatul Ulama®, tarikat Qadiriyyah Nagshabandiyyah, dan gerakan
Jama’ah Tabligh, walaupun beberapa dari gerakan ini telah mengalami
banyak perkembangan dan memiliki kecenderungan modernitas dalam
aktivitasnya.'?

Nahdhatul Ulama (NU) dipandang sebagai pelembagaan tradisi
keagamaan yang sudah mengakar di wilayah Jawa. Kultur masyarakat Jawa
sebagai tempat kelahiran NU memberikan banyak pengaruh pada
karakteristik gerakan dakwah NU selanjutnya. Peleburan antara tradisi lokal
dengan praktik keagamaan adalah salah satu karakteristik yang menjadi ciri

khas masyarakat NU. Sejak awal berdirinya NU dipandang sebagai

19 Mambaul Ngadimah, Ebook, Potret Keberagaman Islam Indonesia, (Ponorogo, 2008) 270

11 Aspek yang mencerminkan hal tersebut terdapat dalam bidang hukum-hukum Islam karena NU
yang merupakan penganut faham Ahlussunnah wal jama’ah menganut salah satu ajaran dari empat
madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Dalam praktik keagamaan, para kyai merupakan
penganut kuat madzhab Syafi’i, sedangkan dalam hal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam Abu
Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Aspek lainnya yang juga mencirikan paham
Ahlussunnah wal Jama’ah adalah dalam bidang tasawuf yang menganut dasar-dasar Imam Abu
Qosim al-Junaidi.

12 |ntan Dwi Kemala, Gerakan Islam Literatur, (Jakarta : FIB Ul, 2008) 39-40



organisasi para ulama di daerah pedesaan yang secara agama bersifat
kultural, secara intelektual sederhana, secara kultural bersifat sinkretik, dan
secara politik bersifat oportunis.

NU pada persoalan-persoalan hukum, merupakan pengikut madzhab
Imam Syafi’i yang dikenal sebagai ‘“jalan tengah” dari dua Imam
sebelumnya yakni Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Hanafi adalah
Imam yang terkenal dengan rasionalitasnya dalam menetapkan hukum-
hukum, sedangkan Imam Maliki dikenal dengan tradisionalisnya.

NU sangat menekankan taglid dan cenderung tidak mendorong
ijtihad. Sebab, berbahaya jika seseorang berpegang hanya kepada bacaan
dan pengertiannya sendiri mengenai Al-qur’an dan Hadits. Bahkan tindakan
seperti ini dapat membawa kepada dosa besar. Oleh sebab itulah kaum
Muslimin ditekankan untuk mengikuti secara ketat ijtihad yang telah
distandardisasikan dalam empat mazhab figh sunni, yakni Hanafi, Maliki,
Syafi’i, dan Hanbali.

Kaum modernis dan reformis, sangat menekankan ijtihad dan
menolak keras apa yang mereka sebut sebagai ‘“taqlid buta”, yakni
mengikuti saja pendapat ulama masa lampau tanpa pemikiran kritis. Karena
itu, jika kaum Muslimin ingin maju, mereka harus meninggalkan sikap
taglid buta dan sebaliknya, mengembangkan ijtihad; berpikir secara
independen untuk menghasilkan rumusan-rumusan baru yang lebih sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan zaman.



Beberapa hal tersebut di atas, menimbulkan kesan bahwa kyai dan
intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul masail hanya bermadzhab “#
al-agwal’ (pendapat Ulama) dan tidak “/7 al-manhaj” (dalam metodologis).
Penulis yakin para kyai NU kabupaten Mojokerto sebenarnya memiliki
kemampuan intelektual untuk melakukan istinbat hukum langsung pada
teks dasar (istinbat al-ahkam min masadiriha al-asliyyah), dengan cara
men-tatbig-kan (memberlakukan) secara dinamis nas-nas fugaha’ dalam
konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Pendekatan manhaji (metodologis) sebagaimana yang dicita-citakan
NU sejak tahun 1926-an hendaknya secara operasional digunakan dalam
forum bahtsul masail untuk memperkuat pemahaman atas masa’il furu’iyah
(masalah-masalah cabang dan tidak prinsip) yang ada pada kitab-kitab figh
di samping juga menerapkan langkah i/haqg/tanzir al-masa’il binazairiha
(menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama yang
telah ada). Di sinilah bahtsul masail akan berjalan sesuai dengan watak dan
karakteristik figh yang fleksibel, dinamis, realistis, dan temporal, tidak kaku
dan permanen.

Bagaimanapun rumusan figh yang dikontruksikan ratusan tahun
yang lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi
saat ini. Situasi sosial politik dan kebudayaan sudah sangat berbeda. Hukum
sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya

berlandaskan pada rumusan nash dan teks, bagaimana jika ada hukum yang
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tidak ditemukan dalam rumusan tekstual figh?, apakah harus mauguf (tidak
terjawab)...?, sebagaimana yang pernah terjadi dalam bahtsul masail
tentang status dan hukum wanita yang haidnya tidak teratur karena
mengkonsumsi pil atau menggunakan alat kontrasepsi atau sejenisnya.'®
Padahal memauqufkan persoalan hukum, tidak boleh bagi fugaha’ (termasuk
kyai dan intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul masail).

Gambaran di atas menjadi awal kegelisahan peneliti, sehingga
termotivasi untuk memikirkan perlunya figh yang mengakomodir
permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Untuk itu
kita harus kembali ke manhaj, yakni mengambil metodologi yang dipakai
ulama terdahulu, men-zatbig-kan (memberlakukan) secara dinamis usul/ al-
figh, gawa’id (kaidah-kaidah figih) dan nas-nas fugaha dalam kontek
permasalahan yang dicari hukumnya.

Dalam merealisasikan harapan tersebut, peneliti melakukan
penelitian pada aktifitas bahtsul masail yang berlangsung di beberapa
MWC, PCNU dan pesantren di kabupaten Mojokerto dengan mengamati
secara langsung; bagaimanakah permasalahan-permasalahan figh yang
muncul dalam masyarakat dan mengkategorikannya, bagaimanakah metode
istinbat yang mereka gunakan dalam penetapan hukum atas problematika
keagamaan masyarakat yang dihadapi, serta mengamati kecenderungan

terhadap penggunaan metode istinbat hukum para aktivis (kyai dan

3 Kegiatan bahtsul masail LBM MWC NU Kutorejo Mojokerto di LPIS “Bustanut Tarbiyah”
Dsn. Ngudi — Ds. Pesanggrahan — Kec. Kutorejo — Kab. Mojokerto, Minggu, 7 Pebruari 2016.



11

intelektual NU) dalam pelaksanaan bahtsul masail, sehingga menjadi
karakteristik tersendiri bagi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
kabupaten Mojokerto.

Oleh karenanya peneliti mengangkat judul: “Metode Istinbat
Hukum Lembaga Bahtsul Masail” (Studi Terhadap Hasil Keputusan
Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Mojokerto Dalam Menjawab

Problematika Keagamaan Masyarakat).

Batasan Masalah

Cakupan masalah yang muncul dalam penelitian tentang Lembaga
Bahtsul Masail ini sangatlah banyak dan luas, di antaranya: kajian tentang
metode ijtthad NU terhadap keputusan bahtsul masa’il pada masalah-
masalah figh Kontemporer, metode ijtihad ta'lily (didasarkan pada illat) dan
istislahy (bertumpu pada asas kemaslahatan) yang menjadi pijakan NU
dalam penetapan hukum, studi tentang pola pengkajian dan penetapan
hukum Islam Lembaga Bahtsul Masa'il Syuriah NU, upaya Lembaga
Bahtsul Masail NU dalam mengembangkan sistem bermadzhab secara
manhaji. Untuk menghindari meluasnya pembahasan penelitian, maka perlu
dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti.
Adapun batasan penelitian ini terfokus pada upaya pengelompokan
permasalahan-permasalahan figh yang muncul dalam masyarakat yang
dibahas dalam bahtsul masail menjadi beberapa kategori, mengamati

metode istinbat hukum Lembaga Bahtsul Masail dalam menetapkan hasil
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keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam
kurun waktu 2011 s/d 2018 dan menganalisanya, serta mengeksplorasi
metode istinbat hukum para aktivis (kyai dan intelektual NU) dan
menentukannya menjadi sebuah karakteristik lembaga bahtsul masail dalam

memutuskan dan menetapkan hukum.

Rumusan Masalah
Sebagaimana digambarkan pada uraian terdahulu tentang

keberlangsungan forum Bahtsul Masail di beberapa MWC dan pesantren di
kabupaten Mojokerto yang dinilai kurang dinamis, beku (jumud), hanya
berorientasi pada gawl (pernyataan verbal) Ulama, dan belum adanya
keberanian para kyai dan intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul
masail untuk melakukan giyas yang merupakan domain para mujtahid dan
mereka merasa belum berada pada level itu, serta mereka tidak terbiasa
melakukan telaah kitab kuning secara kontekstual, maka peneliti
merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1.  Bagaimanakah kategori permasalahan-permasalahan figh yang muncul
dalam masyarakat kabupaten Mojokerto?

2. Bagaimanakah metode istinbat hukum lembaga batsul masail
Nahdlatul ~ Ulama kabupaten Mojokerto dalam  menjawab
permasalahan-permasalahan figh yang muncul dalam masyarakat?

3. Bagaimanakah karakteristik bahtsul masail yang diselenggarakan oleh

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto?
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Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan. Adapun

tujuan-tujuan itu adalah:

1.

Untuk mendeskripsikan kategori permasalahan-permasalahan figh
yang terjadi dalam masyarakat kabupaten Mojokerto.

Untuk mendeskripsikan metode istinbat hukum lembaga bahtsul
masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto dalam menjawab
permasalahan-permasalahan figh yang muncul dalam masyarakat.
Untuk menemukan karakteristik bahtsul masail yang diselenggarakan

oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama kabupaten Mojokerto.

Kegunaan Penelitian

Sedangkan signifikansi penelitian dan studi ini diharapkan berguna :

1.

Dalam tataran teoritis penelitian ini berguna bagi praktisi-praktisi
hukum Islam, khususnya para kyai yang terlibat dalam bahtsul masail
dan intelektual NU lainnya sebagai kajian obyektif terhadap hukum
figih.

Menjadi sumbangsih pemikiran dalam kaitannya metode yang efektif
dalam bahtsul masail untuk menggali dan memutuskan hukum
terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.

Dalam tataran praktis bermanfaat bagi lembaga bahtsul masail sebagai
masukan dan bahan pertimbangan untuk mengadakan evaluasi,

kemudian membangun tradisi bahtsu yang dinamis, sesuai dengan
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karakteristik figh yang fleksibel, realistis, dan temporal, tidak kaku

dan permanen.

F.  Kerangka Teoritik
1. Kajian Tentang Metode Istinbat Hukum

Persoalan umat semakin berkembang dan tidak mungkin
semuanya terakomodasi dalam Al-qur’an dan al-Sunnah, maka
Rasulullah telah memberikan contoh melalui pembicaraannya dengan
Mu’az bin Jabal, bahwa penyelesaian persoalan umat itu berpedoman
kepada Al-qur’an atau al-Sunnah, kalau tidak ditemukan solusinya
maka diselesaikan melalui ijtihad yang tentu saja tidak boleh
bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut.

Para sahabat dan tabi’in berijtihad di saat mereka tidak
menemukan dalil dari Al-qur’an atau Sunnah yang secara tegas
mengatur suatu persoalan. Ijtihad para sahabat dan tabi’in inilah
kemudian melahirkan figih. Perbedaan kuantitas hadits oleh kalangan
tabi’in, ditambah pula perbedaan mereka dalam menetapkan standar
kualitas hadits serta situasi dan kondisi daerah yang berbeda
menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hasil ijtihad mereka.
Perbedaan hasil ijtihad juga ditunjang oleh kadar penggunaan nalar
(rasio), yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa mazhab

dalam figih. Penyelesaian persoalan umat dengan cara memahami,
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menggali dan merumuskan dari teks-teks suci Al-qur’an dan Sunnah
menjadi keniscayaan.
a. Pengertian /Istinbat Hukum

Kata istinbat berasal dari bentuk thulathiy ( -Uas by -l

¢\l -Un 5x3) yang berarti air terbit dan keluar dari dalam tanah yang kali
pertama digali.'* Secara bahasa (etimologi) kata istinbat berasal dari
kata “dalaiin) _lawiy awiiul” yang berarti menemukan, melahirkan,

menciptakan, memperlihatkan. Secara terminologi istinbat diartikan

mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan
hukum.® Seperti: *°....ealgia) 5 degdy lalill 48l & A% @ 4adl) Loy
Adapun yang dimaksud dengan istinbat bila dihubungkan dengan
figh/hukum seperti dijelaskan oleh al-Qarafi: ¢! Al 48l & Laliiuy)
7 AN A sy o saill (e dge il ASaY, el agiaal),
istinbat dalam kaitannya dengan figh adalah upaya seorang mujtahid

untuk mengeluarkan dan menemukan makna dan hukum-hukum syar’i

dari dalil-dalil nas Al-qur’an dan al-hadith dan sumber dalil yang lain.

'* Muhammad ibn Ya’qub ibn Muhammad ibn Ibrahim Abu al-Tahir Majduddin al-Fairuzabadi,
al-Qamus al-Muhit, (Muassasah al-Risalah, 2005), 1139.

Y Ibid, al-Qamus al-Muhit, (Muassasah al-Risalah, 2005), 1139. Lihat juga Abu Abdirrahman
Imam al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Azadi al-Yahmadi, Kitab al-Ain, Tahgig. Mahdi al-
Makhzumi dan Ibrahim al-Samira’i, (Dar al-Maktabah al-Hilal, 2003) 184.

' Muhammad bin Mukrim ibn Ali, Abu al-Fadli Jamal al-din ibn al-Manzur, Lisan al-Arab, (Dar
Sadir, Berut, 2010), jilid 13: 438. Lihat juga Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, Atiyah al-
Sawalihi, dan Muhammad Khalafullah Ahmad, a/-Mu’jam al-Wasit, (Majma’al lughah al-
Arabiyah, 2004), 894. Louis Ma’luf al-Yassu’i dan Bernard Tottel al-Yassu’l, al-Munjid fi al-
lughah wa al-A’lam, (Beirut, Dar al-Masyriq) 786.

' Ahmad bin Idris al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa’i al-furuq, Hashiyah bin Husain al-makkiy
al-malikiy, (Alam al-kutub, tt) Juz 2, 128-129.
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Definisi ini mirip dengan istilah istinbat menurut usul figh: ale
laadill Wbl e Aoyl LKAzl o Llbuuyl 4@l J sl
Bleia Leadldiu) 5 Leal JA%0) 5 menemukan dan menghasilkan hukum-

hukum syar’i dari dalil-dalil yang terperinci. Muhammad Bin Ali al-
fayyumi ahli bahasa arab dan figh, adalah upaya menggali dan
mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya (Al-quran dan Al-
sunnah) dengan jalan ijtihad untuk mencari hukum syara’ yang bersifat
zhanni.*”

Makna istibat ini hampir sama dengan ijtihad, mengambil
hukum secara langsung dari sumber aslinya, Al-qur’an dan Hadits. Oleh
karenanya istilah istinbat ini dalam bahtsul masail tidak banyak
digunakan. Jadi yang dimaksud peneliti adalah istilah istinbat yang
dikenal dalam bahtsul masail NU, yakni penggalian hukum yang
dilakukan dengan men-tathbig-kan secara dinamis nas-nas fuqaha.

Upaya istinbat tidak akan membuahkan hasil yang memadahi
tanpa pendekatan yang tepat. Pendekatan ini terkait dengan sumber
hukum. Menurut Ali Hasaballah sebagaimana dikutip oleh Nasrun

Rusli,? ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh pakar hukum

'8 Badruddin Bin Muhammad Bahadir al-Zarkasyi, a/-Bahru al-Muhit dalam mugaddimah, (Dar
alkutbi, 1994) Juz 1, 37-38.

19 Effendi,Satria.2009. Ushul Figh, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hl 178. Lihat pula
Haidar Bagir dan Syafiq Basri, ljtihad dalam sorotan, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996) 25
20 Nasrun Rusli, Konsep ljtinad Asy-Syaukani, Relevansinya bagi pembaharuan hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana lImu, 1997) 110-118.
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dalam melakukan istinbat, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan
melalui pengenalan maksud syari’ah (Al salia ),

Penulis dalam hal ini, memaparkan kedua pendekatan istinbat
tersebut, walaupun yang dijadikan landasan teori dalam pembahasan
berikutnya adalah istinbat dengan pendekatan tata bahasa. Di samping
itu, penulis ingin menjadikan istinbat hukum dengan pendekatan
Magasid sebagai alternative dan solusi atas ke-jumud-an bahtsul masail
di LBM NU kabupaten Mojokerto yang dinilai kurang dinamis.

1).  Kontruksi Hukum Dengan Pendekatan Tata Bahasa

Kontruksi hukum dengan analisa tata bahasa adalah memahami
bahasa teks yang tampak. Teks ini dapat diucapkan, ditulis dan
dipahami pengertiannya.”* Objek utama yang di bahas dalam kajian teks
ini adalah ayat-ayat Al-qur’an dan sunnah Nabi yang termaktub dalam
kitab-kitab hadits. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang
berbahasa arab tersebut para Ulama telah menyusun semacam
‘semantik’ yang akan digunakan dalam praktik penalaran figh. Untuk
itu para ahlinya telah membuat beberapa ketegori lafal atau redaksi
diantanya yang sangat penting adalah masalah amar, nahi dan takhyir.
Pembahasan lafal dari segi umum dan khusus, pembahasan lafal dari
segi mutlak dan mugayyad, pembahasan lafal dari segi mantuk dan

mafhum.

2! Hamka Hag, Falsafah Ushul Figh, (Ujung Pandang, Yyasan al-Ahkam, 1998) 203.
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Dilihat dari segi cakupannya, ada pernyataan hukum yang
sifatnya umum dan ada juga yang bersifat khusus. Sasaran hukum
dalam pernyataan hukum yang umum adalah tanpa pengecualian.
Misalnya: ungkapan “barang siapa” berarti menunjuk kepada siapapun,
jenis kelamin apapun, generasi manapun tanpa pembatasan. Sedangkan
pernyataan khusus mengandung pengertian tunggal atau beberapa
pengertian yang terbatas. Pakar studi hukum Islam sepakat bahwa
pernyatan hukum yang Kkhusus bersifat final dan pasti, sehingga
menutup pengertian yang lain. Namun demikian, pernyatan hukum
yang khusus ini ada yang bersifat mutlak tanpa pembatasan dan ada
pula yang dibatasi.?

Suatu pernyataan dianggap mutlak jika tidak ada pembatasan
sama sekali yang mempersempit keluasan pengertiannya. Sebaliknya
pernyataan dianggap terbatas karena ada pembatasan yang
mempersempit pengertiannya.

Dalam Al-qur’an banyak terjadi pengulangan kata, baik yang
mutlak maupun yang terbatas. Pakar studi hukum Islam membuat
rumusan tentang hal ini. Jika kata yang diulang bermakna mutlak
semua, maka maknanya juga mutlak dan sebaliknya. Akan tetapi jika
pengulangan itu membuat kata yang mutlak dan terbatas dalam tempat

yang berlainan, maka terdapat dua kemungkinan makna. Pertama, kata

22 Effendi,Satria. Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005) 205.
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yang mutlak diberi pembatasan sesuai kata yang terbatas. Kedua, kata
yang mutlak tidak dibatasi sebagaimana kata yang terbatas, jika masing-
masing berbeda dalam hukum dan sebabnya.

Selain mutlak dan terbatas, pernyatan hukum yang umum dan
khusus, juga disertai perintah dan larangan. Perintah adalah tuntutan
untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya
kepada yang lebih rendah. Larangan adalah tuntutan untuk
meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi
kedudukannya kepada yang lebih rendah tingkatannya.?

2). Kontruksi Hukum Dengan Pendekatan Magasid Shari’ah

Kompleksitas ranah historis manusia dengan berbagai wacana,
model, dan aktivitas yang mengitarinya yang setiap hari berubah dan
bahkan tampak rumit seakan tidak tertampung dalam nilai dan norma
hukum yang ada dalam nash (Al-qur’an - al-Sunnah) saat ini. 7Tatanaha
al-nusus wala tatanaha al-waga ‘i (wahyu sudah tidak lagi diturunkan,
sementara peristiwa/kebutuhan hukum terus berkembang) sehingga
mengharuskan para mujtahid (cendikiawan/pakar hukum) untuk dapat
melakukan ijtihad dalam rangka pembaharuan (reformasi) terhadap

hukum itu sendiri.

2 bid, 187.
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Pemikiran figih Islam secara preskriptif ini bertujuan menggali
norma-norma Islam yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah
laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik.*

Menurut istilah Harold J. Berman,® perubahan hukum
menunjukan pada pengertian bahwa hukum selalu mengalami
pertumbuhan. Dalam pertumbuhannya, hukum berinteraksi dengan
sektor-sektor kehidupan sosial manusia secara sistemik.

Hammadi al-Ubaydi menyatakan bahwa orang yang pertama
membahas masalah a/-magasid al-shari ‘ah adalah salah seorang tabi’in
yang bernama lbrahim an-Nakhaiy (w.91 H)*". Hammadi al-Ubaydi
menjelaskan bahwa Ibrahim an-Nakhaiy pernah berkata ‘“bahwa

sesungguhnya hukum-hukum Allah memiliki tujuan, hikmah, dan

** Yusdani, “Figh Dan Hak Asasi Manusia: Prespektit’ Dialogis-Preskriptif- Akomodatif’.( al-
Mawarid, Jurnal Hukum Islam. Vol. XV, No. 1, Februari- Agustus 2014. Yogyakarta: FIAI UII)
18.

» Harold J Berman, Law And Revolution: The Formation Of The Western Legal Tradition,
(Cambridge: Harvad University Press), 1983, hlm. 9.

*® Mashudi, Legal Responbility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015) 2.

%" Nama lengkap beliau adalah Abu Imran Ibrohim bin Yazid bin Qois ibnu Al-Aswad bin, Amru
bin Rubaj’ah bin Dzukhl bin Sa’ad bin Malik bin Nakha’ al-Nakha’iy al-Yamani al-Kufy, Be;iau
seorang faqih dari Irak. Dia lahir 39 H dan wafat 91 H. Dia ter masuk tabiin yang banyak riwayat
haditsnya, Imam di bidang figh, segolongan ulama di masa tabi’in meriwayatkan darinya, antara
lain: al-Sabi’i, Habib bin Abi Tsabit, Sammak bin Harb, al-Hakam, al-A’mash, Ibn ‘Aun,
Hammad ibn Abi Sulaiman (guru Abu Hanifah). www.islamstory.com, Qissat al-Islam: Ahamm
Mugqtatatat al-Maqgal min sirat al-Tabi’in. 05-08-2019, 11:00.


http://www.islamstory.com/
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mashlahat untuk manusia”.?® Sebagai landasan pemikirannya, Ibrahim
mengunakan sejumlah ayat, di antaranya adalah Q.S. al-Bagarah: 222.%°
Sebagian ulama dan sejarawan menyebutkan bahwa dalam
perkembangan hukum Islam muncul ulama yang mencurahkan
perhatiannya pada kajian tentang al/-maqasd al-shari‘ah, seperti Abu
Mansur al-Maturidi (w.333 H) yang menulis “Ma’khadh al-Shari’ah,
Abu Bakar al-Abhari (w.375 H.) dengan karyanya seperti “Mas alah al-
Jawab wa ad-Dala’il wa al ‘Illah”, Al-Bagilani (w.403 H.) yang
menulis tentang “ a/-Taqrib wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad’.
Setelah itu, semakin bertambah ulama yang membahas tentang
tema ini, di antaranya: Al-Juwaini (w.478 H.)*. la menganggap al-
Magasid sama dengan al-Masalih (maslahat-maslahat). Al-Juwayni
termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori al-

Magasid. al-Juwayni menggunakan istilah al-Magasid dan al-Masalih

?® Hammadi al-Ubaydi, al-Shatibiy wa Maqasid al-Shari’ah, ( Mansyurat Kulliyat al-Da’wah al-
Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz ‘ala al-Turas al-Islami, 1992) 134-135.

2% Ayat tersebut memuat larangan hubungan intim suami —isteri pada saat haid. Secara implisit
larangan tersebut memiliki tujuan dan hikmah, bahwa hubungan seks saat haid dapat merugikan
kesehatan kedua pasangan. Beberapa resiko kesehatan yang bisa terjadi akibat melakukan seks saat
haid antara lain: Penyakit menular seksual (HIV dan hepatitis), Resiko infeksi ( infeksi saluran
kencing, sperma dan prostat pada pria), endometriosis (rasa nyeri saat haid), Sudden Death (mati
mendadak disebabkan adanya penyumbatan pembuluh darah ketika emboli masuk ke dalamnya.
Beberapa resiko di atas sebagaimana yang dikatakan Laura Berman, PhD seorang pakar seks dan
terapis dari Feinberg school of medicine, Northwestern University, Cicago seperti yang dilansir
wahdah.or.id. official website wahdah islamiyah.

3% Nama lengkap beliau Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin
Abdillah bin Hayyuwiyah al-Juwaini al-Nisaburi. Bila didapati dalam kitab figh Madzhab Syafi'i
kata al-Imam (pl¥'), maka yang dimaksud adalah Diya’uddin Abdul Malik al-Juwaini. Baliau
lebih dikenal dengan sebutan /mam al-Haramain. Di antara kitab-kitab karya beliau adalah
Nihayat al-Matlab i Dirayat al-Madhhab, al-Talkhis fi Usul al-Figh, Al-Shamil {7 Usul al-Figh,
al-Irsyad ila Qawati’ al-Adillah i Usul al-'ltigad. Beliau merupakan ulama besar mazhab Syafi’i
abad ke 5. Beliau wafat tahun 478. Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/118905/imam-
haramain-al-juwaini--sanad-keilmuan-dan-karya-karyanya.


https://islam.nu.or.id/post/read/118905/imam-haramain-al-juwaini--sanad-keilmuan-dan-karya-karyanya
https://islam.nu.or.id/post/read/118905/imam-haramain-al-juwaini--sanad-keilmuan-dan-karya-karyanya
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al- ‘ammah (maslahat-maslahat publik) sebagai sinonim. Kemudian al-
Ghazali (W.505 H.)*, menyusul dengan membangun atas karya al-
Juwayni dengan mengklasifikasi al-Magasid dan memasukkannya di
bawah kategori al-Masalih al-Mursalah (Kemaslahatan lepas, atau
maslahat-maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).
Kemudian al-Razi (w.606 H.)** dan al-Amidi (w.631 H.)*, mereka
berdua mengikuti al-Ghazali dalam peristilahannya. Kemudian al-
Qarafi (w.684 H.)**, yang meletakkan kaidah: “La yu ‘tabaru al-Syar‘u
min al-Magasid illa ma ta‘allaga bihi garadun sahihun, mujasilun li-

maslahatin aw dari’un li-mafsadatin” yang artinya: “Suatu bagian dari

3! Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin ahmad al-Thusi
al-Ghazali, diberi gelar Hujjat al-Islam. Beliau lahir di Ghazaleh suatu desa dekat Thus, bagian
dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 H. Sepanjang hidupnya dia telah menulis lebih dari 70
karya tentang teologi, yurisprudensi, mistisisme, dan filsafat Islam. Karya-karya al-beliau yang
dianggap penting di antaranya adalah a/-Munqidh min al-Dalal, Tahafut al-Falasifah dan lhya’
‘Ulum al-Din. Lihat Zainal Abidin Ahmad, Riwayat Hidup Imam al-Ghazali (Jakarta: Bulan
Bintang, 1975), 28. M. Syarif, Para Filosof Muslim, (Bandung: Mizan 1993), 220. Al-Subki,
Tabaqat, al-Shafi’iyyat al-Kubra, Juz 1V, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th.), 102. Baca
selanjutnya: https:/ganaislamika.com/al-ghazali-4-karya-karya-dan-akhir-hayatnya

32 Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Taymi al-Bakri
al-Tabaristani. Karya-karyanya meliputi banyak bidang, antara lain: kedokteran, astronomi,
matematika, logika, fisika, kalam, fikih, ushul fikih, hingga tafsir Alquran. Dalam disiplin fikih
dan ushul fikih, ia telah menulis buku al-Mahsul fi al-Figh dan al-Mahsul {7 Usul Figh.

3 Nama lengkap imam Al-Amidi yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Salim dan lebih
dikenal dengan sebutan Saifuddin Al-Amidi. Ia lahir pada tahun 551 H/1156 M di daerah Amid.
Ia dikenal pakar fikih dan usul fikih serta ahli kalam (teolog). Ia memulai belajar dan menghafal
kitab A/-Hidayahyang beraliran madzhab Imam Hambali. Setelah itu, ia beralih
mengikuti madzhab syafi’i.Beliau memiliki beberapa karangan diantaranya adalah kitab A/-
Abkar fi Usuliddin, Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam kitab tentang usul fikih. Imam al-Amidi
meninggal dunia pada hari selasa 4 shafar pada tahun 631 H. Baca Attps:/masholeh.cony situs
keislaman yang moderat aktual, https.//en.m. wikipedia.org/wiki/Sayf al-Din al-Amidi.

** Nama lengkapnya adalah Imam Syihabuddin al-Qarafi al-Mishry, seorang ulama madzab
Maliki pada abad ketujuh (w. 684 H/1254 M) memperkenalkan 4 tipologi dalam memahami
Sunnah Nabi, yaitu posisi Nabi sebagai: (1) sebagai seorang Nabi, (2) sebagai seorang mutfti, (3)
sebagai seorang hakim, dan (4) sebagai seorang kepala negara. Di antara kitab karyanya.Anwar
al-Buruqg Fi Anwa’i al-Furug, Hashiyah ibn Husain al-Makki al-Maliki.  Lihat
https://en.wikipedia.org/wiki/Shihab_al-Din_al-Qarafi.


https://en.wikipedia.org/wiki/Shiha%3eb_al-Di%3en_al-Qarafi
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hukum Islami, yang didasari oleh syariat, tidak dapat dianggap sebagai
al-Magasid, kecuali tersangkut padanya sebuah sasaran yang sah, yang
dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan”. Kutipan itu
bermakna bahwa tujuan apapun yang termasuk al-Magasid, tidak lain,
adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan
manfaat dan/atau mencegah mafsadat).

Najmuddin al-Thufi (w.716 H.)*, mendefinisikan al-Masalih
sebagai sebab yang mengantarkan kepada maksud al-Syari‘, pembuat

arahan-arahan syariat, Allah swt dan RasulNya saw. Ibn Qayyim

> Nama lengkapnya adalah Abu al-Rabi’ Sulaiman Ibn Abdu al-Qawiy ibn Abdul Karim ibn
Sa’id. al-Thufi al-sarsari al- Baghdadi al-Hanbali. al-Thufi menggagas konsep maslahah yang
liberal dan kontroversial. Karena ia meletakkan mas/ahah di atas teks wahyu. Konsep taqdim al-
maslahah ‘ala al-nas wa al-ijma’, memprioritaskan maslahah atas teks (Al-Quran dan Sunnah)
juga ijmak adalah puncak pemikaran al-Thufi. Di antara karya-karyanta: Mukhtasar al-Raudah
al-Qadamiyyah, Ma’arij al-Usul ila ‘ilm al-Usul, al-Riyad al-Nawadir fi al-Ashbah wa an-Nazair,
Syarh Mukhtasar al-Tibrizi, al-isyarat al-Ilahiyyah ila al-Mabahith al-Usuliyyah, dan Iddah al-
Bayan ‘an Ma’ani Umm al-Qur’an.



24

al-Jauziyyah (w.751 H.),* al-Subki (756 H)*’, al-Asnawi (772 H)*®, dan
al-Suyuti (911 H)*.

Upaya ijtihad hukum menuju tujuan hukum, tidak bisa lepas
dari aspek Magasid al-Shari’ah™ yang telah dipopulerkan oleh al-
Shatibi (w.790 H).41 Karena dengan konsep Maqgasid al-Shari’ah,
hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.

Di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh
concern pada reformasi atau perubahan hukum dalam kerangka berfikir

filsafat hukum Islam (usul al-figh) adalah Jasser Auda, yang

3¢ Ahmad Raysuni, Nadhariyyat al-Magqashid ‘inda al-Imam asy-Syatibiy, (Beirut: al Muassasah
al-Jami’iyyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992), 32.

37 Nama lengkapnya: A’li Bin A’bdul Kafi Bin A’di Bin Tamam as-Subki Al-Ansari Al-Khazraji
Abul Hasan, Ia dilahirkan pada 1 shafar 683 H di kota Sabak Al-Abid. Ia belajar pendidikan dasar
agama pada ayahnya, kemudian pindah ke Kairo. ulama ahli bidang hadis, tafsir, ushul figh,
nahwu, shorof, dan sastra dari madzhab Syafi’i. Ia diangkat oleh pemerintah Nashiriyah untuk
menjadi Hakim Qadi di Damaskus. Ia pengajar di beberapa perguruan tinggi disana. Ia menjabat
sebagai hakim ketua selama tujuh belas tahun, kemudian kembali ke Kairo dan meninggal di sana
pada 3 Jumadil Akhir 756 H. Lihat Tabagat al-Syafiiyyah al-Kubra, X,139-239 dan 399,
Shadharat al-Dhahab, V1,180, Bughyatul Wu'az, 342, Husnul Muhadarah, 1,321, dan al-Durrar al-
Kaminah, 111, 134. Di antara karya-karyanya: Takmilah Sharah al-Muhadhdhab dan al Ibtihaj
Sharh kitab Minhaj karangan Imam Al-Nawawi. Lihat Tabaqgat al-Syafi'iyyah al-Kubra, 2, 244.

* Nama lengkapnya Abdurahim Ibn Hasan Ibn AliIbn Ibrahim al-Amuwi, dikenal dengan
Jamaluddin Abu Muhammad al-Isnawi. Lahir di Isna, sebuah kota subur didataran tinggi pinggir
kiri sungai Nil. Ia lebih masyhur disebut dengan al-Isnawi, nama nisbatnya terhadap kota
kelahirannya. Karya-karyanya: al-Tamhid fi Takhrij al-furu’ ala al-Usul, sharah Minhaj al-
Talibin, dan kitab al-Muhimmat, kitab yang mengkritisi kitab al-Raudah karya Imam Nawawi.

** Nama lengkapnya Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin,
Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi al-Shafi'i al-Ash'ari; lahir 849 H - wafat 911 H adalah seorang
ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir . al-Ashbah wa al-
Nazair merupakan karya imam al-Suyuti di bidang usul al-figh. Lihat 7adrib al-Rawi Fi Sharh
Taqrib al-Nawawy karya as-Suyuty

% Menurut al-Syatibi maqasid al-shari’ah adalah pokok pemikiran hukum Islam yang di dalamnya
terdapat konsep maslahat sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat syari’at. Aplikasi maslahat
terfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak bahaya kemadaratan
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di dunia dan akhirat.

*! Nama lengkapnya Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq al-Gharnati al- Syatibi.
Pemikiran- pemikiran ijtihad al-Syatibi ini dapat dijumpai dalam kitab a/- Muwataqat i Usul al-
Shari’ah, sebagai sebuah karya monumental yang di dalamnya memuat berbagai pemikiran
hukum al-Syatibi terutama tentang konsep mashlahat untuk menerangkan makna tujuan syariat
(maqasid al-shari’at) dengan memakai penalaran logis dan filosofis.
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menggunakan magqashid syari’ah sebagai basis pangkal tolak filosofi
berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode
berfikir dan pisau analisisnya.”? a/-Magasid adalah sistem sekaligus
pendekatan yang dinamis dalam hukum Islam.®

Kata al-maqasid al-shari‘ah, dalam pandangan Ahmad Raysuni,
pada mulanya digunakan oleh al-Hakim.** Gagasannya tentang al-
maqasid al-shari ‘ah dituangkan ke dalam karyan-karyanya: a/-salah wa
maqasiduh, al-Hajj wa Asraruh, al-‘lllah, ‘ilal al-shari’ah, ‘ilal al-
‘Ubudiyyah, dan al-Furuq. Istilah al-Magasid adalah bentuk jamak dari
kata bahasa Arab ‘magsid’, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal
yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu Syariat, al-
Magasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti al-hadaf (tujuan),
al-garad (sasaran), almay/izb (hal yang diminati), ataupun al-ghayah
(tujuan akhir) dari hukum Islam.*

Magqasid al-shari’ah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam
merumuskan hukum-hukum islam . tujuan itu dapat di telusuri dalam
ayat-ayat Al-qur’an dan al-sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan

suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

*2 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah Pendekatan Sistem, (Terj.
Rosidin dan Ali ‘Abd ElI-Mun’im), (Bandung: Mizan , 2015) 11.

* Asmuni, dkk. Pribumisasi Hukum Islam (Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia).
(Yogyakarta: PPS FIAI UII, 2012) 10.

* Yang dimaksud adalah al-Hakim al-Tirmidzi, nama lengkap Abu Abdillah Muhammad Ibn ‘Ali
Ibn Hasan Ibn Bashir al-Hakim al-Tirmidzi al-Hanafi. Dia adalah ahli hukum (7agih ) Sunni dan
tradisi Kharasan (muhaddits). Dia juga dikenal sebagai salah satu penulis besar tasawuf awal.
(w. 285 H/869 M). https://en.wikipedia.org.wiki,

* Jasser Auda, Magashid Syari’ah Untuk Pemula (terj. Ali Abdoel Moe’in), (t.t). hlm. 3


https://en.wikipedia.org.wiki/
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Pengetahuan tentang magasid shari’ah adalah hal yang sangat
penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami ayat-ayat al-
guran dan al-sunnah, menyelesaika dalil-dalil yang bertentangan dan
menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-
quran dan sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode istinbath seperti , Qiyas, Istihnsan,Maslahah Mursalah,
Istishab, Urf, dan Sadd al-Dzari’ah adalah metode-metode
pengembangan hukum islam yang didasarkan atas magasid syari’ah.
Contoh: Tentang kasus diharamkanya khamr (Q.S. al-Ma’idah:90) dari
hasil penelitian Ulama ditemukan bahwa magasid shari’ah dari
diharamkanya khamr*® adalah karena sifat memabukkan yang bisa
merusak akal pikiran. Dengan demikian alasan logis dari haramnya
khamr adalah sifat memabukkanya. Khamr sendiri hanyalah salah satu
contoh dari yang memabukkan.*’

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas)

bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan

* Terminologi khamr menurut Abu Hanifah adalah jenis minuman yang dibuat dari perasan
anggur sesudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian bersih kembali.
Sari dari buih itulah yang memabukkan. Adapun jenis minuman yang tidak terbuat dari anggur
tidak disebut khamr melainkan dikategorikan nabidh. Ini juga pendapat ulama kufah, al-Nakha’i,
al-Tsauri, dan Abu laila. Lihat Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Salim Saifuddin Al-Amidi
Al-Ihkam fT Usul al-Ahkam, 193.

*" Menurut al-Alusi ada juga zat (minuman) yang tidak terbuat dari perasan anggur, tapi juga
dapat menutupi dan menghilangkan kesadaran akal, zat ini juga haram. Menurut al-Alusi Khamr
adalah: 8 (e aphaiy s Jindl yelay Le JS 5 uinl juac (e 2a0dl Swd) | Lihat al-Alusi, Ruh al-Ma’ani
dalam CD ROOM maktabah syamilah, (Pustaka Ridwan: 2008), 123, dan Muhammad Ali al-
Baar 4/ 5 bl w seid/ | al-Dar al-Sa’udiyyah, Jeddah, cetakan ke 6, 1404 H.
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demikian (illat) hukum dalam suatu ayat atau hadits bila diketahui,
maka terhadapnya dapat dilakukan giyas (analogi), artinya giyas hanya
bisa dilakukan apabila ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat
dijadikan tempat meng-qiyas-kanya a/-magqis alaih .

Jika tidak ada ayat atau hadits secara khusus yang akan
dijadikan al-magis-alaih, tetapi termasuk kedalam tujuan syari’at secara
umum seperti memelihara sekurangnya salah satu kebutuhan diatas tadi
dalam hal ini dilakukan metode mas/ahah-mursalah, dalam kajian usul
figh apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentanggan
dengan petunjuk-petunjuk umum syari’at, dapat diakui sebagai landasan
hukum yang dikenal dengan maslahat mursalah.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan
hukumnya dalam nas atau melalui giyas, kemudian karena dalam satu
kondisi bila ketentuan itu telah ditetapkan akan berbenturan dengan
ketentuan atau kepentinggan lain yang lebih umum dan lebih layak
menurut syara’ untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat
ditinggalkan khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini sering
disebut dengan istihsan .

Kajian Tentang NU dan Tradisi Keagamaan

Dunia Islam Pada masa ini menampilkan tiga wajah buram,

pertama; kehilangan kreatifitas yang ditandai dengan maraknya tradisi

sharah dan hashiyah yaitu aktifitas menafsirkan atau menjelaskan karya-
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karya ulama terdahulu. Kedua; kehilangan daya kontrol terhadap akulturasi
budaya luar Islam dengan maraknya adopsi Islam terhadap budaya lokal dan
meningkatnya kebutuhan untuk melakukan ritual dan tawasul terhadap
orang-orang suci yang dianggap sebagai wali. Ketiga; menyibukkan diri
membangun kesalehan teologis dan menghindar dari dinamika kehidupan
antropologis, dengan menyibukkan pada kehidupan kelompok sufi yang
membangun jaringan yang disebut dengan tarekat. Ketiga hal tersebut
mengidentifikasikan munculnya gerakan Islam tradisional.

Charles Kurzman®® mengidentifikasikan pola pemikran Islam ke
dalam tiga kelompok. Pertama, Islam Adat (Customary Islam) yang
ditandai oleh kombinasi kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat kedaerahan
dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di seluruh dunia Islam. Kedua,
Islam Revivalis (Revivalist Islam) atau juga disebut Islam Fundamentalis
yang mendefinisikan dirinya berbeda dengan Islam Adat, menyerukan
keutamaan Islam pada periode awal (a/-salaf al-salih) dan mengembalikan
kemurnian Islam sebagaimana pada masa jaya, menyerang interpretasi adat

yang kurang memberi perhatian pada doktrin Islam adat. Ketiga, Islam

8 Senada dengan Kurzman, Akbar S Ahmad mengidentifikasikan terdapat segitiga kesarjanaan
muslim yaitu Tradisionalis, Radikalis, Modernis. Kelompok Tradisonalis adalah mereka yang
memandang perlunya dialog antara Islam dan Barat karena di antara keduanya terdapat
universalime pesan Tuhan dan dialog antar iman. Kelompok Modernis adalah mereka yang
menganggap agama tidak lagi sebagai kekuatan atau bimbingan. Sedangkan kelompok Radikalis
adalah mereka yang sudah kehilangan kesabaran terhadap Barat dan mengajak untuk melakukan
revolusi
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Liberal berpandangan sebagaimana Islam Revivalis terhadap Islam Adat,
dengan menghadirkan kembali masa lalu untuk kepentingan modernitas.*
a.  Nahdlatul Ulama Dan Tradisionalisme Islam

Kata tradisi berasal dari bahasa Inggris “tradition” yang artinya
tradisi.”® Sedangkan kata tradisi dalam kamus bahasa Indonesia adalah
segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, dan ajaran yang turun
temurun dari leluhur.>* Dalam bahasa Arab kata tradisi merupakan salah
satu makna dari kata “sunnah” selain makna norma, aturan, dan kebiasaan.®?
Sedangkan kata “sunnah” mempunyai arti segala yang dinukilkan dari Nabi
SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan,
perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat menjadi rasul atau
sesudahnya.’®

Islam Tradisional mengandung pengertian yang luas, karena tradisi
pada umumnya difahami sebagai hasil perlembagaan praktik-praktik
keagamaan yang diyakini bersumber pada syariah, maka tradisionalisme
islam diyakini oleh para pendukungnya sebagai Islam murni.>

Atas dasar pengertian ini, maka kaum orientalis barat menyebut

kepada setiap orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW.

*® Khoirul Huda, Ebook Islamica, 2009 vol. 3

%0 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 1979,
cet.VII) 599.

' W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,( Jakarta : Balai Pustaka, 1991,
cet.XII) 1088.

%2 Munir Baalbaki, Rohi Baalbaki, Kamus Al-Maurid Arab-Inggris-Indonesia, (Surabaya : Halim
Jaya, 2006) 483

>¥ M. Agus Solahudin, Ulumul Hadis, ( Bandung : Pustaka Setia, 2013, cet.ll1) 19.

5% Mambaul Ngadimah, Ebook, Potret Keberagaman Islam Indonesia, (Ponorogo, 2008) 270.
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bahkan kepada mereka yang berpegang teguh kepada Al-qur’an sebagai
kaum tradisionalis. Hal yang demikian itu mereka dasarkan pada
pandangannya, bahwa Al-qur’an merupakan warisan ajaran dari Tuhan yang
bersifat abadi, sedangkan sunnah merupakan warisan ajaran dari Nabi
Muhammad SAW.>

Pada prinsipnya kaum tradisionalis yakin bahwa kebudayaan,
pemikiran, dan kebudayaan modern adalah buruk, karena tidak berasaskan
prinsip keagamaan dan keruhanian. Ulama tradisionalis tidak mau
melakukan adaptasi dan kompromi termasuk kemajuan IPTEK dari barat.
Mereka berpandangan bahwa umat islam tidak perlu mengikuti pemikiran
barat, karena Islam adalah agama yang sempurna. Ulama tradisionalis lebih
cenderung kembali ke masa lalu dalam usaha mencari jawaban Islam
terhadap tantangan masa kini. Mereka yakin bentuk kehidupan umat Islam
abad ketujuh sudah sempurna dan tidak perlu diubah dan disesuaikan
dengan abad baru.*®

Dalam perkembangan selanjutnya, Islam tradisionalis tidak hanya
ditunjukkan kepada mereka yang berpegang teguh kepada Al-qur’an dan al-
Sunnah saja, tetapi juga kepada produk-produk pemikiran (hasil ijtihad)
para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang
keilmuan. Pemikiran para ulama dalam berbagai bidang yang pada

hakikatnya merupakan hasil penalaran terhadap Al-qur’an dan al-Sunnah

55 Abuddin Nata, Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2001) 141.
%6 Mambaul Ngadimah, Ebook Potret Keberagaman Islam Indonesia, (Ponorogo, 2008) 270.
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tersebut harus dipegang teguh dan tidak boleh diubah. Dalam hal demikian
Islam tradisionalis tidak lagi membedakan antara ajaran yang terdapat dalam
Al-qur’an dan al-Sunnah dengan ajaran yang merupakan hasil pemahaman
terhadap keduanya.”’
b.  Nahdlatul Ulama Dan Metode Istinbat Hukum

Pada beberapa gerakan Islam tradisional pengaruh kebudayaan lokal
cukup kuat dalam implementasi ritual keagamaan, bahkan secara kultural
dapat dikatakan bersifat sinkretik. Hal ini membuat tradisi pada wilayah
tertentu melebur dengan praktik keagamaan masyarakat di daerah tersebut.
Gerakan Islam di Indonesia yang pernah berada atau masih bertahan pada
jalur tradisional diantaranya adalah Nahdhatul Ulama, tarikat Qadiriyah
Nagsyabandiyah, dan gerakan Jama’ah Tabligh. Beberapa dari gerakan ini
telah mengalami banyak perkembangan dan memiliki kecenderungan
modernitas dalam aktivitasnya.>®

Pengambilan keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
dibuat dalam kerangka bermazhab pada salah satu mazhab empat, dengan
beberapa metode diantaranya:
1)  Metode gauliy

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh
ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahsul Masail dengan mempelajari

masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab figh

" Abuddin Nata, Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2001) 141-142
%8 Intan Dwi Kemala, Gerakan Islam Literatur,( Jakarta : FIB Ul, 2008) 39-40
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dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada
bunyi teksnya. Ketika dijumpai beberapa gaul/wajah (pendapat) dalam satu
masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
Pemilihan pendapat tersebut sesuai dengan prosedur berikut: pendapat yang
disepakati oleh a/-Shaikhan™ (al-Rafi’i dan al-Nawawi), lalu pendapat yang
dipegang oleh al-Nawawi saja, lalu pendapat yang dipegang oleh al-Rafi’i
saja, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang
terpandai, dan pendapat ulama yang paling wara’ (berhati-hati terhadap
hukum).®
2)  Metode Ilhagiy

Apabila metode qauliy tidak dapat dilaksanakan karena tidak
ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu’tabar, maka dilakukan
metode ilhagiy (menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab
oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab). Prosedur yang
kedua ini dilakukan dengan mengikuti logika analogi dalam metode al-
qiyas. Prosedur ini sering disebut sebagai metode “al-giyas” khas Nahdlatul

Ulama.

%% al-Shaikhani, bila didapati dalam kitab-kitab figh, maka yang dimaksud adalah al-Rafi’i dan al-
Nawawi (Nama lengkap al-Rafi’i adalah Abu al-Qasim Abdul Karim al-Quzwaini, wafat tahun
623/624 H, nasabnya sampai kepada Rafi’ bin Khadij As-Shahabi r.a. Sedangkan al-Nawawi
bernama lengkap Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarf al-Hizami, wafat tahun 676 H).

%0 Busyairi Harits, Islam NU (Pengawal Tradisi Sunni Indonesia), (Khalista: Surabaya, 2010), 59-
61.
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3)  Metode Manhaji/Istinbat

Metode manhaji/istinbat adalah suatu cara menyelesaikan masalah
keagamaan yang ditempuh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan
pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.

Istilah istinbat dalam bahtsul masail tidak banyak digunakan. Karena
pengertian istinbat itu mengambil hukum secara langsung dari sumber
aslinya, Al-qur’an dan hadis. Akan tetapi, istilah istinbat yang dikenal
dalam bahtsul masail NU adalah penggalian hukum dilakukan dengan men-
tathbig-kan secara dinamis nash-nash fugaha.®* Hal ini dikarenakan ulama-
ulama NU meyakini bahwa mereka tidak memiliki kemampuan
sebagaimana mujtahid pada masa lalu. Sebuah sikap yang arif dan tawadlu’.

Bagi ulama NU, term ini lebih dikonotasikan pada (istikhraj al-hukm
min al-nas) (mengeluarkan hukum dari teks-teks primer; Al-qur’an dan al-
Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU
sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala keterbatasannya
baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan ilmu tentang Al-qur’an dan al-
Sunnah maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang bahasa Arab
dan sebagainya. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah irtifag al-
hukm (kesepakatan hukum).®?

Munculnya istilah bermazhab manhajy dan timbulnya gagasan untuk

mempopulerkannya dapat ditelusuri sejak tahun 1987 ketika intlektual muda

81 MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, (Yogyakarta : LKiS,1994),
%2 Imam Yahya, Akar Sejarah Bahtsul Masail: Penjelasan Singkat, dalam M. Imdadun Rahmad
(ed.), Kritik Nalar Figih NU, 4.
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NU mengadakan kajian-kajian kritis terhadap kitab kuning, walaupun
akhirnya mendapat tanggapan negatif dan hambatan dari beberapa ulama
senior dengan melarang pelaksanaan diskusi di kantor PBNU. Namun
demikian para intlektual dan Ulama muda NU tetap mengadakan diskusi-
diskusi kritis di tempat lain, di antaranya vyaitu di P3M (Pusat
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Melalui diskusi di P3M inilah
hasil-hasil diskusi tersebut dipublikasikan oleh Jurnal Pesantren.®®

Atas dukungan KH. MA. Sahal Mahfudh dan KH. Imron Hamzah,
para intlektual muda NU mengadakan mudhakarah (seminar) dengan tema
“Telaah Kitab Secara Konseptual” di pondok pesantren Watucongol
Muntilan Magelang Pada tanggal 15-17 Desember 1988, yang menghasilkan
pokok-pokok pikiran berikut; pertama; memahami teks Kkitab harus
dibarengi dengan konteks sosial historisnya, kedua; mengembangkan
pengetahuannya melalui kemampuan observasi dan analisis terhadap teks
kitab, ketiga; memperbanyak mugabalah (komparasi mengenai hal-hal yang
berbeda) dengan kitab-kitab lain, keempat; mengingatkan intensitas diskusi
intelektual antara pakar disiplin ilmu terkait dengan materi yang tercantum
dalam kitab klasik, dan kelima; menghadapkan kajian teks kitab klasik

dengan wacana aktual dan bahasa yang komunikatif.>*

6% Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi kuasa. Pencarian Wacana Baru,
(Yogyakarta: LKiS,1994) 222.

® Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, Tradisi intlektual NU (Yogyakarta:
LKiS,2004), 128-129.
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Menurut Sahal Mahfud, istinbat hukum langsung dari sumber primer
yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlaq, bagi ulama NU masih
sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang
disadari terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus
dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara jika ijtihad dilakukan dalam
batas mazhab yang lebih praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU
yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab figh sesuai dengan
terminologinya yang baku.®

Istinbat hukum diartikan bukan untuk memgambil hukum secara
langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-qur’an dan al-Sunnah,
tetapi melakukan ratbig (penerapan) secara dinamis terhadap Nas-nas (teks-
teks) yang telah dielaborasi ulama figh periode klasik dan menengah kepada
persoalan waqi’iyyah (kasuistik) yang dicari hukumnya. Secara definitif,
NU memberikan definisi istinbat hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan
hukum syara’ dengan al-gawa’id al-fighiyyah dan al-gawa’id al-
usitliyyah (Islamic legal teory) baik berupa adillah ijmaliyyah (dalil global),
adillah tafsiliyyah (dalil terperinci) maupun adillah al-ahkam (dalil hukum).
Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan merupakan hasil ijtihad
ulama atas nas-nas Al-qur’an dan al-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-

prinsip ijtihad yang di gunakan para mujtahid di masa lalu.

% MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994) 27.
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Penggunaan kaidah fighiyyah di kalangan NU, dilatarbelakangi oleh
konsep bermazhab dalam mengembangkan hukum Islam, yang menjadi
pilihan bagi NU di masa awal. Dengan demikian, apa yang dipilih NU
adalah akumulasi pendapat masyarakat dalam memahami dan mengamalkan
hukum Islam yang dielaborasi dari teks Al-qur’an dan al-sunnah. Akumulasi
tersebut selanjutnya terformat dalam konsep bermazhab, dengan cara
mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan mazhab
tertentu, yakni berupa agwal (pendapat-pendapat) hasil ekplorasi hukum
yang dilakukan oleh seorang mujtahid, sekaligus
menggunakan manhaj (metode) tersebut, bila memang diperlukan.®

MA. Sahal Mahfudh sendiri menyatakan bahwa kaidah-kaidah
pengambilan hukum yang di rumuskan ulama terdahulu masih tetap relevan
hingga kini. Jadi yang perlu di lakukan adalah pengembangan figh melalui
kaidah-kaidah tadi, menuiju figh yang kontekstual.®’

Garis besar metode penetapan hukum dalam bahtsul masail NU secara
hirarki sebagai berikut:

a) Jika dinilai cukup menetapkan hukum dengan satu pendapat yang
sama (qaul/wajah) di berbagai kitab empat madzhab, maka pendapat

tersebut digunakan sebagai jawaban.

% Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih dalam Nahdlatul Ulama’ “Analisis Paradigma atas
Nalar Figh Tradisi” (Yagyakarta: PPs UIN Yogyakarta, 2007) 284.
" MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial,(Yogyakarta : LKiS,1994), 49.
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b)  Jika ternyata jawaban masalah sangat beragam dari pendapat Ulama
(qawl/wajah), maka dilakukan tagrir jama’**:

1)  Sesuai dengan keputusan MUNAS alim ulama 1992 di
Lampung, maka dilakukan tagrir jama’i untuk memilih satu
pendapat yang dinilai lebih maslahat atau lebih kuat serta
dengan pertimbangan klasifikasi Ulama yang sudah ditetapkan
di atas.

2) Dalam praktiknya, ulama sering memutuskan dengan sepakat
untuk khilaf. Sepertinya hal ini merupakan interpretasi dari yang
lebih maslahat.

c) Jika tidak ada ibarah kitab atau pendapat ulama yang
menjelaskan/menjawab secara tekstual tentang permaslahan yang
dibahas, maka dilakukan ilhag atau ilhaqul masail bi nazhairiha
secara jama'ly. yaitu, menyamakan hukum suatu masalah yang belum
dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam Kitab.
Sedangkan prosedur ilhag adalah dengan memperhatikan unsur
(persyaratan berikut), yaitu mulhaq bih (sesuatu yang belum ada
ketetapan hukumnya), mulhaq alaih (sesuatu yang sudah ada
kepastian hukumnya) dan wajh al-ilhag (faktor keserupaan antara

mulhag bih dengan mulhag alaih) oleh para mulhiqg (pelaku ilhaqg).

6% Sesuai keputusan MUNAS alim ulama 1992 di Bandar Lampung, jika ternyata jawaban
masalah sangat beragam dari pendapat ulama (gawl/wajah), maka dilakukan taqrir jama’i, untuk
memilih satu pendapat yang dinilai lebih maslahat atau lebih kuat serta dengan pertimbangan
klasifikasi ulama yang sudah ditetapkan di atas.
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d) Jika tidak ada penjelasan tekstual dalam kitab dan tidak mungkin
dilakukan ilhag, maka dilakukan istinbat jama’i dengan prosedur
bermadzhab secara manhaji. Proses istinbat atau manhaj ini adalah
setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab mu’tabar, juga
tidak dapat di-ilhag-kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan
telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab mu’tabar maka
digunakanlah metode istinbat atau manhajiy dengan mendasarkan
jawaban mula-mula pada Al-qur’an, setelah tidak ditemukan lalu pada
hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban
dari qaidah fighiyyah “daf’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-
masalil”” (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada upaya
memperoleh kemaslahatan). Hal demikian dimungkinkan karena
prosedur istinbat hukum bagi metode manhajiy adalah dengan
mempraktekkan gawa’id usuliyyah (kaidah-kaidah ushul al-figh) dan
gawa’id fighiyyah (kaidah-kaidah figh).®

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam’iyyah dan gerakan diniyah
islamiyyah telah menganut satu dari empat mazhab sebagai pegangan

dalam berfigih, yaitu Imam Abu Hanifah,” Malik bin Anas,”* Muhammad

% A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama’, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika
Press 1997) 367

7 Nama lengkapnya; Nu’man ibn Thabit ibn Zuta ibn Marzuban al-Taymi. Lahir di Kufah, 5
September 699M dan wafat di Baghdad 14 Juni 767 M. _

"' Nama lengkapnya; Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi ‘Amir ibn ‘Amr ibn al-
Harith ibn Ghaiman. Lahir di Madinah, 711 M dan wafat di Madinah, 795 M.
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bin Idris al-Syafi’i’® dan Ahmad bin Hanbal.”® NU dalam kesehariannya
lebih banyak menggunakan figih masyarakat Indonesia yang bersumber
dari mazhab Imam Syafi’i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa,
petunjuk, dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan
kalangan pesantren selalu bersumber dari Imam Syafi’i, karena madzab ini
paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi
sosial, budaya dan geografis Indonesia. Hal ini tampak dalam teks-teks
dasar yang dijadikan rujukan dalam seluruh atau kebanyakan fatwa NU

9i74

masih didominasi kitab mazhab Syafi’i"”. Hanya kadang-kadang dalam
keadaan tertentu, jika pendapat Imam Syafi’i tidak tersedia untuk melawan
budaya konfensional, maka berpaling dan mengambil pendapat ulama lain.
sejauh masih dalam lingkungan madzhab yang empat (Hanafi, Maliki,
Syafi’i dan Hambali ). Para ulama NU mengarahkan orientasinya dalam

pengambilan hukum kepada agwal al-mujtahidin (pendapat para mujtahid)

yang mutlak maupun muntashib. Meskipun semua dasar selalu merujuk

> Nama lengkapnya; Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Shafi’i al-Muttalibi al-Qurashiy.
Lahir di Gaza, 28 Agustus 767 M dan wafat di Mesir, 20 Januari 820 M.

7 Nama lengkapnya; Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Marwazi al-
Baghdadi, diberi kunyah Abu Abdillah al-Syaibani. Lahir di Baghdad, November 780 M dan
wafat di Baghdad, 855 M.

™ Seperti kitab Minhaj at-Talibin karya an-Nawawi, al-Muharrar karya al-Dimasyqi, Fath al-
Mu’in karya Syamsuddin al-Malibari, I’Anah At-Talibin karya Sayyid Bakri al-Dimyati, Kanz ar-
Ragibin karya Jalaluddin al-Mahalli, Syarh Kanz ar-Raghibin karya al-Qalyubi, Tuhfah al-
Muhtaj karya Ibn Hajar al-Haitami, Mugni al-Muhtaj karya Syarbini danNihayah al-eMuhtaj Karya
ar-Ramli.Lihat MB.Hooker, Islam Mazhab Indonesia:Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial,
(Teraju: Jakarta, 2002) 88.
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pada pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu
dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.’

Tak bisa dipungkiri mengenai terlalu dominannya fikih-madzhab
Syafii di lingkungan NU. Ini menurut (Alm.) Kiai Sahal Mahfudz, bukan
karena para kiai NU menolak agwal di luar fikih Syafii, melainkan karena
keterbatasan referensi fikih non-Syafii yang dimiliki para kiai NU.” Para
kiai lebih menyukai hasil interpretasi ulama Syafi’iyah ketimbang
langsung merujuk pada buku-buku fikih karya Imam Syafii sendiri. Karena
itu, tak heran sekiranya para santri pondok pesantren mengetahui fikih
Syafii via penjelasan para ulama Syafiiyah bukan dari buku-buku Imam
Syafii secara langsung.

Bahkan, di lingkungan ulama Syafiiyah sendiri, seperti dianjurkan
Syatha al-Dimyathi,”’ para kiai NU secara formal telah bersepakat untuk
bersandar pertama-tama pada pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan
Imam Rofii, kemudian pendapat ulama Syafiiyah lain seperti Imamul
Haramain, Imam Ghazali, Ibnu Daqiqil ‘Id, Zakaria al-Anshari, Khathib
al-Syarbini, dan lain-lain.

Atas dasar itu, sebagian intelektual NU secara terus terang berkata
bahwa NU sebenarnya bukan bermadzhab Syafii tapi bermadzhab Nawawi

atau Rofii dan syafi’iyah. (bukan syafi’iyyul mazhab tapi nawawiyyul

"> Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, Antologi NU, (Khalista: Surabaya,2008), 35-36

’® Oleh K.H Sahal mahfudz dalam “4hkamul fugaha’, solusi problematika aktual hukum Islam”. ix
T L el adle (36) Lo (o g3l 5 pSall Canall b aainal) o) sliadll ol 3 - a3 ) ds - Cilsall SO il el
EosY)s e FEY) ana ; Lad =8l 8 5553 45 o 5a Shata al-Dimyati, 7'anatu al-Talibin, (Dar al-fikr),
jild. 1, 27.
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mazhab, bukan syafi’iyyul mazhab tapi syafi’iyyatul mazhab). Hal itu
tampak jelas terutama dalam kajian-kajian wagqiiyyah, qanuniyyah,
dan maudii’iyyah di forum-forum bahsul masail yang merupakan forum
ilmiah di lingkungan NU untuk membahas persoalan-persoalan yang

berkaitan dengan hukum.®

G. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang NU
dengan kecenderungan mengambil tema-tema yang bernuansa politik, faham
keagamaan, maupun tokohnya.”® Penelitian tentang NU yang terkait dengan figh

masih sangat sedikit, itupun dengan kecenderungan tematis.*® Ada juga beberapa

’® Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 365

™ Ahmad Zahra, Tradisi Intelektual NU (LKiS Yogyakarta: Yogyakarta, 2004), hal. 7 disebutkan
Seperti  Zul Asyri. “NU. Studi tentang Faham Keagamaan dan Pelestariannya Melalui
Pendidikan Pesantren.” (Disertasi Doktor. IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 1990) yang
memusalkan kajiannya pada kaitan faham keagamaan NU dengan pendidikan pesantren:
Andree Feillard. "Islam et Amiee Dans L"indonesie Contemporaine Les pionniers de la
Iradition.’(Disertasi Doktor. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Paris. 1993) dan
telah diterjemahkan oleh Lesmana dengan judul NU vis~-viS Negara (Yogyakarta: LKiS. 1999)
yang merupakan studi ko~mengenai interaksi NU dan negara pada masa Orde Baru: Martin
Van Bruinessen. NU, Tradisl, Relas~Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS
dan Pustaka Pelajar. 1994) yang walaupun ada pembahasan tentang Bahtsul Masa'il (Martin
sering menyebutnya dengan fatwa), namun hanya sedikit dan sepintas: dan S. Sinansari Ecip (ed.),
NU, Khittah dan Godaan Politik (Bandung: Mizan, 1994). Menyusul kemudian Gregory John
Fealy, -utama and Politics in Indonesia: A Histoiy of NU 1952-1967." (Disertasi Doktor. Monash
University, VICloria. 1998) yang merupakan kajian historis kiprah politik ulama’ NU; dan Said
Jamhuri, "Kepemimpinan Karismatik NU: Studi Kasus Abdurrahman Wahid" (Disertasi Doktor,
IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999). Dapat disebutkan juga karya Muchlar Naim,"The NU
Party 1952-1955," (Tesis MA., Mc.Gil University, Montreal, 1960); Musthofa Sonhadji, "NU
Organisasi Sosial Keagamaan lahun 1926-1952." (Tesis MA, JAIN Sunan Kalijaga, 1987); M.
Nad"Jid Muchlar, "Konsep Ulama’ dalam Islam dan Pemikiran tentang Kedudukannya dalam
lingkungan NU."™ (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 1988); Hilmy Mochtar,
"Dinamika NU, Suatu Studi tentang Elite Kekuasaan Politik Islam di Jombang Jawa Timur:
(Tesis MA. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 1989); dan Laode Ida. "Dinamika Internal NU
setelah Kembafi ke Khittah 1926." (Tesis MA, Universitas Indonesia. Jakarta. 1995).

8 Seperti Ali Haidar. Nahdlatul Ulama’ dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik
(Jakarta: Gramedia, 1994) yang merupakan penelitian tentang figh NU, namun bukan figh dalam
Lajnah Bahtsul Masa'il melainkan dalam lapangan figh politik.
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studi terdahulu yang memusatkan kajiannya pada produk hukum maupun metode
ijtihad lembaga sejenis Lajnah Bahtsul Masa'il dari institusi atau organisasi
kemasyarakatan Islam yang lain.*

Ada beberapa penelitian ilmiah yang membahas tentang Lajnah Bahtsul
Masa'il, antara lain: skripsi Slamet Basyir, "Majlis Bahtsul Masa'il Syuriah NU:
Studi tentang Pola Pengkajian dan Penetapan Hukum Islam™ (IAIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 1991) yang baru sepintas membahas tentang Lajnah
Bahtsul Masa'il. Secara garis besar skripsi ini menyatakan Majlis Bahtsul Masa'il
dalam memahami ajaran Islam mendasarkan kepada empat sumber hukum yang
disepakati, yaitu Al-Qur' an, hadis, ijma’ dan giyas, di samping mengakui adanya
sumber-sumber hukum lain yang diperselisinkan; NU rnenganut faharn taglid
bermadzhab yang dianggap merupakan jalan terbaik; dan dalam menghadapi
tantangan modernitas Lajnah Bahtsul Masa'il NU berusaha mengembangkan
sistem bermadzhab secara manhaji (yang pada saat skripsi ini selesai ditulis, hal
tersebut belum menjadi keputusan).

Penelitian ilmiah yang lebih intensif mengenai Lajnah Bahtsul Masa'il

baru yang ditemukan peulis ada empat belas buah, yaitu:

81 Seperti Mohammad Atho Mudzhar. Fatwa-Fatwa Maje/is Ulama’ Indonesia: Sebuah Studi
tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. 1975 - 1988 (Jakarta: INIS, 1993) yang
memfokuskan pada pengujian fatwa-fatwa Majelis Ulama’ Indonesia; Fathurrahman Djamil.
Metode ljtihad Maljlis Tar,jih Muhammadiyah (Jakana: Logos Publishing House. 1995); Dede
Rosyada, Metode Kajisn Hukum Dewan ~ Persis (Jakana: PT. Logos Wacana Imu, 1999) dan
Kholidah, "Melode I~ihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988 - 1998" (Tesis
MA, IAIN Sumatera Utara. Medan. 2000) yang ketiganya terfokus pada kajian metodologis
mengenai ijtihad di Muhammadiyah. Persis (Persatuan Islam) ataupen al-Jam'iyatul Washliyah.
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1. Radino, "Metode ljtihad NU, Kajian Terhadap Keputusan Bahtsul Masa'il
NU Pusat Pada Masalah-Masalah figh Kontemporer™ (Tesis MA, 1AIN Ar-
Raniry, Banda Aceh, 1997). Tesis ini membahas enam masalah figh
kontemporer yang diambil dari keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il dalam
Munas Alim Ularna tahun 1992 di Bandar Lampung dan Muktamar XXIX
tahun 1994 di Tasikmalaya. Kesimpulan yang dikemukakan Radino
adalah NU lebih banyak menggunakan metode ijtihad ta'lily (didasarkan
pada 'illat) dan istislahy (bertumpu pada asas kemaslahatan), serta sedikit
sekali mengembalikan kepada kitab-kitab figh klasik.

2. Muhammad Atho’ Mudzhar,”Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia”
(Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia).?? Penelitian ini
menggunakan pendekatan usul figh dan sosiologis. Fokus kajiannya pada
metode yang digunakan dalam menyusun fatwa Majelis Ulama Indonesia
dan menyelidiki bagaimana fatwa-fatwa itu mencerminkan atau berlainan
dengan teks klasik dari yurisprudensi. Studi ini juga berusaha untuk
mengenal lingkungan sosiopolitik yang telah mendorong lahirnya fatwa-
fatwa dan mengenal soal reaksi masyarakat; apakah dapat menerima atau
menolak fatwa-fatwa itu termasuk pertentangan yang ditimbulkan.
Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1975-1988, dan fatwa diteliti

22 dari 39 fatwa.

82 Disertasi — University Of California Los Angeles, 1990.
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3. Iskandar Usman, “ Istihsan Sebagai Suatu Metode Istinbat Hukum Dan
relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam”.% Hasil penelitian
menjelaskan konsep Istihsan yang berkembang dalam figh Maliki dan
Hanafi yang mengatakan bahwa Istihsan merupakan salah satu metode
Istinbat hukum yang dapat dijadikan hujjah. Dalam Usul Figh Maliki
Istihsan dibagi empat macam, yaitu: Istihsan dengan maslahah, Istihsan
dengan Urf, Istihsan dengan Ijma’, Dan Ijma’ dengan ra’ al-haraj.
Sedangkan dalam usul figh Hanafi, Istihsan dibagi empat macam, yaitu:
Istihsan dengan Nas, Istihsan dengan Ijma’, Istihsan dengan darurat, dan
Istihsan dengan giyas khafi. Penalaran hukum dengan metode istihsan
sangat memperhatikan tujuan hukum yang hendak dicapai untuk
kepentingan umat manusia. Dengan demikian metode Istihsan sangat
relevan dengan pembaharuan hukum Islam.

4. Helmi Karim, “Konsep ljtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam
Pengembangan Hukum Islam” (Kajian Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonsia Tahun 1975-1980).84 Pendekatan yang digunakan adalah historis
dengan kajian usul figh. Disertasi ini membahas 49 fatwa Najelis Ulama
Indonesia yang terdiri dari 25 fatwa yang berkaitan dengan ibadah (shalat,
puasa, zakat dan haji) dan 24 fatwa yang berkaitan dengan mu’amalah.
Kesimpulan yang disampaikan oleh Helmi Karim adalah metode ijtihad

yang digunakan MUI dalam menghasilkan suatu fatwa menggunakan

8 Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992.
® Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1993
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kaidah istihsan, maslahah atau dzari’ah. Sedangkan dalam melakukan
ijtihad, MUI mengutamakan ijtihad mazhab dan ijtihad tarjih.

5. Fathurrahman Jamil, “[jtihad Muhammadiyah Dalam Masalah Figh
Kontemporer” (Studi Tentang Penerapan Magasid al-Shari’ah).85
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis filosofis dengan menggunakn
tolak ukur usul figh. Fokus penelitiannya adalah hasil keputusan majlis
Tarjih Muhammadiyah tentang beberapa masalah figh kontemporer, yaitu
tentang kedokteran dan rekayasa manusia, ekonomi dan keuangan, dan
perkawinan antar pemeluk agama. Dalam melaksanakan istinbat hukum,
Muhammadiyah menjadikan Al-qur’an sebagai sumber hukum Islam.
Kemudian dalam menyelesaikan masalah-masalah  kontemporer,
muhammadiyah menggali hukum Islam dengan cara menelusuri aspek
kemaslahatan yang merupakan inti dari Magasid al-Shari’ah. Dalam
menyelesaikan masalah bank, Muhammadiyah menggunakan metode
giyas, Metode Istihsan dipakai menyelesaikan masalah keluarga
berencana, Dalam masalah bayi tabung, menggunakan metode maslahah
mursalah, dan Sadd al-dzari’ah digunakan untuk menyelesaikan masalah
perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab.

6. Imam Yahya, "Bahtsul Masa'il NU dan Transformasi Sosial: Telaah
Istinbat Hukurn Pasca Munas Bandar Lampung 1992," (Tesis MA, 1AIN

Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998). Tesis ini membahas hasil-hasil

® Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994. Diterbitkan dengan judul Metode ljtihad
Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995.
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keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il dalam Munas Alim Ulama tahun 1992
di Bandar Lampung, Muktamar XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya dan
Munas Alim Ularna tahun1997 di Nusa Tenggara Barat. Menurut Imam
Yahya, metode penetapan hukum yang dipergunakan NU secara berurutan
adalah bermadzhab secara gauli (rnengutip langsung dari naskah kitab
rujukan), manhaji (menelusuri dan mengikuti metode istinbat hukum
madzhab empat), ilhaq (menganaiogikan hukum permasalahan tertentu
yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada
dalarn suatu kitab rujukan) dan istinbat jama'i (penggalian dan penetapan
hukum secara kolektif).

Rifyal Ka'bah, dalam bukunya yang bertitel "Keputusan Lajnah Tarjih
Muhammadiyyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU sebagai Keputusan
ljtihad Jama'i di Indonesia,"” (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia,
Jakarta, 1998). Disertasi ini membandingkan Lajnah Tarjih
Muhammadiyyah dengan Lajnah Bahtsul Masa'il NU dalam hal obyek
kajian tentang beberapa masalah hukum kontemporer, istilah-istilah yang
digunakan, cakupan dan bentuk keputusan, metodologi, sifat perubahan
dalam keputusan, usaha kodifikasi/ kompilasi hukum, antisipasi tantangan
masa depan dan lain-lain. Mengenai Lajnah Bahtsul Masa'il, yang
dikemukakan adalah tentang buku-buku yang sering dikutip, metode
tanya-jawab dengan menggunakan empat langkah penentuan hukum,

yakni merujuk kitab-kitab figh madzhab tertentu, tagrir jama'i (penetapan
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secara kolektif), ilhaq al-masa'il bi nazairiha (menganalogikan hukum
permasalahan tertentu dangan hukum kasus yang serupa), istinbat jama',
dan jenis-jenis keputusan Lajnah Bahtsul Masai'l.

8. Abd. Basid, "Bahts al-Masa'il dan Wacana Pernikiran Figh, Sebuah Studi
Perkembangan Pemikiran Hukum Islam NU Tahun 1985-1995," (Tesis
MA, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999). Tesis ini memaparkan secara
deskriptif hasil-hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il dalam Muktamar
XXVllitahun 1989 di Yogyakarta dan Muktamar XXIX tahun 1994 di
Tasikmalaya. Mengenai metode tidak ada penegasan dari penulisnya,
selain hanya mengutip hasil keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 di
Bandar Lampung mengenai prosedur penjawaban masalah, yaitu untuk
menjawab masalah yang jawabannya mampu dengan menggunakan
'ibarah kitab,®® dan dalam kitab tersebut hanya ada satu gawl/wajah,®’
maka gawl/wajah yang ada dalam ‘ibarat kitab itulah yang digunakan
sebagai jawaban. Namun bila dalam ‘ibarat kitab ada lebih dari satu
gawl/wajah, maka dilakukan taqrir jama'iy yang berfungsi untuk memilih
satu gawl/wajah. Untuk menyelesaikan masalah  yang tidak ada
gawl/wajah, maka menggunakan prosedur ilhaq al-masa'il bi nazairiha

secara kolektif. Dalam kasus penyelesaian yang tidak ada qaul/wajah

8 ‘|barah kitab adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada dalam kitab-kitab rujukan lajnah
bahtsul masa'il.
8 Qaul adalah pendapat imam madzhab, sedang wajah adalah pendapat ulama’ madzhab.
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sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhag, maka dapat diJakukan
ijtihad jama'i dengan prosedur bennadzhab secara manhajiy.

Ahmad Zahro “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999”
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Figh), (Disertasi Doktor
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), ini
merupakan penelitian lanjutan dalam kaitannya dengan Lajnah Bahtsul
Masa'il, mengenai kitab-kitab mu'tabarah dan validitas keputusannya,
serta mengenai metode istinbat hukum yang dalam penelitian terdahulu,
antara peneliti satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang cukup
berarti, sehingga memerlukan Klarifikasi dan pelacakan lebih lanjut.

A. Faishal Haq,”Bahtsul Masail Di Bidang Figh Siyasah” (Studi Tentang
Pemaknaan PWNU Jatim Terhadap Proses Dan Metode Penetapan Hukum
Dan Hasil Bahtsul Masail Di Bidang Figh Siyasah).® Dalam penelitian ini
didapati adanya temuan teori baru tentang bermazhab yang benar menurut
salah satu dari mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.
Penelitan ini juga memberikan apresiasi tentang pemaknaan individu
PWNU Jatim 1997-2007 terhadap proses dan metode penetapan hukum
dalam bahtsul masail, serta hasil keputusan bahtsul masail di bidang figh
siyasah (politik). Dalam penelitian ini juga didapati adanya perbedaan
persepsi Para kyai yang berada dalam jajaran PWNU Jatim dalam menilai

proses dan metode penetapan hukum dalam bidang figh siyasah.

% Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007
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11.  Abd. Salam, “Tradisi Figh Nahdlatul Ulama” (Analisis terhadap
konstruksi elit NU Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Islam).%
Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi yang menekankan dan
menfokuskan perhatian pada pemahaman atas pengalaman dan interpretasi
subyektif manusia. Kesimpulan Abd. Salam adalah bahwa konstruksi elite
NU Jatim terpetakan dalam empat kategori, yaitu: pertama, konsep hilal:
hilal aktual, hilal potensial, dan hilal aktuensial. Kedua, Cara mengetahui
hilal: rukyat sederhana, rukyat cermat, hisab alternatif, dan hisab dominan.
Ketiga, Akibat hukum kemunculan hilal matla’ global, matla’ negara,
matla’ lokal, dan matla’ kawasan hukum al-rukyat. Keempat, otoritas
penentuan awal bulan, otoritas jama’ dan otoritas tunggal.

12. Ahmad Muhtadi Anshor, “Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama (PWNU) Jawa Timur” (Studi Tentang Dinamika Bermazhab).90
Penelitian ini ingin menjawab empat hal: pertama, Bagaimana dinamika
penggunaan sumber rujukan dalam bahtsul masail Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama Jawa Timur ?. kedua, Bagaimana dinamika penggunaan
metode pengambilan keputusan dalam bahtsul masail Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama Jawa Timur?. Ketiga, Bagaimana dinamika
permasalahan yang dikaji dalam bahtsul masail Pengurus Wilayah

Nahdlatul Ulama Jawa Timur ?.Keempat, apa makna dinamika bermazhab

® Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
% Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.



50

dalam bahtsul masail bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa
Timur.

13. Luthfi Hadi Aminuddin, “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum
Nahdlatul Ulama” (Telaah Tagrir, Ilhag, dan Istinbat Jama’)).** Peneliti
melakukan penelitian dan telaah secara detail terhadap penggunaan
metode 7agrir, Ilhaq, dan Istinbat Jama’i serta penerapannya dalam dalam
sistem pengambilan keputusan hukum Forum bahtsul masail Nahdlatul
Ulama.

14. Syafi’i, “Istinbat Hukum Islam Di Lingkungan Ahli Tarigah” (Analisis
Bahtsul Masail Diniyyah Jam’iyyah Ahl al-Tarigah al-Mu’tabarah al-
Nahdiyah).? Penelitian ini mengkhususkan dan menfokuskan penelitian
pada lajnah bahtsul masail diniyah sufiyah di lingkungan tarekat
mu’tabarah dalam kurun waktu 1957- 2005.

Penelitian penulis ini dapat dikategorikan  sebagai penelitian
lanjutan dan pendalaman dalam kaitannya dengan Lembaga Bahtsul
Masa'il Nahdlatul Ulama. Posisi penelitian ini adalah memusatkan
kajiannya pada 3 hal: Pertama, pengelompokan permasalahan-
permasalahan figh yang muncul dalam masyarakat kabupaten Mojokero
yang dibahas dalam bahtsul masail menjadi beberapa kategori. Kedua,
mengamati metode istinbat hukum Lembaga Bahtsul Masail kabupaten

Mojokerto dalam memutuskan hukum suatu masalah. Ketiga,

% Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
%2 Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
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mengeksplorasi metode istinbat hukum Kkyai (intelektual) NU dan
menentukannya menjadi sebuah karakteristik lembaga bahtsul masail

kabupaten Mojokerto dalam memutuskan hukum.

H. Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah sumber data tertulis, baik Kitab,
buku, dokumen hasil bahtsul masail, karya ilmiah, majalah, maupun jurnal
keilmuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data tak tertulis adalah
para ulama, kyai dari kalangan NU (struktural dan kultural), kyai pesantren dan
mereka yang terlibat dalam bahtsul masail, serta para intelektual lainnya.

Sumber data yang terkait langsung dengan bahtsul masail, hasil keputusan
Lembaga Bahtsul Masail dan pelakunya dikategorikan sebagai sumber data
primer. Sedangkan yang tidak berhubungan langsung dengan bahtsul masail,
keputusan ataupun pelakunya digolongkan sebagai sumber data sekunder.

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian agama sebagai gejala
budaya® dengan pendekatan sejarah, karena membahas permasalahan yang terjadi
dalam rentang waktu 2011-2018, dan pendekatan usul/ figh, karena mengkaji
masalah hukum figh, baik yang berkaitan dengan metode istinbat hukum lembaga
bahtsul masail, penggunaan kitab-kitab empat mazhab yang menjadi rujukan
dalam kegiatan bahtsul masail, maupun upaya membangun tardisi bahtsul masail

yang dinamis.

% M. Atho Mudzhar, Pendekata Studi Islam Dalam Teori dan Praktek. (Yokyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998) 11-22.
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Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan telaah dokumenter
terhadap kitab, buku, karya ilmiah, majalah, jumal keilmuan dan wawancara
dengan para ulama yang berkompeten dalam bahtsul masail dan intelektual
lainnya, serta pengamatan lapangan secara langsung terhadap sidang lembaga
bahtsul masail (tingkat MWC dan cabang) dan di beberapa pesantren, serta
perilaku sebagian warga Nahdliyyin.

Untuk memperoleh sumber data tertulis, dilakukan pelacakan ke berbagai
tempat yang memungkinkan, seperti arsip-arsip keputusan bahtsul masail, toko
buku, perpustakaan, pondok pesantren dan perorangan Yyang memiliki sumber
data yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk menentukan sumber data tak tertulis ditetapkan dengan
mencari dan mewawancarai sejumlah kyai dan intelektual NU. Sebagai sampel
peneliti mewawancarai 9 orang yang terlibat langsung dalam kegiatan bahtsul
masail, dan intelektual lainnya untuk menemukan data dan informasi yang valid,
serta mengamati langsung sidang lembaga bahtsul masa' il di beberapa MWC dan
cabang serta beberapa pesantren dan perilaku sebagian warga nahdliyyin.

Terhadap data kualitatif digunakan metode analisis kualitatif dengan cara
berpikir reflektif, yakni dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki
sebelumnya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari dalam menganalisa
masalah, mengevaluasi, serta menarik kesimpulan terbaik terhadap masalah yang
dihadapi. Cara berfikir deduksi-induksi, yaitu dengan penalaran logis yang

berawal dari kasus yang umum (universal) untuk menarik kesimpulan yang
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khusus (spesifik) atau sebaliknya, yaitu penalaran yang logis yang berawal dari

kasus-kasus yang khusus (spesifik) untuk menarik kesimpulan yang umum

(universal). Data kualitatif tersebut dianalisis secara Kritis, dengan merespon

sebuah pemikiran dan obyek kemudian menganalisis secara sistematis.

Adapun Prosedur analisis yang ditempuh dapat dijelaskan sebagai berikut

terhadap data kualitatif dikoleksi, diklasifikasi, diseleksi, dikomparasi kemudian

dikritisi.

Sistematika Pembahasan

Disertasi ini terdiri dari V bab sebagai berikut:

Bab | adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika
pembahasan.

Bab Il mengurai tentang Metode Istinbat Hukum yang meliputi lima hal,
pertama tentang Pengertian Istinbat Hukum, kedua tentang Macam-macam
Metode Istinbat Hukum, ketiga tentang Metode Istinbat Hukum dengan
pendekatan kebahasaan, keempat tentang Metode Istinbat Hukum dengan
pendekatan Magasid al-Shari’ah, kelima tentang Metode Istinbat Hukum

Nahdlatul Ulama.

Bab 111 menjelaskan tiga hal, pertama mengurai tentang Nahdlatul Ulama

mulai Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama, Bidang Perjuangannya,
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Struktur Organisasi NU, Struktur Kepengurusan NU, Struktur Organisasi
Lembaga dan Banom. Kedua tentang Nahdlatul Ulama di Mojokerto yang
meliputi: Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama’ di Mojokerto, Susunan
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Periode 2018 —
2023, Daftar Nama Ketua Lembaga PCNU Kabupaten Mojokerto Masa
Khidmat 2018-2023, Daftar Nama Banom (Badan Otonom) Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Ketiga tentang Lembaga
Bahtsul Masail (LBM) NU Kabupaten Mojokerto, yang meliputi: Asal-
usul Lembaga Bahsul Masail, Peran Lembaga Bahsul Masail (LBM),
Metodologi Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail, Model Dan Prosedur
Penyelesaian Masalah, Respon Ulama Mojokerto Terhadap Hasil
Keputusan Bahsul Masail.

Bab IV deskripsi dan paparan data hasil penelitian dan Pembahasannya
yang meliputi: pertama, tentang kategori permasalahan-permasalahan figh
masyarakat kabupaten Mojokerto yang dibahas dalam bahtsul masail.
Kedua, tentang metode istinbat hukum lembaga batsul masail Nahdlatul
Ulama kabupaten Mojokerto dalam menjawab permasalahan-
permasalahan figh yang muncul dalam masyarakat. Ketiga, tentang metode
istinbat hukum lembaga bahtsul masail yang biasa digunakan lembaga
bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto yang menjadi karaktersitik yang

membedakan dengan LBM lainnya.
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Bab V penutup yang berisi: kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan

studi, dan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BABII

METODE ISTINBAT HUKUM

A Pengertian /stinbat

Secara etimologis kata “istinbat” berasal dari kata al-nabt, bentuk masdar

dari thulathiy (U st -Uax ~Javiy -eWdl) Jash) yang berarti air terbit dan keluar

dari dalam tanah yang kali pertama digali." Secara bahasa (etimologi) kata

istinbat berasal dari kata «k iy L’.‘““‘.ﬁ l’.‘“““” yang berarti menemukan,

melahirkan, menciptakan, memperlihatkan.

Secara terminologi istinbat diartikan mengeluarkan dari sumbernya

melalui ijtihad untuk menetapkan hukum. Seperti: 48811 = A%u) ; 488} Jayiis|

2 ealgial 5 dagay uku‘ upaya seorang fagih dalam mengeluarkan hukum

figh yang sangat dalam dengan pemahaman dan ijtihadnya.

Adapun yang dimaksud dengan istinbat bila dihubungkan dengan

figh/hukum seperti dijelaskan oleh al-Qarafi: G‘)ile 4adl| g_,ﬁ -H-.‘ﬁww

' Muhammad ibn Ya’qub ibn Muhammad ibn Ibrahim Abu al-Tahir Majduddin al-Fairuzabadi,
al-Qamus al-Muhit, (Muassasah al-Risalah, 2005), 1139. Lihat juga Abu Abdirrahman Imam al-
Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Azadi al-Yahmadi, Kitab al-Ain, Tahqiq. Mahdi al-Makhzumi
dan Ibrahim al-Samira’i, (Dar al-Maktabah al-Hilal, 2003) 184.

? Muhammad bin Mukrim ibn Ali, Abu al-Fadli Jamal al-din ibn al-Manzur, Lisan al-Arab, (Dar
Sadir, Berut, 2010), jilid 13: 438. Lihat juga Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, Atiyah al-
Sawalihi, dan Muhammad Khalafullah Ahmad, a/-Mu’jam al-Wasit, (Majma’al lughah al-
Arabiyah, 2004), 894.

56
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36 AV A jolias s G geaill (e e il A8V 5 el agiaal)

istinbat dalam kaitannya dengan figh adalah upaya seorang mujtahid untuk
mengeluarkan dan menemukan makna dan hukum-hukum syar’i dari dalil-dalil
nas Al-qur’an dan al-Hadith dan sumber dalil yang lain. Dengan demikian, kata

istinbat digunakan dalam arti al-istikhraj (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau

menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.*
Definisi ini mirip dengan istilah istinbat menurut usul figh: eh‘- Lé
dbuadill il oo dae Hdl) HlSa) Fliviy) o Lluiuy) 4adl J gl

Slgie LpaDlAt) g Lea) A% 5 menemukan dan menghasilkan hukum-hukum

syar’i dari dalil-dalil yang terperinci. Muhammad Bin Ali al-fayyumi ahli bahasa
arab dan figh, ijtihad adalah upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari
sumber-sumbernya® dengan jalan ijtihad untuk mencari hukum syara’ yang

bersifat zhanni.’

* Ahmad bin Idris al-Qarafi, Anwar al-Buruq ff Anwa’i al-furaq, Hashiyah bin Husain al-makkiy
al-malikiy, (Alam al-kutub, tt) Juz 2, 128-129.

* Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2010) 67.

> Badruddin Bin Muhammad Bahadir al-Zarkasyi, a/-Bahru al-Muhit dalam muqaddimah, (Dar
alkutbi, 1994) Juz 1, 37-38.

S Amir Syarifudin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011) Sumber hukum Islam pada dasarnya ada
dua macam: 1). Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut juga MNusus) yaitu langsung
berdasarkan teks Al-quran dan Sunnah Nabi. 2). Sumber nontekstual atau sumber tak tertulis
(disebut juga ghairu nusus) seperti istihsan dan giyas. Meskipun sumber hukum keduanya tidak
langsung mengambil dari Al-quran dan Sunnah, tapi hakikatnya digali dari (berdasarkan atau
menyandar) Al-quran dan Sunnah.

7 Effendi,Satria.. Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2009) 178. Lihat pula
Haidar Baqir dan Syafiq Basri, /jtihad dalam sorotan, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996) 25



58

Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga istinbat
bisa saja dilakukan oleh ulama figh/ushul figh dan ulama yang ahli di bidang
selain figh. Oleh karena itu, pengertian istinbat secara terminologi harus dibatasi
pada wilayah figh (hukum Islam). Dengan adanya pembatasan pada wilayah
hukum Islam, maka secara ringkas istinbat diartikan sebagai upaya untuk menarik
hukum dari nash (Al-qur’an dan al-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang
sulit dan penting dengan jalan ijtihad.®

Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa istinbat harus
dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyyah sebagai pedoman
operasional dalam menjelaskan nash-nash syar’i berdasarkan perspektif hukum
Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik satu pemahaman bahwa
istinbat adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara’ dari nash Al-
qur’an dan al-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan
nalar dan pikiran. Sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian
istinbat dan ijtihad.9 Namun pada hakekatnya antara istinbat dan ijtihad terdapat
perbedaan.

ljtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbat,

karena istinbat merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbat adalah nash

8 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012), 155. Lihat juga Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana 2009), 177.

% Menurut fugaha ijtinad adalah menghabiskan kemampuan dan mencurahkan daya upaya untuk
menemukan hukum syar’i. Sementara menurut ulama ushul figh, ijtihad adalah mencurahkan daya
dan upaya untuk sampai pada menemukan hukum syar’i yang amali yang diambil dari dalil-dalil
yang terperinci. Definisi tersebut menurut Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya al- Tabsirah Fi
Usul al-Figh, (Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2012), 258.
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Al-qur’an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan
perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat. Sedangkan
pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode

givas, istishab, dan istislah dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad.™

B. Metode Istinbar Hukum

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa istinbat merupakan usaha
untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Sedangkan al-Qur’an
dan al-Sunnah -sebagai dalil hukum Islam yang asasi- dalam menunjukkan hukum
menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang
melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya.

Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil
lainnya yang tentunya memerlukan penyelasaian. Oleh karena itu, agar bisa
mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para
ulama ushul figh telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat
digunakan untuk melakukan istinbat hukum dari Al-qur’an dan al-Sunnah.

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan
istinbat hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pemahaman langsung
dari teks dengan pendekatan kebahasaan (z uruq latziyyah) atau biasa disebut ¢ urug

lughawiyah) dan pendekatan makna atau ruh nas (turuqg ma’nawiyyah atau

19 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012) 157.
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maqasid al-shari’ah)."'Selanjutnya akan dijelaskan kedua metode istinbat hukum
tersebut.
C. Metode Istinbat Hukum Dengan Pendekatan Tata Bahasa

Kontruksi hukum dengan analisa tata bahasa ¢urug Iughawiyah) adalah
memahami bahasa teks'? yang tampak. Teks ini dapat diucapkan, ditulis dan
dipahami pengertiannya.'® Hal pertama yang mendapat perhatian dari para ulama
ushul figh adalah pengertian lafaz dalam kaitannya dengan posisi lafaz di dalam
kalimat. Untuk selanjutnya pembahasan tentang lafaz melebar sampai pada kajian
lafaz dengan melihatnya dari berbagai sisi. Oleh karena itu, ulama ushul figh pada
periode klasik'* telah membahas tentang keberadaan lafaz dan maknanya®® secara

panjang lebar dalam kitab-kitab mereka.

"' Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, ( Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 2010), 115.
2 Teks Alquran yang berbicara tentang hukum Islam dari 6000-an ayat-ayat Alquran sekitar
500-an ayat. Jumlah ayat yang terbatas itu, pada umumnya berisi ketentuan-ketentuan hukum
secara umum pula. Sementara hadist, sebagai penjabar lebih lanjut tentang maksud ayat-ayat
Alquran, dan tidak menjelaskan secara langsung semua ketentuan hukum tentang peristiwa-
peristiwa yang terjadi. Kedua sumber ini berbentuk teks/nash berbahasa Arab. Dikutip dari Abd
Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta:Amzah,2011), 243.
3 Hamka Haq, Falsafah Ushul Figh, (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998), 203.
Y pi antaranya seperti Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi’i dalam kitabnya (a/-Risalah). Beliau
seorang imam yang dikenal sebagai founder dari metode ini (furuq lughawiyah). Seorang tokoh
yang masyhur dalam penggunaan pendekatan ini ialah Abu Bakr Al-Baqgilani al-Maliki dalam
kitabnya “al-Taqrib wa al-Irshad al-Kabir’. Selain imam dan tokoh yang mencetuskan dan
mengembangkan metode ini, ada pula kitab-kitab yang telah dikarang berdasarkan dengan
metode ini. Di antara kitab-kitab tersebut adalah A/-Mu’tamad oleh Abu Hasan Muhammad Ibnu
Ali Al-Bashri, seorang ulama Mutazillah yang wafat pada tahun 413 H, a/-Mustashfa oleh al-
Ghazali dan A/-Burhan fi usul al-fighi, al-Talkhis fi Usul al-Figh. al-Shamil fi Usul al-Figh,al-
Irsyad ila Qawati’ al-Adillah fi Usul al-'ltigad. al-Waraqgat fi Usul al-Figh oleh imam Haramain
seorang ulama madzhab Syafi’i yang wafat tahun 487 H.
Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/118905/imam-haramain-al-juwaini--sanad-keilmuan-dan-
karya-karyanya

Contoh penetapan hukum yang dilakukan oleh imam Syafi’i dengan menerapkan metode
kebahasaan adalah persoalan mengenai masa ‘iddah. Dalam al-Quran surat al-Bagarah ayat 228
tentang ‘iddah menyatakan bahwa “perempuan-perempuan yang bercerai dari suami hendaklah
ber- ‘iddah selama tiga quru”’. Imam Syafi’i mengartikan kata Quru’dengan arti “suci”. Salah satu
alasan yang dikemukakan oleh imam Syafi’i adalah mengenai kata quru’ yang bersifat mudzakar


https://islam.nu.or.id/post/read/118905/imam-haramain-al-juwaini--sanad-keilmuan-dan-karya-karyanya
https://islam.nu.or.id/post/read/118905/imam-haramain-al-juwaini--sanad-keilmuan-dan-karya-karyanya
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Begitu panjang dan luasnya kajian tentang lafaz yang dilakukan oleh
ulama ushul figh periode klasik, maka beberapa ulama kontemporer mencoba
melakukan klasifikasi dalam beberapa kategori.

An-Nasyimi mengklasifikasikan kajian tentang lafaz dan maknanya dalam
empat kategori, yaitu: pertama, lafaz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau
cakupannya. Kategori ini meliputi ‘amm, khas dan mushtarak. Kedua, lafaz dilihat
dari sisi penggunaannya terhadap makna. Kategori ini meliputi raqgiqah, majaz,
sarth, dan kinayah. Ketiga, lafaz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam
menunjukkan makna. Kategori ini meliputi dua kelompok yaitu (a) wadih al-
dalalah atau lafaz yang jelas maknanya yang meliputi yaitu zahir, nas, mufassar
dan muhkam, dan gair wadih al-dalilah atau lafaz yang tidak jelas maknanya
yang meliputi khafi, mushkil, mujmal dan mutashabih. Keempat, lafaz dilihat dari
sisi cara pengungkapannya terhadap makna. Kategori ini meliputi ibarah al-nas,

isyarah al-nas, dalalah al-nas, dan iqtida’ a]—n35.16

sehingga untuk mudzakar tentu tidak berlaku haid, maka kata quru’ dalam ayat tersebut berarti
suci. ldentifikasi quru sebagai kata mudzakar adalah dengan kaidah bahasa Arab yang menyatakan
bahwa ketika kata bilangan dituliskan dalam bentuk muannast sebagaimana ‘“stalastah” dalam
ayat tersebut maka yang dibilang harus ditulis dalam bentuk mudzakar. Oleh karenanya lafaz quru
mesti dalam bentuk mudzakar. Jadi menurut imam Syafii masa ‘iddahnya perempuan yang ditalak
suami adalah selama tiga kali masa suci. Penetapan hukum ini dirumuskan dengan menggunakan
kaidah bahasa Arab dalam memahami lafaz-lafaz al-Quran yang tidak jelas (ghairu sarih).

'® Muhammad bin Mahmud bin bin Ahmad al-Hanafi, a/-Rudiud wa al-Nugud Sharah Mukhtasar
ibn al-Hajib, Maktabah al-Rusyd, 2005. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, (Dar
al-Fikr al-Arabiy, 2010) 115. Menurutnya, kajian tentang lafaz dalam empat kategori, yaitu (1)
lafaz dilihat dari sisi kejelasan dan kekuatan penunjukannya terhadap makna, (2) lafaz dilihat dari
sisi cara pengungkapannya terhadap makna yang terkandung di dalam lafaz, (3) lafaz dilihat dari
sisi cakupannya terhadap makna, dan (4) lafaz dilihat dari sisi bentuknya dalam menenjukkan
taklif hukum. Klasifikasi ini hampir mempunyai sisi perbedaan dalam pemberian istilah dan ruang
lingkupnya.
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Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan secara ringkas klasifikasi tersebut

beserta obyek kajiannya.

1.

Lafadz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya
meliputi am, khas dan mushtari k.
a. ‘Am

‘Am menurut ulama ushul periode klasik adalah lafaz yang
maknanya mencakup dua hal atau lebih. Sedangkan menurut
jumhur ulama ushul ‘am adalah lafaz yang diciptakan untuk
menunjukkan pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu
sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Dari definisi tersebut
bisa dipahami bahwa lafaz ‘am merupakan lafaz yang sejak

pertama diciptakan untuk menunjukkan arti umum yang tidak
terbatas yang tentunya masih dalam ruang lingkup lafaz.

Lafaz ‘am mempunyai banyak bentuk. Berikut ini akan
disebutkan bentuk-bentuk lafaz ‘am.
1) Isim mufrad (tunggal) yang di-ma’rifat-kan dengan alif-lam
atau idafah. Misalnya kata al-insan dalam ayat berikut:

canliall shee 5 15kl Gl W Y A el iy &
(32 pemall ) ¥ ially V3l 55 (51 130 355

....“Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
kecuali orang yang beriman....”(Q.S. al-Ashr: 2-3)'

'7 (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 1099)
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2) Lafaz jamak (plural) yang dima’rifatkan dengan alif dan

lam,seperti terdapat pada lafaz al/-walidat pada ayat berikut:
- .al = .ofc/ ‘7'.}//5”.0 . 0% },.‘ G/
(233 3,8l ) L oaleS calsa GadY 5l Gruan Calsll g

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh.....” (Q.S. al-Bagarah: 233)"*

3) Lafaz Js (setiap) dan &« (seluruhnya), seperti kata K

yang terdapat pada ayatberikut:

(21 :52/55kl ) G5 S Ly (5 4l S

....Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.(al-
Tur: 21)."

4)  Isim Syarat (kata benda untuk mensyaratkan), seperti lafaz

man, ma, aina, haitsu. Misalnya kata man yang terdapat

dalam ayat berikut:

(185 :2/3 54l ) VAo . Adlalls Hetll oSis 26 (had
.... ‘Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat
tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada
bulan itu....”(Q.S. al-Bagarah: 185).%

Lafaz “man” pada ayat tersebut meliputi semua orang yang

mengetahui datangnya bulan Ramadhan maka dia wajib

berpuasa.

'8 Ibid, 1418 H, 57.
Y 1bid, 1418 H, 866
2" Ibid, 1418 H, 45



64

5) Isim mausul(kata ganti penghubung), seperti : ,(";ﬁ\ ,9555\
M) Al Misalnya ayat berikut :
156 a3 o 050 W) Ll i 05a ¢ 5RG e &y
(10 :4/sLedl) ) 150k & slaris
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim
secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang
menyala-nyala (neraka). (An-Nisa'/4:10).%*
6) Isim nakirah yang jatuh setelah nafi, nahy, atau syarat.

Misalnya ayat:

g3 oad @8 o gdent A @8 s 9% 97 JEef. s (P
L.oa0s) Oasanl ) G sasy o) Sile s Vg
(10 :60/43x30al)

....Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu
bayar kepada mereka maharnya”....(Q.S. al-Mumtahanah:
10)

Lafaz am dilihat dari segi makna yang dimaksud
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lafaz am yang dimaksudkan
untuk umum, lafaz ‘am tetapi yang dimaksud adalah khusus, dan
lafaz ‘am yang berisfat mutlak.

Pertama, lafaz ‘am yang dimaksudkan untuk umum, yaitu

‘am Yyang disertai dengan petunjuk yang menghilangkan

2! Ibid, 1418 H, 116.
2 Ibid, 1418 H, 924.
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kemungkinan untuk dikhususkan. Lafaz ‘am yang seperti ini

hukumnya gar ’i al-dalalah. Sebagai misal ayat berikut:

(6:11/258) ... L3, e V) Y1 (B 4GS e
Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah
pasti memberi rizkinya....."%

Lafaz al-dabbah (binatang melata) mencakup semua binatang yang
melata di muka bumi, dan menjadi sunnah Allah bahwa semua
binatang yang melata akan mendapat rizki.

Kedua, lafaz ‘am tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu
‘am yang disertai petunjuk yang menghilangkan arti umumnya dan
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘am tersebut adalah

makna khusus. Misalnya ayat berikut:

J To . TR 3 wo 12 R c/a Fd &, Y- ~ _
(97 3/0) e J1) Do 43l) gUail) (o i) e Gl e diy,
....Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang
yang mampu mengadakan perjalanan ke sana....2*

Arti lafaz al-nas pada ayat tersebut adalah semua manusia,
namun yang dimaksud sebenarnya adalah makna Kkhusus yaitu
orang mukallaf yang berakal.

Ketiga, lafaz ‘am yang bersifat mutlak, yaitu ‘am yang

tidak disertai dengan petunjuk yang menghilangkan kemungkinan

dikhususkan dan tidak disertai petunjuk yang menghilangkan

* Ibid, 1418 H, 327.
4 Ibid, 1418 H, 92.
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keumumannya. Lafaz ‘am yang bersifat mutlak banyak dijumpai
dalam teks yang terdapat lafaz ‘am yang tidak dibarengi dengan
qarinah lafziyyah, fi’liyyah, atau urfiyah (adat kebiasaan).

Misalnya, lafaz al-mutallagat yang terdapat dalam ayat berikut:

. sad LN 8 A% 2o s_n- 4 MT a3
(228 2/3801) ... g 58 Al eauaily Clan i Cualladl)
Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali qurd....»

Lafaz ‘am yang bersifat mutlak menunjukkan makna umum
selama tidak ada dalil yang men-takhsis-kannya.

b. Khas

Lafaz khas adalah lafaz yang dibuat untuk menunjukkan
kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya, mencakup segala sesuatu
yang bisa diterapkan kepadanya atau diterapkan kepada individu-
individu tertentu.?®

Mengenai petunjuk lafaz khas para juris Islam sepakat bahwa
lafaz khasdalam nash syara“ menunjukkan kepada pengertiannya
yang khas secara qat’i(pasti) dan hukum yang dikandungnya juga
bersifat qat’i selama tidak ada indikasi yang menunjukkan

pengertian lain.?’ Misalnya ayat berikut ini:

é“ﬁ}“‘g }] %S;;:t‘ L/)j—;“}iﬂ-\ LZ\.)/::;»}/\ &,9 /":,S/‘ ,’Q;}'J’“’c éljdal 4_0\3’55 Ny

> Ibid, 1418 H, 55.

2 Muhammad bin Ahmad bin Sahal Shamsuddin Shamsu al-Aimmah al-Sarakhsi, al-Mabsuit,
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989) 24.

" Basiq Djalil, Zlmu Ushul Fighi (Jakarta: Sinar Grafika,2008) 99.
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(89 :s/xlall ) | A5 A5

...Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah
memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan
yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi
mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya...
(Al-Ma'idah/5:89).%

Lafaz ‘asharah dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk
menunjukkan arti bilangan sepuluh tepat, tidak lebih dan tidak pula
kurang. Di samping itu, arti sepuluh itu juga sudah pasti tidak ada
kemungkinan pengertian lain. Begitulah ayat kkas dalam Al-
qurtan, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada
pengertian lain seperti makna majazi (metafora).

Sesuai dengan pengertian lafaz khas sebagai lafaz yang
menunjukkan makna yang khusus, maka lafaz khas mempunyai
empat bentuk, yaitu: amr, nahy, mutlag dan mugayyad.?®
1). Amr

Menurut ulama ushul figh, amr®® adalah lafaz yang

menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang berasal

** Ibid, 1418 H, 176.

¥ Sya’ban Muhammad Ismail, Usa/ al-Fighi, Nash’atuhu wa Tatawwuruhu wa Madarisuhu wa
al-Da’watuh ila Tajdidihi, (Dar al-Salam, tt) 299.

% Lihat Muhammad al-Khudari Bek, dalam Usu/ al-Figh, (al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,
1969) 24-26, Amr di dalam al-Qur’an dijelaskan dalam berbagai redaksi. Di antara redaksi lafaz
amr adalah (1) Perintah tegas dengan menggunakan kata amara (<)) dan yang seakar
dengannya.(2) Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan kepada
manusia dengan memakai kata kutiba (<5). (3) Perintah dengan memakai redaksi pemberitaan
(jumlah khabariyah) namun yang dimaksudkan adalah perintah. (4) Perintah dengan memakai
kata kerja perintah secara langsung. (5) Perintah dengan menggunakan kata kerja (£#7’7/ mudiri)
yang disertai dengan /am al-amr. (6) Perintah yang menggunakan kata farada. (7) Perintah dalam
bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya.
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dari yang lebih tinggi kedudukan kepada pihak yang rendah
kedudukannya.**

Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz amr selalu
menunjukkan pengertian wajib kecuali ada indikasi yang
menunjukkan pengalihan dari dalalah aslinya kepada hukum yang
lain. Jika indikasi menunjukkan makna ibahah, maka lafaz amr
akan menunjukkan makna ibahah. Jika ada indikasi yang
menunjukkan makna nadb, maka lafaz amr akan menunjukkan
makna nadb. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna irsyad,
maka lafaz amr akan menunjukkan makna irsyad. Jika ada indikasi
yang menunjukkan makna fa’dib, maka lafaz amr akan
menunjukkan makna za ‘dib.*

2). Nahy

Nahy®* adalah lafaz yang menunjukkan adanya tuntutan
untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi
derajatnya kepada yang lebih rendah.** Pada dasarnya antara nahy

(larangan) dan amr (perintah) adalah sama-sama perintah. Hanya

1 Sya’ban Muhammad Ismail, Usil al-Fighi, Nash’atuh wa Tatawwuruh wa Madarisuh wa al-

Da’watuh ila Tajdidih, (Dar al-Salam, tt), 310.

2 Ibid, 312.

> Di dalam al-Qur*an larangan dinyatakan dalam berbagai ragam bentuk dan gaya bahasa. Di
antaranya:(1) Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan itu diharamkan. (2) Larangan
dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak dihalalkan.(3) Larangan dengan menggunakan kata
yang berarti perintah meninggalkan.(4) Larangan secara tegas dengan menggunakan kata “naha”
atau yang seakar dengannya. (5) Larangan dengan mengancam pelakunya dengan siksa di akhirat,
(6) Larangan dengan memberi ancaman atas suatu perbuatan, (7) Larangan dalam bentuk kalimat
pemberitaan.

¥ Muhammad Mustafa al-Shalabi, Usal al-Fighi al-Islamiy: al-Muqaddimah al-Ta’rifiyyah bi al-
Usul wa Adillat al-Ahkam wa Qawa’id al-Istinbat, (Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 2010), 401.
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saja kalau amr adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan,
sedangkan nahy adalah perintah untuk tidak melakukan perbuatan.
Para ulama ushuliyyun merumuskan beberapa kaidah yang

berkenaan dengan nahy. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:
a)  eaall gl 8 sl

Arti kaidah tersebut adalah bahwa pada prinsipnya suatu
larangan menunjukkan hukum haram, seperti firman Allah

Swit. :

(33 :17/61 M) L GAIL Y AN a5a call Guail) ) T Y g
Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan
Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang
benar... (Al-1sra'/17:33).%

Kaidah tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i
dan jumhur ulama ushul. Sedangkan menurut Hanafiyah,
lafaz nahy menunjukkan makna tahrim bila dalil yang

menjelaskan larangan bersifat gath’i, dan apabila dalil yang

menjelaskan  larangan  bersifat zanny maka nahy
menunjukkan makna makrih tahrim.*

Dalam pandangan jumhur ulama ushul, lafaz nahy yang
menunjukkan arti tahrim (haram) bisa saja mengalami

perubahan makna aslinya apabila ada indikasi yang

* Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 429.
3 Wahbah al-Zuhaili, Usil al-figi al-Islamiy, (Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2009), 235.
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menjelaskan adanya makna lain selain makna tahrim seperti:
al-karahah (makruh), al-du’a (permohonan), dan al-irsyad
(petunjuk). Penunjukkan lafaz nahy yang menunjukkan
makna karahah dapat ditemukan pada Al-qur’an misalnya
ayat :
e3—2 sl Sall s 41015l i BIL o
S Y7 TS UL §T R LR
(9 :62/Azaxll)
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk
melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu

mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli... (al-
Jumu'ah/62:9).%’

Kata @J‘ ‘jjhj menjelaskan bahwa transaksi jual

beli pada saat adzan shalat jum’at dikumandangkan
hukumnya makruh, karena ada indikasi lain yang
mengalihkan makna asli nahy, yaitu dilarangnya jual beli
bukan pelarangan esensi jual beli itu sendiri, tetapi
dikarenakan kekawatiran terabaikannya shalat jum’at akibat
sibuk dengan transaksi jual beli.

Selain menunjukkan makna karahah, lafaz nahy juga
ada yang menunjukkan makna irsyad seperti yang terdapat

dalam ayat 101 surat al-Maidah:

37 1bid, 1418 H; 933.
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...... 28305 &0 0 ) Ll B s Y skl Gaal @il

(101 5/ )
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan

kepadamu (justru) menyusahkan kamu .................... (al-
Ma'idah/5:101).%®

Ayat ini memberikan petunjuk untuk tidak melakukan
sesuatu yang pada ujungnya akan mendatangkan madarrat
dan mempersulit diri sendiri. Adanya madarrat dan
mempersulit diri  sendiri  merupakan indikasi yang

mengalihkan makna tahrim kepada makna irsyad.*
) Lk sledll iy i) 8 JeaY)

Arti kaidah ini adalah suatu larangan menunjukkan fasad

(rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Kaidah ini

*® Ibid, 1418 H;179

’ Sya’ban Muhammad Ismail, Usul al-Fighi, Nash’atuh wa Tatawwuruh wa Madarisuh wa al-
Da’watuh ila Tajdidih, (Dar al-Salam, tt) 321. Selain makna-makna tersebut, masih ada makna
lain yang ditunjukkan oleh ﬂabyyaltu (1) al-du'a (permohonan) contohnya firman Allah swt :
Glagh cdl oifdaa; Gl Ge W Chy WG 9 3 Wsl g5 Y W) Mereka berdoa, “Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk
kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha
Pemberi.” (Ali 'Imran/3:8) (2) al-tahdid (menakuti) misalnya majikan berkata kepada
pembantunya “Jangan kamu taati permtahku 3) Taqur (mencemooh), misalnya firman
Allah: WA 3 0201 8585 ais W55l 4 ada ‘Q\ &liie 5345 Y5 Dan janganlah engkau tujukan
pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari
mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia (Taha/20:131), (4) Bayan al-Agibah (menjelaskan
balasan perbuatan), seperti firman Allah swt: &3l Jabg s SBE & (il ¥

Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang
zalim. (Ibrahlm/ 14:42), dan (5) tay 7s (putus asa), seperti dalam firman Allah swt. ¥ 1358 Gl (il
Oland 2 L 5588 W 2l )58
janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan
menurut apa yang kamu kerjakan”. (QS. 66:7).
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disepakati apabila larangan berkaitan dengan perbuatan atau
perkataan yang esensinya memang diharamkan (haram li Zatihi),
bukan diharamkan karena ada indikasi tertentu (haram li
ghairihi). Contoh dari perbuatan yang haram [i zatihi adalah
larangan zina, larangan menjual bangkai, atau dalam bidang
ibadah seperti larangan shalat dalam keadaan tidak suci.
Larangan- larangan ini apabila tetap dikerjakan maka perbuatan
yang dilakukan menjadi batal. Implikasi lain dari kaidah ini
adalah manakala ditujukan kepada perbuatan atau perkataan yang
diharamkan karena ada faktor eksternal, seperti larangan
menyetubuhi istri yang sedang haid. Dalam hal ini, menurut
jumhur ulama bahwa larangan yang disebabkan oleh faktor
eksternal tidak menyebabkan batal apabila perbuatan yang
dilarang tetap dilakukan, dan akibat-akibat hukum dari perbuatan
tersebut tetap berlaku bagi pelakunya. Dengan istilah lain,
perbuatan tersebut berstatus hukum makrizh.*°
3). Mutlaq dan Mugayyad

Mutlag adalah lafadz yang menunjukkan satu makna dari
beberapa satuan yang menjadi cakupannya tanpa adanya ikatan
yang terpisah secara lafdzi. Sedangkan mugayyad adalah lafadz

yang menunjukkan satu makna dari beberapa satuan yang menjadi

% Muhammad Mustafa al-Shalabi, Usil al-Fighi al-Islamiy: al-Muqaddimah al-Ta’rifiyyah bi al-
Usul wa Adillat al-Ahkam wa Qawa’id al-Istinbat, (Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 2010), 405.
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cakupannya dengan disertai ikatan yang terpisah secara lafdzi.**
Menurut al-Amidi, mutlag adalah lafadz yang menunjukkan
makna yang jelas tanda dukungan suatu sifat (keterangan)
tertentu. Mugayyad adalah lafadz yang menunjukkan makna
yang jelas dengan dukungan suatu sifat (keterangan) tertentu.*

Dalam al-Qur“an terdapat banyak ayat yang bersifat
mutlag dan ada juga yang bersifat mugayyad. Oleh karena itu,
berdasarkan kaidah Ushul Figh bahwa ayat yang di dalamnya
terdapat lafadz mutlag maka harus dipahami secara mutlak
selama tidak ada dalil yang membatasinya. Demikian pula, ayat
yang di dalamnya terdapat lafadz mugayyad, maka harus
dipahami secara mugayyad sesuai dengan batasan yang
disebutkan.

2. Lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna

Lafaz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi
menjadi empat yaitu haqiqi, majazi, sarih dan kinayah. Berikut
ini akan dijelaskan masing-masing dari keernpat macam lafadh
tersebut.
a.  Hagiqgi dan Majazi

Hagigi adalah kata yang digunakan menunjukkan makna

*1' Lihat Muhammad al-Khudari Bek, dalam Usil al-Figh, (al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,
1969), 192.

2 Abu Hamid bi Muhammad al-‘Amidi al-Samarqandiy al-Hanafi, a/-Tarigah al-‘Amidiyyah,
(Dar al-Kutub al-Misriyyah, tt), 87.



74

atau pengertian yang asli baik secara bahasa, syar i, kebiasaan atau
terminologi.

Majazi (metaforis) adalah kata yang untuk menunjukkan
makna sesuatu selain makna yang sebenarnya karena adanya
hubungan antara makna asli dan makna baru dan ada petunjuk
(garinah) yang menghalangi penggunaan makna haqiqi.

Kaidah yang berlaku dalam masalah lafadz hagiqi adalah
mengamalkan makna yang semula diciptakan untuk lafadz
haqiqi baik lafadz haqiqi tersebut bersifat ,,am, khas, ,,amr atau
nahy, selama tidak ada garinah yang memalingkan makna hagiqi-

nya. Contohnya adalah firman Allah:

o 2 8 Y L. |esEeol-% L& i',:.‘a 2o

(43 :2/5 301 ) GaSON aa 15385155 58 511 ) 5l 5 5 slall | saidl 5

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta
orang yang rukuk. (Al-Bagarah/2:43).%

Yang dimaksud dari kata shalat dan zakat pada ayat tersebut
adalah makna hagqigi syar’i dan perintah bersifat ‘am (umum)
yang ditujukan kepada semua orang mukmin.**

Sedangkan kaidah yang berlaku bagi lafadz majazi sama

persis dengan kaidah lafadz hagiqi. Artinya bahwa yang dijadikan

pegangan adalah arti baru yang melekat padanya. Contohnya

adalah firman Allah:..... ALl (’:Lmj S 43 -4/ L) )

# Al-Qur“an dan Terjemahnya, 1418 H; 16.
* Muhammad Mustafa al-Shalabi, Usil al-Fighi al-Islamiy: al-Muqaddimah al-Ta’rifiyyah bi al-
Usul wa Adillat al-Ahkam wa Qawa’id al-Istinbat, (Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 2010), 456.
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....atau kamu telah menyentuh perempuan, ....(An-Nisa'/4:43).%

Kata “lamastum” pada ayat tersebut mempunyai makna
majazi yaitu bersetubuh, dan ayat tersebut secara umum ditujukan
kepada semua orang mukmin.*®
b.  Sarihdan Kinayah

Sarih adalah lafadz yang maksudnya tidak tersembunyi
karena sering digunakan, baik dengan makna haqigi atau makna
majazi. Sedangkan yang dimaksud dengan kirayah adalah lafadz
yang tersembunyi maksudnya baik secara hagigi maupun majazi.

Lafal sarih mempunyai akibat hukum secara langsung
kepada hal yang lain. Misalnya dalam masalah talak, bila suami
berkata kepada istrinya, “engkau aku cerai”, maka dengan
perkataan tersebut terjadi penceraian sekalipun tidak disertai
dengan niat. Sedangkan kepastian hukum yang diakibatkan oleh
lafadz kinayah sangat tergantung dengan niat. Misalnya seorang
suami berkata kepada istrinya, “Pulanglah engkau ke rumah orang
tuanmu”. Ucapan ini sangat tergantung pada niat suami ketika
mengucapkannya, jika suami bermaksud menceraikan istrinya
maka telah jatuh talak. Jika suami tidak bermaksud menceraikan

istrinya, maka tidak terjadi talak.*’

4 Al-Qur*“an dan Terjemahnya, 1418 H; 125.

4 Tbid, 456.

47 Wahbah al-Zuhaili, Usal al-figi al-Islamiy, (Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2009), 308-309.
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3. Lafadz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan

makna

Dilihat dari segi kejelasan penunjukannya, lafadz
dibedakan menjadi dua yaitu lafadz yang jelas penunjukannya
(wadih al-dalalah) dan lafadz yang tidak jelas penunjukannya
(ghair wadih al-dalalah).
a. Wadih al-dalilah

Wadih ad-dalalah adalah lafadz yang menunjukkan makna
melalui bentuk asalnya tanpa terikat oleh faktor lain. Lafadz
yang masuk dalam kategori Wadik ad-dalalah dibagi menjadi
empat yaitu vaitu nas, zahir, mufassar dan muhkam. Dalam
kaitannya dengan penunjukan makna, empat istilah tersebut
mempunyai tingkatan yang berbeda. Tingkat yang paling rendah
adalah zahir, nas, mufassar dan muhkam yang menempati
tingkatan paling tinggi.*®
1) Zahir

Ulama Ushul Figh memberikan pengertian tentang Zahir
dengan redaksi yang berbeda namun saling melengkapi. Menurut

al-Bazdawi,*® Zahir merupakan istilah yang digunakan untuk

* Ibid, 312. 72.

* Nama lengkapnya Abu al-Yusri Muhammad bin Muhammad Abdul Qasim al-Bazdawi. Dia
pengikut al-Maturidi, namun tidak selamanya sepaham dengan al-Maturidi. Kadang-kadang
fahamnya lebih dekat dengan faham mu’tazilah. Di bidang figh, dia pengikut mazhab Hanafi. Dia
dikenal sebagai seorang Fagih, Ahli Usul al-Figh, Muhaddits dan Mufassir. Lihat Ali Abdul
Fattah al-Maghribi, /mam ahl —al-Sunnah wa al-Jama’ah Abu Mansur al-Maturidi wa Ara’uhu
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menunjukkan kata yang sudah jelas maksudnya bagi orang yang
mendengarkannya melalui bentuk kata itu sendiri.>

Menurut Ibnu Subkhi zahir adalah lafadz yang
menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai pada tingkat
dzanni.”’ Istilah dzanni disini mengandung makna bahwa sekalipun
makna lafadz zahir itu dapat dipahami dengan cepat dan
mudah, tetapi tidak menutup kemungkinan ada makna lain selain
makna yang dipahami melalui mendengarkan.>

Menurut ulama*“ ushul, kaidah yang berlaku dalam lafaz
zahir adalah bahwa setiap lafadz zahir harus dipegang makna
zahir-nya selama tidak ada petunjuk yang menjelaskan adanya

pengalihan makna. Misalnya, ayat berikut:
(275 2/6 %l ) ) saol a%as &) W (A

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (al-
Bagarah/2:275).

Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual

beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram, karena

al-Kalamiyyah, (Matba’ah al-Da’wah al-Islamiyyah, 1985) dan Yusran Asmuni Dirosah
Islamiyah II, Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam Dan Pemikiran,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

% Abu Abd Allah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, Sah7h al-Bukhari, (Riyad: Dar al-Salam,tt)
> Subhi al-Salih, Ma’alim al-Shari’ah al-Islamiyyah, (Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1982).

32 Adanya makna lain selain dari makna asal lafadz zahir misalnya lafadz zahir tersebut
berupa lafaz ‘ am sehingga mungkin saja perlu ditak#sis, berupa lafadz mutlak yang perlu dibatasi
melalui mugayyad, atau berupa lafadz haqgiqi tetapi yang dikehendaki adalah makna majizi.
Lihat Abdul Wahab Khalaf, //imu Usul al-Fighi, (Dar al-Qalam Maktabat al-Da’wah Shihab al-
Azhar,2009).
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makna inilah yang mudah dan cepat ditangkap oleh akal
seseorang tanpa memerlukan petunjuk yang menjelaskannya.
Walaupun sebenarnya pengertian tersebut bukan pengertian asasi
yang dikehendaki oleh ayat berdasarkan susunan redaksinya.>
2)  Nas

Nas adalah suatu lafazh yang menunjukkan hukum yang
jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan, namun
mempunyai  kemungkinan ditakhsish dan ditakwil yang
kemungkinannya lebih lemah dari pada kemungkinan yang
terdapat dari lafazh zahir. Selain itu, ia dapat dinasakh pada

zaman risalah (zaman Rasul).>* Contohnya adalah ayat berikut:

kt g S ST ] APIY
(3 4/eldlly 5y lis e oLl fn oS Qs L 1 5ASH6
.....maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi:
dua, tiga atau empat... (An-Nisa’/4:3).°

Bila diamati berdasarkan makna lafadz zahir, ayat
tersebut menerangkan hukum diperbolehkannya nikah. Tetapi
apabila diamati dari makna lafadz nas maka ayat tersebut
menjelaskan hukum poligami dan batas-batasannya, karena
hukum poligami dan batasannya merupakan makna asal yang

ditunjukkan oleh ayat dengan dasar adanya gqarinah (petunjuk)

> Muhammad Mustafa al-Shalabi, Usa/ al-Fighi al-Islamiy: al-Muqgaddimah al-Ta rifiyyah bi al-
Usul wa Adillat al-Ahkam wa Qawa’id al-Istinbat, (Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 2010), 463.

% Muhammad Adib Salih, TafSir al-Nusts f7 al-Fighi al-Islamiy, (al-Maktabah al-Islamiy, tt),
149.

> Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 115.
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yang dijelaskan sendiri oleh shari’, yaitu firman Allah:

(3 4/slaall ) 2 & E&La L 3 Baa) 5 51 I s 06,
... Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,
maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya
perempuan yang kamu miliki.... (An-Nisa'/4:3).

Dengan demikian, maka maksud dari ayat tersebut
adalah makna kedua, yaitu diperbolehkannya poligami dengan
batasan empat istri.*®
3)  Mutassar

Pengertian mufassar adalah lafadz yang menunjukkan
kepada maknanya secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan

untuk dipalingkan kepada pengertian lain (¢a’wil) atau ditakhsis.”’

Menurut Muhammad Abu Zahrah, mufassar adalah:

By A B e Bl (e 2 geaiall slina e Jiall Laall)
% 5 i AY) Gaill elad Jua¥) 8 Slaas 5

Dengan demikian, term mufassar menjadi tidak mutlak,
karena masih memerlukan term lain sebagai penyempurna
pengertiannya. Menurut Adib Shalih, lafadz mufassar dilihat

dari sisi faktor yang menyebabkan kejelasan maknanya dibagi

56 Ahmad bin Muhammad bin Abdi Rabbih, a/- ‘Iqd al-Farid, (Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, tt), 266.

" Tidak adanya ruang bagi upaya mentakwilkan lafadz mufassar mengindikasikan bahwa
makna yang dijelaskan oleh lafadz mufassar menduduki peringkat di atas lafadz nas dan lafadz
zahir. Karena di dalam lafadz nas dan lafadz zahir masih memungkinkan adanya takwil,
sedangkan dalam lafadz mufassar tertutup untuk ditakwilkan. Lihat Muhammad Adib Salih, 7afsir
al-Nusus fi al-Fighi al-Islamiy, (al-Maktabah al-Islamiy, tt), 165.

8 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, op, cit, 95.
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menjadi dua:>

4)

a.  Kejelasan makna yang bersumber dari bentuk lafadz
sehingga tidak membuka ruang bagi takwil atau
takhsis.

b.  Kejelasan makna karena ada penjelasan dari dalil lain
yang gati.

Muhkam

Pengertian muhkam dalam kontek ini adalah:

sy dgadad dazal g AV olina e Ja (g2)) Jaall)
60 Lanadd Vg Dl
Lafaz yang mnunjukkan makna secara tegas dan jelas dan

tidak menyisakan ruang interpretasi dan spesifikasi
pemaknaan). Lafaz ini maknanya sudah jelas berdasarkan
bentuknya sendiri dengan tingkat kejelasan yang kuat
melebihi kejelasan mufassar  dan  tidak  memiliki
kemungkinan untuk ta‘wil atau nasakh.®!

Indikasi tidak adanya takwil terhadap lafaz muhkam
disebabkan oleh derajat kejelasan maknanya yang mencapai
batas maksimal. Demikian pula tidak adanya naskh karena
makna yang ditunjukkan oleh lafadz muhkam adalah makna

asli yang tidak mungkin menerima perubahan dan

% Ibid, 169.

50 Muhammad Abu Zahrah, Usal al-Figh, op, cit, 96.
6! Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Y ogyakarta: Teras, 2008), 218.
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pergantian.
b.  Ghair Wadih al-Dalalah

Ghair wadih al-dalalah adalah lafadz yang tidak jelas
penunjukkannya terhadap makna. Lafadz yang masuk dalam
kategori ini bisa menunjukkan makna apabila didukung oleh
indikasi eksternal.”® Ulama Hanafiyah membagi lafadz yang
masuk dalam kategori ini menjadi empat bagian yaitu khafi,

musykil, mujmal, dan mutasyabih.

1). Khafiy
Khafi adalah lafadz yang mempunyai ketidakjelasan yang

bukan disebabkan oleh bentuk lafadz, tetapi disebabkan oleh

penerapan makna lafaz tersebut pada kasus yang serupa.®®
Contoh dari khafi adalah arti as-sarig yang terdapat

dalam ayat berikut:

A G YIS G Ly 2158 Lol | 5adadla 48 1015 515

(38 :5/saldll ) 82 e Al

“Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan
keduanya” (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka
lakukan dan sebagi siksaan dari Allah. Dan Allah Maha
Perkasa, Maha bijaksana. (Q.S. al-Maidah:38).%*

Arti lafadz as-sarig sebenarnya sudah jelas yaitu orang

62 Muhammad Mustafa al-Shalabi, op.cit, 474.
55 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, op, cit, 124.

% Al-Qur~an dan Terjemahnya, 1418 H; 165.
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yang mengambil harta yang bernilai milik orang lain dalam
tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi.  Ke-
tidakjelas-an timbul ketika menerapkan ayat tersebut kepada
tukang copet yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian
seseorang untuk menguras hartanya. Apakah pencopet bisa
dikategorikan dalam pengertian pencuri? Untuk mencari jawaban
tersebut diperlukan ijtihad dengan meneliti apakah pengertian
“mencopet” termasuk dalam pengertian ayat sesuai dengan cara
suatu lafadz menunjukkan suatu pengertian.
2). Musykil

Musykil adalah lafadz yang tidak jelas makna yang
dikehendaki yang disebabkan oleh lafadz itu sendiri, sehingga
untuk menemukan makna yang dikehendaki harus dilakukan
pemahaman yang intensif dan didukung dengan petunjuk (garinah)
yang menjelaskan makna yang sebenarnya.® Ke-tidakjelas-an
makna lafadz musykil bisa juga disebabkan karena mempunyai
banyak makna, sedangkan yang dimaksud hanya satu makna.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lafadz
musykil adalah lafadz yang ketidakjelasan makna disebabkan oleh
bentuk lafadz itu sendiri. Sedangkan untuk lafadz khafi,

ketidakjelasan makna disebabkan oleh faktor eksternal.

65 Syamsuddin al-Sarakhsiy, a/-Mabsut, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), 168.
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Contoh lafadz musykil adalah lafadz guru’ yang terdapat

dalam ayat:

(228 5 5il..... ¢ 558 B0 (ygandily (it s il
“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali qguri....(Q.S. al-Bagarah: 228).%

Lafaz quru’ yang terdapat dalam ayat tersebut mempunyai
arti ganda yaitu masa suci dan masa haid. Adanya arti ganda itu
jelas menunjukkan hukum yang berbeda pula. Ulama Hanafiyah
dan Hanabilah mengartikannya dengan masa haid.®” Sedangkan
Syafi“iyah mengartikannya dengan masa suci.®® Masing-masing
mengambil  kesimpulan yang berbeda setelah melakukan
penelitian dan mendasarkan kepada garinah atau dalil dari luar
yang berbeda pula.

3). Mujmal

Mujmal adalah lafadz yang mempunyai banyak makna dan
antara makna tersebut terdapat keserupaan yang tidak bisa
ditemukan melalui lafadz itu sendiri, sehingga dibutuhkan usaha
menjelaskannya melalui keterangan dari syari’. Secara ringkas,

mujmal merupakan lafadz yang maknanya tidak jelas yang hanya

bisa diketahui melalui penjelasan dari syari’ sendiri (az-Zuhaili,

66 Al- Qur“an dan Terjemahnya, 1418 H; 55.

%" Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mendasarkan pendapatnya kepada ayat 4 Q.S. at-Talag. dan
juga ilandasi garinah yaitu pensyariatan iddah untuk mengetahui kesucian kandungan dari
hamil yang bisa diketahui dengan haid.

68 Syafi“iyah mendasarkan pendapatnya kepada ayat 1 Q.S. at-Talag, dan garinah yaitu kata
bilangan (,,adad) —lafadz salasah- berbentuk muannas. Ini artinya bahwa ma“dad (yang terbilang)
harus dalam bentuk muzakkar.
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1986; 340).°° Ketidakjelasan makna lafadz mujmal disebabkan
oleh:
a) Makna etimologi dari lafadz itu sendiri, misalnya
lafadz hafi’a yang terdapat dalam ayat :
E3ha 530 A2 1319 sl G S &)
19 :70/z sl ) Y1 & 3 Al A2 135 Y
(21

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah
lagikikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh
kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat
kikir. (Q.S. al- Ma’arij: 19-21).”

Lafadz hali’a adalah lafadz yang mujmal dan
untuk menemukan maknanya Syari’ menjelaskannya
sendiri sebagaimana pada ayat-ayat berikutnya.

b)  Pengalihan makna lafaz dari makna lughawi kepada
makna syar’i, seperti lafaz as-salah yang secara
etimologi berarti do’a, namun yang justru dipakai
adalah makna syar’i yang hanya bisa dipahami
melalui hadits (az-Zuhaili, 1986; 341)."

4).  Mutasyabih

Mutasyabih adalah lafadz yang bentuknya sendiri tidak

menunjukkan kepada makna yang dimaksud, tidak ada indikasi

yang menerangkannya, dan syari’ sendiri tidak menjelaskan

% Wahbah al-Zuhaili, Usul al-figi al-Islamiy, (Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2009) 308-309. Wahbah al-
Zuhaili, Usul al-figi al-Islamiy, (Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2009), 340.

7 Al-qur’an dan Terjemahnya, 1418 H, 974

" Wahbah al-Zuhaili, Usil al-figi al-Islamiy, op. cit, 341.
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maknanya.’® Bentuk lafadz mutasyabih lebih banyak ditemukan

pada ayat atau teks hadits yang berhubungan dengan masalah

teologi dan ushuluddin.
4. Lafadz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna

Lafadz dilihat dari cara pengungkapannya terhadap makna ada
empat, yaitu ibarat al-nas, isyarat al-nas, dalalah al-nas, dan igtida’ al-
nas.

a. ‘Ibarat al-Nas

‘Ibarat al-nas adalah makna yang ditunjukkan oleh nash sesuai
redaksi kalimat, baik makna pokok (asalah) atau tambahan (taba iyah),
dan berdasarkan redaksi kalimat makna tersebut terangkum di
dalamnya.”

Bila diamati sekilas nampak adanya persamaan antara lafadz nas
dengan “ibarat an-nas. Tetapi pada hakikatnya berbeda. Perbedaan
antara nas dan “ibarat an-nas terletak pada cakupan makna, kalau
“ibarat an-nas mencakup makna pokok (asalah) dan makna tambahan
(taba’iyah), sedangkan nas hanya mencakup makna pokok saja.”*
Contohnya firman Allah swt. berikut:

6 g3 s e Ll 0a A Gl e 13506
(3 eluall) | &I &L e 31 Bas) 58 ) 315 VT i

.....maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga

2 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, op, cit, 135.
7 Musthafa Sa’id Al-Khin, Sejarah Ushul Fikih, (Pustaka Al-Kautsar, 2000), 295.
™ Muhammad Adib Salih, 7afSir al-Nusus £ al-Fighi al-Islamiy, (al-Maktabah al-Islamiy, tt),

470-471
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atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku

adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan

yang kamu miliki... (An-Nisa'’/4:3).”

Ayat ini menunjukkan kepada tiga hukum, vyaitu: Pertama,
kebolehan menikah. Kedua, kebolehan menikah lebih dari satu wanita
sampai empat. Ketiga, wajib membatasi hanya satu apabila khawatir
tidak dapat berlaku adil. Dua makna yang terakhir adalah yang
dimaksud secara asli dari konteks ayat. Adapun yang pertama adalah
makna sekunder. “lbarat an-nas mencakup ketiga makna tersebut,
sedangkan nras hanya menunjukkan dua point yang terakhir. Karena
secara istilah nas adalah makna yang dimaksud secara asli, dan point
yang pertama bukan makna yang dimaksud.’®
b. Isyarat al-Nas

Isyarat al-nas adalah penunjukan lafadz terhadap suatu makna
yang bukan makna yang dimaksud oleh redaksi nash, tetapi merupakan

makna yang terkait (lazim) dengan hukum yang disebutkan di dalam

nash.”” Contohnya adalah ayat berikut :
...... o3 haall O Sy Gedoy Al asisall e s

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang ma'ruf... (Q.S. al-Bagarah: 233).”

c. Dalalah al-nas

" Al-Qur“an danTerjemahnya, 1418 H, 115

7 Musthafa Sa’id Al-Khin, Sejarah Ushul Fikih, op.cit, 295.
"7 Musthafa Sa’id Al-Khin, Sejarah Ushul Fikih, ibid, 296.
" Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H, 57.
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Dalalah an-nas79

adalah apabila ada nash yang secara tekstual

menunjukkan hukum suatu kasus dan kemudian hukum tersebut dapat

diterapkan pada kasus lain karena adanya faktor penyebab hukum yang

sama.® Menurut as-Sarakhsi dalalah al-nas adalah hukum yang

ditetapkan melalui makna struktur kalimat dengan pendekataan

kebahasaan dan bukan melalui cara istinbat dengan menggunakan daya
nalar.®! Sebagai contoh dari dalalah al-nas adalah ayat berikut:

2150 aeishd o8 ¢ G Gl i Ongal o3RG gl &y

(10 :4/eLaill ) 500 & 3laiig

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim

secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya

dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala

(neraka). (al-Nisa'/4:10).%

Dengan ibarat al-nas ayat tersebut menjelaskan larangan
memakan harta anak yatim secara zalim. Secara nalar bahwa sebab
larangan tersebut adalah menghabiskan dan menghambur-hamburkan harta
anak yatim dengan cara yang tidak benar. Maka dengan pendekatan

dalalah al-nas bahwa segala perbuatan menghabiskan dan

menghambur- hamburkan harta anak yatim dikategorikan sama dengan

" Daldlah an-nas ini juga disebut juga fahw al-khitab, sebagian fuqaha menyebutnya dengan
istilah Qiyas Jali, dan di kalangan jumhur ulama disebut dengan mafhim muwdatagah (Wahbah
al-Zuhaili, Usul al-figi al-Islamiy, op.cit, 353). Di kalangan ulama Hanafiyah terjadi perbedaan
pendapat mengenai pengertian dakilah an-nas. Namun mereka menemukan titik temu bahwa
yang dimaksud dengan dala/ah an- nas adalah hukum yang disebutkan dalam nash (mantiq)
berlaku pula pada kasus yang tidak disebutkan dalam nash (maskiit) karena terdapat makna
yang sama (Musthafa Sa’id Al-Khin, Sejarah Ushul Fikih, (Pustaka Al-Kautsar, 2000, 298).

% Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, op, cit, 141.

81 Syamsuddin al-Sarakhsiy, a/-Mabsut, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), 241.

82 Al-qur’an dan Terjemahnya, 1418 H, 116.
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memakannya dengan cara zalim.
d. Igtida’ al-Nas

Iqtida’ al-Nas adalah dilalah lafadz terhadap suatu makna yang
tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan mentakdirkan (menyisipkan)
lafazh yang lain.®

Dalam kaitannya dengan keberadaan lafadz yang menjadi sisipan
yang bertujuan untuk menjelaskan keabsahan kalimat, ulama ushul dari
kalangan Hanafiyah, Syafi“iyah dan Mu’tazilah membagi dalam tiga
bagian :

1). Sesuatu yang wajib ditakdirkan (dimunculkan) kebenaran

suatu ucapan. Misalnya Hadits Nabi Muhammad saw.

berikut :

aale (ol ) Adde ) o Sl Lajg

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw.

bersabda: “Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku

perbuatan yang salah, lupa, dan keterpaksaan.” (H.R. Ibnu
Majah).

Secara tekstual hadits ini mengandung makna

bahwa kesalahan, lupa dan keterpaksaan telah dicabut

sehingga tidak ada lagi lupa, kesalahan dan keterpaksaan

8 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, op, cit, 143.
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yang terjadi pada umat manusia. Namun kenyataan yang
ada bertentangan dengan hadits tersebut, karena manusia
mempunyai sifat lupa dan juga tidak bisa terhindar dari
kesalahan. Oleh karena itu, hadits tersebut wajid
ditakdirkan dengan ism (dosa). Maksudnya ism al-khata’
wa an-nisyan (dosa kesalahan dan lupa ), agar kalimat
tersebut jadi benar.

2). Sesuatu yang wajib dimunculkan untuk kebenaran suatu
ungkapan atau kalimat secara akal. Contohnya firman Allah

dalam ayat berikut:

Lesd LS 30 2 30 S
Dan tanyalah (penduduk) negeri yang Kami berada disitu”
(Q.S. Yusuf: 82).%

Redaksi ayat tersebut terasa ada yang Kkurang,
karena tidak mungkin bertanya kepada kampung yang
bukan makhluk hidup. Karena itu perlu dimunculkan
suatu kata sehingga ungkapan itu menjadi benar dan
selaras maknanya. Adapun kata yang layak dimunculkan
adalah “penduduk” sebelum kata “kampung”, karena yang
bisa ditanya dan memberi jawaban adalah penduduk
kampung.

3).  Sesuatu yang wajib ditagdirkan (dimunculkan) untuk sahnya

8 Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H, 361.
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suatu ungkapan secara syar*i. Misalnya dalam potongan ayat

....maka ia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman (Q.S. an-Nisa“: 92).%°

Untuk memperjelas makna :‘-.‘éj 253 maka dimunculkan

kata perintah Aarriru (merdekakan) untuk menjelaskan bahwa

sebenarnya ayat tersebut mengandung perintah memerdekakan

budak.*

D. Metode Istinbat Hukum Dengan Pendekatan Magasid al-Shari ’ah

Al-qur’an dan al-Hadist sebagai sumber hukum Islam yang utama
telah sempurna untuk mengatur kehidupan manusia dari berbagai sendi
kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah swt, dengan alam
sekitarnya, maupun dengan sesama manusia. Hukum-hukum tersebut ada
yang sudah jelas, sebagaimana yang tersurat dalam Al-qur’an dan al-
Hadits ada pula yang tersirat di balik hukum yang tersurat tersebut.

Selain yang tersurat dan yang tersirat tersebut, ada hukum-hukum
Allah yang tersembunyi di balik kedua sumber tersebut. Hukum-hukum
yang tersembunyi inilah yang harus dicari, digali, ditemukan oleh manusia
yang kompeten di bidangnya melalui penalarannya.®’

Dalam rangka mencari dan menemukan hukum-hukum yang

8 Al-Quran dan Terjemahnya, 1418 H, 136.

8 Muhammad Adib Salih, op. cit. 548-549

8 Asmawi, Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis — Rasionalis — Sampai Rekonsiliatif,
(Yogyakarta: Teras, 2012), 106
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tersembunyi tersebut, diperlukan wawasan dan kemampuan untuk
menggali hakikat hukum Allah dan tujuan Allah menciptakan hukum-
hukumnya itu.®

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan peradaban manusia, peristiwa-peristiwa hukum bersifat dinamis dan
berkembang terus secara “tidak terbatas” sampai hari kiamat. Peristiwa-
peristiwa baru itu memerlukan adanya ketentuan hukum.®®

Kompleksitas ranah historis manusia dengan berbagai wacana,
model, dan aktivitas yang mengitarinya yang setiap hari berubah dan
bahkan tampak rumit seakan tidak tertampung dalam nilai dan norma
hukum yang ada dalam nash (Al-qur’an - al-Sunnah) saat ini. 7atanaha
al-nusus wald tatanaha al-waga ‘i (wahyu sudah tidak lagi diturunkan,
sementara peristiwa/kebutuhan hukum terus berkembang) sehingga
mengharuskan para mujtahid (cendikiawan/pakar hukum) untuk dapat
melakukan ijtihad dalam rangka pembaharuan (reformasi) terhadap hukum
itu sendiri.

Pemikiran figih Islam secara preskriptif ini bertujuan menggali
norma-norma Islam yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah

laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik.®

% bid, 107.

8 Abd Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), 304.

% yusdani, “Figh Dan Hak Asasi Manusia: Prespektif Dialogis-Preskriptif- Akomodatif”.( al-
Mawarid, Jurnal Hukum Islam. Vol. XV, No. 1, Februari- Agustus 2014. Yogyakarta: FIAI Ull),
18.
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Pada dasarnya Allah menciptakan dan menetapkan hukum
bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup
manusia. Kemaslahatan tersebut baik berupa manfaat ataupun menolak
madharat (kerugian) bagi kehidupan manusia. Hakikat tujuan hukum ilahi
inilah yang harus senantiasa dijadikan pegangan dan pedoman para
mujtahid dalam berijtihad merumuskan hukum-hukum yang tersembunyi
itu.%

Upaya ijtihad hukum menuju tujuan hukum, tidak bisa lepas dari
aspek Magqasid al-Shari’ah yang telah dipopulerkan oleh Ibrahim bin Musa
bin Muhammad Abu Ishaq al-Shatibi (w.790 H). Karena dengan konsep
Magqasid al-Shari’ah, hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan
sosial. Konsep tersebut termaktub dalam kitab karyanya al-Muwatfagat™
yang oleh Imam al-Hafiz bin Marzuq disebut sebagai kitab yang paling
cerdas.”

Hammadi al-Ubaydi menyatakan bahwa orang yang pertama

membahas masalah a/-maqasid al-shari‘ah adalah salah seorang tabi’in

yang bernama Ibrahim al-Nakhaiy (w.91 H).** Hammadi al-Ubaydi

*! Masyfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah, (Jakarta: Haji Masagung, 1987), 27.

%2 Karya al-Shatibi yang dpat dilacak hingga sekarang selain a/l-Muwafaqat adalah Sharh al-Jalil
‘ala al-Khulasah fi IIm al-Nahw, al-I’tisam, al-Ifadat wa al-linshadat, Unwan al-Ittifaq fi IIm al-
Ishtigaq, dan Usul al-Nahw.

3 Abdullah Mustafa al-Maraghi, Pakar-pakar Figh Sepanjang Sejarah, Terj.Husein Muhammad,
(Yogyakarta: LKPSM, 2001), 276.

% Nama lengkap beliau adalah Abu Imran Ibrohim bin Yazid bin Qois ibnu Al-Aswad bin, Amru
bin Rubaj’ah bin Dzukhl bin Sa’ad bin Malik bin Nakha’ al-Nakha’iy al-Yamani al-Kufy, juga
dikenal dengan nama Ibrahim al-Nakha'i. Ia adalah seorang teolog , ahli hukum dan sarjana Islam
yang lahir pada tahun 670. Ia bertemu banyak sahabat Muhammad termasuk, Anas ibn


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Theologian&usg=ALkJrhhShv4MZ22SLopgWbsKuOA_uZ7oLQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Faq%25C4%25ABh&usg=ALkJrhjPk9bNSLEIJ-O4Y13olRXaWheLbg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Companions_of_Muhammad&usg=ALkJrhiI1amUxQe4ZgQv7Ev2M4aEHC9wKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anas_ibn_Malik&usg=ALkJrhgmlUcf_8SV2r0sjPE5p9nMpMG4TQ

93

menjelaskan bahwa Ibrahim an-Nakhaiy pernah berkata “bahwa
sesungguhnya hukum-hukum Allah memiliki tujuan, hikmah, dan
mashlahat untuk manusia”. Sebagai landasan pemikirannya, Ibrahim
mengunakan sejumlah ayat, di antaranya adalah Q.S. al-Bagarah/2:222.%°
1.  Pengertian Magqasid al-Shari’ah

Secara bahasa Magqgasid al-Shari’ah terdiri dari dua kata yaitu
Magqasid dan al-Shari’ah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan,
Magqasid merupakan bentuk jamak dari maqgsud yang berasal dari suku
kata gasada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Magqasid

berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.® Sedangkan Syari’ah

secara bahasa berart slall 43 oty (A Gl 9 artinya: jalan

menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan
menuju sumber kehidupan.®®
Di dalam Al-qur’an Allah Swt menyebutkan beberapa kata Syari’ah

diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jatsiyat:

Malik dan Aisha binti Abu Bakar. Lihat Lecomte, G., “al-Nakha‘i, Ibrahim”,
dalam: Encyclopaedia of Islam, Edisi Kedua, Diedit oleh: P. Bearman, Th. Bianquis, CE
Bosworth, E. van Donzel, WP Heinrichs. http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912 islam_SIM_5771.
Pertama kali dipublikasikan secara online: 2012. Edisi cetakan pertama: ISBN: 9789004161214,
1960-2007. Disalin dari riwayat Ibrahim an Nakha’iy dalam 7ahdhib al-Asma’l wa al-Lughat al-
Nawawi dan Tahdhib al-Tahdzib karya Ibnu Hajar asqalani.

% Hammadi al-Ubaydi, a/-Shatibiy wa Magasid al-Shari’ah, ( Manshurat Kulliyat ad-Da’wah al-
Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz ‘ala at-Turas al-Islamiy, 1992), 134-135.

% Ahmad Qorib, Usul Figh 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, Cet, 1I), 170.

°7 Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab /isan al-‘Arab, kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut:
Dar al-Sadr, tt),VIII, 175.

%8 Fazlur Rahman, /s/am, alih bahasa: Ahsin Muhammad, ( Bandung: Pustaka, 1994), 140.


https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anas_ibn_Malik&usg=ALkJrhgmlUcf_8SV2r0sjPE5p9nMpMG4TQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aisha&usg=ALkJrhic11vlBUNjHZF5Mw2O-JPMTuKv4w
http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_5771
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P @ — - & - & - _ o P | ° 2
Y Gl a1 5l &5 V5 il Hal1 e dad )3 e dliks &

(18 :45/480 ) YA & 5alss
"Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat
itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak
mengetahui. (Q.S.45:18).

Ly Gl W sl gl 3 Wi 4y (Las L oitl) (3 581 ¢ 5%

158565 V5 Gl | sa8l () (e 5 (a3 an ) 4 iag

(13 :osall | 48
“Artinya: Dia telah mensyari‘atkan bagi kamu tentang agama apa
yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada
Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama®dan janganlah
kamu berpecah belah tentangnya...” (Q.S. 42:13).

Adapun Pengertian Maqashid Syari’ah secara istilah tidak ada
definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul figh, boleh jadi hal ini
sudah maklum di kalangan mereka. Berikut ini beberapa pendapat dari
pakar magasid asy-syariah tentang definisi maqgasid asy-Syariah secara
terminologis.

a. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi dalam kitab al-muwafaqat:
?@Ajwe@gt‘)u\ Mm&sﬂﬁuja.u“‘)ﬂ\ 0Ja
Lae Liall 5l 3,

Pada bab berikutnya al-Shatibi juga mengemukakan:'®

Ml mlladl de g i alSalI (o
“Dan  sesungguhnya  hukum-hukum  disyariatkan  untuk

%9 Yang dimaksud agama di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-
Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.

lihat foot note 1340 Alqur’an dan terjemahan (Jakarta:Kitab suci Alqur’an Dep. Agama RI1,1983),
785.

19 al-Shatibi, al-Muwatagat, Ibid. 54.
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kemaslahatan hamba™.

Dari kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa al-Shathibi itu
sendiri tidak membuat ta’rif yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan
tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia.

b. Menurut Ibnu Asyur (w. 1973 M), maqasid asy-Syariah yang

bersifat umum adalah:

3 il J)sal aran i g JLal A gisdl) aSall 5 el
wuéutjj‘;ujsn_) ..i. m .....\y :.“ .1 i. ;
Qg ) e\S;\

“makna dan hikmah yang diperhatikan oleh a/-Shari’ dalam

keseluruhan atau sebagian besar aturan syariat, dengan tanpa
memberikan perhatian secara khusus pada satu bidang hukum.”**

C. Menurut Allal al-Fasi (w. 1974 M), maqasid asy-syariah adalah:

0o aSa S die g Ll Lgaazm g 1l ¥ 5 Lgie 4l
PIALN

Tujuan dan rahasia dari syariat yang ditetapkan olah al-Shari’
pada setiap hukum.'%?

d. Menurut al-Raisuni, maqasid asy-Syariah adalah:

JaY day il Cama g A Gl 4 day a8l aalia
Sal) A Ly

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk merealisasikan
kemaslahatan hamba.'®

%" Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, Magasid al-shari‘ah al-Islamiyyah, (Qatar: Wazarat al-Augaf
al-Qatriyyah, 2001), 215

192 Allal ibn Abd al-Wahid ibn Abd al-Salam ibn Allal al-Fasiy, Magasid al-shari‘ah al-Islamiyyah
wa makarimuha, (Dar al-Gharb al-Islamiy,1993), 7.

1% Ahmad al-Raisuni, Madkhal Ila Maqasid al-shari ‘ah, (Dar al-Kutub, 2010), 16
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Dari empat definisi menurut keempat pakar tersebut di atas, dapat
dipahami bahwa definisi Magasid al-shari‘ah pada prinsipnya mengacu
pada tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan dan
kebaikan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.'™
Tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara

kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kerusakan atau

mafsadah. Terkait hal itu al-Shatibi mengatakan:'"

auliall ¢ 5o sl sdlaall Calad cae i Lail dae il AlSaY) ()
Ladad Lgilua 2

“Sesungguhnya hukum-hukum syariat tersebut disyariatkan untuk

menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, dan hal tersebut

merupakan sebab-sebab adanya hukum dengan pasti”.
2.  Klasifikasi Maqgasid al-Shari‘ah

Berdasarkan tingkat kebutuhan mukallaf, tujuan disyariatkannya
hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia baik di
dunia maupun di akhirat, baik melalui cara mendatangkan manfaat atau
menolak madharat. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum
mengandung nilai manfaat atau madharat, maka tolak ukurnya adalah
apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Oleh

karena itu, maqasid al-shari‘ah berdasarkan kemaslahatan yang menjadi

kebutuhan manusia dalam kehidupan dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu

104 Asmawi, op.cit. 108.
195 al-Shatibi, al-Muwatagat, Ibid. 195.
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daririyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat.'*
a.  Darariyyat

Daruriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknnya
kemaslahatan agama dan dunia. Kemaslahatan yang bersifat darariyyat
apabila tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan normal,
bahkan akan membawa kerusakan dan hilangnnya kehidupan dunia, dan
bagi kehidupan di akhirat akan kehilangan keselamatan dan tidak
mendapatkan nikmat.'*” Maqasid al-shari‘ah yang mempunyai keterkaitan
dengan kemaslahatan daririyyat mencakup lima hal pokok (al-kulliyar
al-khams), vyaitu hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs
(memelihara jiwa), hifz al-nasl/nasb (memelihara keturunan), hifz al-

agl (memelihara akal), hifz al- mal (memelihara harta)."”

b.  Hajjiyat

Hajjiyar adalah maslahah sekunder atau disebut pula dengan
maslahat jalb al-masalih. Maslahat hajjiyat adalah maslahat yang apabila
tidak sampai terwujud tidak mengancam keselamatan manusia, namun
hanya manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Magasid
asy-syariah ~ yang berkaitan dengan kategori ini merupakan

kemaslahatan yang dibutuhkan demi memberikan keleluasaan bagi

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan segala

1% Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, Magasid al-shari‘ah al-Islamiyyah, (Qatar: Wazarat al-Augaf
al-Qatriyyah, 2001), 300.

197 al-Shatibi, al-Muwafaqgat, Ibid. 221.

1% Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, a/-Fikr al-Magasidi ‘Inda al-Imam al-
Ghazali, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 251.
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bentuk kesulitan yang akan menimpa manusia. Di antara ayat al-
Qur’an yang menjadi landasan adanya keringanan hukum adalah ayat

berikut:

(653l ), ... zoA e alile Jaadl NG,
«...Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu suatu
kesempitan”... (Q.S. al-Maidah:6)."*
c.  Tahsiniyyat
Tahsiniyyar adalah maslahat bersifat tersier. Yang dimaksud
dengan tahsiniyyat adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi
tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok tujuan hukum
Islam dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Maslahah dalam tingkat ini
adalah maslahah yang bersifat pelengkap. Yang termasuk dalam kategori
maslahat tahsiniyyatr adalah hal-hal yang merupakan kepatutan
berdasarkan adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang
mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma

dan akhlak. Tujuan syariat dalam kategori ini berlandaskan kepada ayat-

ayat al-Qur“an. Misalnya, ayat berikut:

1 ’a}ﬂnhi'a}&//n}o/’ Gio gl c& . wl sy Re 39 ‘@
(6:5/60l) ) &3 8050 aSlal 2Sle dfaad A0l 5 aS Hedail 4y (S5
“.....Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu

bersyukur”.(Q.S.al-Maidah:6).'°

3. al-Kulliyyat al-Khams menjadi Acuan Maqasid al-shari‘ah

109 Al-Quran dan Terjemahnya, 1418 H; 159
"9 Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 159
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Dalam menetapkan hukum, semua ketetapan bertujuan kepada lima
hal pokok yang disebut dengan a/-Kulliyyat al-Khams (lima hal pokok
yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara
keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Hal ini kemudian
dibedakan lagi menjadi tiga peringkat, yaitu: daruriyyah, hajiyyah, dan
tahsiniyyah.""" Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan
dan skala prioritas. Daruriyyah menjadi peringkat yang pertama, kedua
hajiyyah, kemudian tahsiniyyah. Selain peringkat prioritas tersebut, pada
prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua
melengkapi urutan yang pertama.''? Berikut ini akan diuraikan hukum-
hukum Islam yang disyariatkan untuk melindungi a/- kulliyat al-khams
sesuai dengan peringkatnya yaitu darniriyyat, hdjjiyat, dan tahsiniyyit.
a.  Hifz al-Din (memelihara agama).

Dalam peringkat daniriyyat ditetapkan ajaran-ajaran yang
bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan agama, seperti ajaran
tentang keimanan,  perintah menjalankan ibadah wajib, anjuran
melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah, dan senantiasa berpegang
teguh dan mendakwahkan agama. Sedangkan dari sisi upaya melindungi
agama dari hal-hal yang merusak agama ditetapkan ajaran tidak

mempersekutukan Allah, disyariatkan jihad di jalan Allah, menyadarkan

"1 al-Shatibi, al-Muwatagat, Ibid. Juz 11, 8.

"2 1bid.
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kembali orang yang murtad, dan memberlakukan hukuman bagi pelaku
maksiat.'"

Dalam peringkat hajjiyat sebagai upaya untuk menghindari
kesulitan Islam menetapkan hukum diperbolehkannya shalat jama’ dan
shalat gasar bagi orang yang sedang bepergian, diperbolehkannya tidak
berpuasa bagi orang yang sedang bepergian dan sakit.***

Dalam peringkat tahsiniyyat sebagai upaya menjunjung tinggi
martabat manusia dan sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban
terhadap Allah ditetapkan hukum menutup aurat baik di dalam maupun di
luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Ketentuan-
ketentuan ini sangat erat sekali hubungannya dengan akhlak yang
terpuji.t®
b.  Hifz an-Nafs (memelihara jiwa)

Dalam peringkat darniriyyat demi terwujudnya perlindungan jiwa
disyariatkan pernikahan sebagai sarana lahirnya jiwa manusia, untuk
melindungi jiwa disyariatkan terpenuhinya kebutuhan biologis
manusia berupa sandang, pangan dan papan. Dalam peringkat hAdajjiyat
diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat

dan halal. Dalam peringkat tahsiniyydt seperti ditetapkanya tata cara

makan dan minum.

"3 Muhammad al-Shahat al-Jundi, al-Mirath F7 al-Shari’at al-Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-
Arabi, 2008), 183-200.

14 Abdul Karim Zaedan, al-Wajiz £i Usul al-Figh, (Mu’assasah Qurtubiyyah, 1976), 377.

15 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Yogyakarta: Logos, tt), 128.
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C.  Hifz al-Nasl/Nasb (memelihara keturunan),

Dalam peringkat darariyyar disyariatkan menikah dan dilarang
zina. Dalam peringkat Agjjiyat ditetapkannnya ketentuan menyebutkan
mahar bagi suami pada waktu akan nikah dan diberikannya hak talak
padanya. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka suami
akan mengalami kesulitan karena harus membayar mahar misii.
Sedangkan mengenai hak talak suami akan mengalami kesulitan jika dia
tidak menggunakan hak talaknya padahal kondisi dalam rumah
tanggganya tidak harmonis. Dalam peringkat tahsiniyyar disyariatkannya
khitbah atau walimah dalam perkawinan. Ketentuan ini dilakukan
dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika diabaikan maka
tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak akan mempersulit
orang yang melakukan perkawinan.™*°
d.  Hifzal-Agl (memelihara akal)

Dalam peringkat daniriyyat diharamkan meminum minuman
keras. Dalam peringkat Adjjiiyvat dianjurkan untuk menuntut ilmu
pengetahuan. Kalau hal ini tidak dilakukan tidak akan merusak akal,

tetapi mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan

pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam peringkat fahsiniyyat

16 Fathurrahman Djamil, 7bid, 130.



102

dianjurkan untuk menjauhkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan
sesuatu yang tidak bermanfaat.''’
e.  Hifz al-Mal (memelihara harta)

Dalam peringkat darariyyat disyariatkan tentang tata cara
pemilihan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara
yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar maka terancam eksistensi
harta. Dalam peringkat Aajjiyar seperti disyariatkan jual beli dengan
cara akad salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan
mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang
memerlukan modal. Dalam peringkat tahsiniyyat disyariatkan ketentuan
tentang menghindarkan diri dari pengecohan dan penipuan. Hal ini erat
kaitannya dengan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga
berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang
ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan
pertama.'*®

Secara substansial magasid al-shari’ah mengandung kemashlahatan,
baik ditinjau dari maqasid al-shari’ (tujuan Tuhan) maupun magqasid al-

mukallaf (tujuan Mukallaf).”” Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, Magasid

"7 Fathurrahman Djamil, 7bid, 131.

"8 Pathurrahman Djamil, 7bid,

19 Begitu pula dari sudut magasid al-mukallaf, maqasid al-shari'ah mengandung empat aspek
pula, yaitu(1l) Pembicaraan mashlahah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau
keabsolutannya. (2).Pembahasan dimensi linguistik dari problem fak/if'yang diabaikan oleh juris
lain. Suatu perintah yang merupakan fak/if'harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja
dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Al
Syathibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan dalalah asliyah (pengertian
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al- Syariah mengandung empat aspek, keempat aspek inilah yang akan
menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini, (1). Tujuan awal dari
Shari" (Allah dan rasul-Nya) menetapkan syariah yaitu untuk
kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. (2). Penetapan syari’ah
sebagai sesuatu yang harus dipahami. (3). Penetapan syariah sebagai
hukum taklifi yang harus dilaksanakan. (4). Penetapan syari’ah guna
membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari
mengikuti hawa nafsu.

4.  Metode Istinbat Hukum Magqasid al-Shari’ah

Pengetahuan tentang magasid shari’ah adalah hal yang sangat
penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami ayat-ayat al-
quran dan al-sunnah, menyelesaika dalil-dalil yang bertentangan dan
menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-quran
dan sunnah secara kajian kebahasaan.

Metode istinbath seperti, Qiyas, Istihsan,Maslahah Mursalah,
Istishab, Urf, dan Sadd al-Dzari’ah adalah metode-metode pengembangan
hukum islam yang didasarkan atas magasid syari’ah. Contoh: Tentang
kasus diharamkanya khamr (Q.S. al-Ma’idah:90) dari hasil penelitian
Ulama ditemukan bahwa magasid shari’ah dari diharamkanya khamr

adalah karena sifat memabukkan yang bisa merusak akal pikiran. Dengan

esensial) dan wmumiyah (bisa dipahami orang awam). (3) Analisa pengertian tak/if dalam
hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain. (4). Penjelasan aspek Auzuz dalam
hubungannya dengan hawa dan fa’abbud. Lihat Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Ishaq al-
Shatibi, al-Muwafagat, (Beirut: Dar al-Arafah, tt), Juz 2, 2-3
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demikian alasan logis dari haramnya khamr adalah sifat memabukkanya.
Khamr sendiri hanyalah salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (giyas) bahwa
setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian
(illat) hukum dalam suatu ayat atau hadits bila diketahui, maka
terhadapnya dapat dilakukan giyas (analogi), artinya giyas hanya bisa
dilakukan apabila ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan
tempat meng-qiyas-kanya a/-maqis alaih .

Jika tidak ada ayat atau hadits secara khusus yang akan dijadikan al-
magis-alaih, tetapi termasuk kedalam tujuan syari’at secara umum seperti
memelihara sekurangnya salah satu kebutuhan diatas tadi dalam hal ini
dilakukan metode maslahah-mursalah, dalam kajian usul figh apa yang
dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentanggan dengan petunjuk-
petunjuk umum syari’at, dapat diakui sebagai landasan hukum yang
dikenal dengan maslahat mursalah.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya
dalam nas atau melalui giyas, kemudian karena dalam satu kondisi bila
ketentuan itu telah ditetapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau
kepentinggan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara’ untuk
dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan khusus dalam

kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini sering disebut dengan istihsan .

Metode Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama
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Pengambilan keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dibuat

dalam kerangka bermazhab pada salah satu mazhab empat, dengan beberapa

metode diantaranya:

1). Metode gauliy

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh
ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahsul Masail dengan mempelajari
masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada Kitab-kitab
figh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung
pada bunyi teksnya. Ketika dijumpai beberapa gaul/wajah (pendapat)
dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu
pendapat. Pemilihan pendapat tersebut sesuai dengan prosedur
berikut: pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhan (Imam An-Nawawi
dan Rafi’i), pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja, pendapat yang
dipegang oleh al-Rafi’i saja, pendapat yang didukung oleh mayoritas
ulama, pendapat ulama yang terpandai, dan pendapat ulama yang paling
wara’(berhati-hati terhadap hukum).?°
2). Metode /lhaqiy

Apabila metode qauliy tidak dapat dilaksanakan karena tidak

ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu’tabar, maka dilakukan

120
59-61.

Busyairi Harits, Islam NU (Pengawal Tradisi Sunni Indonesia), (Khalista: Surabaya, 2010),
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metode ilhagiy *

(menyamakan hukum suatu masalah yang belum
dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab). Prosedur
yang kedua ini dilakukan dengan mengikuti logika analogi dalam
metode al-qiyas. Prosedur ini sering disebut sebagai metode “al-
qiyas” khas Nahdlatul Ulama.

3). Metode Manhaji/Istinbat

Metode manhaji/istinbat adalah suatu cara menyelesaikan masalah
keagamaan yang ditempuh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti
jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam
mazhab.

Istilah istinbat dalam bahtsul masail tidak banyak digunakan.
Karena pengertian istinbat itu mengambil hukum secara langsung dari
sumber aslinya, Al-qur’an dan hadis. Akan tetapi, istilah istinbat yang
dikenal dalam bahtsul masail NU adalah penggalian hukum dilakukan

dengan men-tathbig-kan secara dinamis nash-nash fugaha.'?® Hal ini

dikarenakan Ulama-Ulama NU meyakini bahwa mereka tidak memiliki

2 Ada perbedaan antara ilhaq dan Qiyas. Qiyas adalah: d‘éy\j &,)AM °L.'3':" B U“tﬂd‘
b b aSall Juan a5l day o agiaall i b Jua¥) oS dle

& )55‘ Artinya: adanya keserupaan antara cabang dan asal pada illat hukum asal menurut

pandangan mujtahid dari segi kemestian terdapatnya hukum asal tersebut pada cabang. Lihat Abu
Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Salim Saifuddin Al-Amidi A/-lThkam fi Usul al-Ahkam, 185.

122 MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial,(Yogyakarta : LKiS,1994).
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kemampuan sebagaimana mujtahid pada masa lalu. Sebuah sikap yang arif
dan tawadlu’.

Bagi ulama NU, term ini lebih dikonotasikan pada (istikhraj al-
hukm min al-nas) (mengeluarkan hukum dari teks-teks primer; Al-qur’an
dan al-Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama
NU sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala
keterbatasannya baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan ilmu tentang Al-
qur’an dan al-Sunnah maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang
bahasa Arab dan sebagainya. Untuk itu sebagai gantinya adalah
istilah ittifag al-hukm (kesepakatan hukum). Hal ini dikarenakan Ulama-
Ulama NU meyakini bahwa mereka tidak memiliki kemampuan
sebagaimana mujtahid pada masa lalu. Sebuah sikap yang arif dan
tawadlu’.

Bagi ulama NU, term ini lebih dikonotasikan pada (istikhraj al-
hukm min al-nas) (mengeluarkan hukum dari teks-teks primer; Al-qur’an
dan al-Sunnah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama
NU sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala
keterbatasannya baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan ilmu tentang Al-

qur’an dan al-Sunnah maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang
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bahasa Arab dan sebagainya. Untuk itu sebagai gantinya adalah
istilah itifag al-hukm (kesepakatan hukum).*®

Garis besar metode penetapan hukum dalam bahtsul masail NU
secara hirarki sebagai berikut:

a) Jika dinilai cukup menetapkan hukum dengan satu pendapat yang
sama (gaul/wajah) di berbagai kitab empat madzhab, maka pendapat
tersebut digunakan sebagai jawaban.

b)  Jika ternyata jawaban masalah sangat beragam dari pendapat Ulama
(gawl/wajah), maka dilakukan zagrir jama’s.

1)  Sesuai dengan keputusan MUNAS 1992 di atas maka
dilakukan tagrir jama’i untuk memilih satu pendapat yang
dinilai lebih maslahat atau lebih kuat serta dengan
pertimbangan klasifikasi Ulama yang sudah ditetapkan di atas.

2)  Dalam praktiknya, Ulama sering memutuskan dengan sepakat
untuk khilaf. Sepertinya hal ini merupakan interpretasi dari
yang lebih maslahat.

c) Jika tidak ada ibarah Kkitab atau pendapat Ulama yang
menjelaskan/menjawab secara tekstual tentang permaslahan yang
dibahas, maka dilakukan ilhaq atau ilhaqul masail bi nazhairiha

secara jama'ily. yaitu, menyamakan hukum suatu masalah yang

belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam

' Imam Yahya, Akar Sejarah Bahtsul Masail: Penjelasan Singkat, dalam M. Imdadun Rahmad
(ed.), Kritik Nalar Figih NU, 4.
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kitab. Sedangkan prosedur ilhag adalah dengan memperhatikan
unsur (persyaratan berikut), yaitu mulhaq bih (sesuatu yang belum
ada ketetapan hukumnya), mulhaq alaih (sesuatu yang sudah ada
kepastian hukumnya) dan wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antara
mulhag bih dengan mulhag alaih) oleh para mulhiqg (pelaku ilhaqg).

d) Jika tidak ada penjelasan tekstual dalam kitab dan tidak mungkin
dilakukan ilhag, maka dilakukan istinbat jama’i dengan prosedur
bermadzhab secara manhaji. Proses istinbat atau manhaj ini adalah
setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab mu’tabar, juga
tidak dapat di-ilhag-kan kepada hukum suatu masalah yang mirip
dan telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab mu’tabar maka
digunakanlah metode istinbat atau manhajiy dengan mendasarkan
jawaban mula-mula pada Al-qur’an, setelah tidak ditemukan lalu
pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada
jawaban dari qaidah fighiyyah “daf” al-mafasid muqaddam ‘ala jalb
al-masalili” (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada
upaya memperoleh kemaslahatan). Hal demikian dimungkinkan
karena prosedur istinbat hukum bagi metode manhajiy adalah
dengan mempraktekkan gawa’id usuliyyah “**(kaidah-kaidah ushul

al-figh) dan gawa’id fighiyyah ***(kaidah-kaidah figh).'?°

124 Qaidah Ushuliyyah atau kaidah ushul figih adalah kaidah yang membahas seputar

penggunaaan lafadz atau bahasa. Dengan kaidah-kaidah tersebut, _seorang alim dapat
menyimpulkan makna dari sebuah lafadz bahasa Arab. Misal kaidah 33 5a¥) (lafadz perintah
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asalnya menunjukkan akan wajibnya hal tersebut) atau kaidah A3l 58 (&) (lafadz
pelarangan asalnya menunjukkan akan haramnya hal tersebut).

125 Qaidah fighiyyah (kaidah fiqih) adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak
permasalahan figih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang
mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli figih dihadapkan dengan ratusan
permasalahan figih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua
permasalahan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah
figih.Misalnya, setelah menelaah banyak permasalahan figih maka diperoleh kesimpulan bahwa
kemudharatan itu harus dihilangkan, dibuatlah kaidah 03 O3l (ad-dhararu  yuzaaly,
kemudharatan harus dihilangkan).

126 A, Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama’, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika
Press 1997) 367.



BAB IlI

GAMBARAN UMUM LAPANGAN PENELITIAN

A Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Nadhatul Ulama merupakan salah satu organisasi keagamaan yang terbesar
jumlah anggotanya di Indonesia, Nadhatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab
1344 atau 31 Januari 1926 M di Surabaya atas prakarsa KH Hasyim Asy’ari dan
KH Abdul Wahab Hasbullah.*

Di samping dibantu oleh KH Wahab Hasbullah, dalam mendirikannya KH
Hasyim Asy’ari juga dibantu oleh ulama-ulama lain diantaranya yaitu : K.H. Bisri
Samsuri Jombang, K.H. Ridwan Semarang, K.H. Nawawi Pasuruan. KH. R.
Asnawi Kudus, K.H. R. Hambali Kudus, K. Nakhrowi Malang, K.H. M. Alwi
Abdul Aziz , K.H. Doromuntaha Bangkalan dan lain-lain.?

NU berdiri berdasarkan ajaran “Ahlusunnah wal Jama’ah” yang dianut
sebagai sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah Antara ekstrim agqli
(rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis), berasaskan Pancasila, yang
dalam agidah mengikuti aliran Asy-ari’yah Maturidiyah, dalam syariah/figh
mengikuti salah satu madzhab empat Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, dan

dalam tashawuf mengikuti Al-Junaid dan Al-Ghozali.?

' Abdul Mun’im Al-Hafni, Ensiklopedia Golongan, Kelompok Aliran, Mazhab, Partai dan
Gerakan Islam, Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu 2006, 914-917. Lihat juga Dewan Redaksi
Ensiklopedi Islam, 345.

* Op. cit. Ahmad Syaukani, 133.

> Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah Wal Jama’ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU,
(Jakarta: Lantaroba Press, 2005), 11.
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Nahdhatul Ulama lahir dengan melalui proses yang panjang. Secara
organisatoris, hal ini dimulai ketika para tokoh islam pesantren, Wahab Hasbullah
dan Mas Mansur mendirikan madrasah yang bernama Nahdhatul Wathan pada
1916 di Surabaya. Staf pengajar Nahdhatul Wathan didominasi oleh ulama
pesantren, seperti Bisri Syansuri (1886-1980), Abdul Hakim Lei Munding dan
Abdullah Ubai (1899-1938).

Pada 1918, Abdul Wahab Hasbullah dan K.H Ahmad Dahlan dari Kebon
dalem mendirikan Tashwirul Afkar, yaitu sebuah forum diskusi ilmiah keagamaan
yang mempertemukan kelompok pesantren dan modernis. Pada tahun yang sama
Abdul Wahab Hasbullah bersama K.H Hasyim Asy’ari mendirikan sebuah
koperasi dagang yang bernama Nahdhatul Tujjar. Hanya saja memasuki tahun
1920-an, kebersamaan dan upaya saling pengertian antara kelompok Islam
pesantren dan modernis berubah menjadi persaingan yang mengelompok.

Menjelang kelahiran NU, ditingkat internal umat islam Indonesia telah
terbentuk forum formal kongres al-Islam, yang berfungsi untuk mempertemukan
para tokoh Islam di Indonesia. Pada 1921 para Ulama menyelenggarakan kongres
al-Islam di Cirebon untuk mengurai persoalan khilafiah sehingga diharapkan
tercipta iklim yang lebih sejuk. Kemudian pada bulan Desember 1922 kongres Al-
Islam kedua digelar di Garut menyusul kemudian kongres luar biasa al-Islam di
Surabaya pada 1924. Diantara tokoh-tokoh Islam yang intens mengikuti
pertemuan-pertemuan tersebut adalah HOS. Tjokroaminoto, K.H Abdul Wahab

Hasbullah, K.H Mas Mansur, H. Agus Salim, K.H Abdul Halim Majalengka, K.
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Sangadji, R. Wondoamiseno, dan lainnya. Sebelum kongres luar biasa
berlangsung, K.H Abdul Wahab Hasbullah menyatakan Mundur dari kepanitiaan.*

Kelahiran NU tidak terlepas dari adanya reaksi terhadap situasi umat islam
ketika itu. pada permulaan abad ke-20 umat islam mengalami kegoncangan akibat
kekalahan Turki Utsmani pada perang Dunia 1 yang dipandang sebagai kejatuhan
dunia islam. Hal ini terjadi karena kekuasaan sultan Turki sebagai Khalifah umat
islam itu telah diakui keberadaannya oleh semua wilayah islam termasuk
Indonesia. Kegoncangan umat islam ini diperburuk lagi oleh keputusan Majelis
Nasional Agung Turki yang menghapuskan Kekuasaan Sultan pada tahun 1922
dibawah pimpinan penguasa Turki yang baru, Mustafa Kemal Ataturk.

Pengikut gerakan wahabi pada waktu itu dibawah pimpinan Ibnu Sa’ud
berhasil menguasai wilayah Hejaz. Gerakan ini, dengan tujuan memurnikan
paham tauhid umat islam, telah memusnahkan semua yang dipandangnya
menimbulkan bid’ah dan khurafat. Disamping menentang taklid kepada pendapat
imam-imam madzhab dan menyeru untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah.
Hal ini menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap umat Islam, termasuk
umat Islam Indonesia, terutama terhadap para ulama yang kuat berpegang pada
tradisi dan melestarikan ajaran bermadzhab.

Ketika itu di Indonesia muncul pula gerakan-gerakan keagamaan yang
dikenal dengan gerakan pembaharun, sebagai akibat dari pengaruh pemikiran

Muhammad bin Abdul Wahhab dari Saudi Arabia dan Muhammad Abduh di

* Hilmy Muhamadiyah dan Sulthan Fatoni.. NU identitas Islam Indonesia, 118.
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Mesir. Berkembangnya gerakan yang bersemboyan kembali kepada Al-Qur’an
dan sunnah ini dirasakan oleh para Ulama tradisional sebagai “ancaman”
terhadap kelestarian tradisi Ahlusunah Walj ama’ah.’

Pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan tanggal 16 Rajab 1344 H, Komite
Hejaz mengadakan rapat dirumah K.H Abdul Wahab Hasbullah yang dihadiri oleh
ulama-ulama terkemuka. Pertemuan tersebut membicarakan perkembangan dunia
Islam mutakhir hingga memikirkan langkah bersama untuk mempertahankan
kepentingan masayarakat islam pesantren. Mereka kemudian memutuskan K.H.
Asnawi sebagai utusan para ulama untuk menghadiri muktamar dunia islam di
Mekkah. Rapat juga memutuskan untuk sepakat mendirikan organisasi yang
diberi nama Nahdhatul Ulama.®

Tujuan Nahdhatul Ulama (NU) seperti tersebut dalam Anggaran Dasar
Tahun 1926 (sebelum menjadi partai politik) adalah perkumpulan sosial
keagamaan yang mementingkan pendidikan dan pengajaran agama islam.

Dalam ikut serta mempertinggi kecerdasan masyarakat Indonesia dan
menggembleng budi pekertinya, NU mendirikan beberapa Madrasah di tiap-tiap
cabang dan ranting. Pada masa pemerintahan Belanda dan penjajahan Jepang, NU
tetap memajukan pesantren-pesantren, mengadakan dakwah dan pengajian-
pengajian dan lain-lainya. NU juga bergerak dalam bidang lainnya seperti di

bidang pendidikan, bidang sosial dan di bidang ekonomi.

> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam.1999. Ensiklopedi Islam, 353.
% Hilmy Muhamadiyah dan Sulthan Fatoni. NU identitas Islam Indonesia, 119.
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Sebagai perkumpulan sosial keagamaan yang mementingkan pendidikan
dan pengajaran agama islam, NU melaksanakan usahanya di berbagai bidang. Di
bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah hingga terlaksananya ajaran
Islam yang menganut paham ahlussunnah waljamaah dan menurut salah satu
mazhab empat, serta meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada
semangat persatuan dalam perbedaan.

Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan
nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur,
berpengetahuan luas.

Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta
kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.

Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk
menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi
rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang
yang telah terbukti membantu masyarakat.

1. Struktur Organisasi NU

a. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat,

berkantor di Ibu kota Negara.

b. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama ) untuk tingkat

provinsi berkantor di Ibu kota Provinsi.

! https://my-dock.blogspot.corﬁ/ixzzSuSQvnan.
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C. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat
Kabupaten / Kota, berkantor di daerah Kabupaten atau Kota Madya
(Kodya).

d. PCINU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) untuk luar
negeri, berkantor di Ibu kota Negara dimana di negara itu sudah
dibentuk kepengurusan NU.

e. MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat
kecamatan.

f. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Desa.

g. PARNU (Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat
Dukuhan / Lingkungan.

2. Struktur Kepengurusan NU.B

a. Mustasyar (Penasehat)

b. Syuriah ( Pimpinan tertinggi ) terdiri dari:
- Rais Aam
- Wakil Rais Aam
- Beberapa Rais
- Katib Aam
- Beberapa Wakil Katib

- A’wan

¥ Soelaiman Fadeli dan Muhammad Subhan, Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah,
Khalista Surabaya, bekerja sama dengan LTN NU Jawa Timur. Buku I, 8.
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C. Tanfidziyah ( Pelaksana Harian ) terdiri dari :
- Ketua Umum
- Beberapa Ketua
- Sekretaris Jendral
- Beberapa Wakil Sekretaris Jendral
- Bendahara
- Beberapa Wakil Bendahara.
3. Struktur Organisasi Lembaga dan Banom :
a). PP ( Pimpinan Pusat ) untuk tingkat Pusat.
b). PW ( Pimipinan Wilayah ) untuk tingkat Provinsi.
C). PC ( Pimpinan Cabang ) untuk tingkat Kabupaten / Kodya.
d). PAC ( Pimpinan Anak Cabang ) untuk tingkat Kecamatan.
e). Ranting untuk tingkat Desa / Kelurahan.
f). Komisariat untuk kepengurusan di suatu tempat tertentu.
Lembaga® yang merupakan perangkat departementasi organisasi
Nahdlatul Ulama ada delapan belas antara lain: *°
1). Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LD-NU). Melaksanakan
kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang

menganut faham ahlussunnah wal jamaah.

? Adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul
Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
' http://www.nu.or.id/about/lembaga.



2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).
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Lembaga Pendidikan Ma‘arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'‘arif NU).
Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran
formal.

Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU).
Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok
pesantren.

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP-NU). Melaksanakan
kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga.

Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP-NU).
Melaksanakan kebijakan di bidangan pengembangan pertanian,
lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.

Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPK-NU).
Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU).
Melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial,
dan kependudukan.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU). Melaksanakan kebijakan di
bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama
(LPBH-NU). Melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan

hukum.
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10). Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama
(LESBUMI-NU). Melaksanakan  kebijakan  di  bidang
pengembangan seni dan budaya.

11). Lembaga Zakat, Infag, dan Shadagah Nahdlatul Ulama (LAZIS-
NU). Bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasharufkan
(menyalurkan) zakat, infag, dan shadagah.

12). Lembaga Wagaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP-NU).
Mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan,
serta benda wakaf lainnya milik NU.

13).  Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)."
Membahas dan memecahkan persoalan-persoalan di tengah
masyarakat yang memerlukan kepastian hukum syari’at Islam. Dari

sisi metodologi keilmuan, bahsul masail mengalami dua kali

" Menurut M. Cholil Navis dalam Antologi NU, Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah,: Sebenarnya
persoalan bahsul masail telah ada sejak sebelum NU didirikan pada tahun 1926. Sebab budaya
memecahkan persoalan dengan mencari dalil-dalilnya dari kitab-kitab kuning sudah menjadi
tradisi keilmuan di pesantren nusantara sejak awal. Demikian pula sejak NU didirikan, budaya itu
terus melekat di dalamnya. Dalam setiap muktamar dan pada kondisi-kondisi tertentu, NU selalu
menggelar bahsul masail yang ditangani langsung oleh syuriah. Hasil muktamar Cipasung (1994)
merekomendasikan dibentuknya wadah resmi yang menangani masalah itu, dengan nama lajnah
bahsul masail (LBM). Namun rekomendasi itu tidak efektif. Ide untuk mndirikan wadah resmi itu
bagai hilang ditiup angin. Sampai akhirnya pada tahun 2002 KH. Irfan Zidny merekomendasikan
nama Prof. Dr. KH. Anwar Ibrahim untuk menjadi ketua dan KH. M Cholil Navis sebagai
sekretarisnya. Itupun kurang berjalan fektif akibat kesibukan ketua yang lebih banyak di tempat
lain ( sebagai ketua komisi fatwa MUI pusat) pada waktu itu. Meski demikian keberadaan LBM
sangat nyata dibutuhkan oleh NU. Meski keberadannya di pengurus pusat kurang maksimal,
namun di tingkat PC dan PW sangat bergairah dan banyak mndapatkan sambutan. Dalam
muktamar Solo (2004) stautus LBM ditingkatkan dari lajnah menjadi lembaga dengan ketuanya
KH. Hasyim Abbas, MHI. Dalam perjalannnya di tingkat pusat kembali menemukan kendala,
karena pada tahun 2006 KH. Hasyim Abbas mengundurkan diri. Sejak itu KH. M. Cholil Navis
ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh). Pada awal tahun 2007 terjadi revisi lagi. PBNU
menunjuk KH. Zaki Anwar sebagai ketua dengan KH. M. Cholil Navis sebagai wakil dan
Muhtarom sebagai sekretaris.
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15).

16).

17).

18).
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penambahan jenis masalah. Pada masa-masa awal hingga
sepanjang perjalanannya bahsul masail hanya membahas persoalan
wagqi iyyah (aktual), sejak munas NU di Lampung (1992) ditambah
dengan persoaln maud/u’iyah (tematik), dan sejak munas NU di
Surabaya (2006) ditambah dengan persoalan Qanuniyah (berkaitan
dengan hukum positif)*?

Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM-NU).
Melaksanakan kebijakan di  bidang pengembangan dan
pemberdayaan masjid.

Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LK-NU). Melaksanakan
kebijakan di bidang kesehatan.

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF-NU). Bertugas
mengurusi masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan ilmu
falak (astronomi).

Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU). Bertugas
mengembangkan  penulisan, penerjemahan dan penerbitan
kitab/buku, serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal
jama’ah.

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul

Ulama (LPBI-NU). Berkhidmah untuk umat dalam bidang

12 Soelaiman Fadeli dan Muhammad Subhan, Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah,
Khalista Surabaya, bekerja sama dengan LTN NU Jawa Timur. Buku II, 73.
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penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat bencana dan pasca
bencana.

Badan Otonom ** Nahdlatul Ulama dikelompokkan dalam dua

katagori, pertama: Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat

tertentu, dan kedua: Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan

lainnya.

Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:**

1).

2).

3).

4).

).

Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU). Melaksanakan
kebijakan pada anggota perempuan NU.

Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP Ansor NU).
Melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU. GP Ansor
menaungi Banser (Barisan Ansor Serbaguna) yang menjadi salah
satu unit bidang garapnya.

Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU). Melaksanakan kebijakan
pada anggota perempuan muda NU.

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Melaksanakan kebijakan
pada pelajar, mahasiswa, dan santri laki-laki. IPNU menaungi CBP
(Corp Brigade Pembangunan), semacam satgas khususnya.

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Melaksanakan

kebijakan pada pelajar, mahsiswa, dan santri perempuan. IPPNU

'3 Adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan
Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan

perorangan.

" http://www.nu.or.id/about/badan+otonom.
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menaungi KKP (Kelompok Kepanduan Putri) sebagai salah satu
bidang garapnya.

6). Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi
kemahasiswaan Nahdliyin yang membentuk pribadi muslim
Indonesia yang bertaqwa, intelektual dan profesional.

7). Mahasiswa Ahli  al-Tharigah al-Mu'tabarah  an-Nahdliyah
(MATAN). Merupakan Lajnah Mustagillah®> dari Jam'iyyah Ahlit
Tharigoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) yang juga
merupakan Banom dari Nahdlatul Ulama, dan merupakan kader
tharigah yang cinta NU dan NKRI.

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:

1). Jam'iyyah Ahli Tharigah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN)
Membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang
mu’tabar (diakui) di lingkungan NU, serta membina dan
mengembangkan seni hadrah.

2). Jami'iyyatul Qurro’ wal Huffadz Nahdlatul Ulama (JQHNU).
Melaksanakan kebijakan pada kelompok qari’/qari’ah (Pembaca
Tilawah Al-Quran) dan hafizh/hafizhah (penghafal Al-Quran).

3). Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Membantu melaksanakan

kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.

"> Menurut KH Hamdani Mu'in Ketua Umum Mahasiswa Ahlith Thariqgoh Al-Mu'tabaroh An-
Nahdliyyah (MATAN), yang juga Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam
sambutan dan pengarahannya pada Rabu (18/03/2015) untuk meninjau langsung lokasi Munas
yang diadakan pada 10-14 April 2015.
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4). Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI). Melaksanakan
kebijakan di  bidang kesejahteraan dan  pengembangan
ketenagakerjaan.

5). Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa (IPSNU Pagar
Nusa). Melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri.

6). Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU). organisasi profesi
guru punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM), kesejahteraan, dan meningkatkan
spiritualitas, serta mempertahankan Islam Ahlussunnah Wal
Jama‘ah (Aswaja) An-Nahdliyah.

7).  Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU).* Serikat ini dijadikan
sebagai basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

8). Ikatan Seni Hadroh Indonesia (ISHARI). Organisasi yang menjadi
salah satu pilar yang mampu menyelamatkan negeri ini dengan
shalawatnya.

9). Ansor Banser Cyber Nahdlatul Ulama (ABCNU). Jejaring
nasional, memproteksi kegiatan komunitas NU dan NKRI di Jawa
Timur dan Indonesia yang berhubungan dengan perang siber untuk
bebas dari cyber attack serta unit khusus guna menanggulangi

dampak negatif perkembangan teknologi informasi.'’

' Didirikan pada Muktamar NU ke 33 di Jombang, Jawa Timur
'7 Sebagaimana dijelaskan Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim bidang IT-Media dan Infokom M
Nur Arifin Senin 16 Januari 2017.
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B. Nahdlatul Ulama Di Mojokerto
1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama Di Mojokerto
Mojokerto yang berdekatan dengan Surabaya dan Jombang,
menjadikannya sebagai daerah perlintasan penting dalam sejarah
Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kita ketahui, NU didirikan di Surabaya
pada 31 Januari 1926. Penggerak utamanya adalah tokoh-tokoh besar yang
berasal dari Jombang. Tentu saja, posisi yang senantiasa dilewati tersebut,
menjadikan daerah bekas istana kerajaan Majapahit itu tak luput dari
gelora ke-NU-an.*®
Salah satu contohnya adalah ketika Kiai Abdul Wahab Chasbullah
- salah seorang pendiri NU - menggalakkan pendirian madrasah di
Mojokerto, beliau pun ikut serta. Dipelopori oleh KH. Zainul Alim dari
Suronatan, Magersari, Kota Mojokerto, berdiri sebuah madrasah pada
tahun 1926. Madrasah tersebut kini dikenal sebagai Madrasah Al-
Muhsinun, sebuah nama yang diambil dari orang yang memberi wakaf
tanah, H. Muhsinun.®
Geliat kebangkitan para ulama di Mojokerto terekam tatkala NU

memutuskan untuk mendirikan cabang di berbagai daerah. Dengan sigap

'8 Sumber : Isno Kayyis, ketua Lembaga Ta'lif Wan Nashr NU ( LTN NU kab. Mojokerto) masa
khidmat 2018-2023. Mengutip tulisan Ayung Notonegoro (PCNU Banyuwangi,Pegiat Komunitas
Pegon): “Riwayat Pendirian NU Mojokerto” https://www.halaqoh.net/2019/02/riwayat-pendirian-
nu-mojokerto. html.

' Radar Mojokerto, 11 April 2018.
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para kiai di sana meresponnya dengan cukup baik.?’ Pada Ahad malam, 18
Dzulhijah 1347 H atau bertepatan dengan 28 Mei 1929, KH. Wahab
Chasbullah bertandang ke Mojokerto. la didampingi oleh KH. Bisri
Syansuri yang saat itu menjabat sebagai Katib Syuriyah NU Cabang
Jombang. Keduanya menghadiri sebuah musyawarah yang diikuti oleh
para kiai dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, secara bergantian Kiai Wahab dan Kiai
Bisri menjelaskan tentang pentingnya ikatan di antara umat Islam. Ikatan
yang mampu menjaga syiar "/i i'la’ kalimatillahi’ dalam menghadapi
tantangan zaman saat itu. Yakni, gerakan puritanisasi beragama (Wahabi)
maupun Kristenisasi oleh penjajah.

Dengan berhujjah berbagai dalil dari Al-Quran dan Al-Hadits,
keduanya memberikan solusi yang tepat, agar para kiai dan tokoh
masyarakat setempat bergabung di NU serta mendirikan cabangnya di
Mojokerto pada malam itu juga 28 Mei 1929.* Solusi tersebut langsung
disepakati oleh para kiai yang hadir serta semua peserta musyawarah.

Pada malam itu juga, dilakukan pembentukan kepengurusan.
Dimana, KH. Zainul Alim terpilih sebagai Rais Syuriyah yang pertama. la

didampingi oleh Kiai Muhammad Rozihan selaku Katib.

20 Sebagaimana terekam dalam Swara Nahdlatoel Oelama edisi nomor 7 tahun kedua, Rajab
1347. Pada edisi tersebut diberitakan perihal pendirian NU Cabang Mojokerto.

2! Beda dengan tulisan Ahmad Baso dalam: Kisah Nasionalisme KH Nawawi: Kerikil Mortar di
Pertempuran Sepanjang, Kedurus, dan Kletek. Menurutnya NU Mojokerto pertama kali didirikan
pada tahun 1928 oleh KH. Nawawi, dua tahun setelah berdirinya NU di Surabaya pada 16 Rajab
1344 H atau 31 Januari 1926 M.
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Dalam pemilihan tersebut, juga dipilih beberapa A'wan (pembantu

22 1a adalah

syuriyah). Antara lain adalah KH. Muhammad Nawawi.
seorang ulama yang gugur syahid saat perang revolusi menghadapi agresi
militer Belanda pada 22 Agustus 1946.* Nama lain di posisi A'wan ini
antara lain Kiai Muhammad Imam, Kiai Abdul Barri, Kiai Muhammad
Hafidz, Kiai Muhammad Dimyathi, Kiai Muhammad Muridan. Kiai
Muhammad Sa'id ditunjuk sebagai Mustasyar.

Adapun yang ditunjuk sebagai ketua tanfidziyah adalah
Muhammad Kahfani (oS a&). la ditemani seorang wakil yang bernama
H. Abdurrahim. Sedangkan sekretarisnya bernama Astro Husain ( )i
owsa) dan wakilnya, H. Dahlan. Posisi kasier yang saat ini dikenal dengan
sebutan bendahara dijabat oleh H. Muhammad Idris.

Struktur pengurus NU pada masa awal, tidak selengkap
kepengurusan sebagaimana dewasa ini. Belum dilengkapi dengan
lembaga. Tugas-tugas ke-NU-an dalam bidang-bidang tertentu dijalankan

olen komisaris. Pada struktur perdana kepengurusan Cabang NU

Mojokerto sendiri ada enam orang yang ditunjuk sebagai komisaris.

** KH. Muhammad Nawawi lahir di Dusun Les Padangan Desa Terusan Kabupaten Mojokerto
pada tahun 1886. Beliau pernah menjadi santri Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari di Pondok
Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Selain itu, pernah menjadi santri KH Qosim Siwalan
Panji Buduran Sidoarjo, serta KH Sholeh Mojosari dan KH Kholil Kademangan Bangkalan.
Beliau pernah menjadi komandan laskar Sabilillah dan turun langsung memimpin pergerakan
melawan penjajah di wilayah pergerakannya yakni di Mojokerto, Kedamean Gresik, Sepanjang
dan Sukodono Sidoarjo.

» Menurut keterangan H. Hulaim Junaedi (cicit KH. Nawawi): “Kiai Nawawi gugur pada 22
Agustus 1946 saat dikeroyok pasukan Belanda dengan menancapkan empat tusukan pisau
bayonet tepat di lehernya. Jenazahnya ditandu oleh pasukan laskar Sabilillah menuju rumah duka
di Kelurahan Jagalan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Kemudian beliau dimakamkan di
pemakaman umum Desa Losari Kecamatan Gedek Kabupaten Mojokerto.”
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Berikut adalah nama-namanya: Muhammad Subhan, Muhammad Kholil,
Muhammad Dimyathi, Astro Bana, H. Abdurrahman, dan Abu Khiar.

Semenjak terbentuknya kepengurusn tersebut, NU di Mojokerto
eksis hingga saat ini. Bahkan saat ini ada dua kepengurusan cabang, di
kabupaten dan di kota madya sendiri.

Meski mendapatkan tekanan dari Penjajah Jepang dan pembatasan
terhadap segenap kegiatan organisasi politik maupun organisasi
kemasyarakatan, segenap pengurus NU tetap menghidupkan kegiatan-
kegiatan ke-NU-an dengan memakai nama "Ahlussunnah Wal Jama‘ah".
Meski secara keorganisasian NU tidak diperbolehkan muncul di ruang
publik, tapi dakwah keagamaan tetap berjalan seperti biasa.*

Untuk memperkuat basis pendidikan umat Islam di Mojokerto,
bersama sejumlah pengurus NU, Kiai Nawawi kemudian mendirikan
madrasah. Awalnya madrasah itu ditempatkan di teras musalla milik KH.
Zainal Alim yang letaknya di sebelah pasar pahing kota Mojokerto.
Kemudian dipindah ke Gang Kauman, sehingga masyarakat menyebutnya
madrasah Kauman.

Dalam perkembangannya kemudian, pada tahun 1976 madrasah
tersebut berganti nama menjadi Madrasah Ibtida'iyah Al-Muhsinun. Lewat
madrasah ini segenap pengurus NU pada masa awal, termasuk Kkiai

Nawawi mengajarkan kepada anak-anak semangat patriotisme bela negara

** Disampaikan oleh Ahmad Baso. Kisah Nasionalisme KH Nawawi: Kerikil Mortar di

Pertempuran Sepanjang, Kedurus, dan Kletek.
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di samping mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti yang ditunjukan di
pesantrennya. Guru beliau di pondok Siwalan Panji, Kiai Chozin, juga ikut
mengajar di madrasah tersebut, termasuk Kiai Muhammad dari Porong,
Sidoarjo.

Mereka menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa kepada para
murid dengan cara yang kreatif. Teks lagu Indonesia Raya beliau
terjemaahkan dengan lengkap kedalam bahasa Arab. Selain untuk
mengajarkan pelajaran bahasa Arab, juga ditunjukan untuk menghindari
sensor polisi kolonial Belanda yang waktu itu memang sangat ketat
pengawasannya terhadap sekolah-sekolah swasta.

Dalam menggerakkan semangat juang dan jiwa patriotisme rakyat
Mojokerto kiai Nawawi dibantu mobilisasi pemuda oleh Kiyai Ahyat
Halimy, Mansur Solikhi, Munasir, Manadi, Mustakim dan Abdul Halim.
Kiai Nawawi mengkader anak-anak muda untuk pendidikan bela agama
dan bela negara.

2. Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto
Periode 2018 —2023.%°
a. Mustasyar
1) KH.Chusaini Ilyas
2) KH.Ali Mas’adi

3) KH.Mahfudz Syaubari

> Dokumen : SK PBNU Nomor: 294/A.11.04.d/11/2018. 21 Rabi’ul Awal 1440 H / 29 Nopember
2018 M tentang: Pengesahan PCNU Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat: 2018 — 2023.
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4) KH.Zainul Arifin
5) KH.Samian
6) KH.Asmui Idris
7) KH.Abdul Ghofur
8) KH.Mutoharun Afif
9) KH.Makinudin Qomari
10)  KH.Ismail Arif
11)  KH.Syihabul Irfan Arif
12)  KH.Muslihuddin Abas
13) KH.Makhsus Dawam
Syuriyah
1). RAIS : KH. Mashul Ismail
2). Wakil Rais
a) KH. Masrur Sa’dulloh
b) KH.Jamzuri
C) KH.Sifaur Romli
d) K.Ma’mun AR
e) KH. Abdul Wahid Rozaq
f) KH.Mundzir Masruri
Q) KH.Sholeh
h) KH.Saifudin Zuhri
)] KH.Mubayin Syafi’i



3).

Katib : K.Faiz EI-Muttaqgin

Wakil Katib :

a) KH.Falaqul Alam

b) KH.Islahuddin

c) KH.Sholihin

d) KH.Sami’an

e) KH. Siddiq

f) KH.Ach.Hanafi, S.Ag

9) KH.Mahfudz Said

h) KH.Rifai Dimyati

)] H.Muhammad Ahdal Sidgolloh
A’wan:

a) H. Pungkasiadi,SH

b) Drs. H. Mahsun Arief,S.Sos
C) KH. Ahmadun

d) H. Abdul Muhid

e) Drs. H. Azhari Husnan, MM
f) Gus. Masykuri Hakam

Q) KH. Husen Shomad

h) Drs. Sholikin

)] H. Chamim Kohari,M.Pd.I

Tanfidziyah
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Ketua : KH.Abdul Adzim Alwi

Wakil Ketua :

a. H. Muslim Bahri

b. Gus. H. Sa’dulloh Syarofi Chusain

C. Drs. H. Shobirin,M.Si

d. K. Ahmad Saifulloh

e. Drs. H. Nurrohmad,MM

f. Gus. H. Muhammad Nizar, S.Ag. MHI
g. DR. Purwanto

h. Gus Zainal Abidin

Gus Ubaidillah Zuhri,S.Pd

Sekretaris: Taufik, M.Pd

Wakil Sekretaris :

a.

Gus Zamroni Ahmad Umar
Gus Moh.Rodli
Muhammad Syafiudin

M. Sofiyan Amin,S.Pd.I

H. Lukman Hakim

Abd. Khafidz Busyri

Gus H. Fahmi Husaini

Gus Ma’ruf Al-Hasani

Gus H. Eriyana, S.Pd.I
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Bendahara:  H. Riza Pahlevi.SE, M.Si
Wakil Bendahara :

a. H. Imam Muslim

b. H. Edy Sutrisno, SE

C. H. Mulyono, SE

d. H. Rubiono

e. Moh. Afif

Daftar Nama Ketua Lembaga Pcnu Kabupaten Mojokerto Masa Khidmah

2018 - 2023

a. Lembaga Da‘'wah NU ( LDNU ) KH.Mahrus Ali

b. Lembaga Pendidikan Ma‘arif NU (LPM NU) H. Masruchan, M.Pd.

C! Rabithah Ma‘ahid Al-Islamiyah NU ( RMI NU ) Gus.Wahyudi.

d. Lembaga Perekonomian NU (LPNU) Oetomo Sapto Amien

e. Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU) H. Edi Ikhwanto

f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU ( LKKNU ) H.Moch Asy'ari

g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU
(LAKPESDAM NU) Mi'rojul Huda, M.Pd

h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU)

dr.Anshoru
Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia ( LESBUMI ) Abdul

Wabhid
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Lembaga Amil Zakat Infag dan Shodaqoh NU (LAZISNU) Gus
Rofi'udddin

Lembaga Wagaf dan Pertanahan NU (LWPNU) H. Ahirizzen,
S.Pd.l, MHI

Lembaga Bahtsul Masail NU ( LBMNU ) Gus. Abd Ghofar
Lembaga Ta'mir Masjid NU ( LTMNU ) H.Suwarno, S.Pd
Lembaga Kesehatan NU ( LKNU ) dr. Roisul Umam

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU
(LPBI NU) Saiful Anam,S.Ag

Lajnah Falakiyah NU ( LFNU )Syamsul Ma'arif, SH

Lembaga Ta'rif Wan Nasr NU ( LTN NU ) Isno Kayyis, M.Pd
Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPT NU) DR. H. Nashirudin,

M.Pd.1

Daftar Nama Banom (Badan Otonom) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Kabupaten Mojokerto

a.

b.

PC Muslimat (Hj.Istatik Rodiyah)
PC Fatayat (Sulami,S.Pd.I)

PC IPNU (Mujibatur Rohman,S.Pd)
PC IPPNU (Nur Afni Auliya,S.Pd)
PC Jatman (KH.Mahsus Dawam)
PC JQH (Fathur Rohman, M.Ag)

PC ISNU (H.Mukti Ali, S.Ag. MM)
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h. PC Sarbumusi (A.Suprapto)
i PC GP Ansor (Gus Ali Muhammad Nasih,SE.M.Pd)
J. PC PERGUNU (Moh.Saiful Anam,S.Ag.MM)

K. PC Pagar Nusa (H. Budi Mulya)

PC ISHARI (Ubaidillah Zuhri).

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kabupaten Mojokerto
1. Asal-usul Lembaga Bahsul Masalil

Di kalangan Nadlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi
intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU)
berdiri dalam bentuk organisasi formal (jam’iyah), aktivitas Bahtsul
Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat
muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan
pengejawantahan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan
memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.

Pada tingkat nasional dokumen-dokumen yang menginformasikan
kelahiran dan perkembangan Lembaga Bahsul Masail (yang kemudian
disingkat dengan LBM) baik latar belakang, metode, obyek, maupun
pelaku sejarahnya masih sedikit. Karena masih minim atau jarangnya
warga nahdliyyin yang mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan
aktifitas NU. Hal ini disebabkan adanya sikap pragmatis mereka, dalam
arti yang dipentingkan adalah hasilnya, sedangkan dokumen lain seperti

latar belakang lahirnya, perdebatan yang terjadi di forum itu, serta para



135

ulama’ yang berperan di dalamnya tidak diarsipkan, sehingga yang ada
sampai sekarang hanyalah hasil keputusan Lembaga Bahsul Masail.?

Hal yang sama juga terjadi pada beberapa tingkat cabang (termasuk
LBM NU kabupaten Mojokerto), yakni masih minim dan jarangnya warga
nahdliyyin yang mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan
aktifitas bahsu baik yang berkaitan dengan latar belakang, metode, obyek,
maupun pelaku sejarahnya masih sedikit. Namun bila ditinjau dari latar
belakang munculnya bahsul masail adalah adanya kebutuhan masyarakat
terhadap hukum Islam praktis (amaliy) bagi kehidupan sehari-hari yang
mendorong para ulama untuk mencari solusinya dengan melakukan bahsul
masail.

Bila ditelusuri, dokumen dan hasil-hasil bahsu tersebut
menunjukkan bahwa kegiatan bahsu masail LBM PCNU kabupaten
Mojokerto benar- benar berjalan aktif, bergiliran antar kecamatan dari
semua MWC di tiap pelosok daerah mojokerto, mulai awal periode sampai
akhir.?" Ini membuktikan bahwa ruh NU dan santri disetiap daerah di
masing-masing MWC masih kuat, dan dibuktikan dengan solidnya
anggota LBM di tiap-tiap daerah yang nota bene alumni pondok pesantren,

sehingga tidak perlu diragukan lagi terkait kualitas mereka. Umat berharap

kepada LBM untuk istiqgomah dalam tafaqgquh fiddin, juga bisa memberi

2% Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, Lajnah Bahsul Masail NU 1926 — 1999. (Yogyakarta:
LKiS Yogyakarta, 2004), hal: 67.

*" Bukti dokumen itu antara lain terbitnya buku “Santri NU Menjawab, Keputusan Lembaga
Bahsul Masail NU Mojokerto Tahun 2011-2018”.
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manfaat yang besar dilingkungan NU struktural khususnya, dan warga
Nahdliyin pada umumnya.?®

Menurutnya, generasi dan pegiat bahsul masa’il selanjutnya
haruslah peka dan responsive terhadap kebutuhan umat Islam khususnya
warga nahdliyyin, di saat masyarakat begitu sibuk dengan kehidupannya,
hingga tidak ada investasi waktu yang cukup untuk memahami
problematika umat, termasuk berbagai masalah keagamaan yang terkait
dengan ibadah dan amaliyah sehari-hari.

Menurut Syihabul Irfan Arif,®® seiring dengan perkembangan
zaman, permasalahan sosial semakin komplek, apalagi terkait dengan
hukum Islam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, maka LBM
PCNU kabupaten Mojokerto hendaknya mampu menyelesaikan
problematika sosial yang dihadapi warga NU.

Para ulama yang aktif dalam bahsul masail tidak boleh berhenti
pada teks kitab figih klasik saja, apalagi ketika menemukan permasalahan
yang tidak ditemukan dalam rumusan teks figih klasik, maka apakah perlu
mauquf (macet tidak terjawab), padahal memauqufkan masalah menurut

fuqgoha’ tidak boleh, maka juga perlu menengok ilmu-ilmu lain (Ilmu

¥ Wawancara dengan KH. Mashul Ismail (Rais syuriyah PCNU kabupaten Mojokerto 2018-2023)
pada hari Jum’at, 26 Juli 2019.
*% Ketua Tanfidziyah PCNU kabupaten Mojokerto masa khidmat: 2013-2018.
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ushul dan gaidah figh) yang menjadi sumber rujukan para fagih sebagai
solusi masalah yang belum terjawab hukumnya.®

Menurut Ahmad Rodli, Pengurus LBM Mojokerto memiliki
banyak kelemahan dan kekurangannya, terutama dalam menjalankan
kegiatan lembaga yang berkaitan dengan arsip, dokumentasi dan
inventarisasi kegiatan dan hasil-hasil bahsul masail. Banyak file hasil-hasil
bahsul masail yang belum terdokumentasikan.

Hasil-hasil bahsu yang terdokumentasi dalam satu buku merupakan
arsip yang sangat berharga bagi pengurus NU, warga nahdliyyin, dan
masyarakat umumnya. Dokumentasi tersebut menjadi sumber data utama
bagi peniliti saat ini dan penelitian di masa akan datang.

2. Peran Lembaga Bahsul Masail (LBM)

Lembaga Bahsul Masail merupakan lembaga resmi dalam struktur
organisasi NU yang membicarakan dan mengkaji al-masa’il al-diniyyah
(masalah-masalah keagamaan) yang berkaitan dengan al/-masa’il al-
fighiyyah (masalah-masalah figh), termasuk masalah-masalah khilatiyyah
dan kontroversi.

LBM berperan untuk menghimpun, membahas dan memecahkan
masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu

lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai

3% Kata sambutan Saifuddin Zuhri (dewan perumus dan musahhih) PC LBM NU kabupaten
Mojokerto.

! Wawancara dengan ketua PC LBM NU masa khidmat 2013-2018 kabupaten Mojokerto pada
sabtu, 27 Juli 2019.
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forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu
masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai
bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham
Ahlussunah Waljamaah.

Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu
peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan
terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji
lewat kitab kuning.®* Forum ini diadakan untuk menjembatani seluruh
problematika masyarakat yang semakin rumit dan komplek.

Bahkan apabila masalah yang didiskusikan bersinggungan dengan
hal-hal yang tidak mungkin diputuskan sepihak dari para peserta bahtsul
masail, maka mereka mendatangkan orang-orang yang berkompeten dalam
bidang tersebut, seperti masalah per-bank-an, mereka mendatangkan
seseorang yang mampu menerangkan permasalahan tentang sistem per-
bank-an yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam saja, sehingga
nantinya akan diputuskan sebuah hukum yang objektif serta dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam masalah SRB (Sistem Rujukan
Berjenjang) BPJS kesehatan yang dalam prakteknya dibatasi zona,

sehingga masyarakat tidak bisa leluasa berobat di rumah sakit yang

32 Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah,
(Khalista: Surabaya,2008), Hlm.35-36.



139

dikehendaki (rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai),* Dalam
hal ini LBM menghadirkan tim yang ahli di bidangnya,® untuk
menjelaskan kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan BPJS kesehatan
secara teknis, agar keputusan hukmnya lebih obyektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Hasil keputusan forum bahtsul masail yang berlangsung selama ini
di Mojokerto yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama’ mulai dari
tingkat Ranting, MWC, Cabang, maupun antar pondok pesantren se
kabupaten, ditindaklanjuti untuk disebarkan ke masyarakat melalui
kegiatan-kegiatan yang diadakan NU,* kemudian dibukukan agar
masyarakat bisa mengerti aturan hukum atas permasalahan yang mereka
hadapi.
3. Metode Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail

Untuk mengetahui metode-metode istinbat Lembaga Bahsul Masail
Nahdlatul Ulama, perlu terlebih dahulu mengetahui macam-macam
metode istinbat. al-Dawalibi, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah
membagi metode istinbat kepada tiga macam, yaitu bayani, giyasi dan

istishiahi®

33 Kegiatan bahthul masa’il Kamis, 10 Oktober 2019 di Mengelo Selatan - Sooko - Mojokerto
dalam rangka peringatan haul pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdliyyah (KH.
Muhammad Syafi’l Chusni dan KH. Muhammad Masyruf Chusni).

** Tim ahli dari RSI Sakinah bersama Direkturnya dr.H. Hadi Lathifi.

3% Semisal lailatul ijtima’ di masing-masing ranting dan mwec, serta JIHAD (Ngaji Ahad) setiap
minggu.

3 Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, Kawasan dan Wawasan Studi Islam (Jakarta:
Prenada Media,2005), him 198.
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Metode bayani, yaitu metode istinbat hukum islam yang mana cara
pemecahan kasus atau masalah langsung digali dari alqur’an dan as-sunah.
Tugas mujtahid di sini adalah menjelaskan, menguraikan dan menganalisis
isi kandungan kedua sumber hukum itu, sehingga dikeluarkan produk
hukum.

Metode giyasi, yaitu metode istinbat hukum islam yang mana cara
pemecahan kasus atau masalah tidak langsung dirujuk dari alqur’an dan
as-sunah, melainkan berdasarkan persamaan motif (illat). Karena
peramasalahan yang dipecahkan belum ada dasar hukumnya, maka ia
dapat dianalogikan dengan dasar hukum kasus atau masalah lain
berdasarkan kesamaan motif.

Metode istis/ahi, menetapkan hukum islam yang mana cara
pemecahan kasus atau masalah tidak langsung dirujuk dari al-qur’an dan
al-sunah, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang diambil
dari prinsip-prinsip dasar kedua sumber hukum islam.

Ketiga metode di atas terdapat perbedaan disamping kesamaan
dengan metode lembaga bahsul masail NU dalam cara pengambilan
keputusan hukum Islam,*" antara lain: gawti, ilhagi, dan manhaji.

Metode gawli, Para ulama NU mengarahkan orientasinya dalam

pengambilan hukum untuk mengikuti agwal al-mujtahidin (pendapat para

37 sesuai dengan hasil keputusan munas alim ulama' Nahdlatul Ulama' tahun 1992 di Lampung
dan hasil keputusanMuktamar NU XXXI tahun 2004 di Boyolali
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mujtahid) yang sudah jadi dalam lingkup a/-madhahib al-arba'ah, baik
yang mutlak maupun muntasib.

Metode i/hagi, menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan
kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu
kasus dengan pendapat yang sudah jadi).

Metode manhaji, dengan men- zatbig- kan (memberlakukan secara
dinamis nash-nash fugaha dalam konteks permasalahan yang dicari
hukumnya, dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum
yang telah disusun oleh imam madzhab empat.

Lembaga Bahsul Masail NU kabupaten Mojokerto sebagai forum
ilmiyah, mempunyai aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi oleh
seluruh peserta bahsul masail. Aturan dan mekanisme itu antara lain:®

a. Keputusan Bahsul Masail bersumberkan dari kitab-kitab

Madhahib al- Arba’ah. Diluar itu tidak boleh dipakai.
Sebab madzhab-madzhab di luar Madhahib al- Arba’ah,
belum pernah terbukukan. Namun untuk permasalahan-
permasalahan yang bisa ditemukan syarat dan rukunnya
boleh juga diikuti (intigal), meski diluar madhahib al-

arba’ah®

3% Ada kesamaan konsep dengan mekanisme yang dibuat oleh M. Ridwan Qoyyum Said, Rahasia
sukses fugaha’, (Kediri: Mitra Gayatri Lirboyo).
3% Shata al-Dimyati, /°anat al-Talibin, (Dar al-fikr), jild:4, 217.
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b. Jika tidak ditemukan nash-nash madzhab yang
menerangkan masalah yang sedang dibahas, tidak boleh
menganalogikan  (i/hagq)  masalah  tersebut  pada
permasalahan yang dicantumkan di dalam kitab-kitab
madzhab, meskipun ada titik kesamaan di antara keduanya.
Begitu pula tidak diperbolehkan memasukkan suatu
permasalahan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum.
Namun untuk orang-orang yang sudah mencapai derajat
fagih diperbolehkan menggunakan methode i/hag dengan
syarat masalah-masalah yang di-i/hag-kan bukan masalah-
masalah yang termasuk kategori sulit, yang membutuhkan
pemikiran yang panjang untuk menemukan titik
persamaannya.*

C. Tidak boleh menggunakan ta’bir berupa ayat-ayat al-
Qur’an atau hadits yang masih mentah, tanpa interpretasi
dari para ulama yang memenuhi kreteria sebagai mufassir.
Jika menggunakan ta’bir dari al-Qur’an dan Hadits, maka
harus disertai penjelasan-penjelasan dari para ulama’

mengenai ayat-ayat atau Hadits tersebut.41

* Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi " a/-Majmu' Syarh al-Muhazzab " dalam
muqaddimahnya, Dar al-Qalam, Damasykus.
*! al- Sharif al-Hadrami, Bughyatul Mustarshidin, (Surabaya: al-Hidayah), 7
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d. Jika memakai madzhab di luar Syafi’i. supaya dijelaskan
syarat dan rukun yang berkaitan dengan masalah tersebut
menurut madzhab yang bersangkutan. Karena termasuk
persyaratan taqlid yaitu harus mengetahui syarat, rukun dan
kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan madzhab yang
diikuti.*

e. Menurut konsep figih sosial dan juga keputusan Nahdlatul
Ulama, gawl dlaif sebaiknya dipakai pegangan untuk
memutuskan masalah-masalah yang sudah berlaku di
masyarakat. Karena keputusan Bahtsul Masail bukan
termasuk fatwa, namun hanya sekedar irshad (memberikan
petunjuk). Dengan catatan qawl tersebut tidak sangat
lemah. Qawl-gawl yang termasuk kategori dloif antara lain
. khilaf al-asah, khilaf al- mu’tamad, khilaf al-aujah, khilaf
al-muttajih. Khusus untuk khilaf al- sahih pada umumnya
fasid, tidak bisa dipakai.*?

f. Teks-teks fugaha’ mengenai suatu permasalahan yang
dlahirnya terjadi takha>luf (perbedaan) dan tana>fi (saling
menafikan) jika masih mungkin di-ja>mi’-kan (dicarikan

titik temunya) maka wajib di-jami’-kan.

2 Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, Zanwirul Qulub, Fi Mu’amalati ‘allami al-Ghuyub,
(Indonesia: Dar ihya’ al-kutub al-arabiyyah), 396.
*# Shata al-Dimyati, /’anatu al-Talibin, (Dar al-fikr), jilid 1, 09.
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g. Menurut gawl mu’tamad, pendapat-pendapat ulama’ yang
masih muthlaqg (tanpa ada batasan) harus dipahami menurut
ke-muthlag-annya, meskipun ada sebagian ulama’ yang
menentangnya.*

4. Masail Diniyah Lembaga Bahtsul Masail Mojokerto

Sebagaimana Permasalahan yang dibahas di wilayah dan NU pusat,
LBM NU Mojokerto juga merespon dan membahas permasalahan yang
sedang berkembang di tengah masyarakat untuk dicarikan solusi dari sisi
agama. Ada tiga komisi masail diniyah dalam bahsul masail, antara lain:

1. Masail Diniyyah Wagi’iyyah™ yakni permasalahan
kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa. Misal
masalah kesucian pakain layanan laundry.

. Masail Diniyyah Maudhu’iyyah, yakni permasalahan yang
bersifat tematis, menyangkut pemikiran. Misalnya fikrah
Nahdliyah, Globalisasi.

3. Masail Diniyyah Qanuniyyah, penyikapan terhadap rencana
UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru
disahkan. Komisi ini bertugas mengkaji RUU atau UU baru
dari sisi agama, untuk diajukan kepada pemerintah sebagai

bahan masukan dan koreksi.*®

* al- Sharif al-Hadrami, Bughyatul Mustarshidin, (Surabaya: al-Hidayah), 8.
* Masalah yang paling sering dibahas dalam forum bahsu di Mojokerto.
46 Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi..., op. ci, 77
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Namun permasalahan yang sering muncul di permukaan
adalah masalah wagqgi’iyyah, yakni permasalahan kekinian yang
menyangkut hukum suatu peristiwa, misal masalah kesucian pakain
layanan laundry, hukum agigah untuk keluarga yang sudah
meninggal, hukum daging agigah dan qurban untuk suguhan
hajatan, hukum membawa HP yang mengandung file lafaz al-
Qur’an bagi orang hadith, dan masalah-masalah waqi’iyah lainnya.
Jarang membahas masalah-masalah yang bersifat tematis
(maudhu’iyyah), termasuk masalah ganuniyyah, penyikapan
terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan
yang baru disahkan.
5. Model Dan Prosedur Penyelesaian Masalah

Mekanisme kerja lembaga bahsul masail kabupaten Mojokerto
adalah menginventarisir semua masalah yang masuk ke lembaga,
kemudian disebarkan ke seluruh ulama anggota syuriah dan para pengasuh
pondok pesantren yang ada dibawah naungan NU. Selanjutnya para ulama
melakukan penelitian terhadap masalah itu dengan merujuk kepada
pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (klasik).
Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu
argument dan dalil rujukan. Dalam forum ini seringkali mereka harus

berdebat keras dalam mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai
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akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat.Barulah ketetapan hukum itu

diambil bersama.

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam
kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati
dan mengutamakan bermadzhab secara gawli. Oleh karena itu prosedur
penjawaban masail disusun dalam urutan sebagai berikut :

1). Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari
kutubul madzahib al-arba'ah dan disana terdapat hanya satu
pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut.

2). Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan
disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan tagrir
Jama'iy untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat
dilakukan sebagai berikut:

a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahah dan/atau

yang lebih kuat.

b. Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan
muktamar | tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan
dengan cara memilih :

- Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-
Nawawi dan al-Rafi'i)
- Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.

- Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
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- pendapat ulama yang terpandai (afgah wa a’lam); dan

- Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'.

- Pendapat ulama' yang paling wara' (berhati-hati dalam
hukum).

c. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan
penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhag al-masail bi
nazhairiha secara jama'iy oleh para ahlinya. //haqg dilakukan
dengan memperhatikan mulhag, mulhagbih dan wajah ilhaq
oleh mulhiq yang ahli. .

d.  Dalam kasus tidak mungkin dilakukan 7Zhag, maka dilakukan
istinbat jama'iy dengan prosedur bermadzhab secara manhaji
olen para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan gawa'id
ushuliyyah oleh ahlinya.*’

Lembaga Bahsul Masail NU kabupaten Mojokerto juga
menggunakan kerangka pembahasan masalah, pertama: analisa
masalah (sebab mengapa terjadinya kasus ditinjau dari berbagai
faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dll). kedua: analisa dampak
positif dan negatif dari berbagai aspek. ketiga: analisa hukum
(keputusan tentang suatu kasus) setelah mempertimbangkan latar

belakang dan dampaknya di segala bidang. Keputusan ini

*" Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'. Hasil
keputusan Munas Alim Ulama' Nahdlatul Ulama' tahun 1992 di Lampung dan hasil
keputusanMuktamar NU XXXI tahun 2004 di Boyolali.
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mepertimbangkan status hukum (a/-ahkam al-khamsah), dasar dari
ajaran Ahlussunnah Waljama’ah, hukum positif (hukum Negara
yang berlaku saat ini). keempat: analisa tindakan, peran dan
pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi
keputusan hukum diatas).
6. Respon Ulama Mojokerto Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul
Masail
Umat muslim dan warga nahdliyyin khususnya sangat menunggu
kreasi dan inovasi lembaga bahsul masail dalam merespon permasahan-
permasalahan yang muncul di permukaan, serta memutuskan hukumnya.
Pengurus NU juga demikian, mereka mengapresiasi dan memberi
penghargaan setinggi-tingginya atas hasil keputusan produk hukum bahsul
masail yang menunjukkan bahwa kegiatan Bahtsul masa’il LBM PCNU
kabupaten Mojokerto benar-benar berjalan aktif tiap bulan, bergiliran
antar kecamatan dari semua MWC di tiap daerah mojokerto, mulai awal
periode sampai akhir, ini membuktikan bahwa ruh NU dan santri di setiap
daerah di masing-masing MWC masih kuat, dan dibuktikan dengan
solidnya anggota LBM di tiap-tiap daerah yang nota bene alumni pondok
pesantren, sehingga tidak perlu diragukan lagi terkait kwalitas dari hasil

keputusan hukum lembaga bahsul masail Mojokerto.*®

* Kata Pengantar KH. Mashul Isma’il (Katib Syuriyah PCNU Kabupaten Mojokerto 2013-
2018),Rais syuriyah PCNU kabupaten Mojokerto 2018-2023, Pengasuh Pondok Pesantren Husnul
Hidayah, Gondang Mojokerto, dalam buku * Santri NU Menjawab, Keputusan Lembaga Bahsul
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Menurut KH. Saifuddin Zuhri®® hasil keputusan bahsul masail
dibutuhkan oleh kaum santri dan warga Nahdliyyin. Sebagai Perumus,
beliau berharap teman-teman aktifis Bahtsul Masa’il tidak berhenti pada
teks kitab figih klasik saja, apabila menemukan permasalahan yang tidak
ditemukan dalam rumusan dalam teks figih klasik, maka apakah perlu
mauquf (macet tidak terjawab), padahal memauqufkan masalah menurut
fuqoha’ tidak boleh, sehingga juga perlu menengok ilmu-ilmu lain (limu
ushul dan gaidah figh) yang menjadi sumber rujukan para fagih sebagai
solusi masalah yang belum terjawab hukumnya. Beliau juga memberi
nasehat kepada pegiat bahsul masail agar tidak bersifat kaku terhahadap
sumber-sumber tertulis dalam buku/kitab. Jika ada seorang dari negeri lain
datang kepadamu dengan maksud meminta fatwamu, jangan kamu
sampaikan fatwa berdasar tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang
tradisinya dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu,
dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang
benar dan jelas. Bersikap jumud terhadap nukilan-nukilan selamanya
adalah kesesatan dalam agama dan kebodohan akan tujuan ulama kaum
muslimin dan ulama’salaf terdahulu”. dengan menukil pendapat Imam

Syihabuddin al-Qarafi berkata:™

Masail NU Mojokerto Tahun 2011-2018. Beliau juga sering hadir dalam kegiatan bahsul masail
PCNU sebagai musahhih.

* Beliau Dewan Perumus dan Musahhih PC LBM NU Kabupaten Mojokerto, juga Pengasuh
Pondok Pesantren MA’ ABA (Majma’al Bahraini) Mojogeneng Jatirejo Mojokerto.

*% https://fr-fr.facebook.com.posts. dan hekams//,»S> , Abdussalam Ajrir al-Ghamari, Diniyyah,
fikriyyah, ijtima’iyyah, 21 Februari 2017 pukul 17.15.


https://fr-fr.facebook.com.posts/
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Artinya: Shihab al-Din al-Qarafi berkata dalam kitab a/-Furug: Jangan bersikap
kaku dan beku terhadap apa yang tertulis di dalam beberapa kitab seumur
hidupmu. Sebaliknya, jika seseorang datang kepadamu dari selain orang-orang di
daerahmu yang mencari/meminta fatwa, jangan kamu menyeretnya ke kebiasaan
negaramu, ini adalah keniscayaan. Sebab jumud (kemandekan) pada dalil-dalil
naql adalah kesesatan dalam beragama dan ketidaktahuan akan tujuan para ulama

dan para pendahulu (salaf salih).



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

Kegiatan bahtsul masail di kabupaten Mojokerto berjalan aktif dan
dinamis. Kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap bulan, bergiliran antar
kecamatan dari semua MWC di setiap pelosok daerah Mojokerto, mulai awal
periode sampai akhir. Ini membuktikan bahwa ruh warga nahdliyyin dan santri di
setiap daerah di masing-masing MWC masih kuat, juga solidnya anggota LBM di
tiap-tiap daerah yang notabene alumni pondok pesantren, sehingga tidak perlu
diragukan lagi terkait kualitas mereka.

LBM yang terus istiqamah dalam tafagquh fi al-din bisa memberi
manfaat yang besar di lingkungan NU struktural khususnya, dan warga
nahdliyyin pada umumnya. Namun kepengurusan LBM Mojokerto memiliki
kelemahan dan kekurangan, terutama dalam menjalankan kegiatan lembaga yang
berkaitan dengan peng-arsip-an, dokumentasi dan inventarisasi kegiatan dan
hasil-hasil bahtsul masail. Banyak file hasil bahtsul masail yang belum
terdokumentasikan.

Di bawah ini adalah arsip dan dokumen hasil keputusan bahtsul masail
NU kabupaten Mojokerto yang berhasil dikumpulkan, dan telah dikodifikasi
dalam satu buku.' Agar lebih jelas, rinci dan mudah difaham penulis mengurai

dan menyajikan buku tersebut dalam bentuk narasi dengan mempertimbangkan

' Buku tersebut diberi judul “ Santri NU Menjawab”, Keputusan Lembaga Bahtsul Masa’il NU
Mojokerto Tahun 2011-2018.
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beberapa hal sebagai berikut: menuliskan (as’7/lah) yang dibahas berdasarkan
kategorinya, jawaban dan keputusan hukum atas masalah yang dibahas,
menyertakan 7barah atau ta’bir dari berbagai referensi dan sumber kufub turats
yang menguatkan status hukum tersebut, dan pendekatan serta metode yang

digunakan dalam menetapkan suatu hukum.

A. Permasalahan-Permasalahan Figh Masyarakat Yang Dibahas Dalam

Bahtsul Masail dan Pengkategoriannya

LBM NU Mojokerto sebagaimana LBM di tingkat wilayah dan pusat,

merespon dan membahas permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang
di tengah masyarakat untuk dicarikan solusi dari sisi agama. Ada tiga komisi
masail diniyah dalam bahtsul masail, yaitu:

. Masail Diniyyah Waqi’iyyah® yakni permasalahan kekinian yang
terjadi di tengah masyarakat yang menyangkut hukum suatu
peristiwa. Masalah wagqi’iyyah inilah yang mendominasi dalam
kegiatan bahtsul masail. Ada diantaranya yang dikategorikan figh
ibadah, figh mu’amalah, figh taharah, figh munakahah, figh mawarits,
figh ibadah dan figh mu’amalah, serta figh taharah dan figh
mu’amalah.

2. Masail Diniyyah Maudhu’iyyah, yakni permasalahan yang bersifat
tematis, menyangkut pemikiran, termasuk di dalamnya kategori figh

mu’amalah. Misalnya fikrah Nahdliyah dan Globalisasi.

? Masalah yang paling sering dibahas dalam forum bahtsul masail di Mojokerto.
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Masail Diniyyah Qanuniyyah, penyikapan terhadap rencana UU yang

diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Komisi

ini bertugas mengkaji RUU atau UU baru dari sisi agama, untuk

direkomendasikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan

koreksi.

Hasil penelusuran terhadap keputusan hukum lembaga bahtsul masail NU

kabupaten Mojokerto didapatkan beberapa temuan, yaitu:

a.

Ada 47 permasalahan yang dikategorikan figh ibadah, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bolehkah aqiqah untuk orang tua dan untuk keluarga yang
sudah meninggal atau qurban untuk orang tua dan keluarga
yang sudah meninggal?

Bagaimanakah hukum mempergunakan daging Aqiqah dan
Qurban untuk suguhan hajatan oleh orang yang baragiqah dan
berkorban?

Bagaimana hukum kerja bakti di pemakaman dan
membersihkan daun, dahan dan rumput yang ada di atas
kuburan?

Dengan prospeknya bisnis lewat KBIH yang menggiurkan,
wajibkah pengelola KBIH mengeluarkan zakat ?

Apakah Jamaah Calon Haji wajib mengeluarkan zakat setelah
melunasi ONH?

Bagaimana hukum bersedekah dengan cara disebar/dilempar ?



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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Bagaimana hukum menyebar uang receh di tengah-tengah
pembacaan salawat nabi (syrakalan) ?

Bagaimana hukum menyebar uang receh ketika pembacaan
salawat nabi, apabila dilakukan di dalam masjid ?

Bagaimana hukum meninggalkan jum’atan bagi karyawan yang
aturan kerjanya sangat ketat dan disiplin sehingga mereka rela
untuk tidak jum’atan karena khawatir kehilangan pekerjaan
mereka.?

Bagaimana perspektif hukum figih menyikapi asumsi pasien
yang merasa kesulitan untuk melakukan ibadah utamanya wudlu’
shalat dan berpuasa ketika sedang diinfus. Bahkan banyak pasien
berasumsi hal tersebut merupakan udhur untuk tidak shalat (di
godlo’ ketika sembuh) ?

Bagaimana hukum shalat pasien yang merasa kesulitan untuk
melakukan ibadah utamanya wudlu’ shalat dan berpuasa ketika
sedang diinfus. Bahkan banyak pasien berasumsi hal tersebut
merupakan udzur untuk tidak shalat (di qodlo’ ketika sembuh),
dan bagaimana caranya?

Sebatas mana fatihahnya ma’mum masbuq ditanggung imam ?
Bagaimana hukum shalatnya ma’mum masbuq yang imamnya

batal kemudian diganti salah satu ma’mum?



14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
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Bagaimana hukumnya menaruh HP yang ada file — file positif
seperti di atas di dalam saku celana ?

Bagaimana hukum orang hadats membawa HP yang
mengandung file lafaz ayat — ayat al-Qur’an ?

Dengan menabung di bank, apakah menjadikan seseorang wajib
melaksanakan ibadah haji ?

Ketika sejumlah tabungan kita sudah cukup dibuat daftar haji,
bolehkah kita mempergunakan uang tabungan tersebut untuk
hajat lain ?

Bagaimana hukum perempuan haid mengaji dan mengajar ngaji
di dalam masjid ?

Bagaimana hukum mendirikan dua jum’atan dalam satu dusun?
Sebatas mana perselisihan yang memperbolehkan mendirikan
dua jum’atan dalam satu dusun ?

Adakah  dalam  madzhab  Syafi’i  pendapat  yang
memperbolehkan melakukan jum’atan kurang dari 40 orang ?
Bagaimana hukum mengubur mayit muslim dan non muslim
dalam satu area?

Kalau tidak boleh siapakah yang berdosa? Dan Bagaimana
solusinya?

Siapakah yang menjadi nadzir dari tanah wakaf masjid yang

dimanfaatkan untuk beribadah, bersuci, dan buang hajat ?



25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)
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Bolehkah salah satu wakif tersebut mengangkat dirinya sendiri
sebagai nadzir jika dia memang ahlinya ?

Sahkah Aqgiqoh dengan paket jadi ?

Siapa yang dimaksud Imam dalam Amil ?

Bolehkah membentuk panitia zakat tanpa ada surat
pengangkatan dari imam atau na’ibul imam (dalam masalah
zakat) dan bolehkan panitia tersebut menerima zakat atas nama
amil ?

Jika tidak boleh menerima zakat atas nama amil bagaimana
solusinya ?

Bagaimana hukum mengganti pelakasanaan ibadah hajinya
orang yang masih hidup ?

Bagaimana hukum mengganti pelaksanaan ibadah hajinya orang
yang sudah meninggal dengan tanpa wasiat ?

Bagaimana hukumnya menarik kembali uang untuk haji
tersebut di atas untuk dibagikan kepada ahli waris ?

Sahkah aqiqah dengan cara berpesan pada warung yang
menyediakan jasa aqiqah ?

Bagaimanakah hukum mengumandangkan adzan sebelum
masuknya waktu jumat ?

Bagaimana hukum shalat qabliyah dengan mengikuti adzan

tersebut ?



36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)
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Bagaimana hukum melaksakan umroh bagi orang yang sedang
iddah ?

Bagaimana hukum melaksanakan ibadah umroh bagi wanita
tanpa mahrom ?

Adakah pendapat yang memperbolehkan (tidak membatalkan
wudlu’) bersentuhan (antara laki-laki dan perempuan ketika
thowaf (madzhab Syafii) ?

Apa yang harus dilakukan wanita yang sedang haid, ketika
sampai berakhirnya masa haji, dia belum suci dan belum sempat
melakukan thowaf rukun ?

Bagaimana hukum menyerahkan uang untuk urusan dam
kepada KBIH di tanah air, padahal belum pasti nanti wajib
membayar dam atau tidak?

Adakah pendapat yang membolehkan dam dibayar dengan
uang, dan mengikuti pendapat tersebut ?

Apakah sudah cukup membayar dam dengan pasrah bongkoan
seperti kasus di atas ?

Apakah masih wajib bagi Mukidi yang dulu ketika muda kaya
raya namun tidak melaksanakan haji sehingga sekarang dia
kena musibah usahanya bangkrut dan jatuh miskin untuk
melaksanakan ibadah haji ?

Bolehkah melaksanakan badal haji untuk kasus di atas ?
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45) Bagaimana status shalatnya orang tersebut,yang notabennya
dia tidak berkhitan, Dan apakah wajib Qodlo' ?

46) Bagaimana status jenazah pria (yang belum khitan) tersebut
sudah terlanjur di makamkan, sementara anggota yang dibawah
qulfah (kulit yang membungkus Aasyafah) belum suci
(mutanajis) ?

47) Bagaimana hukum jama’ dan gasarnya pegunjung wisata pantai
yang banyak mempertontonkan keindahan aurat, sah atau
tidak?

Ada 32 permasalahan yang dikategorikan figh mu’amalah, yaitu:

1) Bagaimana hukum mengkoordinir dana ONH dan hukum
pemanfaatannya ?

2) Dinamakan aqad apa transaksi sales yang Dberkeliling
menawarkan dagangan mereka ke toko-toko baik di kota
maupun di desa, kemudian menitipkan barang dagangan mereka
di toko tersebut dan akan menagih uangnya pada waktu yang
telah disepakati ?

3)  Bolehkan bisnis dengan cara mengadakan promosi serta iming-
iming hadiah ?.Sebagaimana yang di lakukan pak Tejo, dalam
bisnis kolam pancingnya pak Tejo menggelar lomba memancing
dengan iming-iming hadiah sebagai berikut ; juara satu Rp.

2.000.000, juta, juara dua Rp. 1.000.000, juara tiga Rp. 500.000,



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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dengan ketentuan setiap peserta wajib membayar tiket Rp.
100.000 dan dibatasi waktu dua jam. Selanjutnya satu jam
untuk galatama ( semua peserta yang tidak mendapat hadiah
boleh mengukuti acara tersebut bagi peserta yang yang
mendapat ikan paling besar mendapat hadiah hiburan). Semakin
banyak peserta semakin besar keuntungan P. Tejo.

Kalau tidak boleh bagaimana solusinya? karena bisnis seperti
contoh di atas sudah menjamur.

Bagaimana hukum tritis (teras) batas yang menjorok keluar
melampaui batas tanah ?

Bagaimana hukum tempat wudlu’ yang menjorok keluar
melampau batas tanah tersebut sebagaimana tersebut dalam
deskripsi ?

Bolehkah dana masjid digunakan untuk kebutuhan lain,
misalnya untuk menyumbang masjid lain, operasional lembaga
pendidikan, dan kegiatan keagamaan ?

Bagaimana hukum donor darah ?

Bolehkah seorang muslim menerima donor darah dari non
muslim atau sebaliknya ?

Bagaimana hukum menjual darah seperti yang di lakukan bank
darah seperti PMI ?

Bagaimana hukum memindah janin secara gaib ?



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
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Kepada siapakah ilhaq nasab janin yang lahir dari pemindahan
janin ghoib ?

Bolehkah masyarakat dan musafir memanfaatkan fasilitas
masjid tersebut ?

Masalah zakatnya galian apakah termasuk orang yang wajib
mengeluarkan zakat? dan siapa yang wajib zakat ?

Apakah pemilik dump truck diatas juga wajib zakat ?
Bagaimana hukum panitia zakat mencampur beras zakat yang
ada kemungkinan kembali kepada muzakki ?

Bolehkah panitia zakat menerima bagian atas nama amil zakat?
Jika tidak boleh bagaimana solusinya ?

Bagaimana hukum menjadikan sebagian besar daging kurban
untuk hajatan seorang tokoh(mudin) ?

Bagaimana hukum menjual kulit sapi qurban seperti diatas ?
Bolehkah menjual kulit sapi kurban yang sudah di pesan
sebelum disembelih seperti diatas ?

Bagaimana hukum penyembelihan dengan cara pembiusan
(anestesi) ?

Lebih baik mana cara penyembelihan dengan cara tradisional
atau pembiusan ?

Bagaimana figih menyikapi menggunaan lahan di atas sungai ?



24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

161

Bagaimana hukumnya pemerintah mengkomersilkan lahan
tersebut ?

Jika berdampak pada bencana -banjir misalnya- yang sampai
merenggut nyawa atau kerugian materi pada orang lain, siapa
yang bertanggung jawab ?

Apakah ucapan selamat hari raya agama lain seperti ucapan
selamat natal dan tahun baru menjadikan kufur (Membatalkan
Syahadat) ?

Apakah menggunakan atribut agama lain seperti atribut natal
juga berdampak kufur ?

Bagaimana hukum memeriahkan dan menyemarakkan tahun
baru dengan meniup tropet dan menyalakan kembang api?
Bagaimana definisi Biro jasa ?

Bagaimana hukumnya Biro jasa ?

Bagaimana hukumnya mengunjungi wisata pantai yang banyak
mempertontonkan keindahan aurat, serta tempat-tempat wisata
seperti candi bila tempat itu masih digunakan acara ritual.
Bagaimana hukumnya mengumpulkan antara laki-laki dan

perempuan dalam satu bus ?

Ada 7 permasalahan yang dikategorikan figh Taharah, yaitu:

1

Bagaimana hukum asap sampah yang kemungkinan besar

dihukumi najis ?
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2)  Bagaimana hukum pakaian yang terkena asap sampah tersebut?

3) Bagaimana hukum mesin cuci yang menampung air kurang dari
dua qullah ?

4) Bagaimana solusi praktis dan mudah untuk di gunakan
masyarakat awam dalam kedua masalah tersebut di atas apabila
tidak memenuhi tuntutan syara’ ?

5)  Bolehkah Pria yang sudah terlanjur dewasa tidak mau berkhitan
karena alasan takut dan berbagai alasan lainya sehingga ajal
menjemput tetap tidak berkhitan ?

6) Bagaimanakah hukum telor asin tersebut bila ditinjau dari
proses pembuatannya pengasinan dengan bantuan batu bata)
adalah proses pembuatan bata yang kadang dicampur dengan
kotoran hewan ?

7)  Bagaimana hukum mengkonsumsi telor asin tersebut ?

Ada 5 permasalahan yang dikategorikan figh mu’nakahah, yaitu:

1)  Sahkah aqad nikah yang dipaksa oleh aparat desa (ketua RT)
karena hamil akibat perbuatan zina ?

2) Bolehkah aparat memaksa gondes untuk menikahi gadis
(bunga) yang tidak ingin ia nikahi ?

3) Bagaimanakah hukum bagi ortu yang tidak merestui dan tidak

mau menjadi wali pernikahan anaknya ?



4)

5)
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Sahkah pernikahan kedua mempelai yang dilakukan di tempat
yang jauh dari wali, misalnya di Kalimantan ?

Apakah sikap mudin yang enggan menikahkan wanita yg di
tinggal pergi suami selama enam tahun,dan wanita tersebut
baru mengurus surat cerai ke pengadilan dan surat cerai belum
keluar karena dalam surat masa iddah belum habis padahal tgl
pernikahan sudah terlanjur di tetapkan bisa dibenarkan menurut

syari’at ?

e.  Ada?2 permasalahan yang dikategorikan figh mawarith, yaitu:

1))

2)

Ucapan si Bapak kepada anak yang mau pergi kerja keluar
negeri tapi tidak punya uang dan meminta pada si Bapak untuk
menjual sebagian sawahnya dan berupa ucapan “nak.. bapak
tidak punya uang, harta bapak yang bisa kamu gunakan adalah
tanah sebelah rumah itu. Jika kamu jual tanah tersebut maka
nanti ketika aku meninggal kamu sudah tidak berhak mendapat
warisan” si Adi menjawab “inggih pak, matur suwon, mboten
angsal warisan mboten nopo-nopo, sing penting kulo saget
kerjo teng luar negeri. Pangestune pak, nggih” dikategorikan
akad apa ?, dan sahkah akad tersebut ?

Apakah ucapan si bapak tersebut dapat menggugurkan warisan

si anak ?
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f. Ada 1 permasalahan yang dikategorikan figh taharah dan figh
mu’amalah, karena memiliki dua kriteria tersebut, yaitu: Bagaimana
hukum loundrey dengan menggunakan mesin yang kurang
memperhatikan kesucian dan najisnya pakaian ?

g. Ada 3 permasalahan yang dikategorikan figh ibadah dan figh
mu’amalah, karena memiliki dua kriteria tersebut, yaitu:

1)  Siapakah yang wajib menzakati harta barang dagangan mereka

(sales dan pemilik toko) itu, apakah sales atau pemilik toko ?

2) Bolehkah bongkaran masjid ditasarrufkan ke masjid atau

bangunan lain, seperti musalla atau tempat pendidikan ?

3) Bagaimana hukum mendirikan masjid di tanah waqaf untuk

pendidikan, seperti tanah waqaf pondok pesantren ?.

Dari permasalahan-permasalahan figh tersebut, dikelompokkan
menjadi 7 kategori, yaitu: figh ibadah, figh taharah, figh mu’amalah, figh
munakahah, dan figh mawarith. Ada juga beberapa masalah figh yang
substansinya bisa dikategorikan figh taharah dan figh mu’amalah, serta
dikategorikan figh ibadah dan figh mu’amalah. Dari data di atas

menunjukkan figh ibadah mendominasi dibanding figh-figh yang lain.
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B. Metode istinbat hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’
kabupaten Mojokerto dalam menjawab permasalahan-permasalahan figh

masyarakat

Sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail Nahdlatul
Ulama' kabupaten Mojokerto, secara garis besar sama dan mengacu pada Hasil
keputusan Munas Alim Ulama' Nahdlatul Ulama' tahun 1992 di Lampung dan
hasil keputusan Muktamar NU XXXI tahun 2004 di Boyolali. Pertama :
bermadzhab secara gawli, artinya Para ulama NU mengarahkan orientasinya
dalam pengambilan hukum untuk mengikuti agwal al-mujtahidin (pendapat para
mujtahid) yang sudah jadi dalam lingkup al-madhahib al-arba'ah, baik yang
mutlak maupun muntasib. Kedua: bermazhab secara ilhaqi (ilhaq al-masail bi
nazairiha), menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan kasus/masalah
serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat
yang sudah jadi). Ketiga : bermadzhab secara manhaji dengan men-zatbig-kan
(memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan
yang dicari hukumnya, dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan
hukum yang telah disusun oleh imam madzhab empat.

Keputusan bahtsul masail dilingkungan NU kabupaten Mojokerto dibuat
dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati

dan mengutamakan bermadzhab secara gawli’ Oleh karena itu prosedur

3 Utamanya keputusan hukum terhadap penyelesaian masail diniyyah waqi'iyyah di lingkungan
dan tradisi NU.
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penjawaban masail disusun dalam urutan sebagai berikut : pertama, dalam kasus
ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutub al-madhahib al-arba'ah
dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut.
Kedua, Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana
terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan tagrir jama’iy’ untuk memilih
salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan dengan mengambil pendapat
yang lebih maslahah dan/atau yang lebih kuat.

Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar I tahun
1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih pendapat yang
disepakati oleh al-Syaikhani (al-Rafi'i dan al-Nawawi), pendapat yang dipegangi
oleh al-Nawawi, pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i, pendapat yang didukung
oleh mayoritas ulama', pendapat ulama' yang terpandai (al-a’/am), pendapat
ulama' yang paling wara’ Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-
ketentuan menurut madzhab yang bersangkutan.

Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka
dilakukan prosedur ilhaq al-masail bi nazhairiha secara jama'iy oleh para ahlinya.
Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhaq bih dan wajah ilhaq oleh
mulhiq yang ahli.

Dalam kasus tidak mungkin dilakukan 7/hag, maka dilakukan istinbath

Jjama'iy dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya, yaitu

* Upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa gawl/wajah
dalam madzhab Syafi'i.
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mengeluarkan hukum syara' dengan mempraktekkan gawa'id wushuliyyah oleh

ahlinya secara kolektif.

Ada juga beberapa kasus yang penyelesain status hukumnya dengan

prosedur gabungan metode gaw/i ilhagi dan gawli manhaji’, hanya saja tidak

banyak permasalahan yang diselesaikan dengan pendekatan gabungan metode

tersebut.

Alur pembahasan masail diniyyah dilingkungan Lembaga Bahthul Masail

Nahdlatul Ulama' kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut :

1))

2)

3)

4)

5)

Penerimaan masail diniyyah dari tingkatan organisasi dibawahnya,
perorangan atau kelompok masyarakat.

Masail yang diajukan biasanya sudah pernah dibahas dalam forum
bahtsul masail ditingkat bawah, namun belum terpecahkan
(maugqut) atau belum terjawab dengan jawaban yang memuaskan.
Identifikasi dan penyeleksian masail guna memilih dan memilah
masail yang akan dibahas dalam majlis pembahasan.

Pembahasan masail dengan merujuk pada kitab-kitab klasik maupun
mu'asarah yang ditulis oleh ulama' madzhab empat khususnya
madzhab Syafi'i.

Penjawaban masail beserta argumentasi dan kitab rujukannya
dipandu pimpinan sidang (moderator) dan pengawasan team

perumus dan dewan fashih.

> Pendekatan metode yang digunakan penulis dengan mendapatkan pertimbangan tim bahtsul
masail kabupaten Mojokerto.



168

6) Pimpinan sidang menyimpulkan rumusan jawaban sesudah
mempertimbangan hasil analisa jawaban oleh team perumus dan
selanjutnya ditawarkan kepada peserta bahtsul masail guna
mendapatkan persetujuan.

7) Rumusan jawaban sedapat mungkin (tidak harus) dilengkapi dengan
dalil al-Qur'an beserta tafsirnya dan al-Hadits beserta syarahnya.

8) Rumusan jawaban yang telah mendapat persetujuan, dimintakan
tashih dari dewan tashih terdiri dari para ulama'/kyai di jajaran
syuriyah.

Penelusuran terhadap hasil keputusan hukum lembaga bahtsul
masail NU kabupaten Mojokerto yang didokumentasikan dalam satu buku
“Santri NU Menjawab”, Keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU
Mojokerto Tahun 2011-2018”. didapatkan beberapa temuan, yaitu:

1. Ada 54 permasalahan figh yang hukumnya diputuskan dengan

metode gawli, yaitu:

1). Permasalahan aqigah dan qurban. Bolehkah aqiqah atau qurban
di-atasnama-kan untuk orang tua dan keluarga yang sudah
meninggal?.

Hukum : Aqiqah yang di-atasnama-kan untuk orang tua dan
keluarga yang meninggalnya sudah baligh jika tidak ada
wasiyat, hukumnya tidak boleh dan tidak sah, akan tetapi jika

tetap melakukan aqiqah, maka dihukumi sadaqah dan pahalanya



169

sampai pada mayit. Adapun qurban untuk orang tua dan
keluarga yang meninggal, menurut gaw/ asah tidak sah. Tetapi
menurut Syekh Abu al- Hasan al-Ubadi hukumnya sah, karena
qurban adalah bagian dari sadaqah.

Ta’bir :°

a). Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj:

uéﬁe{d‘&"—‘#dc):\-)m;&ﬁyjjﬁ(%)
Al Ll ABaall s Lagin Gbs e Wl (L
Baall Colay o) e cuiign gl e el
SO Cuny Oy inl Y Gl Lelad ol &5 s
gl Lgad 228 Y 228 Y ¢ 3 LS BlS ) g g

7O sl

b). Hashiyah al-Tarmasiy:
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¢). Mughni al-Muhtaj ila ma’rifat ma’ani al-Minhaj:

6 Peneliti menggunakan istilah ta’bir yang maksudnya sama dengan istilah 7barah, yaitu
ungkapan, redaksi atau bunyi tekstual yang ada dalam kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan
lembaga bahtsul masail. Penulisan ta’bir sebagai dalil dan hujjah setiap hukum di dalam
penelitian ini merujuk pada sumber data primer tertulis berupa buku dokumen “Santri NU
Menjawab’, berikutnya dapat dilacak dan ditelusuri di masing-masing kitab rujukan yang
dimaksud.

7 Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, 7Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, (al-
Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir 1983) 168.

¥ Muhammad Mahfuz bin Abdullah al-Tarmasiy, Hashiyah al-Tarmasiy, (Dar al-Manhaj, 1338 H),
Juz 4, 643.
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Ungkapan yang bergaris bawah dari ketiga sumber kitab
tersebut di atas: (Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj,
Hashiyah al-Tarmasiy, dan Mughni al-Muhtaj ila ma’rifat
ma’ani al-Minhaj) menyatakan secara sarih tentang hukum
qurban, bahwasanya: pertama tidak boleh dan tidak sah
qurban atas nama orang tua dan keluarga yang sudah
meninggal apabila si mayit tidak berwasiat. Kedua ada
perbedaan hukum antara qurban dengan ibadah lainnya
seperti haji, zakat dan kafarat. Qurban menyerupai fida’
(menebus diri), sehingga membutuhkan izin. Sedangkan
haji, zakat dan kafarat bukan termasuk fida’, akan tetapi
serupa dengan hutang, sehingga bisa dilaksanakan tanpa
izin (wasiat) ketika masih hidup. Ketiga aqiqah sama
dengan qurban dalam berbagi hukmnya, sebagaimana yang

tercantum dalam Fath al-Wahhab:

el e 8 (daaS ) dial) 6l (A5)

? Shihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj ila ma’rifati ma’ani al-
Minhaj, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 6, hal 137-138.
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2). Hukum kerja bakti di pemakaman dan membersihkan daun,
dahan dan rumput yang ada di atas kuburan.
Hukum : Boleh, kecuali rumput yang masih hijau atau bunga
yang belum kering yang berada di atas makam ( makruh untuk
mencabut dan memetiknya). Dan jika di pemakaman umum,
tidak boleh meratakan tanah kuburan lama yang dimungkinkan
mayat di dalamnya sudah rusak.
Ta’bir :
a). Barigah Mahmudiyyah :
Al o i ) utals o o Lot
Nind ) s dah )y Caaly Le i) G o g Sa
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b). al-Majmu’ fi Sharh al-Muhadhdhab :
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' Muhammad Abu Said al-Khadimi al-Hanafi, Barigah Mahmudiyyah fi sharhi Tarigah
Muhammadiyyah wa shari’ah Nabawiyyah fi sirati Ahmadiyyah, Matba’ah al-Halabiy, 2010, Juz
5, hal. 411.

""" Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 5, Hal. 284.
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I’anat al-Talibin, Juz 2, 136.
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Ungkapan yang bergaris bawah dari ketiga sumber kitab
tersebut di atas: (Barigah Mahmudiyyah, al-Majmu’ fi
Sharh al-Muhadhdhab, dan I’anat al-Talibin) secara sarih

menjelaskan:  perfama, tentang bolehnya (/a ba’sa)

membersihkan daun, dahan dan rumput yang sudah kering
di atas kuburan. Namun ketika tiga hal tersebut masih
basah maka menurut Abu Said al-Khadimi al-Hanafi
hukumnya makruh, dan haram menurut Abu Bakar Uthman
Bin Shata al-Bakri, karena dianggap memusnahkan hak
mayit. Kedua, tidak boleh meratakan tanah kuburan lama
yang sudah membusuk apabila berada di magbarah umum,
karena kekhawatiran dianggap kuburan yang baru. Harus

(wajib) membiarkan rusak dengan sendirinya.

'2 Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, /°anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-Arabiyyah, Juz

2, Tbid, 136.
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3). Hukum mengumpulkan dan mengkoordinir dana ONH" dan
pemanfaatannya.
Hukum : Hukum mengumpulkan dana ONH adalah dengan
aqad wakalah. Sedang pemanfaatannya tidak boleh jika tidak
ada izin dari calon haji tersebut.
Ta’bir :
a). Hashiyah al-Bajuri, Juz. 2, 381.
O A Ol Ay 48 b peaill (LB Sla Lo S )
o e o (48 0S5 ) ot 48 (S

b)  Bughyah al-Mustarshidin Juz.1, 246.
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c). al-Muhazzab fi Figh al-Imam Shafi’i, Juz 1, 159.

O Ladaal (e s W1 3 jladll (ajell eV g
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'* ONH : Ongkos Naik Haji, sekarang diistilahkan BPIH : Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

'* Ibrahim Bin Muhammad al-Bajuri al-Shafi’i, Hashiyah al-Bajuri ala Sharhi ibni Qasim al-
Ghiziy, Dar al-Minhaj, Juz. 2, Hal. 381.

"> Abdurrahman Ba “Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin i Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah min
al-Ulama’ al-Muta’akhirin, Dar al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 246.
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‘Ibarat / redaksi yang bergaris bawah dalam kitab Hashiyah
al-Bajuri ini bersifat umum, segala sesuatu yang seseorang bisa
bertasarruf sendiri, maka dia boleh mewakilkan pada orang lain.
Dalam kaitannya dengan ONH seseorang boleh mewakilkan
siapapun yang dikehendaki. Di dalam Bughyah al-Mustarshidin,
pada ungkapan yang bergaris bawa, hukumnya wajib (=25 )
bagi wakil menepati segala yang telah ditentukan oleh
muwakkil. Dalam kaitan ini waki/ tidak boleh memanfaatkan
uang ONH tanpa sepengetahuan dan izin muwakkil.
4). Prospek bisnis KBIH yang menggiurkan, wajibkah KBIH
mengeluarkan zakat ?.
Hukum : Pengelola KBIH wajib mengeluarkan zakat tijaroh

karena termasuk ijaroh yang diniati tijaroh.

Ta’bir

a). Kifayah al-Akhyar, Juz 1, 178

' Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Shairozi, a/-Muhazzab Fi Figh al-
Imam Shafi’i, Dar al-Fikri, Beirut, Juz 1, Hal. 159.
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b). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 6, Hal. 49
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Dari ta’bir  Kifayat al-Akhyar, telah jelas bahwa
pengelola KBIH melakukan akad ijarah yang diniati
tijarah, oleh karenanya menurut Imam al-Nawawi dalam
kitab al-Majmu’ wajib baginya mengeluarkan zakat harta
tijarah.

5). Bagaimana hukum zakat atas nominal ONH bagi jama’ah calon

haji?

"7 Tagiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, Kifayah al-Akhyar i Halli
Ghayah al-Ikhtisar, Dar al-Minhaj, 2008, Juz 1, 178.

'8 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 6, Hal. 49.
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Hukum : Terkena kewajiban zakat jika sudah haul dan
mencapai standart nisab emas.

Ta’bir :

a). al-Qawl al-Munkih al-Madbut, 4.

R e V) lalall £V 58 (54l e ale B J 48
~gidia) Ade (i pall 55 Sl 31y 5Y1 b byl
Vb Jasess Gl 5 aans (l o) Y SV oo sl
o Jalaidl ol e (3 oY) atieat L
Gl el AV el dad e Ladlea
glet (1 oks S o) o dl de Cuall g Y
Lo dalatlly g puaall (sl Wen s (31 5Y)
(e Gl oY) Aftaal Le BlS ) aad g msaa JSI) 2ie
e 3Hladll 38y cpe 3SH olg¥l die o gl

19 3 Jlaill Ley s 130 50 2 Y)

b). al-Qawlu al-Munkih al-Madbut, 6.

O Llé Calalatiall dad poias W) gead) 138 Juals
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LJB ) S i) (85 sl
Opdal do AV s SV Al ma i J g
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(e A gpaiall ) ae 428100 () ga par (pailaiall
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' Abu Bakar Bin Muhammad Shata, al-Qawlu al-Munkih al-Madbut Fi jawaz al-Ta’amul wa
wujub al-Zakat i ma yata’allaqu bi Waraqi al-Nut, Dar al-Nashr, 1998, 4.
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KBIH bergerak dalam bidang jasa, yakni jasa untuk
memberikan bimbingan dan memberikan layanan pada para
jamaah haji. Dalam bisnis model jasa ini, yang menjadi tujuan
utama (gashdu) nya adalah ujrah. Dan dalam pelaksanaannya
tidak bisa di lepaskan dari proses mu’awadhah (pertukaran dua
belah pihak). Maka pengelola KBIH terkena kewajiban zakat
jika sudah haul dan mencapai standart nisab emas.
Hukum menyebar uang receh di tengah-tengah pembacaan
salawat nabi (syrakalan).
Hukum : Boleh dengan catatan tidak riya’ dan sum'ah, serta
tidak ada unsur idza' bagi yang lain sebagaimana ketentuan di
atas, dan bahkan mendapat kebaikan dan keberkahan apabila
berniat fabaruk dengan berselawat dan bacaan maulid Nabi
Saw.
Ta’bir :
a). Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib, Juz 5, 250.
1538 Oy Y (15w ABalall (85 G Jadllg)
sl AL iR sl b Wy (eliadal

2 Ibid, 6
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Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu alTalib, Juz 15, Hal.

434.

O L A5 (pulilly Sl 5% 5 sy (iad)

1555 ( B I () a8 35 cam s iy Hia g
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Dua ta’bir yang bergaris bawah dari kitab Asna al-

Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib tersebut di atas, secara

sarih menjelaskan kebolehan menyebar (jowo: mbarakno) uang

receh di tengah-tengah kegiatan walimah (walimah khitan

ataupun walimah 7imlak). Kedua ta’bir itu tidak sarih dalam

kebolehan menyebar (jowo: mbarakno) vang receh di tengah-

tengah bacaan shalawat Nabi. Akan tetapi bacaan shalawat

Nabi lazim dalam berbagai acara walimah.

*! Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib i Sharhi Raudlatu al-Talib,
Dar al-Kitab al-Islami, 2010, Juz 5, Hal.250.

2 1bid, Juz 15, Hal. 434.
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Bagaimana status hukum asap sampah yang belum jelas.
Hukum: Ditafsil: Jika sampah itu di yakini najis/mutanajjis,
maka asapnya najis, Jika sampah itu belum di yakini
najis/mutanajjis, maka menurut gaw/ arjah asapnya dihukumi
suci.

Ta’bir :
uﬂ\&&jﬁjw\h\uu\@—wamﬁ
Sy Qg yre Y B A alie 8 Auladl) el s
I saVU Caliaddl () e daval 439 il JoaYl

% e 3¥) s
Kaidah tersebut secara sarih menjelaskan tentang dua hal:

pertama, sesuatu yang mulanya suci maka dia tetap hukumnya
suci, karena itulah yang diyakini. Kedua, hal yang bersifat dann
tidak bisa mengalahkan hal yang yakin, karena dann masih
dipersilisihkan.

Bagaimana hukum pakaian yang terkena asap sampah yang
najis tersebut.

Hukum : Asap yang najis/mutanajjis jika menghitam dan
mengenai pakaian basah, jika sedikit hukumnya ma’fu,
sedangkan jika banyak maka hukumnya najis.

Ta’bir :

> Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, /’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-Arabiyyah, Juz

1, 105.
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a). [D’anatu al-Talibin, Juz 1, 105
Woe L o b ) (Audadll glaa (e 4l )
U Ao o Leie deliaiall g g ddaall A (e
JB o) AL O i e pmg Heaa e sl
Lo acliaiall 5 5 Lo 8 Aulsll Ay > A

b). Hawashi Tuhfah al-Minhaj bi Sharhi al-Minhaj, Juz 1, 98.
GOS8 AL Gl ble) (A s ey 4l 8)
L Giga 45 5 laall & o by L dualall
A ha il la s jaal Gl gt 8 ase Uiy

58S 5ed V15 Qi e AL L3

c). Nihayah al-Muhtaj ila Sharhi alminhaj, Juz 1, 247.

S Sa dsalh daclaiadl Ul o) jedany (53l
S Al b ) Lid Gusa g gaall (e Ll Garia
O Jala olaall alias Cllall 8 Ll W) adalad
Saally Gl Jla o ile) e dmaay o3l
e gl Ly Las Ul sy 13 13l L Jalisy
i Y 1)) 13 e Lo Lbise s 3 ola)
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Ada 2 hal yang keluar dari najis dan berupa zat gas,

yang pertama adalah bukhor (uap)yakni gas yang keluar

dari najis/mutanajjis tidak melalui proses bersentuhan

**1bid, Juz 1, 106.

> Abdul Hamid al-Sharwani dan Ibnu Qasim al-Ibadi, Hawashi Tuhfah al-Minhaj bi Sharhi al-
Minhaj, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1938, Juz 1, 98.

* Shamsu al-Din Shihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Sharhi alminhaj, Dar al-Fikr
Beirut, Juz 1, Hal.247.
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langsung dengan api. Untuk jenis ini, semua ulama’
sepakat terhadap kesuciannya. Yang kedua adalah dukhon
(asap), yaitu gas yang keluar dari najis/mutanajjis yang
melalui proses bersentuhan langsung dengan api. Seperti
yang di ungkapkan dalam kitab.*’

Dalam hal ini berlaku juga hukum keumuman najis,
yakni jika sedikit (galil) maka di ma’fu dan jika banyak
(katsir), tetap di hukumi najis. Qalil dan Katsirnya bisa
diketahui dengan dampak (azsar) yang di timbulkan pada
barang yang terkena asap tersebut, seperti warna kuning
pada pakaian yang terkena asap.

9). Hukum mesin cuci yang menampung air kurang dari dua qullah.
Hukum : Cara pencucian seperti itu tidak dibenarkan karena
menimbulkan meratanya najis pada pakaian yang asalnya tidak
terkena najis. karena dalam thoharoh yang airnya kurang dari
dua qullah, airnya harus mengalir.

Ta’bir :

a). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 592-593.
ae Cuab ol Laile Rulaill calS 13) (dasalall)
48 48 Lag LY )@_la:\d@_and\ﬁﬁej}o‘)& ela

Ooseie Laay Leghly Chiadll Laa SY (leay
2ol @l ued o el Y lagie il

" anatu al-Talibin, op.cit. juz 1, 106.
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b). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 1, 138.
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2, G sl A

Dalam kitab al-Majmu’ tersebut di atas, ada dua pendapat yang
berselisih, pertama, pendapat jumhur (mayoritas Ulama) cara
pencucian laundry seperti tersebut di atas airnya menjadi najis,

dan pakaiannya tidak suci. Kedua, pendapat Ibn Suraij,

¥ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 2, 592-593
2 bid, Juz. 1, 138.
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pakaiannya menjadi suci dan airnya tidak najis. Peserta bahtsul
masail memilih pendapat jumhur ulama.

10). Hukum shalat pasien yang merasa kesulitan untuk melakukan
ibadah utamanya wudlu’ shalat dan berpuasa ketika sedang
diinfus. Bahkan banyak pasien berasumsi hal tersebut
merupakan udzur untuk tidak shalat (diqadla’ ketika sembuh),
dan bagaimana caranya.

Hukum : Wajib melakukan shalat sebisa mungkin, jika shalat
yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan ada harapan sembuh
maka dia diwajibkan untuk qodlo' ketika sembuh jika tidak ada
harapan sembuh maka tidak wajib qodlo'.

Ta’bir :

a). Figh al-Ibadat ‘Ala al-Madhhab al-Shafi’iy, 284.

Chlis 4 Jin ala b die 33lall Liws Y
dry 3 La 258 Y5 Jiall 2 ga ol 3Ll
s die ol Lad alu g adle A La 4l o3l
M\y\ﬁfbﬁf\\dg\j)Mﬂ\@aJa}ﬁ
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b). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 287.

e oy Gl Y Al (o yall 5 akadY) (8 3)
288 ALzl Ao jagy al g ela a5 13) elall Jlaninil

3 Al-Hajah Durriyyah al-‘Aitah, Figh al-Ibadat ‘Ala al-Madhhab al-Shafi’iy, (Mu’assasah al-
Maktabah al-Shamilah, 2010) 284.
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¢). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 279-280.
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d). Bughyah al-Mustarshidin, Juz.1, 162.
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3! Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 2, 287.
32 1bid, 279-280
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e). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 333-335.
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3 Abdurrahman Ba ‘Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin fi Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah min
al-Ulama’ al-Muta’akhirin, Dar al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 162.
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Kelima ‘%barat tersebut di atas secara sarih menjelaskan tentang
tata cara shalat orang yang sakit. Orang yang sakit dan tidak bisa
melakukan shalat dengan sempurna (karena tidak bisa wudlu) atau
karena tubuhnya kena najis, dia diberikan rukhshah untuk
melakukan shalat ala gadr al-imkan (semampunya). Wajib
mengulang shalatnya kembali ketika sembuh.

11). Hukum aqad dan transaksi sales yang berkeliling menawarkan
dagangan mereka ke toko-toko baik di kota maupun di desa,
kemudian menitipkan barang dagangan mereka di toko tersebut
dan akan menagih uangnya pada waktu yang telah disepakati.
Hukum : Jika praktek akad tersebut tidak menyebutkan masalah
keuntungan, maka termasuk akad Wakalah Sahihah (perwakilan
yang sah/benar). Jika dalam akad menyebutkan keuntungan,
maka termasuk akad Wakalah Fasidah (perwakilan yang tidak
sah/rusak).

Ta’bir :

a). al-Yaqut al-Nafis, 97.

** Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
(Maktabah al-Irshad, 2008) Juz.2, Hal.333-335.
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b). Bughyah al-Mustarshidin, Juz.1, 151.
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¢). Mughni al-Muhtaj , Jilid 2, 217.
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35 Ahmad Bin Umar al-Shatiri, a/- Yaqut al-Nafis, Dar al-Minhaj, 2011, Hal.97.

3% Abdurrahman Ba “Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin i Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah min
al-Ulama’ al-Muta’akhirin, Dar al-fikr, 2011, Juz.1, 151.

37 Shihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj ila ma’rifati ma’ani
al-Minhaj, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 2, hal 217.
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d). Bughyah al-Mustarshidin, Juz.1, 133.
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Berdasarkan ‘barat tersebut di atas jelas bahwasanya
akad yang dilakukan oleh pihak sales kepada pemilik toko
tersebut termasuk akad wakalah. Jika akad tersebut tidak
menyebutkan keuntungan, maka dikategorikan akad wakalah
sahihah, dan jika menyebutkan keuntungan maka dikategorikan
akad wakalah yang rusak.

12). Berikut orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari hasil

usaha tersebut, apakah sales ataukah pemilik tokonya yang
berkewajiban zakat ?
Hukum : Jika Prakteknya adalah akad wakalah, maka yang
wajib mengeluarkan zakat barang tersebut adalah muwakkil
(agen/distributor). Jika prakteknya toko membeli barang kepada
agen dengan pembayaran tempo/kontan, maka yang wajib
mengeluarkan zakatnya adalah toko.

Ta’bir :

% Abdurrahman Ba “Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin fi Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah min
al-Ulama’ al-Muta’akhirin, Dar al-fikr, 2011, Juz.1, 133.
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a). [D’anatu al-Talibin, Juz 2, 148.
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b). al-Igna’ fi halli alfazil Abi Shuja’, Juz 1, 196.
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Dari kedua ta’bir di atas (I’anatu al-Talibin, Juz 2, 148,
dan al-Igna’ fi halli alfazil Abi Shuja’, Juz 1, 196),
ditemukan adanya kesamaan syarat wajib zakat, yaitu: a/-
milk al-tam (milik penuh). Oleh karenanya apabila agen
(distributor) itu mewakilkan dan menitipkan barangnya
ke toko, maka yang wajib mengeluarkan zakat agen

tersebut. Apabila toko telah membeli barang itu dari

3% Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, /’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-Arabiyyah, Juz
2, 148.

% Shamsuddin Muhammad Bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, a/-Igna’ 7 halli alfazil Abi
Shuja’, Dar al-Kutub al-TIlmiyyah, 2004, Juz 1, 196.
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agen, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah
pemilik toko.

13). Bolehkah bisnis dengan cara mengadakan promosi serta iming-
iming hadiah?, sebagaimana yang dilakukan pak Tejo, dalam
bisnis kolam pancingnya pak Tejo menggelar lomba memancing
dengan iming-iming hadiah. Kalau tidak boleh bagaimana
solusinya?, karena bisnis seperti contoh di atas sudah
menjamur.

Hukum : Tidak boleh.
Ta’bir :
a). Mughni al-Muhtaj, jilid 2, 275.
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b). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 9, 285.
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c). Kashshaf al-Qana’an Matni al-Iqna’, Juz 12, 40.

! Shihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj ila ma’rifati ma’ani
al-Minhaj, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 2, hal 275.

*2 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 9, Hal.285.
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d). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz.15, 113.
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¢). Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-Salikin, Juz 3, 356-357.
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# Mansur Bin Yunus Bin Idris al-Bahuti al-Hanbali al-Misri, Kashshaf al-Qana’ ‘an Matni al-
Igna’,  Alam al-Kutub, 1983, Juz 12, Hal. 40
* Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 15, Hal.113.
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Dari beberapa redaksi (za’bir) di atas, dapat disimpulkan
bahwa model bisnis yang dilakukan P.Tejo tidak sah dan
tidak boleh, apabila yang dimaksud P.Tejo adalah ijarah
(menyewakan kolam untuk diambil ikannya). Karena hal
itu sama dengan menjual ikan di dalam kolam (air) yang
tidak bisa diperoleh ikan itu kecuali dengan sangat sulit.
Redaksi kitab al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab,
Juz.15, 113 tidak cukup dijadikan hujjah pembolehan
akad yang dilakukan P.Tejo, yaitu akad Ju’alah, karena
sarih untuk kasus ini dan tidak memenuhi syarat ju’alah.
14). Kalau tidak boleh bagaimana solusinya? karena bisnis seperti

contoh di atas sudah menjamur.

Hukum : Uang pendaftaran dijadikan Aibah bi al-thawab (agar

diperbolehkan ikut memancing) sedangkan perlombaan

memancingnya adalah sayembara atau ju’alah.

Ta’bir :

a). Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-Salikin Juz 11, 158-159

5yl Aaagll 5 clillae ol ja 305 )0 o L S3 M ¢ 8
O e Lottt G (A b o) sa) any

* Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-
Salikin, al-Maktab al-Islamiy, 1991, Juz 3, Hal.356-357.
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b). [I’anatu al-Talibin, Juz 3, 123.
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* Ibid, Juz 11, Hal.158-159
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Berdasarkan keterangan kitab Rawd}ah dengan

mengutip pendapat imam al-Ghazali di atas, akad yang

dilakukan P.Tejo diperbolehkan apabila pembayaran yang

dilakukan peserta itu diniati hibah bi tsawab, dan
lombanya dimasukkan akad ju’alah (sayembara).

15). Batasan makmum masbuq fatihahnya ditanggung imam?.
Hukum : Ketika ma’mum masbuq fakbirotul ihram, sedangkan
Imam masih dalam keadaan ruku’ yang sah (mahsub).

Ta’bir :
a). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 4, 216.
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47 Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, /’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-Arabiyyah,
Juz 3, Hal.123.
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b). Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, Juz 8, 392.
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Penjelasan kedua ta’bir di atas sebagai berikut, fatihah
makmum masbuq ditanggung imam dan dihitung rakaat
apabila masbuq tadi masih mendapati imam sedang
melakukan ruku’dengan sempurna. Apabila makmum
masbuq ketika ruku’ tidak mendapati imam ruku’ dengan
sempurna, maka apa yang dia lakukannya tidak dihitung

rakaat.

* Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 4, Hal. 216.

* Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj,
(al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir 1983) Juz 8§, 392.
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16). Hukum orang hadats membawa HP yang mengandung file lafaz

ayat — ayat al-Qur’an.

Hukum : Boleh, asalkan tidak menyentuh tulisannya ketika file

dibuka.

Ta’bir :

a). Minhaj al-Talibin, juz:1:4
‘.JMAS\ :LZSJ GLJ‘}H\} b)uaj\ Q_I./J/Ajl_i }}0//
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17). Bagaimana hukum tritis (teras) masjid yang menjorok ke jalan
keluar melampaui batas tanah, karena terbatasnya lahan dan
masjid terletak di sebelah jalan.

Hukum : Boleh dengan catatan tidak menimbulkan idrar

(bahaya).

% Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin wa ‘Umdah al-
Mutftin, (Dar al-Minhaj) Juz 1, 4.



197

Ta’bir :

a).

b).

Minhaj al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin, Juz 1, 4.
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Hashiyah al-Bujairimi ‘ala Sharhi al-Manhaj, juz 3, 8.

Gkl ) A it (3 giadl e aal il b (Jusd)
basal (elin) Jomdall oLl (4 o paty ¥ 2L
O A g ol oy 8 aidl (G o)) e
8olall aan 35 a8 g (39 skl (e il cllay GlSall ok
483 eliy o _yad (g el ol (g s ey () Shaiad
O A G Y o p55e B (Ll s L V)
S ey il gl (Gaokl e gle 58)...., JG
pri da il (8 ) a JE A& ey ol () 5 Al B ALy
Jﬁ@\d}uﬁ@ﬁd&@&)ﬂﬁﬁu
CS 5 13) 4 B leadl B laal) cldl) g (Wlll )5 all
Jooill dala Hady 48 ol sall oy 5 Lelas B2 o
Lo Gy 4l CaYE Ald Glsa pas ) @Sl
Ly Alag pdie polilL GELY Y 4 Qb

%2 4l

Hashiyah al-Bujairimi ‘ala Sharhi al-Manhaj, Juz 3, 8

°! Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-
Salikin, al-Maktab al-Islamiy, 1991, Juz 4,, Hal. 204.

> Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, Hashiyah al-Bujairimi “ala Sharhi
al-Manhaj, (al-Maktabah al-Islamiyah, Turki, 1950), Juz 3, 8.
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Berdasarkan dua ta’bir di atas, pada prinsipnya fasilitas umum
(seperti jalan umum) yang merupakan hak umum, tidak
diperkenankan untuk didirikan bangunan, ditanami pepohonan,
atau hal lain yang dapat mengganggu fungsi fasilitas tersebut,
mengganggu orang yang lewat. Kecuali hal-hal tersebut tidak
mengganggu orang yang lewat, maka yang demikian

dimaafkan/ditolerasi.

>3 Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib i Sharhi Raudlatu al-Talib,
(Dar al-Kitab al-Islami, 2010), Juz 2, 218-219.
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18). Bagaimana hukum membangun tempat wudlu’ di atas saluran
air (parit) yang termasuk lahan milik umum sebagaimana
tersebut dalam deskripsi ?.

Hukum : Tidak boleh, karena lahan tersebut milik umum.
Ta’bir :
a). al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Juz 4, 61.
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b). Hashiyah al-Bujairimi ‘ala Sharhi al-Manhaj, Juz 3, 8.
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% Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, a/-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Fatawi
ibn Hajar al-Haitami, (Dar al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt),Juz 4, 61.
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Berdasarkan kedua ta’bir diatas, maka ~membangun
tempat wudlu’ di atas saluran air (parit) yang termasuk
lahan milik umum sama halnya dengan mendirikan
bangunan atau menanam pohon di jalan yang menjadi
fasilitas umum, artinya tidak boleh, karena mengganggu
dan membahayakan orang lain.

19). Bolehkah dana masjid digunakan untuk kebutuhan lain
(menyumbang masjid lain, operasional lembaga pendidikan, dan
kegiatan keagamaan), dan bagaimana cara mentasarrufkan
barang dari bongkaran masjid ?.

Hukum : Dana masjid tidak boleh dialokasikan ke masjid lain,
begitu juga ke lembaga pendidikan/kegiatan keagamaan yang
tidak ada maslahah bagi kemakmuran masjid.
Ta’bir :
a). Ghayah Talkhis al-Murad Min Fatawi Ibnu zayad, juz
1,188.
Jzé Lo ol Lala cai gl b e cany o(3l)

o Oy el N Gl el (A sl e Lag clal)
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> Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, Hashiyah al-Bujairimi “ala Sharhi
al-Manhaj, (al-Maktabah al-Islamiyah, Turki, 1950), Juz 3, 8.
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b). al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Juz 3, 155.
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c). al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Juz 4, 188.
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Ta’bir kitab yang pertama (Ghayat Talkhis) menjelaskan:

sebagai nazir waqaf wajib melakukan hal yang lebih banyak

% Abdurrahman Bin Ziyad al-Zabidi, Ghayah Talkhis al-Murad Min Fatawi Ibnu zayad, Dar al-
Fir, tt, 188.

>7 Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, a/-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Fatawi
ibn Hajar al-Haitami, (Dar al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt) Juz 3, 155.

¥ Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, a/-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Fatawi
ibn Hajar al-Haitami, Dar al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt,Juz 4, 188.
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maslahahnya bagi barang waqaf dan hal lain yang lebih
mendekati pada tujuan wagqif dalam mewaqafkan walaupun
wagqif tidak menyatakannya dengan jelas. Sedang ta’bir kitab
yang kedua dan ketiga (al-Fatawi) menjelaskan: Tidak boleh
mentasarufkan segala hal milik masjid kecuali untuk
kemaslahatan masjid tersebut atau kemaslahatan yang kembali
kepada segenap kaum muslimin. Bahkan secorang /[mam
(penguasa) tidak boleh mengambil hal yang dihasilkan masjid
untuk ditasarufkan kcuali harus sesuai dengan syarat yang
ditentukan seorang wagqif.

20). Bolehkah bongkaran masjid ditasarrufkan ke masjid atau
bangunan lain, seperti musalla atau tempat pendidikan ?.
Hukum : Bila sudah tidak dibutuhkan, maka boleh dipindahkan
ke masjid lain (tidak boleh kepada selain masjid).

Ta’bir :

a). Fathul Mu’in,
Cuy g a OYL e jee 13 lee Uispd (Jiuy)
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% Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin al-Malibari al-Hindi, Fathul Mu’in, Dar Ibn Hazm,
2004, tt
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Berdasarkan ta’bir dari kitab fathul mu’in di atas, maka semua
barang milik masjid (bongkaran masjid, tikar masjid, lampu
masjid) tidak boleh ditasarutkan dan dipindahkan untuk
pembangunan masjid lain selama masjid tersebut masih
membutuhkannya. Apabila masjid asal sudah tidak
membutuhkannya boleh ditasarufkan ke masjid lainnya (tidak
ke tempat selain masjid).

Sahkah agad nikah yang dipaksa oleh aparat desa (ketua RT)
karena hamil akibat perbuatan zina ?.

Hukum : Nikah yang dipaksa oleh aparat desa atau polisi tidak
sah menurut syafi'iyyah, bila tidak ada di/alat al-ikhtiyar
(Petunjuk bahwa itu dilakukan atas kehendaknya sendiri).
Ta’bir :

a). Al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa’id wa Furu’ Figh al-

Shafi’iyyah, 137.
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b). Fath al-Wahhab Bi Sharhi Manhaj al-Tullab, Juz 2, 72-73
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c). Bughyah al-Mustarshidin, Juz.1, 231.
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d). al-Igna’ fi Halli Al-fazi Abi Shuja’, Juz 2, 157.
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% Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, A/-Ashbah wa al-Nazair £i Qawa’id wa Fura’ Figh al-
Shafi’iyyah, (Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1983), 137.

61 Shaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Ansari, Fath al-Wahhab Bi Sharhi Manhaj al-Tullab,
(Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon) Juz 2, 72-73.

62 Abdurrahman Ba “Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin i Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah min
al-Ulama’ al-Muta’akhirin, (Dar al-fikr, 2011) Juz.1, 231.

63 Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, a/-Igna’ Fi Halli Al-fazi Abi
Shuja’, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2004, Juz 2, 157
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e). al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, Juz 7, 78-79.
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f).  Hashiyah al-Bajuri, Juz 2, 100.
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Dari beberapa kitab rujukan di atas menyatakan: bahwa
pernikahan orang yang dipaksa oleh aparat ataupun pemimpin
pemerintahan dihukumi tidak sah (batal), kecuali ada tanda
ikhtiyar (si mukrah dapat menentang paksaan itu) maka
nikahnya dihukumi sah sebagaimana ucapan talak orang yang
dipaksa bisa jatuh apabila memang ada qarinah si mukrah dapat

menentang paksaan itu sebagimana keterangan kitab a/-Igna’di

atas, bahkan dalam kitab a/-Figh al-Islami, ridha hakikatnya

4 Wahbah Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, (Dar al-Fikr, Beirut) Juz 7, 78-79.
65 Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad al-Bajuri, Hashiyah al-Bajuri, (Dar al-Minhaj, Jeddah al-
Saudiyyah) tt, Juz 2, 100.
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tidak menjadi syarat sahnya nikah, artinya orang yang dipaksa
menikah, sah nikahnya demikian halnya dengan talak.
22). Bagaimanakah hukum donor darah ?
Hukum : Boleh.
Ta’bir :
a). Fatawi al-Alukah Fi jawaz naqli al-Dam min Insan ila

insan akhar wa inikhtalafa dinuhuma.
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Kitab fatawi al-Alukah tersebut menjelaskan boleh donor

darah kepada resipien yang sangat membutuhkannya untuk
menyelamatkan hidupnya walaupun antara keduanya berbeda

agama.

6 Said Bin Abdillah al-Hamid, Fatawi al-Alukah F7 jawaz naqli al-Dam min Insan ila insan
akhar wa inikhtalafa dinuhuma.
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23). Bagaimana hukum menjual darah seperti yang di lakukan bank
darah seperti PMI ?.
Hukum : Tidak boleh.
Ta’bir :
a). al-Fighu al-Islami wa adillatuhu

syl sbmel Gl i seanll 2o Sy LS
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Menurut keterangan kitab a/-Figh al-Islami di atas,
sebagaimana tidak boleh menjual anggota tubuh,
demikian juga menjual darah, kecuali jika resipien
memberi uang atas nama Arbah.atau membalas kebaikan
pendonor.

24). Kepada siapakah 7/hag nasab janin yang lahir dari pemindahan

janin ghoib ?.

57 Wahbah Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, Dar al-Fikr, Beirut Lebanon.



208

Hukum : Pemindahan janin mirip dengan pemindahan sperma
yang memang haram hukumnya. Hal yang perlu
dipertimbangkan anak siapa ketika sang buah hati sudah lahir?
Apakah anak ibu yang pertama kali mengandung atau anaknya
ibu yang melahirkan.

Ta’bir :

a). Nihayah al-Muhtaj ila Sharhi al-Minhaj, Juz 29, Hal. 414.
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Berdasarkan 7barah kitab Nihayah tersebut, maka ilhaq
nasab anak yang yang lahir dari pemindahan janin adalah
kepada ayah dan ibu awal yang mengandungnya, bukan

wanita kedua yang melahirkannya.

25). Bagaimana hukum mendirikan dua jum’atan dalam satu dusun?

8 Muhammmad Bin Abi al- Abbas Shihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Sharhi al-
Minhaj, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2003, Juz 29, Hal. 414.



209

Hukum : Tidak boleh, kecuali area masjid benar-benar tidak
mencukupi atau adanya perpecahan antar warga dan masing-
masing kubu memenuhi standard mendirikan jum’atan.

Ta’bir :

a). Bughyah al-Mustarshidin, Juz.1, 164.
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b). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 4, Hal. 586.

@ Yy Gdaas Gle 2l 3 Y (2N )

% Abdurrahman Ba ‘Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin fi Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah min
al-Ulama’ al-Muta’akhirin, Dar al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 164.
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Berdasarkan keterangan kitab Bughyah tersebut, boleh

berbilangnya pelaksanaan shalat jum’at dalam satu desa
apabila dibutuhkan dan memenuhi tiga syarat: pertama :
masjid tersebut sempit, tidak dapat menampung semuah
jamaah, kedua : terjadi perselisihan diantara mereka,
sehingga tidak mungkin dipertemukan dalam satu masjid,
keterangan ini juga sesuai dengan ibarah kitab majmu’,
ketiga : jauhnya pojok kampung satu dengan pojok
lainnya, sekiranya antar kedua pojok kampung tersebut
tidak saling mendenga kumandang adzan.
26). Adakah dalam madzhab Syafi’i yang memperbolehkan
melakukan jum’atan kurang dari 40 orang ?.
Hukum : Kalangan syafi’iyyah ada yang berpendapat, paling

sedikit mendirikan shalat jum’at adalah 4 orang, atau 12 orang.

" Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 4, Hal. 586.
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Ta’bir :
a). I’anatu al-Talibin, Juz 2, 70.
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Ibarah kitab [’anah ini menjelaskan bahwa selain qawl jadid

Imam Syafi’l yang menyatakan jamaah shalat jum’ah minimal
40 orang, Beliau juga mempunyai dua qawl qadim, pertama:

boleh dan sah shalat jum’ah dengan empat orang jamaah, yang

" Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, /’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-Arabiyyah,
Juz 2, Hal.70.
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kedua shalat jum’ah dengan jamah dua belas orang dan masing-
masing pendapat ini didukung oleh ulama besar dari
syafi’iyyah.

27). Bagaimanakah hukum bagi orang tua yang tidak merestui dan
tidak mau menjadi wali pernikahan anaknya ?.
Hukum : Jika calon si anak sudah memenuhi standar kafa’ah
(sederajat) dan tindakan tidak setujunya orang tua tidak
berdasar syara’, maka penolakan yang dilakukan orang tua
(tidak merestui) tidak dibenarkan dan termasuk dosa kecil.
Tetapi yang perlu diperhatikan adalah seorang wali bisa
dinyatakakan ‘ada/ (menolak menjadi wali bagi anaknya yang
menikah), jika sudah di tetapkan melalui pengadilan agama.
Ta’bir :
a). al-Hawi al-Kabir Fi Figh al-Mazhab al-Imam al-Syafi’i,

juz 9, hal 112.
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b). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 3, Hal.362.

> Abu al-Hasan Ali Bin Muhammad al-Mawardi al-Basri, A/-Hawi al-Kabir Fi Figh al-Mazhab
al-Imam al-Syafi’i, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1994, juz 9, hal 112.
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c). Nihayah al-Zain Fi Irshad al-Mubtadi’in, juz 3, 9.
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Ta’bir ketiga kitab di atas menjelaskan bahwa apabila

seorang wanita meminta sorang walinya untuk

menikahkannya, maka wajib atas wali mengabulkannya,

7 Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-
Arabiyyah, Juz 3, Hal.362.

% Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain Fi Irshad al-Mubtadi’in, (Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2002) 309.
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apabila enggan dan tidak mau menikahkannya (‘adal)
padahal ada kafa’ah (kecocokan), maka wali tersebut
berdosa, apabila tetap menentang dan tidak
mengindahkan perintah qadi, maka dia termasuk fasiq dan

berdosa besar.

28). Sahkah pernikahan yang dilakukan dua sejoli (Bondet dan

Bunga) di Kalimantan, menjauhi orang tua (wali) yang tidak

merestui ?.

Hukum : Tafsil :Tidak sah, jika di sana masih ada hakim resmi.

Sah, jika tidak ada hakim, atau ada hakim tetapi memungut

biaya di atas kemampuan mempelai.

Ta’bir :

a).

Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar, 473.
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b). Nihayah al-Zain Fi Irshad al-Mubtadi’in, 309.
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Bardasarkan ta’bir kedua kitab di atas, dapat dipahami
bahwasanya: jika seorang wanita berada di suatu tempat
yang tidak ada wali di sana, maka ia bisa dinikahkan oleh
gadi atau hakim wilayah tersebut. Apabila dia berada di
tempat yang tidak ada wali dan hakim, atau ada hakim
tapi memungut biaya yang besar untuk pernikahannya,
sehingga wanita itu tidak mampu, maka menurut Imam
Mawardi, wanita tersebut dapat menguasakan urusannya
kepada seorang laki-laki merdeka yang adil, dan shalih

(muhakam) untuk menikahkannya.

7 Tagiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, Kifayah al-Akhyar i Halli
Ghayah al-Ikhtisar, (Dar al-Minhaj, 2008) 473.

7 Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain Fi Irshad al-Mubtadi’in, (Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2002) 309.
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29). Bagaimana hukum mengubur mayit muslim dan non muslim
dalam satu area ?. Kalau tidak boleh siapakah yang berdosa,
dan bagaimana solusinya?.

Hukum : Tidak boleh karena jika suatu area tanah dijadikan

kuburan secara mutlak, maka kuburan itu dikhususkan bagi

orang Islam. Dan jika tanah itu milik desa (gendom) dan
didalamnya sudah ada kuburan orang Islam, maka non muslim
tidak boleh dikubur di dalamnya.

Ta’bir :

a). Nihayah al-Muhtaj ila Sharhi al-Minhaj, Juz 11, Hal. 275.
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b). Nihayah al-Matlab Fi Dirayah al-Madhhab, Juz 8, 398
(opaloadd) AAS Lgd @ 3 e dady Jua sl
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77 Muhammmad Bin Abi al- Abbas Shihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Sharhi al-
Minhaj, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 2003, Juz 11, Hal. 275.
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Berdasarkan kedua Ta’bir di atas, mayit muslim tidak
boleh dimakamkan di kuburan orang kafir dan sebaliknya.
Dan apabila suatu tempat dijadikan magbarah, maka
secara mutlak kuburan tersebut diperuntukkan semua
orang muslim, bukan untuk orang kafir. Beda halnya
kalau peruntukannya disebutkan secara khusus.
30). Kalau tidak boleh siapakah yang berdosa? Dan Bagaimana

solusinya ?

Hukum : Yang berdosa adalah orang mukallaf di desa itu.

Solusi : dibuatkan batas pemisah antara qubur islam dan non

islam (bagi yang sudah terlanjur). Untuk ke depannya orang non

islam dibuatkan tempat tersendiri yang berjauhan dari quburan

orang islam.

Ta’bir :

a). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 5, 282.

" Abdul malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini Abu al-Ma’ali Imam al-
Haramain, Nihayah al-Matlab Fi Dirayah al-Madhhab, (al-Maktabah al-Waqfiyyah, 2007) Juz,
398-399.
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b). Kashshaf al-Qana’ ‘an Matni al-Igna’, Juz 2, 1051.
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Kedua ta’bir dari kitab tersebut di atas sudah sesuai
dengan uraian dan ulasan jawaban di atas. Prinsipnya
kuburan orang muslim harus dibedakan dari kuburan
orang kafir, semakin jauh satu dengan lainnya semakin
lebih baik dan membawa maslahah.
31). Tanah wakaf masjid dimanfaatkan untuk beribadah, bersuci dan
buang hajat, dan siapakah nadzirnya ?
Hukum : Orang yang di kehendahi wakif, kemudian hakim/qgadli
jika wagqif tidak menetapkan seseorang untuk menjadi nazir,
lalu tokoh masyarakat daerah tersebut (sulaha’ al-balad) jika
tidak ada hakim.

Ta’bir :

" Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
(Maktabah al-Irshad, 2008) Juz. 5, 282

% Mansur Bin Yunus Bin Idris al-Bahuti al-Hanbali al-Misri, Kashshaf al-Qana’ ‘an Matni al-
Igna’, (‘Alam al-Kutub,1983), Juz 2, 1051.
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a). Hashiyata al-Qalyubi, Juz 1, 164, Juz 3, 110.

Al o e o awail laill @l gl bayd o) Jad
DLlld) aa¥ byl o Gl ol (Vg) 4y
Al 400 48 SU 3kl s (addl e ol
sl ¢ oalall Jd 5 adle Cagdgall 5 a5l S8
cagle Cagdgall ) Cadl gl Cagdsall b L) o e
YA e pe bl Gl BN 5okl g o dlad 4
il S o) J& o) 4 sl claaal) ol
AINE (s e ol ASIAY B 6 e dea Sl
il gl olilea () 5 ¢ Aluxi ) Jiy cellall Ll )
Dbl daysg) Al N cadde Ca@gall
e o) s (Capuadll L) olaY) g Y 5 Alaal)
Aol o uie s ade auill SY 4l

o Lelal

b). Bughyah al-Mustarshidin, Juz.1, 362.
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Ta’bir dari kitab hashiyah qalyubi menjelaskan,
bahwasanya yang boleh menjadi nazir atas barang waqaf

adalah seseorang yang disebutkan oleh wagqif ketika akad

* Shihabuddib Ahmad Bin Ahmad al-Qolyubi dan Shibuddin Ahmad al-Barlisi “Amirah,
Hashiyata al-Qalyubi wa ‘Amirah Ala Sharhi al-Mahalli. (Matba’ah Mustafa al-Halabi, 1956)
Juz 1, Hal. 164 dan Juz 3, 110.

82 Abdurrahman Ba ‘Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin fi Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah min
al-Ulama’ al-Muta’akhirin, (Dar al-fikr, 2011) Juz.1, 362.
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waqaf, baik nazir itu dirinya sendiri, atau orang lain yang
dimaksud oleh wagqif. Kalau waqif tidak mensyaratkan
seseorang menjadi nazir, maka yang menjadi nazir adalah
gadi/hakim wilayah tersebut, lalu orang-orang shalih

daerah tersebut.

32). Bolehkah salah satu wakif tersebut mengangkat dirinya sendiri

sebagai nadzir jika dia memang ahlinya?

Hukum : Boleh jika hal tersebut tertuang dalam syarat wakaf,

jika tidak ada , maka tidak boleh, karena secara hukum fiqih

sudah ada nadlir secara automatis yang telah ditetapkan, baik

‘am (hakim) maupun khas (orang yang dipercaya/ditentukan

waqif ketika shighat wakaf) sebagaimana urutan nadlir di atas.

Ta’bir :

a).

al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 15, Hal. 363.
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Uraian jawaban tersebut sudah sesuai dengan ta’bir kitab
al-Majmu’ di atas. Intinya seorang waqif boleh menjadi
nadzir atas barang waqafnya jika disebutkan dalam
syarat. Kalau tidak ada syarat dalam sighat wagaf, maka
hak nazr jatuh pada hakim/qadli sebagaimana uraian
jawaban pada masalah nomor. 31.
33). Bolehkah masyarakat dan musafir memanfaatkan fasilitas

masjid tersebut ?

Hukum : Boleh jika ada qarinah fasilitas tersebut digunakan

untuk umum.

Ta’bir :

a). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 1, Hal.69.
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¥ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmi’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 15, Hal. 363.
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b). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 3, 202.
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% Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-
Arabiyyah, Juz 1, Hal.69.
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Kedua ta’bir dari kitab /’anah di atas menunjukkan
bahwasanya pemanfaatan fasilitas masjid tersebut
tergantung dengan syarat ketika waqaf. Apabila waqafnya
bersifat mujmal (global), maka yang berlaku wrf’
(kebiasaan dan tradisi setempat), karena  wrf
kedudukannya sama dengan syarat waqif. Di samping itu
juga perlu memperhatikan adanya garinah (hal-hal yang
menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas masjid
tersebut diperuntukkan semua manusia, dan tidak seorang
faqih pun yang inkar.
Masalah zakatnya galian apakah profesi ini termasuk yang
wajib mengeluarkan zakat ?, dan siapa yang wajib zakat ?
Hukum : Wajib zakat jika mencapai nisab dan haul. Yang
berkewajiban zakat: a. Pembeli/penyewa. b. Petani dengan
rincian: sebagai berikut : jika memenuhi syarat harta dagangan/
“urudlu tijaroh maka hukumnya wajib zakat. Syarat -syarat

zakat tijaroh galian C-1. Tanah/ material yang diperjual belikan

8 bid, Juz 3, 202.
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adalah hasil akad jual beli / sewa (bukan warisan, atau
pemberian), 2. Adanya niat untuk diperjual belikan.

Ta’bir :

a). Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib, Juz 5,

Hal.110.
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b). al-Muhazzab Fi Figh al-Imam Shafi’i, Juz 1, Hal. 159.
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8 Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib,
Dar al-Kitab al-Islami, 2010, Juz 5, Hal.250. Juga Juz 5, Hal.110.
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Uraian dan rincian jawaban tersebut sudah sesuai dengan
keterangan kedua ta’bir kitab di atas. Intinya penghasilan
dari profesi galian C juga diwajibkan zakat, apabila tanah
galian tersebut diper-jualbeli-kan, karena sama halnya
dengan harta t/jarah. Adapun yang wajib bayar zakat
adalah orang yang menyewa/membeli tanah.
35). Apakah pemilik dump truck diatas juga wajib zakat ?.

Hukum : Ya, wajib zakat.

Ta’bir :

a). Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar,174.
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87 Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Shairozi, a/-Muhazzab Fi Figh al-
Imam Shafti’i, Dar al-Fikri, Beirut, Juz 1, Hal. 159.
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b). al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, Juz 3, 293.
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Menurut keterangan kitab al-figh al-Islami di atas, bahwa
semua harta yang tumbuh dan berkembang itu wajib
dibayarkan zakatnya, walaupun tidak ada nas al-Qur’an
dan al-Hadits, ataupun pendapat fighnya. Bukan hakikat
barangnya yang wajib dizakati (misalnya: pabrik, kapal,
pesawat), akan tetapi penghasilan dari barang-barang
tersebut yang wajib dizakati.

36). Termasuk akad apakah orang yang beraqiqah dengan cara pesan

dan tidak tahu prosesnya serta hanya menyerahkan uangnya ?.

¥ Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, Kifayah al-Akhyar fi Halli
Ghayah al-Ikhtisar, Dar al-Minhaj, 2008, Hal.174.
% Wahbah Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, (Dar al-Fikr, Beirut) Juz 3, 293.
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Hukum : Jika dalam penyerahan uang terdapat akad perwakilan

maka termasuk akad wakalah.

Ta’bir :

a).

Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 2, 380-381.
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Menurut keterangan kitab /’anat al-Talibin, mewakilkan
seseorang untuk membeli hewan ternak (onta, sapi,
kerbau, kambing) dan untuk disembelih di daerah (negara)
lain atas nama aqiqah, hukumnya boleh dan sah (karena
termasuk akad wakalah), walaupun yang aqiqah tidak

hadir di tempat.

37). Sahkah Aqiqoh dengan paket jadi?

Hukum : Sah.

Ta’bir :

% Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-

Arabiyyah, Juz 2, Hal.335.
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Hashiyata al-Qalyubi, Juz 4, 353.
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Menurut keterangan kitab Hashiyvata (Qalyubi, hukum
penyembelihan aqiqah sama dengan penyembelihan
qurban, disyaratkannya niat. Jika seorang yang aqiqah
telah berniat ketika pasrah kepada waki/ (orang yang

dipasrahi), untuk membeli dan sekaligus menyembelih

1" Shihabuddib Ahmad Bin Ahmad al-Qolyubi dan Shibuddin Ahmad al-Barlisi “Amirah,
Hashiyata al-Qalyubi wa ‘Amirah Ala Sharhi al-Mahalli. (Matba’ah Mustafa al-Halabi, 1956).

Juz 4, 353.
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hewan tersebut, maka cukup dan sah. Hal ini juga sesuai
dengan keterang kitab [’anat al-Talibin sebagaimana
ta’bir pada masalah nomor: 36 di atas.
38). Siapa yang dimaksud Imam/ hakim dalam pembentukan badan

amil zakat ?

Hukum : Imam adalah pemimpin tertinggi negara yang

mempunyai kewenangan terbesar ( Presiden).

Ta’bir :

a). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 19, 191.
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Yang dimaksud [/mam sesuai dengan pertanyaan/
permasalahan di atas adalah pemimpin tertinggi dalam
satu  kedaulatan dan pemerintahan, sebagaimana
keterangan kitab a/-Majmu’. Karena istilah “a/-Imamah,
al-Khalifah, Imarat al-mu’minin” memiliki arti yang

sama, yaitu pemimpin tertinggi dalam segala urusan

%2 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 19, Hal. 191.
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(dunia dan agama). Termasuk imam yang berhak
membentuk panitia amil zakat.

39). Bolehkah membentuk panitia zakat tanpa ada surat
pengangkatan dari imam atau na’ibul imam (dalam masalah
zakat) dan bolehkan panitia tersebut menerima zakat atas nama
amil ?

Hukum : Pada prinsipnya, figh memperbolehkan masyarakat
untuk membuat kepanitian zakat seperti ini. Tetapi Panitia ini
belum bisa disebut amil zakat karena belum memperoleh
legalitas dari badan yang telah diberi kewenangan oleh presidan
(BAZ).

Ta’bir :

a). Hashiyah al-Jamal ‘ala Sharh al-Manhaj, Juz 10, 625.

358 ada yiig 432 4l ol alae V) Ayl o Jodll
o Jdsidls b LS ailals a8 Jo Lo 48 yoa
ey 48 (Aoh Laid 4d yoal Ao ada ydy i)
ada g 4 i peal Lo g 4 giall g Lia) aia
sl ol claall gl AaSEY) (e ddiat g Lo 10 3 ga
Lo jidiy 5 48 jeai 38 (S Y 5l Jaay ) e
Dgpally A e gl o)l Alse 5l aly Al
i 4 B LAl ol Al o LU 1y Gl
lisiil g 48 Slidls o oliasl) clid S =y a9 5 <l
CadiclS LUS gl agin aSal s Gulill G () 5 48




231

ah iS55 4 clivly Gl adashy 1IN 8 elle
BUS S Jolg

b). Hashiyah al-Jamal ‘ala Sharh al-Manhaj, Juz 10, 625.
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Istilah amil zakat, oleh peserta bahtsul masail dalam
permasalahan ini dikategorikan sebagai al-mutawalli
(pemimpin yang memiliki wilayah kekuasaan) yang
diangkat oleh pemimpin tertinggi (presiden). Oleh
karenanya panitia zakat belum bisa disebut amil zakat
kalau tidak diangkat pemimpin wilayah yang berwenang.
Panitia zakat hanya sebagai waki/ (orang yang dipasrahi

muzakki untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat

% Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-“ajili al-Ma’ruf bi al-Jamal, Hashiyah al-Jamal ‘ala Sharh
al-Manhaj, Dar a;-Kutub al-‘IImiyyah, Beirut Lebanon, Juz 10, Hal. 625.

% Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 6, Hal. 165.
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kepada asnaf nya, sebagaimana keterangan dari kitab
Hashiyat al-Jamal, juz.10, 625.
40). Bagaimana hukum mengganti pelakasanaan ibadah hajinya
orang yang masih hidup ?.
Hukum : Boleh, dengan syarat orang yang mewakilkan hajinya
benar-benar tidak mampu berdasarkan rekomendasi dua dokter,
dan yang menggantikan (wakilnya) sudah haji dan mendapat
izin dari yang digantikan.
Ta’bir :
a). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 7, Hal. 116.
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b). Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib, Juz 1, 450.
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c). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 7, Hal. 118.

% Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 7, Hal. 116.

% zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib i Sharhi Raudlatu al-Talib,
Dar al-Kitab al-Islami, 2010, Juz 1, 450.
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Berdasarkan uraian jawaban di atas boleh menggantikan
pelaksanaan ibadah haji orang yang masih hidup dengan syarat:
pertama, orang tersebut dalam kondisi sakit yang tidak bisa
diharapkan sembuhnya berdasarkan keterangan dua orang yang
ahli dan adil, dokter (a/-Majmu’ dan Asna al-Matalib), kedua;
Orang yang menggantikan sudah pernah melaksanakan haji (a/-
Majmu’, juz. 7, 118).

41). Bagaimana hukum mengganti pelaksanaan ibadah hajinya orang
yang sudah meninggal dengan tanpa wasiat ?
Hukum : Wajib jika si mayit pada masa hidupnya sudah
berkewajiban haji dan memungkinkan untuk berangkat haji.
Ta’bir :
a). Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib, Juz 1,

Hal.450

7 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmiu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 7, Hal. 117.
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Berdasarkan  keterangan  kitab = Asna  al-Matalib

menggantikan pelaksanaan ibadah hajinya orang yang
sudah meninggal hukumnya sah apabila si mayit tidak
meninggalkan harta kekayaan, dan tidak sah apabila
ibadah hajinya sunnah dansi mayit tidak wasiat, serta
wajib jika mayit meninggalkan harta dan semasa
hidupnya dia sudah kewajiban haji, namun belum
melaksanakannya walaupun si mayit tidak wasiat.

42). Bagaimana hukum panitia zakat mencampur beras zakat yang

kemungkinan kembali kepada muzakki ?

% Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib i Sharhi Raudlatu al-Talib,
Dar al-Kitab al-Islami, 2010, Juz 1, Hal.450
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Hukum : Jika panitia adalah amil/ maka boleh. Jika bukan amil
tidak boleh.

Ta’bir :

a). al-Umm, Dar al-Wafa’ 2001, Juz 2, 77.
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Berdasarkan keterangan kitab a/-Umm di atas, panitia
zakat tidak boleh mencampur beras zakat yang
kemungkinan kembali pada dirinya sendiri sebagai
muzakki, karena panitia zakat dalam hal ini bukan sebagai

bagian asnafyang berhak menerima zakat.
43). Bolehkah panitia zakat menerima bagian atas nama amil zakat?
Hukum : Tidak boleh karena panitia tersebut bukan amil

syar’an, tetapi hanya sebatas relawan zakat.

%" Abu Abdillah Muhammad Bin Idris al-Shafi’i, a/-Umm, Dar al-Wafa’ 2001, Juz 2, Hal.77.
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Ta’bir :
a). Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib, Juz 1, 401.
U\Mﬁjaﬁ\jmucjd\f\@&jkmhy

L sagsaeldll Jde Ld gaiu ¥ le e Jae (e
10 4a8 0 ol g 2

Menurut keterangan Asna al-Matalib di atas, seorang amil
zakat boleh dan berhak menerima harta zakat yang
dihimpun apabila tidak ada relawan. Sebaliknya relawan
(panitia zakat) tidak boleh dan tidak berhak atas harta
zakat, karena dia bukan amil zakat.

Jika tidak boleh bagaimana solusinya ?

Solusinya: Berdasarkan undang-undang zakat (UU No
13/2014) dan keputusan MUNAS Alim Ulama PBNU
2017 di Lombok NTB, yang menyatakan bahwa
LAZISNU sudah tergolong dalam Amil Zakat maka
semua  kepanitian  zakat di  tingkat  bawah
(Masjid/Mushalla)  diharapkan  bergabung  dengan
LAZISNU di wilayah masing-masing, agar kepanitiaan

ini bisa disebut sebagai amil zakat secara syar’an.

1% 7akariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib i Sharhi Raudlatu al-Talib,
Dar al-Kitab al-Islami, 2010, Juz 1, Hal.401.
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44). Apakah sikap mudin yang enggan menikahkan wanita yg di

tinggal pergi suami selama enam tahun, dan wanita tersebut

baru mengurus surat cerai ke pengadilan dan surat cerai belum

keluar karena dalam surat masa iddah belum habis padahal

tanggal pernikahan sudah terlanjur ditetapkan bisa dibenarkan

menurut syari’at ?.

Hukum : Ya dibenarkan.

Ta’bir :

a).

al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 18, Hal. 155
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b). Bughyah al-Mustarshidi, Juz.1, 155.
A o e Y e aaia sa g jaa ol U
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Berdasarkan gaw/ gadim imam Syafi’i seorang wanita
yang ditinggal suaminya selama empat tahun dan tidak
ada khabar suami tersebut dihukumi sudah meninggal,
dan setelah melaksanakan iddah meninggal, dia boleh
menikah dan tidak ada alasan seseorang menghalangi
pernikahannya (termasuk mudin). Namun menurut gaw/
Jjadid Imam Syafi’i (qgawl sahih) wanita tersebut tidak
boleh fasakh nikah, harus bersabar menunggu hingga

diketahui pasti kematiannya, baru dia iddah kemudian

%" Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 18, Hal. 155

192 Abdurrahman Ba ‘Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin i Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah
min al-Ulama’ al-Muta’akhirin, (Dar al-fikr, 2011) Juz.1, 155.



239

menikah. Sebagaimana keterangan kitab a/-Majmu’ di
atas. Beda halnya dengan keterangan kitab Bughyah,
yaitu: seorang wanita boleh faskh nikah jika selama tiga
hari suami tidak memberikan nafkah, dan wanita tersebut
sulit mendapatkannya dari suami, baik suami di rumah
atau dalam bepergian.

45). Apakah masih wajib bagi Mukidi untuk melaksanakan ibadah
haji ?, dulu ketika muda kaya raya namun belum sempat
melaksanakan haji, dan sekarang dia kena musibah usahanya
bangkrut dan jatuh miskin.

Hukum : Masih wajib.
Ta’bir :
a). al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Juz 4, Hal. 61.
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Berdasarkan keterangan kitab a/-Fatawi di atas, maka
Mukidi masih berkewajiban haji jika dia mampu. Karena barang
siapa yang mampu berhaji, tapi tidak berhaji, kemudian dia
jatuh miskin dan fakir, maka keawajiban tersebut masih dalam
tanggungannya.
46). Bolehkah melaksanakan badal haji untuk kasus di atas ?.
Hukum : Boleh.
Ta’bir :
a). Sahih Muslim Bi Sharh al-Nawawi:
Cudll e syla mall G Al Gl seealls
pabe ol JNels 45 ga peglall salalls
o asall b Cnalal) sl agmade dillas e

Linas Cidlial s il y o gl Guanll i Gl
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Menurut Jumhur Ulama’ badal haji boleh untuk orang

yang meninggal dan orang sakit yang tidak bisa

195 Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, a/-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Fatawi
ibn Hajar al-Haitami, Dar al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt,Juz 4, Hal. 61.

% Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, Sahih Muslim Bi Sharh al-Nawawi,
Bait al-Afkar al-Dauliyyabh, tt.
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diharapkan sembuhnya. Pendapat ini dinukil dalam Sahih
Muslim bi Sharh al-Nawawi.

47). Apakah ucapan selamat hari raya agama lain seperti ucapan
selamat natal dan tahun baru menjadikan kufur (Membatalkan
Syahadat) ?.

Hukum : Tafshil : (1). Berdampak kufur jika meyakini
kebenaran aqidah mereka. (2). Berdampak haram jika tidak
meyakini kebenaran aqidah mereka hanya sekedar ucapan
(tahni’ah) jika tidak ada unsur hajat. (3). Boleh
mengucapkannya jika ada tuntutan, karena keadaan darurat dan
demi kemaslahatan asal tidak meyakini kebenaran aqidah
mereka. Misalnya dia public figure, relasi bisnis, tetangga
rumabh, relasi dinas dll.
Ta’bir :
a). al-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib, Juz 1, 1124.
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b). Barigah Mahmudiyyah fi sharhi Tarigah Muhammadiyyah

wa shari’ah Nabawiyyah fi sirati Ahmadiyyah, Juz 2.
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c). Hashiyah al-Bujairimi ‘ala Sharhi al-Manhaj, Juz 12, 196.

Lo dads ol (paolel 8 JUSH G315 e ) ¢ 4l 58
107 a1 138 5 aa e o gy (8 4l

d). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 19, 415.
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' Fakhruddin al-Razi, al-Tafiir al-Kabir Mafatih al-Ghaib, Dar al-Fikr, 1981, Juz 1, Hal. 1124.

1% Muhammad Abu Said al-Khadimi al-Hanafi, Barigah Mahmidiyyah fi sharhi Tarigah
Muhammadiyyah wa shari’ah Nabawiyyah fi sirati Ahmadiyyah, Matba’ah al-Halabiy, 2010, Juz
2.
17 Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, Hashiyah al-Bujairimi ‘ala

Sharhi al-Manhaj, (al-Maktabah al-Islamiyah, Turki, 1950), Juz 12, 196.
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f).  Ahkam ahli al-Dhimmabh, Juz 1, 161.
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Keterangan dari keenam sumber kitab di atas sama,

sebagaimana rincian jawaban yang telah diuraikan. Ada

1% Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 19, 415.

' Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusiy al-Baghdadi, Ruh al-Ma’ani, (Dar al-Kutub,
Beirut, Lebanon, tt), Juz 2, 477.

"% Muhammad Bin Abu Bakar Bin Ayyub Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ahkam ahli al-Dhimmah,
(Ramadi li al-Nashr al-Dimam, 1997) Juz 1, 161.
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sedikit yang berbeda dari keterangan kitab Barigah
mahmudiyah, menurut kitab ini, mengagungkan dan
menghormati seseorang yang layak dihormati dan
diagungkan hukumnya sunnah, walaupun orang tersebut
kafir. Bahkan mengucapkan salam kepada kafir pun boleh,
asal bukan untuk mengagungkan akan tetapi untuk
kemaslahatan dan untuk menunjukkan kebaikan ajaran
Islam.
48). Apakah menggunakan atribut agama lain seperti atribut natal

juga berdampak kufur ?.

Hukum : Atribut natal (baju dan topi sinterklas, serta pohon

natal) merukapan  identitas agama  kristen, maka

menggunakannya adalah haram dan berdampak kufur,

Ta’bir :

a). al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Juz 4, 238.
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b). Tuhfah al-Habib ‘ala Sharhi al-Khatib, Juz 5, 183
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""" Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, a/-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Fatawi
ibn Hajar al-Haitami, Dar al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt, Juz 4, 238.

"2 Sylaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, TuAfah al-Habib ‘ala Sharhi al-
Khatib, Dar al-Fikr, 2007. Juz 5, Hal. 183
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Ta’bir kitab a/-Fatawi di atas menerangkan. Apabila
seseorang memakai pakaian yang menyerupai orang-orang
kafir dan  dia ikut mensyiarkan atribut kekufuran

tersebut, maka dia menjadi kafir.

49). Bagaimana hukum memeriahkan dan menyemarakkan tahun
baru dengan meniup trompet dan menyalakan kembang api ?.
Hukum : Dosa besar.

Ta’bir :
a). al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Juz 4, Hal. 328.
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Berdasarkan ta’bir kitab al-Fatawi al-Kubra di atas,
siapapaun yang melakukan hal di atas dengan tujuan
menyerupai mereka dalam syiar identitas kekufuran, maka
dia menjadi kafir. Apabila dalam batas mensyiarkan

identitas hari raya mereka, dia tidak kafir, tapi berdosa

besar atas perbuatan tersebut.

'3 Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, a/-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Fatawi
ibn Hajar al-Haitami, Dar al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt,Juz 4, Hal. 328.
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50). Bolehkah Pria yang sudah terlanjur dewasa tidak mau berkhitan
karena alasan takut dan berbagai alasan lainya sehingga ajal
menjemput tetap tidak berkhitan?.

Hukum : Boleh , Jika pria tersebut dikhitan akan berdampak
kerusakan tubuh.

Ta’bir :

a). Raudah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin , Juz 4, Hal. 95.

DSl LS (e a4l (e g 3l Canlia JU
4 Gl G dd yueall (g0
Kitab ini (Rawdat al-Talibin) menegaskan larangan
mengkhitan seorang laki-laki dewasa, jika dikhawatirkan
terjadinya kerusakan.
51). Bagaimana status shalatnya orang yang tidak berkhitan, dan
apakah wajib qadla' ?
Hukum : Sebelum 7 tahun shalatnya sah dan setelahnya hukum
Shalat pria tersebut sah seperti shalatnya faqid al-Tahurain.
Dan jika sudah meniggal maka tidak wajib diqadla’.
Ta’bir :
a). al-Hawi al-Kabir, Juz 13, 433
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"% Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, Raudah al-Talibin wa ‘Umdah al-
Muftin, Dar ‘Alam al-Maktabat, 2008, Juz 4, Hal. 95.



248

Al usjj\ 35y agll) 5L 8 sy () sy
e G5 G5 s lall 5 5 jlehally 48 2k
ale i'"..‘héﬁubﬂ‘ﬂ—%)lm @i o (i
4.1\5.4\;_11_6.3\ dj\‘_g\ m;;yj ‘mf_gm
cds gl LAy usjwcuﬁu;)s ¥
250

4G

°

E

j\ ); bJ.a.u U“‘ u\.a}\ uﬁ )MJ ‘}[\ t_\lé_!\)“

115 t }
Sl 135 ) 5358 pd
b). Hashiyah al-Jamal ‘ala Sharh al-Manhaj, Juz 1, Hal. 161.
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Uraian jawaban di atas sesuai dengan ta’bir dua kitab ( a/-
Hawi al-Kabir dan Hashiyat al-Jamal ) di atas.
Bahwasanya orang yang meninggal dan belum sempat
khitan, maka shalat yang telah dilakukan tidakalah wajib
digadla’ termasuk oleh ahli warisnya. Karena dia

dihukumi sama dengan faqid al-tahurain.

"5 Abu al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib al-Mawardi al-Basri, a/-Hawi al-Kabir Fi Figh
Madhhab al-Imam al-Shafi’iy , (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994) Juz 13, 433.

"¢ Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-“ajili al-Ma’ruf bi al-Jamal, Hashiyah al-Jamal ‘ala Sharh
al-Manhaj, Dar a;-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut Lebanon, Juz 1, Hal. 161.
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52). Bagaimana status jenazah pria tersebut (belum khitan) yg
terlanjur sudah di makamkan dan anggota yang ada di bawah
Qulfah (kulit yang membungkus hashafah)?.

Hukum : Tidak wajib digali kembali.
Ta’bir :
a). Nihayah al-Zain Fi Irshad al-Mubtadi’in, 38.
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Berdasarkan keterangan kitab Nihayat al-Zain, Orang
yang belum khitan meninggal, dan kesulitan untuk membasuh
anggota najis yang ada di bawah qulfah, maka dia boleh
dimakmkan tanpa dishalati terlebih dahulu, atau anggota mayit
yang dibawa qulfah tersebut ditayamumi lebih dulu,kemudian
dishalati. Sehingga mayit tersebut kalau sudah terlanjur
dimakamkan, tidak perlu digali kembali, walaupun anggota di
bawah qulfah belum terbasuh atau ditayamumi.

53). Bagaimana hukumnya mengumpulkan antara laki-laki dan

perempuan ?

17 Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain Fi Irshad al-Mubtadi’in, Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2002, Hal.38.
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Hukum : Hukumnya diperbolehkan selama tidak menimbulkan
fitnah dan ikAtilat.
Ta’bir :
a). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 1, Hal 272.
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b). al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Juz 1, 201.
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'8 Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-
Arabiyyah, Juz 1, Hal 272.
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c). al-Zawajir ‘An Iqtiraf al-Kaba’ir, Juz 1, 331.
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Menurut keterangan dua kitab (Hashiyat I’anat al-Talibin dan
al-Fatawi al-Fighiyyah) di atas, berkumpulnya kaum laki dan
perempuan dalam satu tempat hukumnya makruh, kalau sampai
terjadi ikhtilat (bercampurnya) laki dan perempuan hingga
bersentuhan kulit mereka menjadi haram. Dan wajib mencegah
wanita menghadiri masjid untuk shalat atau majlis ta’lim,
kecuali jika aman dari fitnah.

54). Apakah ucapan si bapak tersebut (Jika kamu jual tanah tersebut
maka nanti ketika aku meninggal kamu sudah tidak berhak
mendapat warisan) dapat menggugurkan warisan si anak?.
Hukum : Tidak bisa menggugurkan warisan.

Ta’bir :

a). Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar, Juz 2, 33.

"9 Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, a/-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Fatawi
ibn Hajar al-Haitami, Dar al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt, Juz 1, 201.

120 Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, a/-Zawajir ‘An Iqtiraf al-Kaba’ir, Dar
al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt, Juz 1, 331.
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b). Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar, Juz 2, 34.
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¢). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 6, 405.
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2 Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, Kifayah al-Akhyar fi Halli
Ghayah al-Ikhtisar, Dar al-Minhaj, 2008, Juz 2, 33.
122 1bid, Juz 2, 34.
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Berdasarkan ta’bir kitab Kifayat al-Akhyar di atas, maka

ucapan si mayit tidak bisa menggugurkan hak ahli waris
atas harta warisan, karena wasiat kepada ahli waris
dihukumi tidak sah, berdasarkan hadits riwayat al-
Tirmidzi.
2.  Ada 16 Permasalahan figh yang hukumnya diputuskan dengan
metode ilhaqi, yaitu :
1) Bagaimana hukum shalatnya ma’mum masbuq yang imamnya
batal kemudian diganti salah satu ma’mum?,
Hukum : Shalatnya sah.
Ta’bir :
a). Hawashi Tuhfat al-Minhaj Bi Sharh al-Minhaj, Juz 8, 392.
4\.&52)1\ JJJ\L’S\‘))(.\LAY\ (-a)A\.AS\ Lﬁ\ (45).3\ u\j)
ol 51a8 G5 ¢ Lgga) 585 Leald (e 430 s (] (
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5 usjl\ f u\ MREIR @ 5 Lay cha‘ﬂ\
usjl\ dLA)SJMJSJLA.\J 4.5;3&’;1\ b UJS-‘
Jaad (a aa L L) Il dad; 10y il

' Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 6, 405.
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Ta’bir kitab Tuhfat al-Minhaj yang bergaris bawa diatas,
menyatakan bahwa seorang makmum dianggap mendapatkan
rakaat sempurna apabila dia mendapati imam dalam keadaan
ruku’ dengan sempurna, baik imam tersebut dapat
menyempurnakan rakaat shalat ataupun setelah ruku’ dia
(imam) hadats atau batal shalatnya. Hadatsnya imam yang baru
datang tidak berpengaruh terhadap shalatnya makmum
tersebut, diagnti imam atau tidak.

2) Dengan menabung di bank, apakah menjadikan kita wajib

melaksanakan ibadah haji ?,

124 Ibnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamid al-Sharwani dan Ibnu Qasim al-‘Ubadi, Hawashi Tuhfah
al-Minhaj Bi Sharh al-Minhaj, al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1938, Juz 8, Hal. 392.
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Hukum : Tidak/belum, karena masih belum sepenuhnya

dikategorikan istita’ah (mampu).

Ta’bir :

a).

b).

Mughni al-Muhtaj Juz.5, 399.

(‘u;\)s\jabs\)w;au(wsy“J
j\utsyu(mucuimu)dJﬂ\j /

z

caJ\ASJJJAS‘_A\.u&Je\GAJYU\S;\HcJWA

Lgﬁ)ug(})wautsw\j ax_dau&égu\
S (45 4ad 5hs S8 alle Ga ) 43K o (

125 | M
Kitab Mughni al-Muhtaj di atas menerangkan seseorang
bisa dikatakan istita’ah (mampu) apabila saku dan biaya
kendaraan sudah melebihi dari tanggungan hutangnya
baik kepada sesama atau hutangnya kepada Allah, seperti
nadzar atau kafarat.Terkait dengan orang yang belum
mampu haji tapi melaksanakan ibadah tersebut, kitab
Tuhfatul Muhtaj menjelaskan bahwa sah hajinya orang
yang fakir tersebut.

Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, Juz 14, 247.

125 Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazi al-Minhaj, Dar al-Ma’rifah,

1997, Juz.5, 399.
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3)  Hukum uang tabungan yang sudah cukup dibuat daftar haji, lalu
dipergunakannya untuk hajat dan kebutuhan lain.
Hukum : Boleh tapi makruh.
Ta’bir :
a). Mughni al-Muhtaj, juz.5, 415.
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Sebagaimana orang tersebut masih mempunyai
tanggungan kewajiban haji, karena dianggap sudah
istita’ah (mampu), maka apabila harta (uang tabungan)
itu dialihkan untuk kepentingan yang lain, maka

hukumnya makruh.

126 Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj,
(al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir 1983) Juz 14, 247.

27 Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazi al-Minhaj, Dar al-Ma’rifah,
1997, Juz.5, 415.
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4) Bagaimana hukum mendirikan masjid di tanah waqaf untuk
pendidikan seperti tanah waqaf pondok pesantren?.
Hukum : Tidak boleh karena wagqif (orang yang wakaf), sudah
menentukan syarat wakafnya untuk pondok pesantren.
Ta’bir :
a). Bughyah al-Mustarshidin , Juz.1 hal. 130.
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128 Abdurrahman Ba “Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin fi Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah min
al-Ulama’ al-Muta’akhirin, Dar al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 130.
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Menurut keterangan kitab Bughyat al-Mustarshidin,
mengubah kandungan waqaf, sehingga tidak sesuai
dengan sighat ketika waqaf tidak diperkenankan.
Sebgaimana tidak diperkenankan mengubah waqaf
masjid untuk sarana pendidikan dan lainnya, demikian
juga mendirikan masjid di tanah waqaf untuk pendidikan
seperti tanah waqaf pondok pesantren juga tidak boleh.
5) Bagaimana hukum menjadikan sebagian besar daging kurban
untuk hajatan seorang tokoh (mudin) ?,
Hukum : Tafsil, jika qurban wajib maka harus disedekahkan
semuanya, jika qurban sunnah maka boleh dengan seizin
Mudahhi (orang yang berkorban).
Ta’bir :
a). al-Muhazzab Fi Figh al-Imam Shafi’i, juz 1, 350.
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b). Hashiyah al-Bajuri, Juz 1. Hal. 387.
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12 Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Shairozi, a/-Muhazzab Fi Figh al-
Imam Shafti’i, Dar al-Fikri, Beirut, Juz 1, 350.
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c). Hashiyah al-Bujairimi ‘ala Sharhi al-Manhaj, Juz 4, 295.
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d). Hashiyata al-Qalyubi Juz 16, 131.
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¢). Tuhfah al-Habib ‘Ala Sharh al-Khatib, Juz 13, 244.
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10 Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad al-Bajuri, Hashiyah al-Bajuri, Dar al-Minhaj, Jeddah al-
Saudiyyah, tt, Juz 1. Hal. 387.

1 Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, Hashiyah al-Bujairimi ‘ala Sharhi
al-Manhaj, Matba’ah al-Halabi, 1950, Juz 4, 295.

32 Shihabuddib Ahmad Bin Ahmad al-Qolyubi dan Shibuddin Ahmad al-Barlisi “Amirah,
Hashiyata al-Qalyubi wa ‘Amirah Ala Sharhi al-Mahalli. (Matba’ah Mustafa al-Halabi, 1956).
Juz 16, 131.

'3 Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Shafi.iy al-Bujairimiy, Hashiyah al-Bujairimiy ‘Ala al-
Khatib, Tuhfah al-Habib ‘Ala Sharh al-Khatib, (al-Maktabah al-Wagqfiyyah), 2007, Juz 13, 244.
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Dalam keterangan kitab Hashiyat al-Bajuri, disebutkan
bahwasanya hal yang boleh diwakilkan adalah bukan jenis
ibadah badaniyah, kecuali haji dan membagikan zakat,
termasuk penyembelihan qurban. Artinya seorang waki/ (yang
dipasrahi) tidak diperkenankan mengambil dan mentasarrufkan
daging kurban kecuali sesuai dengan yang ditentukan oleh
mudahhi.

6)  Bagaimana hukum menjual kulit dan tanduk sapi qurban seperti
diatas ?
Hukum : Hukum menjual hewan qurban itu tidak boleh bahkan
sampai kulit, tanduk, dan bulunya.
Ta’bir :
a). Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar, Juz 2, 242.
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Dalam kitab Kifayat al-Akhyar tersebut di atas dijelaskan,

bahwasanya hewan qurban itu diambil kemanfaatannya, oleh

" Tagiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Hisni, Kifayah al-Akhyar fi Halli
Ghayah al-Ikhtisar, Dar al-Minhaj, 2008, Juz 2 Hal.242.
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karena itu tidak boleh menjual daging qurban bahkan kulitnya
sekalipun. Tanduk hukumnya sama dengan kulit.

7)  Bolehkah menjual kulit sapi kurban yang sudah dipesan
sebelum disembelih seperti di atas ?,
Hukum : Tidak boleh. Karena hukum kulit sapi belum dapat
dimiliki.
Ta’bir :
a). al-Muhazzab Fi Figh al-Imam Shafi’i, Juz 2, Hal. 12.
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Dalam kitab al-Muhadhab di atas dijelaskan, bahwasanya tidak
boleh menjual sesuatu yang bukan dan belum milik tetapnya,
kecuali dia telah menerimanya sebagai milik tetap. Demikian

halnya dengan kulit sapi qurban yang belum disembelih dan

'35 Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Shairozi, a/-Muhazzab Fi Figh al-
Imam Shafti’i, Dar al-Fikri, Beirut, Juz 2, Hal. 12.
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belum dibagikan, bagi wakil (orang yang dipasrahi) tidak boleh
mnjualnya.

8)  Sahkah aqiqah pada warung yang menyediakan jasa aqiqah ?,
Hukum : sah, jika prakteknya sesuai dengan prosedur aqiqah.
Ta’bir :

a). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 2, 380-381.
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b). Fatawi al-Sheikh Muhammad Ibn Sulaiman al-Kurdi

13 Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-
Arabiyyah, Juz 2, 380-381.
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Dalam kitab /’anat al-Talibin di atas, dijelaskan bahwa aqiqah
dalam beberapa hukumnya di-i/hag-kan dengan qurban. Artinya
sebagaimana bolehnya seseorang pasrah wakil pada orang lain
untuk membeli dan menyembelih qurban, demikian halnya
pesan agiqah kepada warung yang menyediakan jasa aqiqah
(sah hukumnya).

9) Lebih baik mana cara penyembelihan dengan cara tradisional
atau pembiusan ?.
Hukum : Lebih baik dengan cara tradisional.
Ta’bir :
a).  Sharh Sahih al-Bukhari li Ibn al-Battal, Juz 5, 428.
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137 Muhammad Bin Sulaiman al-Qurdi, Fatawi al-Sheikh Muhammad Ibn Sulaiman al-Kurdi, al-
Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, tt
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b). Tuhfah al-Ahwadhi Sharh Jami’ al-Tirmidhiy, Juz 4, 553.
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138 Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik Ibn al-Battal, Sharh Sahih al-Bukhari Ii Ibn al-
Battal, (Maktabah al-Rushd, 2008), Juz 5, 428.
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c). Faid al-Qadir Sharh al-Jami’ al-Saghir, Juz 2, Hal.245.
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d). al-Fatawi al-Islamiyyah Min Dar al-Ifta’ al-Misriyyabh,

Juz 10, 147.
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'3 Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarkafuriy, 7uhfah al-Ahwadhi Sharh
Jami’ al-Tirmidhiy, (Dar al-Fikr, 2008), Juz 4, 553.

0 Muhammad Abdu al-Ra’uf al-Manawi, Faid al-Qadir Sharh al-Jami’ al-Saghir, Dar al-
Ma’rifah,1971. Juz 2, Hal.245.
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Dari keempat ta’bir di atas, ditemukan kejelasan hukum,

bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita cara

penyembelihan hewan yang baik dan benar secara syar’i.

Artinya penyembelihan tradisional lebih baik dari pada

penyembelihan dengan pembiusan. Pembiusan diperbolehkan

dengan syarat: tidak ada unsur ta’dhib al-hayawan,
mempermainkan hewan.

10) Bagaimana figih menyikapi penggunaan lahan di atas sungai ?.
Hukum : hukumnya adalah 7afsi/ : Jika bangunan berbentuk
kepemilikan hukumnya tidak boleh, jika hanya irtifag maka
boleh.

Ta’bir :
a). Hawashi Tuhfah al-Minhaj bi Sharh al-Minhaj, Juz 6, 227.
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! Dar al-Ifta’ al-Misriyyah, a/-Fatawi al-Islamiyyah Min Dar al-Ifta’ al-Misriyyah, (al-Majlis al-
A’lali Shu’un al-Islamiyyah, Misr, 1993) Juz 10, 147.

2 Tbnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamid al-Sharwani dan Ibnu Qasim al-‘Ubadi, Hawashi Tuhfah
al-Minhaj Bi Sharh al-Minhaj, al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1938, Juz 6 Hal. 227.
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b).  Hashiyah al-Bujairimi ‘ala Sharhi al-Manhaj, Juz 3, Hal.

190.

Ll s (pleY) sl G 4 Y1) a8
3 el e el il Al A3ld Y LSS
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Berdasarkan keterangan kitab Hawashi Tuhfah al-Minhaj

dan Hashiyah al-Bujairimi di atas, pemanfaatan lahan di atas
sungai (misalnya membangun rumah) hukumnya tidak ada
larangan (boleh), dengan syarat: tidak menimbulkan bahaya bagi
orang lain, dan bukan untuk dimiliki. Karena seorang penguasa
(imam) pun tidak diperbolehkan memberi hak milik seseorang
pada sungai tersebut.

11) Bagaimana hukumnya pemerintah mengkomersilkan lahan
tersebut ?.
Hukum : Tidak boleh.
Ta’bir :
a). al-Hawi li al-Fatawi li al-Suyuti, Juz 1, 193.

pa Al (B sl z oAl (A 80 JUB
poalsall a ayyalls el cllay Y ) serdll

'3 Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, Hashiyah al-Bujairimi ‘ala Sharhi
al-Manhaj, Matba’ah al-Halabi, 1950, Juz 3, Hal. 190.
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Hukum lahan tersebut di atas (sungai) sama dengan
hukumnya jalan umum, tempat aliran air dan yang
sejenisnya, artinya tidak bisa dimiliki seseorang hanya
dengan 7hya’ (ngramut dan merawat).

12) Bagaimanakah hukum telor asin tersebut bila ditinjau dari
proses pembuatannya?, pengasinan dengan batu bata adalah
proses pembuatan bata yang kadang dicampur dengan kotoran
hewan ?,

Hukum : Hukumnya adalah Suci.
Ta’bir :
a). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2, 556.

Sl axls o ol ¢ ol AL ela Les 38 i
2 Ols ol Jue (S8 Jsn gk aal 5l aaS
¢ alall K 83 Lo i 3) 4ikily Jsll aaks

M Qi) 7 5 g sanall LS

Telor asin dengan proses pengasinannya sebagaimana di atas,
dihukumi suci. Hal ini sama dengan daging hewan yang

berlumuran darah, lalu di atas daging tersebut ditaburkan

!4 Abdurrahman Bin Abu Bakar al-Suyuti Jalaluddin, al-Hawi Ii al-Fatawi Ii al-Suyuti, (Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah), 2000, Juz 1, 193.

145 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab,
(Maktabah al-Irshad, 2008), Juz. 2, 556.



269

garam, garam tersebut meresap dalam daging itu, maka daging

itu menjadi suci dengan hilangnya darah. Hal ini juga sama

dengan biji atau daging yang dimasaka dengan air kencing,

maka daging itu suci, cukup dengan membasuh bagian luarnya

dengan air yang suci mencucikan, walaupun air kencing

tersebut masih terasa dari dalam daging.

13) Bagaimana hukum mengkonsumsi telor asin tersebut ?,

Hukum : Halal dikonsumsi.

Ta’bir :

a). Bughyah al-Mustarshidin, Juz.1 hal. 34.
Lialat i Lad cllaiad 13 5 jalkal) dad) (5 )
5 ledall 5 slaal) IS Auladl) ma¥) Glen s
GL\JLAA jjj &_IJ.\M \J\ Azl % oJ:\s':j e;ﬂls
N alld LS seas Lol JB&T 31 a5 5%
\J;\ (’Aﬂ‘ \JS)::),}G)W\ u;ha@cﬁuma
et A4S A g ad g caddl Jde jallad iy 3a
2 g ezl Ol b ol Caaliay 5L blSa

146 ) o Cipeaca 3G
Hukum telor asin oleh forum bahtsul masail disamakan dengan
hukum telor yang berubah dari asalnya (putih telor bercampur

dengan kuningnya) dan hukum daging yang berubah bau dan

aromanya, ketiganya dihukumi suci dan halal dikonsumsi.

146 Abdurrahman Ba ‘Alawiy, Bughyah al-Mustarshidin i Talkhisi fatawi Ba’di al-Aimmah min
al-Ulama’ al-Muta’akhirin, Dar al-fikr, 2011, Juz.1 hal. 34.
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14) Bagaimana hukumnya Biro jasa dalam banyak hal ?,
Hukum : bisa sah atau fasid (rusak/haram) tergantung syaratnya
terpenuhi atau tidak.
Ta’bir :
a). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 15, 119.

Jpasl Gl 6l 8 caldia) Aleall Y auadll
LS e 525 o ol Jualall 5y 8 Lellaiali ol )
834 Lila sUS Y s e 13) Loy gan 020
Abla g 4 iy Ley el )l g ASan g Al sha s alae
asdaall o lgina Lls VS diag o
S (s il e 35 (po 1l el Qi 5 ) 5ls

17 Y1 5a 138 5 o)3S ali 135

b). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, juz,15, 120.

Cdye M o HlaYL 4ic ¢ Laias U C"'QM (‘;1\_15\})
S a8 e sl A Jaall S e 2 Y
j\eh‘_ ?735"‘5‘ WPV SN EE ji@éc«\j j\ (Jlea
Ga 3 sl A Suay (ympe 4d LAl ol s
Y‘\_\SMSYLAJ\‘MG&M‘L\SMSY)oMﬁ
13 138 A e e o (e 0 sl i sms (Wl
aaali al Qe oY Gaia) sdn @ g

148 P

c). al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, juz, 5, 487.

dsirall O ol cailial o3l cole 3y
Aaiial 5a 4ile

'*7 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 15, Hal. 119.
* bid, Juz. 15, Hal. 120.
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el s adde 3 gixall O g1 (Jlae ) e 35
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d). al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, juz 5, 494.

Jae) e 5yl Jlel) e 5 jlay) HlSa]
o dlald 5 (LS agles Joo o aiad ) 2
gla Foal s g delua g (ire pan 9o ) das g
0 jide pals pald sl igle 5 Yoy

Berdasarkan keempat sumber di atas, forum bahtsul
masail meng-il/hag-kan hukum biro jasa dengan akad
ju’alah atau Jjjarah. Berdasarkan keterangan kitab al-
Majmu’, boleh dan sah akad ju’alah walaupun terhadap
pekerjaan yang belum jelas. Pendapat yang lain Biro jasa
dapat disamakan Jjjarah (menyewa seseorang untuk
dikasih upah) atas pekerjaan yang sudah ditentukan.
Bagaimana hukumnya mengunjungi wisata pantai yang banyak
mempertontonkan keindahan aurat, serta tempat-tempat wisata

seperti candi bila tempat itu masih digunakan acara ritual ?,

149 Wahbah Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, (Dar al-Fikr, Beirut) Juz 5, 487.

150 Ibid, Juz 5, 494.
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Hukum : Tempat-tempat yang terdapat unsur kemaksiatan
adalah mahallu al-la’nat wa al-ghadhab demikian juga tempat
peribadatan orang-orang kafir.

Ta’bir :

a). Thya’ Ulum al-Din, Juz.2, 324.

)-".‘-“—‘MJALLJM‘GAJPJAJS‘“JS}AJ
Aoy )l 0368 Slgial s 1 Se 43S o laa e
O 4 i T Sia 4—‘)5 Js¥) Lgie Cuanild by,
Lil e Ulaey golll (8 ¢ Sl e (55
wg\w\w&\ SSaall Y 13 ) duasdll
}U\MJAAJ‘ & Wi ujmj\\_matg\)
3 Lsiaay o5 Usiaa ol ) 185 axia g 0 ped
151 4 daiay Of 4alad Lasg

Tempat wisata pantai dan candi-candi yang masih
digunakan acara ritual hukum mengunjunginya disamakan
dengan mengunjungi tempat-tempat ma’siat dan melihat

kemungkaran, kita wajib melarangnya dan mencegahnya.

16) Bagaimana hukum jama’ dan qasar bagi pengunjung wisata

pantai yang banyak mempertontonkan keindahan aurat, sah
atau tidak ?.

Hukum : Boleh, kalau memang yang menjadi tujuan utama
wisata tersebut adalah mubah, sedangkan rekreasinya

merupakan tujuan tambahan (zaba'an).

151 Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, IThya’ Ulum al-Din, Dar Tbn Hazm, tt,

Juz.2, Hal. 324.
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Ta’bir :
a). Ithaf al-Sadah al-Muttaqin Bi Sharh Thya’ Ulum al-Din,

juz 7,515-516.

Do (Um e b ) el S dlell)
M) o i o A (& jaall s (i alls) Gl £
(ad Al 48§y Vg dpana o jhud o il Curay
gy Yy dlal ll e Jaiy Yy yhady Yy uady Sl
Lagy goway () ds ol 500 sy ¥y (piBlall G
Sl 3 Gl Wy 6 o 1 gmall e AL
JMJSJJQM;J\@AJY@J,}CJJAQ\Q_\J&
) Ol D A g (o D die gl el
e Ladaal lel Al S dy | dad )l 4o
Geldl A oS bl §F Gusy S5 Hshaa JAYI
Ly o oxdl )l JB (gad il ald alay il
Sy e el G55 O 58y 0 (B (palall
Lalse | yius Ll 5lg i yill alddy yla 3 aalaal
Qo el pe (e sdal jf 5 U a3 dnara
u\eaﬂ\ﬂjdwaﬂc\ﬁd\ujﬂsY‘dUM\
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152.;;_}’_4,“

Hukum jama’ dan qasar shalat bagi musafir bergantung
pada tujuan dia dalam bepergian. Jika tujuannya haram

maka bepergiannya juga maksiat. Oleh karenanya musafir

32 Muhammad Bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, /thaf al-Sadah al-Muttagin Bi Sharh Ihya’
Ulum al-Din, al-Matba’ah al-Maimaniyyah, 1311 H, Juz 7, Hal. 515-516.
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tidak mendapatkan rukhsah.Tidak boleh jama’ dan qasar
shalat, tidak boleh berbuka puasa karenanya. Maka

berlaku hukum sebaliknya.

3. Ada 15 Permasalahan figh yang hukumnya diputuskan dengan

metode manhaji, yaitu :

1) Bagaimana hukumnya menaruh HP yang ada file — file positif

seperti file lafaz Allah, al-Qur’an, lantunan ayat — ayat suci al-

Qur’an dan lain-lain di dalam saku celana ?.

Hukum: Boleh, karena bukan mushaf(hanya pancaran sinar).

Ta’bir :

a).

b).

Hawashi Tuhfah al-Minhaj Bi Sharh al-Minhaj, Juz 1,

149.

ML_A\AJ\L}AAM‘);?JQ‘\AJSU?.\LGQ_\L\S\A;
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153]
Minhaj al-Talibin Wa ‘Umdah al-Muftin, Juz 1, 4.
M\ J.Z';J ‘u\jﬂ\’ L g_al';l\_a
c‘\.La:\);J ‘@}Lﬁj\ / 3}/ \AS} sﬁg)j u.moj

153 Tbnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamid al-Sharwani dan Ibnu Qasim al-‘Ubadi, Hawashi Tuhfah
al-Minhaj Bi Sharh al-Minhaj, al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1938, Juz 1, Hal. 149.
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Berdasarkan ta’bir di atas, hukum membawa HP yang di
dalamnya ada file al-Qur’an boleh, walaupun di saku celana,
asalkan file al-Qur’an tidak kondisi terbuka. Karena kasus ini
sama dengan ayat al-Qur’an yang ditulis di papan untuk dipakai
pembelajaran, boleh disentuh dan dipegang selain yang ada
tulisan ayat tersebut.

2) Bagaimana hukum perempuan haid mengaji dan mengajar ngaji
di dalam masjid ?,
Hukum : Jika yang diajarkan adalah al-Quran (mushaf), maka
jelas keharaman hal ini. Jika yang diajarkan adalah ayat-ayat al-
Quran yang telah dibukukan untuk metode TPQ, seperti ; Iqro’,
Qiraati, Dirosati, Tartili, An-Nahdhiyyah dan sejenisnya, maka
bagi wanita yang sedang haidl diperbolehkan (tidak haram),
dikarenakan penyusunan dari buku-buku tersebut untuk
belajar/mengajar Al Quran.

Ta’bir :

'** Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin Wa ‘Umdah al-
Mutftin, (Dar al-Minhaj, tt), Juz 1, 4
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a). Tuhfah al-Habib ‘ala Sharhi al-Khatib, Juz 3, 274.

d)daq)a)\u&(md\d )u.uul\(j)
‘j@@é&)&&ﬁd‘ja@\‘yﬁY}

{\M@ama}w\&ywwu
.§)\¢45\@4\}A\)4‘)34YL5\ o)r_jw\ic S J&
55 Gaalsa B 05 dus st g ol Y
e;@\jma_md@}bj\.udjé}}\h}cmmﬂ
d;\‘ﬁ} (Ju}c\_“d’s \émdjﬂj{u\”j
Mbucaj\dy\c\j‘){&_\ﬂy; &M\

JJ.\’J\JJ)JU&_\SALJCJAJ L@_‘sull.d \Ls'“")

CJ;} 13 M)L U"’Bj\u;"ﬁj \A\ onSJAS\ 4_1)1
155 G113 3455 aul) 5 18505 el aaally

Ta’bir kitab 7Tuhfah menjelaskan keharaman wanita haid

dan orang junub masuk (berdiam diri dan mondar-mandir) di

dalam masjid, kecuali berjalan melewati masjid tanpa berdiam

diri, yang demikian hukumnya boleh. Berkaitan dengan mengaji

dan mengajar ayat-ayat al-Qur’an yang sudah tertulis dalam

berbagai metode TPQ, hukumnya tidak disebutkan dalam ta’bir

di atas. Forum bahtsul masail dengan ijtihadnya menyatakan

hukumnya boleh, karena prinsipnya guru tidak mengajarkan al-
Qur’an, tapi mengajarkan metode TPQ.

3) Bolehkah seorang muslim menerima donor darah dari non

muslim atau sebaliknya ?,

'35 Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, 7uffah al-Habib ‘ala Sharhi al-
Khatib, Dar al-Fikr, 2007. Juz 3, Hal. 274.
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Hukum : Boleh.
Ta’bir :
a). Fatawi al-Alukah Fi jawaz naqli al-Dam min Insan ila
insan akhar wa inikhtalafa dinuhuma. 1.
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Seorang muslim boleh menerima donor darah dari non
muslim atau sebaliknya apabila: untuk menguatkan
kondisi tubuh resipien yang melemah, untuk pengobatan
dan penyembuhannya, dan untuk menyelamatkan
jiwanya. Kecuali kafir harbi, jiwanya tidak maksum, maka
tidak boleh menolong dan membantunya.

4) Bagaimana hukum memindah janin secara ghaib?,

'3 Sa%id Bin Abdillah al-Hamid, Fatawi al-Alukah F7 jawaz naqli al-Dam min Insan ila insan
akhar wa inikhtalata dinuhuma. 1.
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Hukum : Memindahkan janin bagi calon ibu pada Rahim wanita
lain baik melalui cara ghoib atau lainnya tidak dibenarkan oleh
syari’at dan termasuk dosa besar. Al-Imam Ibnu Katsir dalam
menafsiri QS al-Isra’ ayat 32, juz: 5: 72. Beliau juga mengutip
sebuah hadits riwayat Ibnu Abi Dunya dari riwayat Haitsam bin
Malik Al-Thoiy.

Ta’bir :

a). Tafsir al-Qur’an al-Azim, Juz 5, 72.
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b). Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-Salikin, Juz 9, 346.
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37 Isma’il Bin Umar Bin Kathir al-Qurashiy al-Dimashqiy Abu al-Fida’ ‘imad al-Din, TafSir al-
Qur’an al-Azim, (Dar al-Tayyibah, 1999) Juz 5, 72.
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Ada 2 permasalahan dalam kajian soal keempat di atas,

pertama pemindhan janin, kedua cara pemindahan janin
dengan ghaib. Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri QS
al-Isra’ ayat 32, juz: 5: 72 menjelaskan keharaman
pemindahan janin, karena sama halnya dengan
memindahkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak
halal dan dianggap dosa besar. Sedangkan berkaitan
dengan cara pemindahan janin tersebut menurut kitab
Rawdat al-Talibin, bahwa pemindahan seperti itu

dianggap cara sihir, hukumnya haram.

'8 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-
Salikin, al-Maktab al-Islamiy, 1991, Juz 9, 346.
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5) Bagaimana hukum penyembelihan dengan cara pembiusan
(anestesi) ?
Hukum : Hal itu termasuk ¢a’dhib al-hayawan yang diharamkan
karena menyakitkan.
Ta’bir :
a). Awn al-Ma’bud, juz 11, 299.
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b). al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, juz 4, 333.
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159" Muhammad Ashraf Bin Amir Bin Ali Bin Haidar Abu Abd al-Rahman, Awn al-Ma’bud
Sharah Sunan Abi Daud wa hashiyah Ibn al-Qayyim, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon,
Juz 11, Hal.299.



281

e gial gl el e g Ll ¢ jla e

sl JST e ey ¥ S3 Le Jleiad (S ey

saps OIS ()5 6Bt Bl La JIa 1) cdnyd aay

s Jlaziul ay gy cmad iy & i gl Baa aag

%0 =3l dlaee gt Lgia o)y 1 Jilus gl

Pembiusan hewan sama halnya dengan menyiksa hewan dengan

api yang dilarang oleh syara’. Karena tidak ada yang boleh

menyiksa dengan api kecuali Allah swt. Adapun media dan

sarana lain yang tidak menyakiti dan tidak ada unsur
penyiksaan diperbolehkan dan tidak dilarang.

6) Jika berdampak pada bencana -banjir misalnya- yang sampai
merenggut nyawa atau kerugian materi pada orang lain, siapa
yang bertanggung jawab ?.

Hukum : Jika merugikan orang lain maka berdosa dan wajib
daman (ganti rugi). Tapi jika murni bencana alam, maka tidak
wajib daman.

Ta’bir :

a). Fatawi al-Ramliy Fi Furu’i al-Fighi al-Shafi’iy, Juz 3, 340
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10" Wahbah Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa adillatuhu, (Dar al-Fikr, Beirut) Juz 4, 333.
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b). Hashiyah al-Bujairimi ‘ala Sharhi al-Manhaj, Juz 4, 178
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1! Syihabuddin Ahmad bin Hamzah al-Ramliy, Fatawi al-Ramliy Fi Furu’i al-Fighi al-Shafi’iy,
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017, Juz 3, 340
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Galian C yang bisa berakibat banjir dan bencana alam serta
merugikan orang lain belum ditemukan secara jelas
hukumnya. Dua ta’bir dari 2 kitab di atas berkaitan dengan
pabrik-pabrik industri yang asap bahan bakarnya bisa
dihirup orang lain yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
Maka apabila hal ini dilakukan karena kecerobohan
sehingga menimbulkan kerusakan maka yang bersangkutan
wajib ganti rugi. Dalam kasus galian C ketika
menimbulkan bahaya kepada orang lain dan kerusakan
alam maka hukumnya haram, karena hukum islam
didasarkan pada kemaslahatan umum.
7) Bagaimanakah hukum mengumandangkan adzan sebelum
masuknya waktu jumat ?,
Hukum : Tidak boleh dan haram jika sudah tahu hukumnya.
Ta’bir :
a). Hashiyata al-Qolyubi, Juz 2.

a4y )c)d Y(m;&\)u\ﬁ\g/( )
S f () it G i Y)) AL

12 Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, Hashiyah al-Bujairimi ‘ala

Sharhi al-Manhaj, (al-Maktabah al-Islamiyah, Turki, 1950), Juz 4, 178.
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Secara umum syarat bolehnya kumandang adzan itu telah
masuknya waktu shalat. Karena tujuan adzan adalah
pemberitahuan datangnya waktu shalat, kecuali shalat subuh
(boleh adzan dipertengahan malam). Maka haram adzan
sebelum datangnya waktu shalat, termasuk adzan shalat
jum’ah.

8) Bagaimana hukum shalat qobliyah dengan mengikuti adzan
tersebut ?,
Hukum : Shalat sunnahnya bukan rawatib, tapi menjadi shalat
sunnah mutlak.
Ta’bir :
a). Nihayah al-Zain Fi Irshad al-Mubtadi’in, Juz 1, 101.

Gy Joday bl Jd Al Gl )l cy Jaay
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b). al-Fawa’id al-Janniyyah, juz 1.
ey -dE o) (I — el Gl L 3 5 Y
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' Qalyubi dan Amirah, Hashiyata al-Qolyubi wa ‘Amirah ala Sharh al-Mahallf ala Minhaj al-
Talibin, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955, Juz 2.

164 Muhammad Bin Umar al-Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain Fi Irshad al-Mubtadi’in, Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2002, Juz 1, Hal.101.
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Shalat sunnah rawatib itu ada 2 : gabliyyah dan
ba’diyyah. Qabliyyah dapat dan sah dilaksanakan setelah
datangnya waktu shalat dan ba’diyah dapat dan sah
dilaksanakan setelah melaksanakan shalat fardu. Apabila
rawatib dilaksanakan tidak sesuai waktu di atas, maka
tidak dianggap rawatib, akan tetapi shalat sunnah mutlak.

9) Bagaimana hukum melaksakan umroh bagi wanita yang sedang

iddah seperti kasus di atas ?

Hukum : Sah, tapi berdosa.

Ta’bir :

a). Ithaf al-Sadah al-Muttaqgin Bi Sharh Thya’ Ulum al-Din,
Juz 4, 293.
s CoilS o) gus 3l all a8 Dol Wilanal JU
Baall e SN — JB o) A — Gk ) jgae
Bine S 5l Ja 3l ) o) ) AL @O
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' Muhammad Yasin Bin Isa al-Fadaniy al-Makkiya, a/-Fawa’id al-Janniyyah Hashiyah al-
Mawahib al-Sanniyyah Sharah al-Faraid al-Bahiyyah Fi Nadmi al-Qawaid al-Fighiyyah, (Dar al-
Bashair al-islamiyyah, tt), Juz 1.

1% Muhammad Bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, /thaf al-Sadah al-Muttagin Bi Sharh Ihya’
Ulum al-Din, al-Matba’ah al-Maimaniyyah, 1311 H, Juz 4, Hal. 293.
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Berdasarkan keterangan kitab Ithaf di atas, wanita yang
dalam masa iddah tidak wajib haji. Apabila dia haji,
padahal masih dalam iddah, maka boleh dan sah hajinya
tapi dia berdosa karena dianggap maksiat.

b). Hashiyat al-Jamal ‘ala Sharh al-Manhaj, juz 4, 465.
J Gy 13 Lee S (&) G (B Cun b 41 5B)
Jyanpd (A B il ol Gl g 7oAl
T (1 i i) 1) i Lo (Y
Menurut keterangan kitab Hashiyat al-Jamal wanita
dalam masa iddah tidak boleh bepergian termasuk untuk
haji. Pendapat yang lain, wanita tersebut disuruh memilih
antara berat atau tidak pergi haji kalau dia merasakan
bahaya yang menimpanya jika sampai mengurungkan
keberangkatannya.

c). Tarshih al-Mustafidin Hashiyah Fath al-Mu’in, 174.

o e 5 irall LS 2y Gl (A8 8] el pa 4l )
Syl JSS DY) (a8l &5 Al L] ) s
ol gl g aSI (5 8 JB sl 13 aas g
Plall lls Y Ll a dae () sl 75 4
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197 Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-“ajili al-Ma’ruf bi al-Jamal, Hashiyah al-Jamal ‘ala Sharh
al-Manhaj, Dar a;-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut Lebanon, Juz 4, 465.

' Alawi Bin Ahmad Bin Abdurrahman al-Saqqaf, Tarshih al-Mustafidin Hashiyah Fath al-
Mu’in, (Dar Thya’ al-Kutub al-Arabiyyah, Misr, tt) 174.
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Ta’bir kitab Tarshih ini beda dengan Hashiyat al-Jamal
dan /thaf di atas, menurutnya wanita yang dalam masa iddah
boleh pergi untuk ibadah haji atau kewajiban-kewajiban Islam
lainnya (termasuk keluarnya wanita ke tempat kerjanya) demi
mencari rizqi yang halal, walaupun tanpa ditemani wanita lain
yang dapat dipercaya, asalkan aman dari fitnah.

10) Bagaimana hukum melaksanakan ibadah umroh bagi wanita
tanpa mahrom ?.
Hukum : 7afsil, Jika umroh wajib, boleh umroh bersama
wanita-wanita yang terpercaya. tidak disyaratkan mahrom. Jika
umroh sunnah, maka harus bersama mahrom.
Ta’bir :
a). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 8, 340.

LAA)JQJ LAA\A.AS\) L;JJ}LAS\ Ja c;j\ C'_\.J\Ji \J}
zooAl W Jla L i mall S o) el (e
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b). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 8, 340.
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' Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 8, Hal. 340.
170 Ibid, Juz. 8, Hal. 340.



288

Sebagaimana haji, umrah juga demikian. Artinya boleh
berangkat umroh wajib, harus disertai suami, atau mahram,
atau beberapa wanita yang dapat dipercaya. seorang wanita
wanita yang dapat dipercaya.

11) Adakah pendapat yang menyatakan tidak membatalkan wudlu’
bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ketika thowaf
dalam mazhab Syafii?.

Hukum : Ada, dari madzhab Syafii, yakni tidak membatalkan

wudlu’ khusus bagi yang tersentuh/disentuh. Tapi yang

menyentuh batal wudlunya.

Ta’bir :

a). al-Idah Fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah, juz 1, 114.
Fan 3 eluail) dunedla il ghall 3 (g oLl 4 ani Laag
ol el 33 Y Ol L5 Gganl 52¥ O da DU (2
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b).  Sharh al-Bahjah al-Wardiyyah, Juz 2, 44

"' Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Idah Fi Manasik al-Hajj wa al-
Umrah, Dar al- Basha’ir al-Islamiyyah, 1994, Juz 1, Hal. 114.
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Berdsarkan ta’bir dua kitab di atas, Imam Syafi’l

mempunyai dua qawl dalam maslah wudlunya orang yang
tersentuh lawan jenis. Pertama: rusak dan batal wudlunya
dan ini pendapat yang dipilih. Dan kedua tidak batal
wudlunya karena dia tidak sengaja (tersentuh).

12) Apa yang harus dilakukan wanita yang sedang haid, ketika
sampai berakhirnya masa haji, dia belum suci dan belum sempat
melakukan thowaf rukun ?.

Hukum : Menurut madzhab Syafi’i, wanita tersebut bisa
tahallul ditempat dimana ia kesulitan untuk kembali ke tanah
Haram/Makkah dalam perjalanan pulang dengan

konsekwensi/kewajiban melakukan thowaf rukun di lain waktu.

'72 Shaikhul Islam Zakariya Bin Muhammad al-Ansari, Sharh al-Bahjah al-Wardiyyah, Hashiyah
Abdurrahman al-Sharbiniy wa Hashiyah Ibn Qasim al-Ubadiy, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)
Juz 2,44
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Ta’bir :
a). Hashiyah al-Sharqawi ‘ala Tuhfah al-Tullab, Juz 1, 470.
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Kandungan ta’bir kitab Hashiyah al-Sharqawi tersebut,
sudah sesuai dengan uraian jawaban di atas.

13) Bagaimana hukum menyerahkan uang untuk urusan Dam
kepada KBIH di tanah air, padahal belum pasti nantinya wajib
membayar dam atau tidak ?.

Hukum : Boleh dan termasuk aqad wakalah dengan segala
konsekuensi syarat-syaratnya.

Ta’bir :

a). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 3, 100.
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Kitab Hashiyah [’anatu al-Talibin tidak sarih tentang

pembayaran dam di tanah air, akan tetapi berkaitan

dengan bolehnya mewakilkan sesuatu yang sudah menjadi

'3 Abdullah Bin Hijazi Bin Ibrahim al-Khalwati, Hashiyah al-Shargawi ‘ala Tuhfah al-Tullab,
Dar al-Fikr, Juz 1, Hal. 470.

7% Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-
Arabiyyah, Juz 3, 100.
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miliknya kepada orang lain. Ta’bir di atas berseifat
umum.

b). Tuhfah al-Habib ‘ala Sharhi al-Khatib, Juz 3, 459.
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Jika menyerahkan dam di tanah air termasuk 7badah

maliyyah, maka menurut kitab 7uhfah di atas: boleh
mewakilkan pembayaran dam kepada orang lain (KBIH).
Jika pembayaran dam di tanah air itu dikategorikan
ibadah badaniyyah dan maliyyah seperti haji, maka tidak
boleh mewakilkan kepada orang lain kecuali orang
tersebut sudah meninggal atau ma’dub.

c). ‘Umdat al-Salik wa ‘Uddat al-Nasik, 166.

il (g 5ia sy o) JS sl s JSsall 8 L g
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'75 Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, Tuhfah al-Habib ‘ala Sharhi al-
Khatib, Dar al-Fikr, 2007. Juz 3, 459.
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Keterangan dalam kitab ‘Umdah di atas lebih jelas,

bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah, jika
itu berupa ibadah maka tidak boleh diwakilkan kepada orang
lain, kecuali dalam urusan penyembelihan hewan qurban,
pembagian harta zakat, dan ibadah haji.
14) Adakah pendapat yang membolehkan dam dibayar dengan
uang, dan mengikuti pendapat siapa?.
Hukum : Tidak ada dalam keempat madzhab.
Ta’bir :
a). al-Igna’ fi Halli Alfazi Abi Shuja’, juz 1, 271.
sl g Al adall ax e Jaidy J5Y) andll
Go oY) W sas 4 sele @i hagidl
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176 Shihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad Ibn Lu’lu’ al-Qahiriy al-Shafi’iy, ‘Umdat al-Salik wa
‘Uddat al-Nasik, (Dar al-Minhaj, tt) 166.
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Menurut ta’bir kitab Igna’ di atas, bahwasanya dam
tamattu’ atau giran tidak boleh dibayarkan dengan uang,
akan harus dengan menyembelih hewan dam. Maka kasus
di tanah air (pembayaran dam di tanah air), harus
dimasukkan dalam akad wakalah, yaitu jama’ah haji
mewakilkan kepada KBIH untuk membeli dan
menyembelih hewan atas nama bayar dam.

b). Hashiyah Ibn Hajar al-Haitamiy, 540.
@l 4nd Dl aall paidd Al Ly
el (& G sl Sl o 4aad 48 a0,
Oy cgse dall b s O gib il o) u
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Dalam Hashiyah Ibnu Hajar, ta’birnya lebih jelas. Artinya

tempat, penyembelihan dan pembagian dagingnya dikhususkan
untuk orang-orang miskin yang ada di tanah harap, baik orang-
orang yang bertinggal di tanah haram, orang-orang asing
ataupun orang yang baru datang pada musim haji. Tetapi yang
lebih utama diberikan kepada orang yang tinggal di tanah

haram.

7 Muhammad Bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, a/-Iqgna’ fi Halli Alfazi Abi Shuja’, Dar
al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, Juz 1, 271.

'8 Ibn Hajar al-Haitamiy, Hashiyah Ibn Hajar al-Haitamiy ‘Ala Sharh al-Idah Fi Manasik al-Hajj
Ii al-Nawawi, Maktabah al-Salafiyyah, al-Madinah al-munawwarah,tt, 540.
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15) Apakah sudah cukup membayar dam dengan pasrah bongko’an
kepada KBIH seperti kasus di atas ?.
Hukum : Tidak cukup karena ada beberapa konsekwensi yang
harus di penuhi termasuk niat.
Ta’bir :
a). Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib, Juz 4, 491.
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Menurut keterangan kitab Asna al-Matalib di atas,

bahwasanya boleh pasrah niat kepada wakil untuk
pembayaran zakat mal atau fitrah. Pembayaran dam juga

harus pasrah niat kepada wakil untuk membelikan,

17 Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib i Sharhi Raudlatu al-
Talib, Dar al-Kitab al-Islami, 2010, Juz 4, Hal.491.
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menyembelih, dan membagikan daging dam ketika
membayarkan di tanah air kepada wakil (KBIH).
4. Ada 8 Permasalahan figh yang hukumnya diputuskan dengan
metode gabungan gawli ilhaqi, yaitu:

1) Bagaimana hukum daging Aqiqah dan Qurban yang digunakan
untuk suguhan hajatan yang dilaksanakan?.
Hukum : Agigah boleh digunakan untuk hajatan, sedangkan
Qurban tidak boleh digunakan hajatan oleh orang yang
berkurban.

Ta’bir :

a). Hashiyah al-Jamal ‘ala Sharh al-Manhaj, juz 4, 339.
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b). Tuhfah al-Habib ‘ala Sharhi al-Khatib, Juz 4, Hal. 339.
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'%0 Sulaiman Bin Umar Bin Mansur al-“ajili al-Ma’ruf bi al-Jamal, Hashiyah al-Jamal ‘ala Sharh
al-Manhaj, Dar a;-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut Lebanon, Juz 4, 339.
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Dalam keterangan kedua kitab di atas dijelaskan adanya
persamaan antara hewan qurban dan hewan aqiqah.
Bedanya di antara keduanya adalah: kalau hewan qurban
lebih baik dibagikan dalam keadaan mentah (belum
dimasak), kalau hewan aqiqah disunnahkan untuk
dibagikan dagingnya dalam keadaan sudah dimasak (siap
saji).
2) Bagaimana hukum bersedekah dengan cara disebar/dilempar ?.
Hukum : Boleh dengan catatan tidak ada sum'ah dan unsur idza’
bagi yang lain.

Ta’bir :

'8 Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar al-Bujairimi al-Shafi’i, 7uffah al-Habib ‘ala Sharhi al-
Khatib, Dar al-Fikr, 2007. Juz 4, Hal. 339.
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a). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 3, Hal 364
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Kitab Hashiyah I’anat al-Talibin secara spesifik tidak
membahas terkait hukum permasalahan di atas, namun
membahas tentang fadilah (keutamaan) dan keberkahan
harta dan apapun yang kita siapkan untuk maulid Rasul.
b). Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib, Juz 3, 229.
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'8 Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-
Arabiyyah, Juz 3, Hal 364

'8 Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib i Sharhi Raudlatu al-
Talib, Dar al-Kitab al-Islami, 2010, Juz 3, Hal.229.
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c). Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib, Juz 5, 250.
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Kitab Asna al-Matalib di atas menjelaskan, bahwasanya
sadaqah itu lebih baik dilaksanakan dengan sembunyi-
sembunyi. Apabila seseorang menyampaikan sadaqah dengan
terang-terangan tidak apa-apa, asalkan tidak bermaksud riya
dan sum’ah, serta tidak menyakiti orang lain. Misalnya:
menyebar uang di dalam acara khitan atau walimah-walimah
lainnya, hukumnya jawaz (boleh).

3) Bagaimana hukum menyebar uang tersebut di atas ketika
pembacaan salawat Nabi, bila dilakukan di dalam masjid ?.
Hukum : Boleh dengan catatan sebagaimana di atas dan tidak
merusak kehormatan masjid.

Ta’bir :

a). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 3, 414.

'8 Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib i Sharhi Raudlatu al-
Talib, Dar al-Kitab al-Islami, 2010, Juz 5, 250.
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Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 3, 415.
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'8 Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-

Arabiyyah, Juz 3 414.
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Keterangan kitab /’anah di atas menjelaskan tentang
fadilah (keutamaan) rumah atau masjid yang di dalamnya
dibacakan shalawat Nabi, dengan menukil maqalah Imam Ja/a/
al-Din al-Suyuti yang artinya: Tidak satupun rumah, masjid
atau tempat lainnya kecuali malaikat mengepung tempat itu
dengan rahmah.
Bagaimana hukum meninggalkan jum’atan bagi karyawan yang
aturan kerjanya sangat ketat dan disiplin sehingga mereka rela
tidak jum’atan karena khawatir kehilangan pekerjaan mereka ?.
Hukum : Meninggalkan jum’atan bagi karyawan tersebut
hukumnya boleh dengan syarat pekerjaan tersebut sangat
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
(sandang, pangan & papan).
Ta’bir:
a). Hawashi Tuhfah al-Minhaj bi Sharh al-Minhaj, Juz 2, 272.
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186 Ybid, Juz 3, 415
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b). Hawashi Tuhfah al-Minhaj bi Sharh al-Minhaj, Juz 3, 278.
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Kedua ta’bir di atas menjelaskan, bahwasanya usaha
seseorang untuk menghasilkan uang (harta) yang dia butuhkan
sesaat atau untuk keberlangsungan hidup merupakan uzur bagi
orang tesebut, termasuk mendatangi shalat jum’ah. Karena
urusan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan yang
bersifat hajiyat yang mendekati darurat.

5) Bagaimana hukum jasa layanan loundrey, termasuk akad apa
jasa loundrey?,
Hukum : Jasa layanan loundry hukumnya sah, dan termasuk

akad jjarah sahihah.

'*7 Tbnu Hajar al-Haitami, Abdul Hamid al-Sharwani dan Ibnu Qasim al-Ubadi, Hawashi Tuhfah
al-Minhaj Bi Sharh al-Minhaj, al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1938, Juz 2, Hal. 272.
' Ibid, Juz 3, 278.
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Ta’bir :
a). Asna al-Matalib fi Sharhi Raudlatu al-Talib, Juz 12, 75.

Ay JatiulS gl o) 335 (0585 8 el )
ALl (e et ) dea 5F @S (i
il Aedll () B3l g (U 5S55) W sad sl (8
aiad alll ol ) dea ol QS (A gase Al

0 (ogaig) Ay (1S Akl

b). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 3, 109.
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Ta’bir dari kitab Asna al-Matalib dan [’anah tersebut

menjelaskan hukum sesuai dengan wuraian jawaban
permasalahan di atas.

6) Bagaimana perspektif hukum fiqih menyikapi anggapan pasien

yang merasa kesulitan untuk melakukan ibadah utamanya

wudlu’, shalat dan berpuasa ketika sedang diinfus. Bahkan

'8 Zakariya Bin Muhammad Bin Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib 7 Sharhi Raudlatu al-
Talib, Dar al-Kitab al-Islami, 2010, Juz 12, Hal.75.

%0 Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-
Arabiyyah, Juz 3, 109.
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banyak pasien berasumsi hal tersebut merupakan udzur untuk
tidak shalat (di qada’ ketika sembuh) ?.

Hukum : Tidak bisa di benarkan, karena melakukan shalat tetap
wajib selama masih berakal, walaupun dalam keadaan yang
sangat lemah jika tidak memenuhi sebagian syarat, maka yang
harus dilakukan adalah shalat sebisanya (shalat hurmat waktu)
yang nantinya wajib 7’adah (mengulang kembali) ketika
sembuh, walaupun ada pendapat yang memperbolehkan tanpa
i’adah tapi lemah (da7f).

Ta’bir :

a). Sahih al-Bukhari, Bab 2. 6858.
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b). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2 , 287.
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1 Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar ibn Kathir, 2002
Kitab al-I'tisam Bi al-Kitab wa al-Sunnah, Bab 2. 6858.

2 al-Hajah Durriyah al-‘aitah, Figh al-Ibadat ala al-madhhab al-Shafi’i, Taqniyah Arabiyah,
Marqoom, org, 284.
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c). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 2 , 279-280
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d). Bughyah al-Mustarshidin, juz.1, 162.
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'3 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, a/-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 2 , 287.
19 bid, Juz. 2 , 279-280
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Ta’bir dari keempat kitab di atas memiliki kandungan dan
maksud yang sama. Prinsipnya kewajiban shalat tidak gugur
selama orang tersebut berakal dan sadar. Kalau tidak bisa
melaksanakan shalat dengan berdiri, dia bisa shalat dengan
duduk, tidur miring, terlentang, atau hanya dengan isyarat.
Kalau tidak bisa berwudlu, dapat shalat dengan tayammum.
Intinya shalat wajib dilaksanakan semampunya.
7) Bolehkah aparat memaksa gondes untuk menikahi gadis
(bunga) yang tidak ingin ia nikahi ?.
Hukum : Tidak boleh.
Ta’bir :
a). Bughyah al-Mustarshidin, Juz 1, 373.
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195 Abdurrahman Ba ‘Alawiy al-Hadrami, Bughyah al-Mustarshidin fi Talkhisi fatawi Ba’di al-
Aimmah min al-Ulama’ al-Muta’akhirin, Dar al-fikr, 2011, Juz.1, 162.
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Ta’bir kitab Bughyat di atas menjelaskan tentang hukum
talak dengan perintah dan paksaan dari hakim, maka talaknya
tidak jatuh (tidak dianggap), karena dipaksa. Demikian juga
pernikahan tidak sah kalau dengan paksaan. Dan tidak boleh
seseorang memkasa orang lain untuk menikah atau
menjatuhkan talak.
8) Bagaimana hukumnya menarik kembali uang untuk haji
tersebut di atas untuk dibagikan kepada ahli waris ?.
Hukum : Boleh jika melebihi kebutuhan biaya haji wajib."”’
Jika ibadah hajinya mayit tidak dilakukan, maka ahli waris
berdosa.
Ta’bir :
a). al-Majmu’ fi Sharhi al-Muhadhdhab, Juz. 7, 116
ade s cila o 4l sediall Liwda o) U SY(g %)
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"% Tbid, Juz.1 hal. 373.

197 Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, a/-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Fatawi
ibn Hajar al-Haitami, Dar al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt, Juz 2, Hal. 113.

'8 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, al-Majmu’ i Sharhi al-Muhadhdhab,
Maktabah al-Irshad, 2008, Juz. 7, Hal. 116
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b). al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra, Juz 2,113.

&Lkh\\sj&ﬁijﬁugﬁ\@sdmj
T pilis AS i Al g Al Clay gall (i)
3 ) ddde all Cang o1 45 ) 6l Culled 43S 5 (e die
el i Ll @l b ad @ diy Jeb dal )
o ) ale 135 Alaal) Caymy ol cudl IS )
aac 5 abaly Gl 2 aaal dic zall ) gaigy ol & 4l
agalzy (ff 4l Jgb 3alal) aSaii 5 Gl agale oSl 4al6)
Al Cudl QIS 1y oY) agie CBA sl aas
luale ¢3Sy Jed elld yal geall Al Allsall o pay
Slals Yl Gl O panall 8 ALl 5 523 Ja
s g ol ey gall las) pllaind 1Y) ol iy
el e i) salyyg A e aie plaa)
¥ Sl Gluaslly sl i Lol aliadl)
gl (K e (S A g i Cuany 5l 1,0
a8l g s s Luale cila La jals LY e
oda & Jiludl 6 S0 L oaaa e Qleall alad

199.;Uw\

Ta’bir kitab al-Majmu’ di atas, menjelaskan, barang siapa
meninggal, dan dia mempunyai kewajiban haji, nazar, atau
hutang, maka ahli waris wajib melaksanakan kewajiban

tersebut dari harta tinggalannya, baik wasiat ataupun tidak.

% Ahmad Shihabuddin Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, al-Fatawi al-Fighiyyah al-Kubra,
Fatawi ibn Hajar al-Haitami, Dar al-Ma’rifah, Beirut Libanon, tt,Juz 2,113.
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5. Ada 1 Permasalahan figh yang hukumnya diputuskan dengan
metode gawli manhaji, yaitu : Sebatas mana perselisihan yang
memperbolehkan mendirikan dua jum’atan dalam satu dusun ?.
Hukum : Perselisihan dan permusuhan yang berakibat sulitnya
mereka dikumpulkan jadi satu (‘usr al-jtima’) walaupun
disebabkan oleh satu orang saja.

Ta’bir :
a). Hashiyah I’anatu al-Talibin, Juz 2, 74.
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Ta’bir kitab Hashiyah I’anatu al-Talibin di atas

menjelaskan alasan bolehnya melaksanakan shalat jum’ah lebih

dari satu masjid dalam satu dusun, yaitu: ‘usr al-ijtima’

29 Abu Bakar Uthman Bin Shata al-Bakri, Hashiyah I’anatu al-Talibin, Dar ihya’ al-kutub al-
Arabiyyah, Juz 2, 74.

' Ahmad al-Khatib Ibn Abd al-Lafif al-Khatib Ibn Abdillah al-Jawi, Sulh al-Jama’atain Bi
Jawaz Ta’addud al-Jum’atain, al-Majid Center.Org.
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(sulitnya mereka dikumpulkan dalam satu masjid), disebakan
oleh beberapa hal, yaitu: perfama, jama’ah terlalu banyak,
sehingga masjid tidak dapat menampung. Kedua ; adanya
pertikaian dan perselisihan dan permusuhan antara dua
golongan.
6. Ada 3 Permasalahan figh yang hukumnya diputuskan dengan
metode istinbat jama’iy, yaitu:

1. Bagaimana solusi praktis dan mudah untuk di gunakan
masyarakat awam dalam kedua masalah tersebut di atas,*”
apabila tidak memenuhi tuntutan syara’?,

Hukum : Pakaian yang terkena najis disucikan terlebih dahulu,
setelah itu dicuci bersama pakain yang tidak terkena najis.*”
2. Jika tidak boleh menerima zakat atas nama ‘ami/ bagaimana
solusinya ?.
Hukum : Mendaftar sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada
BAZ Kabupaten/Provinsi. Hilah (rekayasa) ; dengan
memberikan zakat kepada salah satu panitia yang termasuk

ashnaf penerima zakat, untuk kemudian salah satu panitia ini

membagikan kepada semua anggota panitia.

292 pertama; loundrey dengan mesin cuci dengan tidak memperhatikan kesucian pakaian, keduz;
mesin cuci yang menampung air kurang dari dua qullah.

203 Said Bin Muhammad Ba ¢ Alawi Baishan al-Dau’ani al-Hadrami,al-Syafi’l, Bushra al-Karim Bi
Sharh Masa’il al-Ta’lim, Dar al-Minhaj, 2004, .43.
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Ucapan si Bapak kepada anaknya yang mau pergi kerja keluar
negeri tapi tidak punya uang dan meminta pada si Bapak untuk
menjual sebagian sawahnya dan berupa ucapan “nak.. bapak
tidak punya uang, harta bapak yang bisa kamu gunakan adalah
tanah sebelah rumah itu. Jika kamu jual tanah tersebut maka
nanti ketika aku meninggal kamu sudah tidak berhak mendapat
warisan ~ si Adi menjawab “inggih pak, matur suwon, mboten
angsal warisan mboten nopo2 sing penting kulo saget kerjo teng
luar negeri. Pangestune pak, nggih” dikategorikan akad apa ?,
dan sahkah akad tersebut ?.

Hukum : Musyawirin peserta bahthu lebih setuju kasus itu
termasuk wasiat fasidah karena tidak ada fa’/ig kematian atau
sighat wasiat. Tapi umumnya cara seperti itu, di masyarakat
dinamakan Aibah. Dan sah kalau di-serahterima-kan semasa
hidupnya. Dan fasidah juga bila tidak ada serah terima dan

n

tanpa sighat. Andai pesannya " jika meninggal nanti....", maka
ini jelas wasiat. Namun wasiat tidak boleh lebih dr 1/3 tirkah
(harta yang ditinggal mati). Jika lebih harus mendapat
persetujuan ahli waris yang lain. Jika ada yang tidak setuju,
maka perkara ini diselesaikan oleh pengadilan.

Kalau wasiat sudah jelas tidak boleh lebih dari 1/3 tirkah,

kecuali jika semua ahli waris ridha. Sedangkan syarat hibah
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pada anak-anaknya, antara lain; dilakukan saat masih sehat, adil
dan merata dalam pemberiannya, dan tidak ada tujuan
menghalangi ahli waris yang lain.
Ta’bir :
a). al-Igna’ fi Halli Alfazi Abi Shuja’, Juz. 2, Hal.221
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Ketiga permasalahan di atas, cara penetapan hukumnya
berdasarkan ijtihad kolektif forum bahtsul masail berdasarkan
kaidah-kaidah figh Syafi’i dan ketentuan umum dari masing-
masing masalah. Mereka dalam menetapkan hukum setelah
melalui proses berfikir manhaji yang panjang. Karena mereka
sebenarnya juga telah memegangi dan mempelajari manhaj
imam Syafi’i dan tidak menyalahi ketentuan tersebut.
Ditetapkan dengan memperhatikan konteks lingkungan,
mempertimbangkan sosio-politik dan sosio-budaya serta pola

pikir yang melatarbelakangi.

2% Muhammad Bin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, a/-Igna’ ff Halli Alfazi Abi Shuja’, Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2004, Juz. 2, Hal.221
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Karakteristik Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan pengamatan secara langsung, ditemukan bahwa
kegiatan bahthul masail di kabupaten Mojokerto berjalan aktif dan rutin
hampir setiap bulan antar MWC, antar pesantren dan bahtsul masail
tingkat cabang. Dalam sekali bahtsul masail yang diselenggarakan, kadang
hanya memutuskan 1 atau 2 permasalahan yang dibahas. Hal ini terjadi
karena terbatasnya waktu (antara jam 21.00 — 24.00 wib). Di samping itu
masing-masing  peserta bahtsul masail saling adu argument untuk
menguatkan dan mempertahankan 7barah dan ta’birnya. Kadang juga
mereka masih mempermasalahkan intigal (pindah mazhab), karena takut
talfig mazhab. Dan hal-hal lain yang menjadi penghambat produktifitas
bahtsul masail dalam menghasilkan keputusan hukum yang diharapkan
masyarakat NU Mojokerto khususnya.

Peneliti mengamati secara langsung jalannya kegiatan bahtsul
masail dalam kurun waktu yang lama dan melakukan wawancara dengan
beberapa kyai (intelektual) NU. Dari itu didapatkan temuan-temuan yang
menjadi karakteristik bahtsul masail yang diselenggarakan LBM NU
kabupaten Mojokerto. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosedur dan cara menghimpun masalah-masalah (as 7/ah) figh
Dalam menghimpun as’/ah figh, diawali oleh Pengurus

Cabang Lembaga Bahtsul Masail menerbitkan surat permohonan
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as’ilalt™ kepada masing-masing Majelis Wakil Cabang. Dalam
waktu satu minggu Majelis Wakil Cabang mengirimkan (setor)
as’ilah tersebut kepada Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail.
Kemudian as’ilah tersebut diakomodir dan dihimpun lalu
dikonsultasikan kepada syuriah NU untuk diseleksi dan diverifikasi,
kemudian ditetapkan sebagai as’i/ah dalam bahtsul masail dengan
mempertimbangkan skala prioritas dan yang mendesak untuk
dicarikan jawabannya. Permasalahan yang muncul dan dibahas
dalam forum bahtsul masail adalah masalah-masalah wagqi’iyyah
(masalah yang terjadi di masyarakat).
2 Jenis permasalahan figh berdasarkan komisi bahtsul masail

Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah
dan pengurus besar lembaga bahtsul masail selalu membahas ketiga
komisi as’ilah fighiyyah, yaitu masail diniyyah waqi’iyyah, masail
diniyyah maudhu’iyyah, dan masail diniyyah ganuniyyah. Hal ini
beda dengan bahtsul masail di kabupaten Mojokerto. Menurut
analisa peneliti dari 97 as’ilah fighiyyah  yang berhasil
didokumentasikan  tidak satupun yang berkaitan dengan
permasalahan perundang-undangan (masail qanuniyyah), yang
merupakan penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan

pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Mereka

295 As’ilah yang dimaksud adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar,
untuk dicarikan solusi hukumnya.
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beranggapan bahwa RUU dan UU sudah ada yang membahas dan

membidanginya (ekskutif dan legeslatif).**

Masail diniyyah
maudhu’iyyah " ditemukan peneliti hanya satu permasalahan,
yaitu tentang hukum dan status biro jasa. Sehingga permasalahan
yang dibahas adalah Masail diniyyah waqi’iyyah.>”

3. Peserta bahtsul masail diperlakukan secara adil dan proporsional

Peserta bahtsul masail terdiri dari perwakilan dan utusan
masing-masing pengurus MWC, santri utusan pondok pesantren,
pengasuh pondok pesantren, dan kyai-kyai setempat. Dalam forum
bahtsul masail mubahithin dibagi menjadi tiga, yaitu: peserta
bahtsul masail, perumus, dan musahhih dan dipimpin oleh seorang
moderator.

Peserta bahtsul masail terdiri dari santri utusan pondok
pesantren dan utusan dari MWC. Perumus merupakan tim dari
pengurus utama LBM yang lama dan anggota LBM wilayah yang
berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk memilih berbagai
gawl yang arjah dari yang rajih, yang asah dari yang sahih dan

mugabilnya, kemudian dirumuskan. Musahhih terdiri dari kyai-kyai

% Sebagaimana hasil wawancara kami dengan beberapa peserta bahtsul masail. Misalnya Gus
Abdul Ghaffar, ketika ditanya, mengapa tidak ada masalah figh ganuniyyah?. Dia menjawab “
Karena masalah figh ganuniyyah sudah ada ahlinya yang membidanginya (kalangan ekskutif dan
legeslatif). Lembaga bahtsul masail khawatir dimanfaatkan dan diperalat untuk memutuskan
hukum yang berpihak kepada pemerintah dan parlemen.

297 Hal-hal yang bersifat tematis, dalam tataran konsep dan wacana.

2% Hal-hal yang bersifat kasus, biasanya didahului dengan fasawwur (deskripsi masalah) yang
realistis.
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syuriah MWC dan PCNU, pengasuh pondok pesantren, dan kyai
setempat.

Ketiga unsur ini tidak ada yang dominasi dalam kegiatan
bahtsul masail. Mereka berhak untuk bersuara dan menyampaikan
pendapatnya. Mereka mempunyai hak menyampaikan konsep
jawaban yang sudah disiapkannya. Mereka bisa berhujjah sesuai
yang diyakini. Mereka berhak mempertahankan hujjahnya dengan
argumentasi yang kuat. Tidak ada dominasi kyai terhadap santri.
Pendapat siapapun yang dinilai kuat dan bisa dipertanggung
jawabkan itulah yang disepakati dan ditetapkan.

Metode Penetapan Hukum Lembaga Bahtsul Masail

Sebagaimana bahtsul masail yang diselenggarakan pengurus
wilayah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahtsul masail yang
berlangsung di kabupaten Mojokerto juga seringkali menggunakan
metode gawli dan ilhagi dalam menjawab permasahan yang terjadi
dikalangan masyarkat Mojokerto. Dominasi gaw/i memang terbukti
dan tidak dipungkiri. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan
beberapa pelaku bahtsul masail. Berikut kutipan wawancara dengan
Gus Abdul Aziz ketika ditanya tentang metode yang sering
digunakan LBM Mojokerto dalam penetapan hukum. Beliau

menjawab:
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“Dalam menjawab permasahan yang terjadi dikalangan masyarkat,
LBM Mojokerto sering menggunakan pendekatan hukum dengan
menggunakan metode Qauliy dan ilhagy. Dan terkadang juga
menggunakan metode manhajiy (bila tidak ditemukan jawaban
dengan metode gauliy dan ilhaqy)”.

Ketika ditanya alasan mengapa metode tersebut sering mewarnai
dalam bahtsul masail, beliau menjawab:

“Karena metode ini masih relevan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan sosial yang ada. Di samping itu permasalahan-
permasalahan yang muncul di era sekarang tidak jauh beda dengan
permasalahan yang muncul di era mutagaddimin’.

Namun realita di lapangan ditemukan adanya terobosan
baru dari peserta bahtsul masail di kabupaten Mojokerto.
Keberanian memutuskan hukum dengan metode manhaji ataupun
istinbat jama’iy. Hal demikian menjadi ciri dan karakter bagi
lembaga bahtsul masail kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan data di atas ( pada poin B) ditemukan adanya
54 permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode gawli,
16 Permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode il/haqi,
15 Permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode
manhaji, 8 Permasalahan yang keputusan hukumnya dengan metode
gabungan gawl/i ilhaqi, 1 Permasalahan yang keputusan hukumnya

dengan metode gabungan gawl/i manhaji, dan 3 Permasalahan yang

keputusan hukumnya dengan metode istinbat jama’iy.
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Demikian ini menunjukkan bahwa: Pertama, para kyai
(intelektual) yang tergabung dalam lembaga bahtsul masail NU
kabupaten Mojokerto tidak hanya berkutat pada metode gawliy.
Bahkan 43 dari 97 permasalahan (44,3%) keputusan hukumnya
dengan metode yang lain (bukan gawl/iy). Hal ini menjadi pertanda
adanya kemampuan para peserta bahtsul masail NU kabupaten
Mojokerto dalam memutuskan suatu hukum. Mereka dengan bekal
intelektual yang cukup mempunyai kemampuan dan keberanian
dalam bermazhab secara manhaji. Cara bermazhab inilah menuntut
dan mendorong para kyai (intelektual) NU Mojokerto untuk
melakukan istinbat (memberlakukan) secara dinamis nas-nas
fuqaha’ tersebut. /stinbat dalam pengertian tersebut dapat dilakukan
oleh intelektual NU yang tergabung dalam bahtsul masa’il.

Kedua, Para kyai dan intelektual NU bisa melakukan
intiqal al-mazhab sepanjang dalam lingkup a/-Madhahib al-Arba’ah
ketika tidak ditemukan dalam rumusan tekstual figh syafi’iyyah.*”’

Karena hal ini disamping tidak menyalahai AD/ART NU, juga

menghindari terjadinya mauquf (permasalahan yang tidak

29 Semisal Muhammad Abu Said al-Khadimi a/-Hanafi dalam kitabnya; Barigah Mahmudiyyah
17 sharhi Tarigah Muhammadiyyah wa shari’ah Nabawiyyah fi sirati Ahmadiyyah, Ahmad Bin
Idris al-Qarafi al/-Maliki, dalam kitabnya : Anwar al-Buruq Fi Anwa’i al-Furug, Hashiyah ibn
Husain al-Makki al-Maliki, Mansur Bin Yunus Bin Salahuddin Bin Idris al-Bahuti a/-Hanbali al-
Misri, Dia seorang ilmuwan besar dari kalangan Hanabilah, dalam kitabnya Kashshaf al-Qana’
‘an Matni al-Igna’. Ghayah Talkhis al-Murad Min Fatawi Ibnu zayad merupakan kategori kitab
figh umum. Akan tetapi Abdurrahman Bin Ziyad al-Zabidi adalah seorang faqih syafi’i.
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210 Karena mereka telah memahami ibarat-ibarat kitab

terjawab).
figh sesuai dengan terminologinya yang baku. Mereka dalam
kegiatan bahtsul masa’il, membahas masalah-masalah waqi’iyyah
(yang terjadi) dengan merujuk pada referensi kutub al-fugaha’
(kitab-kitab karya ahli figh) baik syafi’iyyah ataupun figh lintas
madhhab (hanafiyyah, malikiyyah, dan hanabilah) sepanjang bisa
dinalar dan tidak bertentangan dengan akar kultural setempat. Hal
ini terbukti dengan keputusan bahthul masa’il NU Mojokerto yang
diwarnai dengan pendapat di luar mazhab syafi’i.

Ketiga, mereka menerapkan metode istinbat jama’iy.
Metode ini mereka gunakan ketika memutuskan permasalahan-
permasalahan yang secara sarih tidak disebutkan dalam agwal
ulama’ (keputusan hukum bersifat solutif). Diantaranya: hukum
tentang cara berjama’ah dan bersaf (berbaris) kaum perempuan dari
kalangan nahdliyyin. Tidak ditemukan pendapat yang sarih dari
ulama tentang hukum dan keutamaannya. Ditemukan nas hadits

berkaitan dengan keutamaan dan fadhilah berjama’ah, namun belum

ditemukan nas hadits dan qawl ulama tentang fadilah dan

219 Sebagi contoh; sejak dulu hingga sekarang warga nahdliyyin meyakini bahwasanya rangkaian
doa dan tahlil yang dibaca dan dihadiahkan ke ahli qubur itu pahalanya sampai kepada si mayit.
Hal ini berseberangan dengan pendapat Imam Syafi’i. Tetapi Ulama’ syafi’iyyah justru mengikuti
ijtihadnya Imam Ahmad Bin Hambal. Contoh lain dalam figh zakat, masyarakat di beberapa
daerah menggunakan gaw/ di luar syafi’i mengenai padi yang belum dizakati, tapi si penuai padi
sudah diberi upah. Padahal memberi upah kepada si penuai padi sebelum padi dizakati menurut
imam Syafi’i tidak boleh. Akan tetapi sejak dulu upah si penuai diberikan sebelum padi dizakati.
Pendapat ini diambil dari Imam Ahmad Bin Hambal. Dan para kyai memakai itu, karena
umumnya mereka petani.
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keutamaan cara bersaf (berbais) mereka yang berada di samping kiri
ataupun samping kanan jamaah laki-laki. Peserta bahtsul masail
menetapkan  keputusan  hukumnya secara  bersama-sama,
bahwasanya ~kaum perempuan mendapatkan fadilah dan keutamaan
jama’ah, tetapi tidak mendapatkan keutamaan saf’”. Karena saf
wanita seharusnya di belakang kaum laki-laki. Berikutnya masalah
BPJS diberlakukan sistem zonasi Rumah Sakit.*""

Keempat, para kyai (intelektual) NU Mojokerto selalu
memperhatikan konteks lingkungan dengan mempertimbangkan
sosio-politik dan sosio-budaya serta pola pikir yang me-
latarbelakangi-nya. Sehingga hasil penggalian hukum sangat sesuai

212
Namun, mereka terkesan dan

dengan ruang dan waktunya.
kelihatan tekstualis meskipun sudah memberikan fatwa hukum
berdasarkan kaidah-kaidah figh, mereka tidak mau kalau tidak ada
landasan teks/masnya. Padahal penuangan teks itu setelah melalui
proses berfikir manhaji yang panjang. Karena mereka sebenarnya

juga telah memegangi dan mempelajari manhaj imam Syafi’i. Hal

ini terlihat dalam kepustakaan dan kurikulum pesantren mereka.

Il Kegiatan bahtsul masail di Pondok Pesantren Salafiyah An-Nahdliyyah Mengelo-Sooko-
Mojokerto pada hari kamis, 10 November 2019.

212 Hal ini pernah terjadi dalam penentuan status hukum galian C yang hasilnya berbeda, pertama:
kasus galian C di Jatirejo dan galian C di Ngoro. Galian C di Jatirejo hasil keputusan bahthul
masa’il hukumnya dilarang dan haram, karena berdampak pada mafsadah dan kerusakan
lingkungan (bencana alam dan longsor). Akan tetapi Galian C di Ngoro diputuskan boleh dan
jawaz, karena tidak berdampak mafsadah dan kerusakan lingkungan (kondisi tanahnya yang keras
dan tidak mudah longsor), justru masyarakat setempat diuntungkan dalam aspek ekonomi dan
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Seperti kitab-kitab Waraqgat, Hujjah al-Wusul, Jam’u al-Jawami’, al-
Mustashfa, al-Ashbah wa al-Naza’ir, Qawa’id ibn Abd al-Salam dan
lain-lainnya.

5. al-Kutub al-Mu’tabarah *"> menjadi Refrensi dan rujukan bahtsul
masail.

Para kyai (intelektual) NU Mojokerto menjadikan kitab-
kitab empat mazhab sebagai rujukan dalam bahtsul masail. Mereka
menghindari kitab selain empat mazhab. Mereka beranggapan kitab
di luar empat mazhab tidak mu’tabarah. Mereka sadar hal ini tidak
senafas dengan semangat figh sebagai produk ijtihad. Karena
kriteria mu’tabar inilah yang menyebabkan adanya pandangan yang
mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat

imam yang lain.

1 Dirumuskan pada waktu Muktamar Situbondo (1984). Yang dimaksud a/-kutub al-mu’tabarah
pada mulanya adalah kitab-kitab ahlussunnah dan dipersempit lagi kitab-kitab madhahib arba’ah.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

L.

Terdapat 97 permasalahan figh sebagaimana penjelasan pada Bab IV
tersebut di atas, dan dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu : figh
ibadah, figh mu’amalah, figh taharah, figh munakahah, dan figh
mawarith. Ada juga beberapa masalah figh yang substansinya bisa
dikategorikan figh taharah dan figh mu’amalah, serta dikategorikan figh
ibadah dan figh mu’amalah. Dari data di atas menunjukkan figh ibadah
mendominasi dibanding figh-figh yang lain. Hasil penelusuran terhadap
keputusan hukum lembaga bahtsul masail NU kabupaten Mojokerto
berdasarkan deskripsi di atas didapatkan beberapa temuan, yaitu: Ada
47 permasalahan yang dikategorikan figh ibadah, Ada 32 permasalahan
yang dikategorikan figh mu’amalah, Ada 7 permasalahan yang
dikategorikan figh Taharah, Ada 5 permasalahan yang dikategorikan
figh mu’nakahah, Ada 2 permasalahan yang dikategorikan figh
mawarith, Ada 1 permasalahan yang dikategorikan dan figh taharah,
figh mu’amalah karena memiliki dua kriteria tersebut, dan Ada 3
permasalahan yang dikategorikan figh ibadah dan figh mu’amalah,
karena memiliki dua kriteria tersebut. Dari data di atas menunjukkan

figh ibadah mendominasi dibanding figh-figh yang lain. 97

327
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permasalahan figh tersebut merupakan masail diniyyah waqi’iyyah,
kecuali satu permasalahan, tergolong masail diniyyah maudhu’iyyah,
yaitu permasalahan tentang apa itu biro jasa dan bagaimana hukumnya.
Lembaga Bahtsul Masail kabupaten Mojokerto tidak membahas
permasalahan perundang-undangan (ganuniyyah).
Penelusuran terhadap hasil keputusan hukum lembaga bahsul masail NU
kabupaten Mojokerto didapatkan beberapa temuan tentang metode
istinbat hukum lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama kabupaten
Mojokerto, yaitu : Ada 54 permasalahan figh yang hukumnya
diputuskan dengan metode gawl/i, Ada 16 Permasalahan figh yang
hukumnya diputuskan dengan metode 7/hagi, Ada 15 Permasalahan figh
yang hukumnya diputuskan dengan metode manhaji, Ada 8
Permasalahan figh yang hukumnya diputuskan dengan metode gabungan
gawli ilhagi, Ada 1 Permasalahan figh yang hukumnya diputuskan
dengan metode gawli manhaji, dan Ada 3 Permasalahan figh yang
hukumnya diputuskan dengan metode istinbat jama’iy.
Karakteristik Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama Kabupaten Mojokerto
a). Prosedur dan cara menghimpun masalah-masalah (as’ilah) figh.
Untuk menghimpun as ilah figh, Pengurus Cabang lembaga
bahtsul masail menerbitkan surat permohonan as’ilah kepada

seluruh Majelis Wakil Cabang. Kemudian Majelis Wakil Cabang
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mengirimkan as’ilah tersebut kepada Pengurus Cabang Lembaga
Bahtsul Masail. As’ilah tersebut diakomodir dan dihimpun lalu
dikonsultasikan kepada majelis syuriah PCNU untuk diseleksi dan
verifikasi, kemudian ditetapkan sebagai as’ilah dalam bahtsul
masail berdasarkan skala prioritas dan yang dianggap urgen bagi
kehidupan umat.
Jenis permasalahan figh berdasarkan komisi bahtsul masail.
Menurut analisa peneliti dari 97 as’ilah fighiyyah yang
berhasil didokumentasikan tidak satupun yang berkaitan dengan
permasalahan perundang-undangan (masail qganuniyyah), yang
merupakan penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan
pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Masail
maudhu’iyyah ditemukan peneliti hanya satu permasalahan, yaitu
tentang hukum dan status biro jasa. Sehingga permasalahan yang
dibahas benar-benar waqi’iyyah (masalah yang terjadi di
masyarakat).
Peserta bahtsul masail diperlakukan secara adil dan proporsional.
Bahtsul masail dalam pelaksanaannya diikuti oleh peserta
yang terdiri dari tiga komponen, yaitu peserta, perumus, dan
musahhih yang dipimpin oleh moderator. Ketiga unsur ini tidak
ada yang dominasi dalam kegiatan bahtsul masail. Mereka berhak

untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Mereka
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mempunyai hak menyampaikan konsep jawaban yang sudah
disiapkannya. Mereka bisa berhujjah sesuai yang diyakini. Mereka
berhak mempertahankan hujjahnya dengan argumentasi yang kuat.
Tidak ada dominasi kyai terhadap santri. Pendapat siapapun yang
dinilai kuat dan bisa dipertanggung jawabkan itulah yang
disepakati.

Metode Penetapan Hukum Lembaga Bahtsul Masail.

Peneliti menemukan adanya terobosan baru dari peserta
bahtsul masail di kabupaten Mojokerto, yaitu:

pertama, keberanian memutuskan hukum dengan metode
manhaji, di samping dengan metode qawli dan ilhagi. Hal ini
dibuktikan adanya 43 dari 97 permasalahan (44,3%) keputusan
hukumnya dengan metode yang lain (bukan gawl/iy). Hal ini
menjadi pertanda adanya kemampuan para peserta bahtsul masail
NU kabupaten Mojokerto dalam memutuskan suatu hukum
dengan bermazhab secara manhayi.

Kedua, Para kyai dan intelektual NU bisa melakukan
intigal al-mazhab sepanjang dalam lingkup al-Madhahib al-
Arba’ah ketika tidak ditemukan dalam rumusan tekstual figh
syafi’iyyah. Karena hal ini disamping tidak menyalahai AD/ART
NU, juga menghindari terjadinya mauquf (permasalahan yang

tidak terjawab).
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Ketiga, mereka menerapkan metode istinbat jama’iy.
Metode ini mereka gunakan ketika memutuskan permasalahan-
permasalahan yang secara sarih tidak disebutkan dalam agwal
ulama’ ( keputusan hukum bersifat solutif).

Keempat, Pola pikir manhaji terkesan tekstualis.
Maksudnya para kyai (intelektual) NU Mojokerto, terkesan dan
kelihatan tekstualis meskipun sudah memberikan fatwa hukum
berdasarkan kaidah-kaidah figh, mereka tidak mau kalau tidak ada
landasan teks/nasnya. Padahal penuangan teks itu setelah melalui
proses berfikir manhaji yang panjang. Karena mereka sebenarnya
juga telah memegangi dan mempelajari manhaj imam Syafi’i. Hal
ini terlihat dalam kepustakaan dan kurikulum pesantren mereka.
Seperti kitab-kitab Waraqgat, Hujjah al-Wusul, Jam’u al-Jawami’,
al-Mustashta, al-Ashbah wa al-Naza’ir, Qawa’id ibn Abd al-Salam
dan lain-lainnya.

e). al-Kutub al-Mu’tabarah’ menjadi Refrensi dan rujukan bahtsul
masail.

Para kyai (intelektual) NU Mojokerto menjadikan kitab-
kitab empat mazhab sebagai rujukan dalam bahtsul masail.

Mereka menghindari kitab selain empat mazhab. Mereka

'. Dirumuskan pada waktu Muktamar Situbondo (1984). Yang dimaksud al-kutub al-mu’tabarah
pada mulanya adalah kitab-kitab ahlussunnah dan dipersempit lagi kitab-kitab madhahib
arba’ah.
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beranggapan kitab di luar empat mazhab tidak mu’tabarah.
Mereka sadar hal ini tidak senafas dengan semangat figh sebagai
produk ijtihad. Karena kriteria mu’tabar inilah yang menyebabkan
adanya pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu

dan merendahkan pendapat imam yang lain.

B.  Implikasi Teoritik

Temuan dalam penelitian ini mendukung teori hasil penelitian
Ahmad Zahro “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999”
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Figh) yang substantifnya tertulis
dalam sebuah buku “ Tradisi Intelektual NU”. Bahwasanya metode istinbat
hukum lembaga bahtsul masail dalam penerapannya masih terlihat adanya
dominasi pemakaian metode gawl/iy dan/atau ilhagiy dan masih samarnya
penggunaan metode manhajiy.” Metode-metode tersebut digunakan secara
berjenjang dengan mendahulukan metode gawl/iy, lalu metode ilhaqiy,
kemudian metode manhajiy.” Ada temuan baru dalam penelitian ini yang
belum didapati dalam penelitian disertasi Ahmad Zahro di atas, yaitu adanya
penerapan metode istinbat jama’iy dan intigal al-mazhab dalam lingkup al-
Madhahib al-Arba’ah sebagai realisasi pengembangan metode man]lay'iy.4

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga bahtsul masail mengalami

2. Ahmad Zahra, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004) 271.

. Ibid, 269.

*. Yaitu metode yang telah diresmikan dan dikukuhkan dalam munas alim ulama di Bandar
Lampung 1992. Dalam munas tersebut ditetapkan perlunya para kyai NU yang sudah mempunyai
kemampuan intelektual cukup untuk bermazhab secara manhajiy dan beristinbat langsung pada teks
dasar. (Sahal Mahfudh, Ahkamul Fugaha’ Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, (Surabaya:
Khalista, 2010 M) viii.
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dinamika yang menarik, lebih inovatif dan progresif dalam menetapkan
hukum suatu masalah. Namun demikian, metode istinbat hukum lembaga
bahtsul masail masih tetap terbuka untuk diperbincangkan dan didiskusikan,
terutama dalam hal penerapan metode manhajiy secara praktis.
Keterbatasan Studi

Telah banyak penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang
NU, diantaranya: ada yang mengambil tema yang bernuansa politik, faham
keagamaan, maupun tokohnya. Ada yang terkait dengan figh tematis. ada
juga yang mengkaji produk hukum dan metode ijtihad lembaga Bahtsul
Masa'il. Ada beberapa penelitian ilmiah yang membahas tentang Lembaga
Bahtsul Masa'il, Studi tentang Pola Pengkajian dan Penetapan Hukum
Islam, yang berdasarkan kepada empat sumber hukum yang disepakati, yaitu
al-Qur' an, hadis, jjma’dan giyas. Penelitian ilmiah yang lebih intensif
mengenai Lembaga Bahtsul Masa'il yang ditemukan penulis ada empat belas,
yaitu: Pertama, tulisan Radino "Metode Ijtihad NU, Kajian Terhadap
Keputusan Bahtsul Masa'il NU Pusat Pada Masalah-Masalah figh
Kontemporer". Kedua, Muhammad Atho’ Mudzhar,”Fatwa-fatwa Majelis
Ulama Indonesia” (Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia). Ketiga,
Iskandar Usman, “ Istihsan Sebagai Suatu Metode Istinbat Hukum Dan
relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam”. Keempat, Helmi Karim,
“Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum

Islam” (Kajian Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonsia Tahun 1975-1980).
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Kelima, Fathurrahman Jamil, “Ijtihad Muhammadiyah Dalam Masalah Figh
Kontemporer” (Studi Tentang Penerapan Magqasid al-Shari’ah). Keenam,
tulisan Imam Yahya" Bahtsul Masa'il NU dan Transformasi Sosial: Telaah
Istinbath Hukurn Pasca Munas Bandar Lampung 1992", Ketujuh, tulisan
Rifyal Ka'bah, dalam bukunya yang bertitel "Keputusan Lajnah Tarjih
Muhammadiyyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU sebagai Keputusan
[jtihad Jama'i di Indonesia," Kedelapan, tulisan Abd. Basid, "Bahts al-
Masa'il dan Wacana Pernikiran Figh, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran
Hukum Islam NU Tahun 1985-1995," Kesembilan, tulisan Ahmad Zahro
“Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’, 1926-1999” (Telaah Kritis
Terhadap Keputusan Hukum Figh). Kesepuluh, A. Faishal Haq,”Bahtsul
Masail Di Bidang Figh Siyasah” (Studi Tentang Pemaknaan PWNU Jatim
Terhadap Proses Dan Metode Penetapan Hukum Dan Hasil Bahtsul Masail
Di Bidang Figh Siyasah). Kesebelas, Abd. Salam, “ Tradisi Figh Nahdlatul
Ulama” (Analisis terhadap konstruksi elit NU Jawa Timur tentang
penentuan awal bulan Islam). Kedua belas, Ahmad Muhtadi Anshor,
“Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur”
(Studi Tentang Dinamika Bermazhab). Ketigabelas, Luthfi Hadi
Aminuddin, “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Nahdlatul Ulama”
(Telaah Tagrir, Ilhaq, dan Istinbat Jama’i). Keempatbelas, Syafi’i, “Istinbat

Hukum Islam Di Lingkungan Ahli Tarigah” (Analisis Bahtsul Masail
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Diniyyah Jam’iyyah Ahl al-Tarigah al-Mu’tabarah al-Nahdiyah). Dan
beberapa penelitian ilmiyah lainnya yang belum penulis temukan.

Saat ini peneliti melakukan penelitian dengan memusatkan kajiannya
pada lembaga bahtsul masail yang terfokus pada tiga hal, pertama;
penelusuran dan pengklasifikasian permasalahan-permasalahan keagamaan
yang terjadi di masyarakat menurut kategorinya berdasarkan istilah-istilah
yang telah disepakati oleh ulama’ figh al-madhahib al-arba’ah, kedua;
metode istinbatr hukum Lembaga Bahtsul Masa'il dalam mengambil
keputusan atas masalah-masalah keagamaan masyarakat, dan Kketiga;
Menganalisis model bahtsul masail kabupaten Mojokerto dan menentukannya
sebagai karakteristik LBM kabupaten Mojokerto. Peneliti mengamati secara
langsung dan menganalisa metode istibat hukum yang digunakan dalam
memutuskan permasalahan figh yang terjadi di masyarakat, sebagaimana
yang dikodifikasi dalam satu buku. Peneliti bermaksud untuk mewujudkan
kegiatan bahtsul masail yang lebih dinamis dan produktif dalam berbagai
keputusan hukum yang ditetapkan. Dengan berbagai keterbatasan dan
kekurangan peneliti, diharapkan adanya studi dan penelitian ilmiyah
berikutnya yang mengkonsentrasikan pembahasannya di bidang kajian
hukum Islam, utamanya yang berkaitan dengan metode istinbat hukum
lembaga bahtsul masail dalam upaya membangun tradisi bahtsul masail yang

dinamis dan produktif.
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Rekomendasi

Dalam rangka membangun tradisi bahtsul masail yang dinamis dan

produktif, ada prosedur yang harus ditempuh dalam pembahasan masail

diniyyah di lingkungan lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama' kabupaten

Mojokerto. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

L.

Setiap keputusan hukum selalu menyertakan dalil nas baik al-Qur’an

maupun al-Hadith sebagai pijakan dalil yang bersifat umum.

Permasalahan figh yang hukumnya dapat diputuskan dengan metode

gawli, maka agwal ulama’ (pernyataan verbal ulama) yang sudah jadi

itu lebih didahulukan.

Apabila permasalahan yang terjadi tidak ditemukan hukumnya dalam

pernyataan verbal para ulama’, maka peserta bahtsul masail

memutuskan hukum dengan pendekatan manhaji, dengan menempuh

langkah-langkah sebagai berikut :

a)

b)

Selalu  memperhatikan  konteks  lingkungan  dengan
mempertimbangkan sosio-politik, sosio-budaya dan pola pikir
yang me-latarbelakang-inya.

Para kyai dan intelektual NU bisa melakukan intigal al-mazhab
sepanjang dalam lingkup a/l-Madhahib al-Arba’ah ketika tidak
ditemukan dalam rumusan tekstual figh syafi’iyyah. Karena hal
ini untuk menghindari terjadinya mauquf (permasalahan yang

tidak terjawab).
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Menghindari reduksi terhadap kriteria al-kutub al-mu’tabarah
yang hanya dimaksudkan pada kitab-kitab madhhab empat,
selainnya tidak. Karena hal ini tidak senafas dengan semangat
figh sebagai produk ijtihad.

Intelektual dan kiai NU seyogyanya membangun lembaga
bahtsul masail menjadi lembaga kajian hukum yang dinamis dan
produktif. Melakukan terobosan-terobosan dalam menerapkan
metode istinbat hukum dengan metode manhaji (metodologis).
Karena inilah satu diantaranya yang bisa mengembalikan figh
pada wataknya yang asli sebagai produk dan hasil ijtihad, yaitu:
fleksibel, dinamis, realistis, temporal, tidak kaku dan tidak
permanen. Hasil penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti inilah

menjadi bagian ikhtiyar dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
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